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MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 817 /KPTS/M/2024
TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan
Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana
Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan
teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil
koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat tentang Rencana
Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun
2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019
tentang Pembentukan Kementerian Negara dan
Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan
dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.

Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur
Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025
sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut
RPIW Tahun 2025-2034.

RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terdiri atas:

1. RPIW Provinsi Aceh;

2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;



3 RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
q RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. RPIW Provinsi Bengkulu;
6. RPIW Provinsi Riau;
7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. RPIW Provinsi Jambi;
9. RPIW Provinsi Lampung;
10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. RPIW Provinsi Banten;
17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. RPIW Provinsi Bali;
23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. RPIW Provinsi Gorontalo;
26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. RPIW Provinsi Maluku;
33. RPIW Provinsi Papua;
34. RPIW Provinsi Papua Barat;
35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KETIGA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU memuat:
pendahuluan;
arah kebijakan;
profil wilayah dan potensi daerah;
profil dan kinerja infrastruktur;
permasalahan dan isu strategis;
skenario pengembangan wilayah;
analisis kebutuhan infrastruktur;
rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Tembusan:

RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan
penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan
pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima)
tahun.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW
Tahun 2025-2034.

Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh
pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di
bidang pengembangan infrastruktur wilayah.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

2. Para Pegjabat

Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2024

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 817 /KPTS/M /2024

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai
dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:
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Buku I: RPIW Provinsi Aceh

Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;

Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;

Buku VI: RPIW Provinsi Riau;

Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;

Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;

Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;,
Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;

Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;

Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;

Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;

Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;

Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;

Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;

Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;

Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;

Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;




37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;




SAMBUTAN

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) telah menuntaskan penyusunan
Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW
ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan
Pemrograman Pembangunan Infrastruktur
PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan
pengembangan wilayah 10 tahun ke depan
melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam
penyusunannya, saya mengarahkan RPIW
melanjutkan arahan pembangunan yang telah
dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-
2024 dengan memperhatikan keberlanjutan

M. BAS_UKI H_ADIMUUONO manfaat infrastruktur PUPR terbangun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis.
Perumahan Rakyat Pertama, RPIW merupakan platform sinergi

perencanaan dan pemrograman infrastruktur
PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan
pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW
menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan
Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam
mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.
Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui
Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis
teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur
PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum
perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.
Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan
dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala
melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan
wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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M. Basuki Hadimuljono






SAMBUTAN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Infrastruktur telah menjadi bagian penting
pembangunan nasional pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi
salah satu prioritas pada periode-periode
selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi
Indonesia Emas 2045 bersama dengan
pembangunan sektor lainnya. Demikian pula
dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran
dan kontribusi dalam mendukung pengembangan
konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air,
mendukung ketahanan pangan dan energi,
meningkatkan kualitas permukiman baik di
perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung

YUDHA MEDIAWAN pengembangan sektor-sektor strategis nasional
Kepala Badan Pengembangan seperti pariwisata dan industri dalam rangka
Infrastruktur Wilayah pengembangan wilayah.

Menyongsong RPIJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6
Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR,
BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).
Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur
PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis
Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan
kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta
memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat
Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi
Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW
38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat
melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat
dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan
pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Yudha Mediawan
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

1.1. Latar Belakang

Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera yang
memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, industri,
pariwisata, pertambangan, dan perikanan. Pada tahun 2021, PDRB
ADHK Provinsi Lampung sebesar 247 triliyun rupiah dan
berkontribusi 2,22% dari PDB Nasional. Penyumbang PDRB
Provinsi terbesar yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan (28,39%); Industri Pengolahan (19,65%); serta
Perdagangan Besar dan Eceran (11,70%). Jumlah penduduk
Lampung tahun 2021 sebanyak 9.081.792 jiwa (3,3% Nasional)
dengan laju pertumbuhan penduduk Lampung sebesar 1,10% per
tahun. Kota Bandar Lampung mejadi kota terpadat di Provinsi
Lampung mencapai >150 orang/Ha.

Kawasan strategis skala nasionak di Provinsi Lampung meliputi
sistem perkotaan nasional (PKN Bandar Lampung, PKW Metro,
PKW Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, PKW
Kota Agung), Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional di WS Way
Seputih-Way Sekampung, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) di Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau
dan sekitarnya, serta Danau Ranau dan sekitarnya.

PKN Bandar Lampung menjadi simpul utama kegiatan ekspor-
impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat
kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani
beberapa provinsi, simpul utama transportasi skala nasional atau
melayani beberapa provinsi, serta berpotensi sebagai pelabuhan
hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan
kelautan dan perikanan. Dalam 5 (lima) tahun mendatang,
pembangunan wilayah Lampung akan bertumpu pada peran
swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi
pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim
investasi yang terbuka dan efisien. Terbangunnya Jaringan Jalan
Tol Trans Sumatera di sekitar Provinsi Lampung menjadi
pendorong ekonomi wilayah yang cukup dominan sebagai jalur
pergerakan barang dan orang yang terkoneksi ke hub
internasional maupun regional.

Pengembangan infrastruktur memegang peranan penting dalam
rangka meningkatkan daya saing wilayah Provinsi Lampung yang
sesuai dengan arah kebijakan. Pembangunan infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan
salah satu komponen penentu yang dirumuskan berdasarkan arah
kebijakan pengembangan wilayah dan dukungan terhadap sektor
strategis nasional. Untuk itu, diperlukan suatu rencana
pengembangan infrastruktur wilayah PUPR terpadu yang
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menterjemahkan arah kebijakan jangka panjang dan jangka
menengah ke dalam perencanaan tahunan. Dalam
pengembangan infrastruktur PUPR terpadu yang
mempertimbangkan aspek tata ruang, lintas sektor, dan lintas
kewenangan memerlukan dokumen perencanaan yang sistematis
dan terstandarisasi yang dapat dituangkan dalam muatan materi
Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya
disingkat RPIW. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan
dokumen rencana yang menjadi referensi dan media koordinasi
antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dalam
mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
sekaligus katalis bagi pengembangan wilayah Provinsi Lampung.

1.2. Kedudukan Dalam Kebijakan

Kedudukan dalam Kebijakan menjelaskan posisi RPIW dalam
kerangka perencanaan dan pemrograman pembangunan
infrastruktur PUPR serta terhadap dokumen perencanaan lainnya
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.

program pembangunes infrastruktur PUPR
divuun berdasartan Renstre dan/stes
dokumen perescanaan rfrastruktur linny

rasonal bary dan/atau mendesak. dan/atau

* Penambahan/perbahan kegatan pada program
nfrastruktur PUPR sesum drektdl Mentern PUPR

Gambar 1.1 Posisi RPIW
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Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan
Lainnya

1.3. Urgensi Penyusunan RPIW

Penyusunan RPIW ini dimaksudkan untuk mempercepat
tercapainya tujuan pengembangan wilayah melalui perencanaan
dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR di Provinsi
Lampung. Adapun tujuan dari penyusunan RPIW ini adalah untuk
menyusun dokumen kebijakan teknis program keterpaduan dan
rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR untuk
pengembangan wilayah Provinsi Lampung.

Guna mendukung tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran
penyusunan RPIW vyaitu tersusunnya baseline data atau profil,
kendala dan potensi, skenario pengembangan, analisis kebutuhan
pembangunan infrastruktur PUPR, dan tersusunnya Rencana
Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Lampung.

1.4. Muatan RPIW

Bagian Muatan RPIW menguraikan hal-hal pokok sebagai berikut:

a. Pendahuluan, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam
kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW,
dan kerangka pikir penyusunan RPIW;

b. Arah Kebijakan, meliputi sintesis analisis kebijakan serta
strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta
kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat
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uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana
tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;
Profil Wilayah dan Potensi Daerah, meliputi kondisi fisik dan
kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan
interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;

Profil dan Kinerja Infrastruktur, meliputi uraian profil dan
kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta
infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga
memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR,;
Permasalahan dan Isu Strategis, meliputi potensi yang berupa
keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan
permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup);

Skenario Pengembangan Wilayah, meliputi proyeksi
pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan
wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan
prioritisasi);

Analisis Kebutuhan Infrastruktur, meliputi analisis kesenjangan
infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur, meliputi rencana
aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian
kewenangan dan sumber pendanaan; dan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW, memuat
mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun
dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5
(lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis
tersendiri.

1.5. Manfaat RPIW

Terdapat beberapa manfaat dari penyusunan RPIW, yaitu:

a.
b.

C.

Dasar mengintegrasikan dan mensinkronisasi kebijakan
nasional dan daerah ke dalam RPIW;

Acuan pemrograman dalam menyusun Rencana Kerja
Tahunan Kementerian PUPR; dan

Masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian
PUPR, dan dokumen perencanaan PUPR lainnya.

1.6. Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Proses penyusunan RPIW melalui beberapa tahapan, sebagai
berikut:

a.

Pengumpulan Data dan Informasi
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Arah kebijakan (penataan ruang, sektor, dan agenda
global) akan menentukan fokus perencanaan dan
kawasan prioritas.

Sasaran dan target jangka panjang memuat kondisi di
masa depan sesuai fokus perencanaan dan strategi Unit
Organisasi PUPR.

Profil wilayah dan kependudukan akan menggambarkan
kondisi  eksisting wilayah yang berkaitan fisik
kebencanaan, kependudukan, ekonomi, dan sosial
budaya.

Profil dan kinerja infrastruktur yang bermanfaat untuk
mengetahui kondisi eksisting infrastruktur.

Setelah pengumpulan data dan informasi, dilakukan proses
perumusan isu strategis melalui tahapan:

Penentuan konteks perencanaan meliputi fokus dan lokus
makro, meso, dan mikro pada wilayah pengembangan.
perumusan sintesa fokus kebijakan untuk
mengelaborasikan kondisi eksisting wilayah yang meliputi
isu lokus mikro di tingkat makro, isu eksternal di tingkat
meso, dan isu internal di tingkat mikro.

Identifikasi fokus kebijakan dan kondisi eksisting wilayah
akan digunakan dalam menentukan kawasan prioritas
pengembangan wilayah.

Selanjutnya untuk menentukan isu strategis melalui
keterpaduan isu wilayah, masalah utama dan opsi masa
depan Kawasan prioritas sesuai fokus perencanaan.

Pengolahan dan Analisis Data:

Permasalahan dan isu strategis akan menggambarkan
kondisi yang ingin diselesaikan di wilayah pengembangan
Skenario pengembangan wilayah akan menghasilkan
grand strategy per fokus perencanaan pada wilayah
pengembangan.

Analisis kebutuhan infrastruktur akan menghitung gap
kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan infrastruktur di
masa depan.

Setelah pengolahan dan analisis data, dilakukan
penyusunan grand strategy dirumuskan melalui analisis
eksternal (PESTLE dan 5 FORCES) dan analisis internal
SWOT. Selanjutnya, grand strategy akan digunakan untuk
penyusunan program perencanaan.
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c. Implementasi dan Pemutakhiran :

e Rencana aksi akan mengasilkan daftar kegiatan dan
rencana aksi pembangunan infrastruktur secara spesifik

pada setiap unit organisasi atau instansi
penanggungjawab lain.
e Monitoring dan Evaluasi akan memantau

keberlangsungan kegiatan pembangunan infrastruktur
dan menilai kebermanfaatan dari pembangunan
Bagan Kerangka Pikir Alur Penyusunan RPIW memuat tahapan
mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan analisis data,
sampai implementasi dan pemutakhiran sebagai berikut:
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2.1. Kebijakan Penataan Ruang

2.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memuat
beberapa aspek utama dalam pengembangan wilayah Provinsi
Lampung diantaranya sistem perkotaan, sistem jaringan
transportasi nasional, wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan
andalan serta Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sistem
perkotaan nasional di Provinsi Lampung terdiri atas PKN, PKW.
Terdapat 1 (satu) PKN di Provinsi Lampung yaitu PKN Bandar
Lampung. Salah satu fungsi PKN sendiri adalah sebagai simpul
utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa
provinsi. Disamping PKN, terdapat 6 (enam) Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) di Provinsi Lampung yaitu PKW Kota Metro,
Kalianda, Liwa, Menggala, Kotabumi dan Kota Agung yang salah
satu fungsinya sebagai simpul transportasi yang melayani skala
provinsi atau beberapa kabupaten.

Sistem jaringan transportasi nasional terdiri atas sistem jaringan
transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem
jaringan transportasi udara. Terdapat Jaringan Jalan Tol pada
sistem di Provinsi Lampung yaitu Terbanggi Besar - Pematang
Panggang (11/6) dan Bakauheni - Terbanggi Besar (II/6).

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan
kepelabuhanan dan alur pelayaran. Tatanan kepelabuhanan
terdiri atas pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Di Provinsi
Lampung terdapat beberapa sebagaimana tercantum pada tabel
berikut:

Tabel 2.1 Jenis Pelabuhan Provinsi Lampung

No. Jenis Pelabuhan | Nama Pelabuhan
1. Pelabuhan Utama Panjang (I1/1)
Teluk Betung (11/3)
2. Pelabuhan Pengumpul Kota Agung/Tanjung Balai
/3

Bakauheni (11/1)

Ketapang (Lampung) (I1/2)

Tabuan (1/2)

Madang (11/2)

Pulau (11/2)

Canti (11/2)

Teluk Betung (11/2)

Sumber: PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pelabuhan Angkutan
Penyeberangan

Tatanan kebandarudaraan di Provinsi Lampung mencakup
layanan barang dan penumpang untuk kebutuhan pengangkutan
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regional dan internasional yaitu Bandar Udara Raden Inten Il
(1l//3) sebagai Bandara Pengumpul Sekunder.

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya
air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah
Sungai (WS) di Provinsi Lampung meliputi wilayah sungai lintas
provinsi antara lain WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau
(Sumatera Selatan-Jambi-Bengkulu-Lampung), WS Mesuji-
Tulang Bawang (Lampung-Sumatera Selatan) dan WS Nasal-
Padang Guci (Bengkulu-Sumatera Selatan-Lampung) serta
wilayah sungai strategis nasional yaitu WS Seputih-Sekampung
(Lampung).

Kawasan Lindung Provinsi Lampung terdiri dari 1 (satu) kawasan
suaka alam/pelestarian alam yaitu Rawa Kandis, 4 (empat) cagar
yaitu Bukit Barisan Selatan, Anak Krakatau, Pulau Krakatau
Lampung dan Laut Bukit Barisan Selatan, 2 (dua) taman nasional
yaitu Bukit Barisan Selatan dan Way Kambas serta 1 (satu) Taman
Hutan Rakyat yaitu Wan Abdul Rachman.

Pada RTRWN ditetapkan juga 5 (lima) kawasan andalan di
Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
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Tabel 2.2 Kawasan Andalan Provinsi Lampung
No. Lokasi Kawasan Andalan
Perkebunan, pariwisata, industri,
Kawasan Bandar . .
1. pertanian, perikanan, pertambangan,
Lampung-Metro ;
panas bumi
5 Kawasan Mesuji dan Pertanian, perkebunan, industri, gas
) Sekitarnya bumi
Kawasan Kotabumi Pertanian, perkebunan, perikanan,
3. . . .
dan Sekitarnya minyak dan gas bumi
Pertanian, perkebunan, perikanan
4, Kawasan Liwa-Krui laut, pariwisata, pertambangan,
panas bumi
Kawasan Andalan
5. Laut Krakatau dan Perikanan, pertambangan, pariwisata
Sekitarnya

Sumber: PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Lampung berada di
Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan meliputi Provinsi
Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung (II/B/1) dan Kawasan
Perbatasan Negara di Laut Lepas meliputi Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu,
Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Nusa Tenggara Barat (II/E/2).

Berdasarkan arah kebijakan RTRWN, dapat disimpulkan bahwa
Pengembangan Provinsi Lampung diarahkan pada
Pengembangan pusat-pusat perkotaan khususnya PKN Bandar
Lampung dengan sektor unggulan perdagangan, jasa dan industri
serta pengembangan pusat perkotaan lain yang berada di
Lampung yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Metro, Kalianda,
Liwa, Menggala, Kotabumi, dan Kota Agung sebagai kawasan
perkotaan dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian dan
pariwisata.

2.1.2. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera

Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera memuat beberapa

aspek sebagai acuan dalam pengembangan Provinsi Lampung

antara lain tujuan penataan ruang, penguatan konektivitas dan

keterpaduan simpul transportasi antar moda, jaringan energi

serta sistem jaringan sumber daya air. Penataan ruang Pulau

Sumatera bertujuan untuk mewujudkan:

1. Pusat pengembangan ekonomi perkebunan, perikanan, serta
pertambangan yang berkelanjutan;

2. Swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;

3. Kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk
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ketenagalistrikan;

4. Pusat industri yang berdaya saing;

5. Pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis
ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi,
dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition/MICE);

6. Kelestarian kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan
tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau
Sumatera sesuai dengan kondisi ekosistemnya;

7. Kelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati
hutan tropis basah;

8. Kawasan perkotaan nasional yang kompak dan berbasis
mitigasi dan adaptasi bencana;

9. Pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir barat dan wilayah
pesisir timur Pulau Sumatera;

10. Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan
keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka
keterisolasian wilayah; dan

1. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan
pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India,
Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan
Negara Vietnam dengan memperhatikan keharmonisan aspek
kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan
masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Kota Bandar Lampung sebagai PKN diarahkan pada

pengembangan perkebunan, pariwisata, industri, pertanian dan

perikanan, sedangkan sistem perkotaan lain memiliki fungsi

dengan rincian sebagai berikut:

1. PKW Metro diarahkan pada pengembangan perkebunan,
industri dan pertanian;

2. PKW Kalianda diarahkan pada pengembangan perikanan,
pariwisata, pertanian dan industri;

3. PKW Liwa diarahkan pada pengembangan perkebunan,
perikanan, pertanian, industri dan pariwisata;

4. PKW Menggala diarahkan pada pengembangan perkebunan,
perikanan, pertanian dan industri;

5. PKW Kotabumi diarahkan pada pengembangan perkebunan,
perikanan, pertanian, industri

6. PKW Kota Agung diarahkan pada pertanian, industri dan
pariwisata.

Terdapat arahan untuk memperkuat konektivitas pada RTR Pulau
Sumatera yaitu pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera,
Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas
Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Pengumpan Pulau
Sumatera dan Jaringan Jalan untuk meningkatkan Aksesibilitas di
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kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Tertinggal dan Terisolasi,
Termasuk Pulau-Pulau Kecil dengan Pengembangan Jalan Bebas
Hambatan Antar Kota (Jaringan jalan Terbanggi Besar-Pematang
Panggang, Jaringan jalan Bakauheni-Terbanggi Besar, Jaringan
jalan Pematang Panggang-Kayu Agung-Simpang Indralaya dan
Jaringan jalan Jembatan Selat Sunda). Di samping itu, untuk
mendukung konektivitas terdapat keterpaduan antar moda
antara lain dengan pengembangan Jalur Kereta Api Antarkota,
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan, Pelabuhan Sungai,
Pelabuhan Penyeberangan, Lintas Penyeberangan Antarprovinsi
di Pulau Sumatera dengan Provinsi di Luar Pulau Sumatera,
Pelabuhan Utama dan Bandar Udara.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi, terdapat arahan
pengembangan terdapat arahan pengembangan Jaringan
Transmisi Tenaga Listrik Seluruh Pulau Sumatera serta Antara
Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Jaringan Transmisi Sumatera
Timur dan Jaringan Transmisi Sumatera Tengah termasuk
diantaranya jaringan transmisi tenaga listrik mendukung Provinsi
Lampung.

Terkait dengan sumber daya air terdapat Wilayah Sungai (WS)
Strategis Nasional dan WS Lintas Provinsi sesuai dengan RTRWN
serta terdapat 2 (dua) DAS yaitu DAS Tulang Bawang dan DAS
Sekampung. Terdapat pula 4 (empat) CAT Lintas Provinsi (CAT
Lubuklinggau-Muaraenim, CAT Gedongmeneng, CAT Ranau dan
CAT Metro-Kotabumi), Waduk Batu Tegi dan Waduk Way Jepara
dan Waduk Way Rarem serta Daerah Irigasi antara lain 1) DI Way
Sekampung, 2) DI Way Tebu |, II, lll, dan IV, DI Way Kandis Il, 3)
Dl Way Tulung Mas dan DI Bumi Agung, 4) DI Way Umpu dan 5)
DI Dp. Mesuji Tulang Bawang, DI Dp. Rawa Pintu, DI. Peng. Rawa
Mesuji Atas, DI Pidada Tulang Bawang, dan DI Way Rarem.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam RTR Pulau Sumatera,
Provinsi Lampung diarahkan sebagai pusat pengembangan
ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan,
energi, industri, pariwisata, dan kawasan perkotaan nasional yang
kompak dan berbasis mitigasi bencana.

2.1.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029
menyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi
Lampung adalah terwujudnya pembangunan wilayah yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis
pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata
menuju Provinsi Lampung berjaya.
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Rencana Struktur Ruang Provinsi Lampung terdiri dari rencana
sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah. Sistem
perkotaan terdiri dari PKN, PKW, dan PKL. Rencana PKN dan
PKW sesuai dengan penetapan yang terdapat di RTRWN,
sedangkan PKL ditetapkan pada 21 kawasan antara lain 1)
Kawasan Perkotaan Sukadana di Kabupaten Lampung Timur, 2)
Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu di Kabupaten Way
Kanan, 3) Kawasan Perkotaan Pringsewu di Kabupaten
Pringsewu, 4) Kawasan Perkotaan Gedong Tataan di Kabupaten
Pesawaran, 5) Kawasan Perkotaan Bakauheni di Kabupaten
Lampung Selatan, 6) Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-
Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) di Kabupaten Lampung
Tengah, 7) Kawasan Perkotaan Mesuji di Kabupaten Mesuji, 8)
Kawasan Perkotaan Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang
Barat, 9) Kawasan Perkotaan Tanjung Bintang di Kabupaten
Lampung Selatan, 10) Kawasan Perkotaan Sidomulyo di
Kabupaten Lampung Selatan, 11) Kawasan Perkotaan Unit Il
Banjar Agung di Kabupaten Tulang Bawang, 12) Kawasan
Perkotaan Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah, 13)
Kawasan Perkotaan Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah, 14)
Kawasan Perkotaan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur,
15) Kawasan Perkotaan Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat,
16) Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai di Kabupaten
Lampung Timur, 17) Kawasan Perkotaan Krui di Kabupaten Pesisir
Barat, 18) Kawasan Perkotaan Bukit Kemuning di Kabupaten
Lampung Utara, 19) Kawasan Perkotaan Wiralaga di Kabupaten
Mesuji, 20) Kawasan Perkotaan Wonosobo di Kabupaten
Tanggamus 21) Kawasan Perkotaan Natar - Jati Agung di
Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana pengembangan jaringan transportasi terdiri dari Jalan
tol (Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, Ruas Terbanggi Besar -
Pematang Panggang, Ruas exit toll Lematang - Pelabuhan
Panjang, Ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota
Agung), Terminal penumpang (Tipe A dan Tipe B), Terminal
barang, Jembatan timbang, Jaringan jalur KA, Stasiun KA,
Pelabuhan sungai dan danau, Pelabuhan penyeberangan,
Pelabuhan utama, Pelabuhan pengumpul, Pelabuhan Pengumpan,
Terminal khusus, Bandar udara pengumpul, Bandar udara
pengumpan dan Bandar udara khusus.

Rencana Jaringan Sumber Daya Air Provinsi Lampung terdiri dari
Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi, Sumber air lintas
provinsi, Daerah irigasi, Sistem jaringan sumber daya air lintas
kabupaten/kota, Sumber air lintas kabupaten/kota dan Prasarana
sumber daya air. Terdapat juga rencana jaringan prasarana
lainnya yang terdiri atas SPAM (SPAM Regional Bandar Lampung,
SPAM Regional Way Sabu/Way Sabu Atas dan SPAM Regional
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Kawasan Ekonomi Mesuji Tulang Bawang), SPAL di kawasan
permukiman pada kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan TPA
di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana Pola Ruang Provinsi Lampung terdiri dari rencana
kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung terdiri
dari Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya, Kawasan Konservasi, Kawasan Perlindungan
Setempat, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan yang berfungsi
sebagai ekosistem mangrove, sedangkan kawasan budi daya
diarahkan pada Kawasan hutan produksi, Kawasan pertanian,
Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan dan energi,
Kawasan peruntukan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan
permukiman dan Kawasan pertahanan keamanan.

Rencana Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Lampung terdiri
dari kawasan strategis nasional dan provinsi. Kawasan Strategis
Nasional yang berada di Provinsi Lampung yaitu 1) Kawasan
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Provinsi Bengkulu,
Sumatera Selatan, dan Lampung), 2) Kawasan Selatan Sunda
(Provinsi Lampung dan Banten), 3) Kawasan Perbatasan Negara
di Laut Lepas (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat). Kawasan
strategis provinsi terdiri dari kawasan strategis dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi (Kawasan Perkotaan Bandar
Lampung dan Sekitarnya; dan Kawasan Pariwisata Pantai Barat)
dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup (Kawasan Taman Hutan Raya Wan
Abdul Rachman dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi).

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam RTRW Provinsi
Lampung, Provinsi Lampung diarahkan untuk pembangunan
wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis
pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata. PKN
Bandar Lampung memiliki fungsi utama pusat pemerintahan
provinsi, pusat perdagangan dan jasa, pusat distribusi dan koleksi;
pusat pendukung jasa pariwisata; dan pusat pendidikan tinggi,
dengan didukung kawasan perkotaan di sekitarnya (PKW).

2.2. Kebijakan Sektor

2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007) berisi perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Pelaksanaan
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RPJP  Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap
perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan
pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang
dituangkan dalam RPJM Nasional | Tahun 2005-2009, RPJM
Nasional Il Tahun 2010-2014, RPJM Nasional lll Tahun 2015-2019,
dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. Periode terakhir (Tahap
4) dari tahapan RPJPN ini ditujukan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN)

Pada RPJMN 2020-2024 ditetapkan Koridor Pertumbuhan dan
Pemerataan. Koridor Pertumbuhan di Provinsi Lampung yaitu
Kab. Tulangbawang, Kab. Lampung Tengah, Kota Metro, Kab.
Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran dan
Kab. Lampung Timur, sedangkan Koridor Pemerataan meliputi
Kab. Lampung Utara, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab.
Lampung Barat; dan Kab. Pesisir Barat.

Arah Pengembangan Provinsi Lampung berdasarkan RPJMN
2020-2024 meliputi 1) Pengembangan Kawasan Perkotaan di
Kota Bandar Lampung; 2) Pengembangan kawasan strategis dan
industri pengolahan Kawasan Industri Way Pisang, Kawasan
Industri Tanggamus, Kawasan Industri Katibung, Kawasan
Industri Pesawaran; 3) Percepatan pembangunan daerah
tertinggal di Pesisir Barat; dan Pengembangan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di KPPN Tulang Bawang dan
KPPN Mesuiji.

Major Project di Provinsi Lampung antara lain: 1) Jalan Akses Ki
Tanggamus; 2) Penyediaan air baku di kawasan strategis Kl
Pesawaran; 3) Penyediaan air baku di kawasan strategis Kl Way
Pisang; 4) Penyediaan air baku di kawasan strategis Kl Katibung;
dan 5) Penyediaan air baku di daerah tertinggal Pesisir Barat.

Berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 dapat disimpulkan
bahwa pengembangan wilayah Provinsi Lampung meliputi
pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan
Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Bandar Lampung,
Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan,
Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan Pengembangan
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

2.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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(RPJMD) Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021
tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
menjadi arah penyelenggaraan pembangunan Provinsi Lampung,
dalam lima tahun periode penyelenggaraan pemerintahan di
Provinsi Lampung dan sebagai instrumen evalusi
penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut merupakan misi
dan strategi yang ingin dicapai dalam dokumen RPJMD Provinsi
Lampung tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan pembangunan
infrastruktur. Berdasarkan Misi ke 2 dan ke 3, Provinsi Lampung
diarahkan untuk Mengembangkan Infrastruktur Guna
Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah dan
Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian
dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah
Perkotaan.

2.2.4. Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia 2045 terkait wupaya untuk pemerataan
pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTIl) dengan
Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam 30 tahun ke depan,
peranan luar Jawa dan KTI diperkirakan meningkat menjadi 48,2
% dan 251 % dari perekonomian nasional. Wilayah Sumatera
diharapkan meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 23,2%
terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi sekitar 5,7% per tahun. Pulau Sumatera mempunyai
potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan
perikanan/kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau
pertanian dengan konsep agrobisnis menjadi satu potensi
ekonomi untuk dikembangkan antara lain pengembangan sentra
perkebunan agrobisnis kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau.
Wilayah Sumatera juga diarahkan untuk sebagai salah satu
wilayah untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung
pangan nasional. Di sektor industri pengolahan, posisi geografis
wilayah Sumatera yang strategis sebagai pintu utama
perdagangan internasional, khususnya berbatasan dengan India,
Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam diarahkan menjadi
pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar,
industri pangan, industri elektronika dan industri kapal. 32

Pengembangan sektor jasa di wilayah Sumatera didukung oleh
pengembangan kawasan metropolitan sebagai pusat-pusat
pertumbuhan di Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru,
Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung dan Batam.
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Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan jaringan
transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan
antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian
wilayah. Secara umum, pengembangan wilayah Pulau Sumatera
diarahkan sebagai basis industri baru dan gerbang kawasan Asia.
Berdasarkan Visi Indonesia 2045, pengembangan wilayah
Sumatera diarahkan Dberbasis pada sektor pertanian,
perkebunan, dan energi; mendorong pemerataan pembangunan
antar wilayah; mendukung pembangunan perkotaan dan
perdesaan.

2.2.5. Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau

program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk

peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan daerah. Beberapa daftar PSN yang terdapat di

Provinsi Lampung meliputi:

1. Jalan Tol Bakauheni - Tb. Besar (138km) - bagian dari 8 ruas
Trans Sumatera;

2. Proyek Revitaslisasi Bandar Udara Raden Inten I, Lampung;

3. Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung;

4. Proyek Bendungan Sukoharjo, Sukaraja lll, Segalamider dan
Rokan Kiri dan Bendungan Way Sekampung;

5. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi
Khusus (KI Tanggamus);

6. Proyek Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih

- Tarahan/ Lampung dan Prabumulih - Kertapati Palembang

2.2.6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang
tertuang dalam PP No. 14 Tahun 2015 memuat visi Pembangunan
Industri Nasional vyaitu Indonesia Menjadi Negara Industri
Tangguh. Industri Tangguh. Tahapan dan arah rencana
pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut: 1.
Tahap | (2015-2019) Arah rencana pembangunan industri nasional
pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah
sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan
migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung
dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan
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kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan
teknologi; 2. Tahap Il (2020-2024). Arah rencana pembangunan
industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai
keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui
penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta
didukung oleh SDM yang berkualitas; 3. Tahap Il (2025-2035)
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini
dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara
Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang
kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta
berbasis inovasi dan teknologi.

Administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI).
WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward)
dan keterkaitan ke depan (forward) sumberdaya dan fasilitas
pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh
kegiatan pembangunan industri. Perwilayahan industri dilakukan
melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
(WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPD),
pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra
Industri Kecil dan Industri Menengah. Lampung Barat-Lampung
Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung
Selatanditetapkan sebagai WPPI yang berperan sebagai
penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI dengan
pengembangan industri prioritas.

2.2.7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(RIPPARNAS)

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional (RIPPARNAS) di Provinsi Lampung terdapat DPN
Krakatau-Ujung Kulon dan sekitarnya dengan Kawasan
Pengembangan Pawisata Nasional (KPPN) ialah KKPN Danau
Ranau dan sekitarnya, KPPN Way Kambas dan sekitarnya, KPPN
Bandar Lampung dan sekitarnya, KPPN Krui-Tanjung Setia dan
sekitarnya, KPPN Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya, KPPN
Kalianda dan sekitarnya dan KPPN Krakatau-Selat Sunda dan
sekitarnya. Selain itu terdapat KSPN Way Kambas dan sekitarnya,
KSPN Krakatau dan sekitarnya dan KSPN Danau Ranau dan
sekitarnya.

2.2.8. Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Rencana Induk Pelabuhan Nasional merupakan bagian dalam
proses integrasi multimoda dan lintas sektoral. Kepelabuhanan
Nasional khususnya diarahkan untuk mewujudkan sektor
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kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan yang
kompetitif dengan sistem operasi pelabuhan, baik dalam bidang
keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan
maritim. Hasil penetapan secara rinci dari lokasi dan hierarki
pelabuhan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun khususnya
untuk wilayah Provinsi Lampung meliputi:

Tabel 2.3 Lokasi Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk
melayani Angkutan Laut
Hierarki Pelabuhan

Kabupaten/Kota Pelabuhan 201 202 | 202 203
4 p 7 7
Bandar Lampung | Panjang PU PU PU PU
Bandar Lampung | Teluk Belung PR PR PR PR
Lampung Selatan | Sebalang PR PR PP PP
Lampung Timur Labuhan Maringgai PR PR PP PP
Mesuji Mesuji PR PR PR PR
Tanggamus rore Agung/Batu | op | pp | pp | pp
Tulang Bawang Menggala PR PR PP PP
Lampung Selatan | Lagundu PL PL PL PL
Lampung Selatan | Kalianda PL PL PL PL
Lampung Selatan | P. Sevesi PL PL PL PL
Tanggamus P. Tabuan PL PL PL PL

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
(Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)

Tabel 2.4 Rencana Lokasi Pelabuhan

Hierarki Pelabuhan
Kabupaten/Kota Pelabuhan 2017 ‘ 2022 ‘ 2027 2037

Lampung Selatan | Canti Pelabuhan Pengumpan Lokal
Lampung Selatan | Ranggai Pelabuhan Pengumpan Lokal
Lampung Tengah | Way Seputih Pelabuhan Pengumpan Lokal
Lampung Timur Kuala Penat Pelabuhan Pengumpan Lokal
L . Way Pelabuhan Pengumpan Lokal
ampung Timur
Sekampung
Mesuji KTM SP 8 Pelabuhan Pengumpan Lokal
Mesuji Sungai Sidang Pelabuhan Pengumpan Lokal
Mesuji Wiralaga Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pesisir Barat Bangkunat Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pesisir Barat Krui Pelabuhan Pengumpan Lokal
Tanggamus Kelumbayan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Tanggamus Kiluan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Tulang Bawang Dente Teladas Pelabuhan Pengumpan Lokal
Tulang Bawang Teladas Pelabuhan Pengumpan Lokal
Tulang Bawang Sungai Barung Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
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(Perubahan atas Kepmen Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)

Tabel 2.5 Lokasi Terminal Umum (bagian dari pelabuhan umum
vang dapat berubah mengikuti perkembangan pelabuhan)

Kabupaten/Kota
Lampung Selatan

Terminal Umum |
Bandar Bakau Jaya

Keterangan

Pelabuhan Bakauheni

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
(Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)

Tabel 2.6 Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani
Angkutan Penyeberangan

Nama Pelabuhan
Penyeberangan

Kabupaten/Kota

Status
Pencapaia

n

Hierarki
Pelabuhan

Bakauheni Kab. Lampung Operasi Kelas |
Selatan

Ketapang Kab. Lampung Rencana Kelas |

(Lampung) Selatan

Tabuan Kab. Tanggamus Rencana Kelas Il

Madang Kab. Tanggamus Rencana Kelas Il

Pulau Sebesi Kab. Lampung Rencana Kelas Il
Selatan

Canti Kab. Lampung Rencana Kelas Il
Selatan

Teluk Betung Kota Bandar Rencana Kelas Il
Lampung

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
(Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017)

Tabel 2.7 Pelabuhan Sungai dan Danau

Pelabuhan Status_ Hierarki
Pencapaian
Pagar Dewa Operasi Pengumpan
Dermaga Lombok Operasi Pengumpan
Sekau Operasi Pengumpan
Dermaga Danau Ranau Lampung Operasi Pengumpan
Heniarong Rencana Pengumpan
Dermaga Cabang Sungai Way Putih Operasi Pengumpan
Dermaga Danau Jepara Rencana Pengumpan
Dermaga Waduk Way Ralem Rencana Pengumpan
Wiralaga Operasi Pengumpul
Mesuji Timur Operasi Pengumpan
Sungai Sidang Operasi Pengumpan
Sukabanjar Rencana Pengumpan
Kota Agung Rencana Pengumpan
Menggala Rencana Pengumpul
Gedung Aji Rencana Pengumpan
Rawajitu Rencana Pengumpan
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Pelabuhan Status_ Hierarki
Pencapaian

Tulang Bawang Rencana Pengumpul
Kuala Rencana Pengumpan
Dermaga Kuala Teladas Operasi Pengumpan
Bahuga Rencana Pengumpan
Dergama Sungai Kota Terpadu Operasi Pengumpan
Mandiri SP. VIII

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020
(Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017

2.2.9. Visium Kementerian PUPR 2030

Visium Kementerian PUPR 2030 adalah "Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif
dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil
Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya
Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa
Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2030 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2030

Sumber Daya

Tahun Air Bina Marga Cipta Karya Perumahan
- 88%
- Kondisi jalan Pelayanan - Backlog
mantap 97% Air Minum rumah
Bendungan — Pembangunan — Menurunkan bagi MBR
multifungsi : 9 luas sebesar 5
jalan tol 1.500 . ; .
untuk Km permukiman juta unit,
2020- meme_nuhi _ Pembangunan kumuh dicapa_i
5024 kapasitas 2lan baru 2.500 perkotaan melalui
tampung 68,11 JK ) 2,6% pembangu
m3/ m (menjadi nan
kapita/tahun |~ Pembangunan 17.000 ha), sebesar
jembatan dan 3,9 juta
baru/fly over _ 85% unit
A .
60.000 m Pelayanan
Sanitasi.
Bendungan 100% - Zero
2025- multifungsi — Kondisi Jalan B Pel ° Backlog
2030 untuk Mantap 99% A_e al\%/anan rumah
memenuhi Ir Minum bagi MBR
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SumbAeieraya Bina Marga Cipta Karya Perumahan
kapasitas — Pembangunan — Menurunka 3 juta unit,
tampung 120 Jalan Tol 2.000 n luas dicapai
m?®/ kapita/ Km permukima melalui
tahun. — Pembangunan n kumuh pembang

Jalan Baru perkotaan unan

3.000 Km 4,4% sebegar

— Pembangunan (menjadi O 4,88 juta

Jembatan ha), dan unit.

Baru/Fly Over - 100%

70.000 m Pelayanan

Sanitasi
Jalan 99%

mantap yang

Bendungan terintegrasi

multifungsi ggtnagrar:oda
Target emenuhi memanfaatkan | 1009 SMART LIVING
2030 kapasitas banyainya (Hunian Cerdas)
tampung ;
120m3/kapita/ ;lnaarferlal lokal
tahun menggunakan
teknologi
recycle

Sumber: Visium Kementerian PUPR, 2017

2.2.10.Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 bertujuan untuk
mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan
umum dan perumahan rakyat yang terpadu, efektif, efisien, dan
akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan
nasional. Dalam Renstra Kementerian PUPR, ditetapkan target
pengembangan infrastruktur PUPR hingga tahun 2024 sebagai
berikut:

27



28

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

SUMBER DAYA AIR KONEKTIVITAS PERMUKIMAN PERUMAHAN

58,5 m /kapita/tahun 2.500 Km
Peningkatan Kapasitas Pembangunan Jalan Tol
Daya Tampung

61 Unit 3.000 Km
Bendungan Pembangunan Jalan Baru

500 Unit 38328 m
Pembangunan Embung Pembangunan Jembatan

500.000 Ha

Pembangunan Daerah Irigasi 31.053 m

Pembangunan Fly
2.000.000 Ha Over/Underpass
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

50 m /detik
Ketersediaan Air Baku

2.100 Km
Pengendali Banjir dan
Pengaman Pantai

¢ X

Gambar 2.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina

Marga, Cipta Karya, dan Perumahan
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun 2020-2024

2.2.11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
(RIPPARDA)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
(RIPPARDA) merupakan dokumen sebagai arah pengembangan
pembangunan kepariwisataan di daerah Lampung dengan
mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan, masyarakat
yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya,
peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi
kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan
peningkatan pendapatan daerah. Kawasan wisata unggulan
berdasarkan RIPPARDA terdiri atas:

Kawasan Wisata Unggulan Kota Bandar Lampung

Kawasan Wisata Unggulan Krui dan Tanjung Setia

Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas
Kawasan Wisata Unggulan Teluk Kiluan

Kawasan Wisata Unggulan Gunung Krakatau dan Pulau
Sebesi

Kawasan Wisata Unggulan Bakauheni dan Menara Siger
Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Bukit Barisan
Selatan.

NO A nNS

2.2.12. Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal

Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal ditinjau berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan
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Daerah Tertinggal Tahun 2029 - 2024 dimana daerah tertinggal
adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya
kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam
skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan
kriteria:

Perekonomian masyarakat;

Sumber daya manusia;

Sarana dan prasarana;

Kemampuan keuangan daerah;

Aksesibilitas;

. Karakteristik daerah.

Adapun kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal yang
ada di Provinsi Lampung ialah Kabupaten Pesisir Barat.

2.3. Agenda Global

Agenda global berisi tentang poin penting arahan kebijakan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable
Development Goals (SDGs), New Urban Agenda (NUA), Paris
Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030. Adapun uraian terkait agenda global khususnya yang
terkait dengan pengembangan wilayah Provinsi Lampung dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Arahan A

oUA NN

enda Global

Kebijakan
No Global NELED]
1 | Sustainable SDGs adalah 17 (tujuh belas) tujuan bersama
Development global dan nasional untuk mewujudkan
Goals (SDGs) pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur PUPR

mendukung terwujudnya SDGs pada tujuan:

- Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua

- Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang
tangguh, meningkatkan industri inklusif
dan berkelanjutan, serta mendorong
inovasi

- Tujuan N Menjadikan kota dan
permukiman inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan

Selain itu, secara tidak langsung implikasi

SDGs terhadap arahan pengembangan

infrastruktur PUPR antara lain:

1. Dukungan terhadap Tujuan 1 melalul
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No

Kebijakan
Global

Arahan

pengentasan kemiskinan ekstrem.

2. Dukungan terhadap Tujuan 2 melalui
peningkatan kapasitas air baku baik untuk
irigasi dalam rangka kedaulatan pangan.

3. Dukungan terhadap Tujuan 3 dan 4
melalui penyediaan sarana dan prasarana
kesehatan dan pendidikan.

4. Dukungan terhadap Tujuan 5 melalui
pengarusutamaan gender.

2. 5. Dukungan infrastruktur PUPR untuk
mendorong perkembangan wilayah
melalui pengembangan seluruh kawasan
strategis.

New Urban
Agenda (NUA)

NUA adalah komitmen global, 140 negara,
termasuk Indonesia, untuk mewujudkan
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Komitmen ini membawa semangat inklusif,
kolaboratif, dan partisipatif dalam
pembangunan perkotaan. Pembangunan
infrastruktur PUPR turut mendorong
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
melalui penyediaan perumahan dan akses
pelayanan dasar seperti:

e Pembangunan perumahan yang
terjangkau

e Penanganan kawasan permukiman
kumuh

e Akses universal air minum dan sanitasi
perkotaan

e Sarana prasarana sosial perkotaan

Paris
Agreement

Paris Agreement adalah kesepakatan 196
negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi
kenaikan suhu global di bawah 2°C dengan
mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Indonesia  meratifikasi  Paris Agreement
melalui UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen
Indonesia adalah menurunkan emisi gas
rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario
baseline tidak ada intervensi (Business as
Usual/BAU) pada tahun 2030, dan 41%
dengan bantuan internasional.

Sendai
Framework for
Disaster Risk

SFDRR adalah kerangka kerja pengurangan
risiko bencana yang disepakati 187 negara
untuk membangun ketahanan negara dan
masyarakat terhadap bencana. Terdapat 7
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Tahun 2025 - 2034
Kebijakan
No Global Arahan
Reduction (tujuh) target global SFDRR seperti (1)
(SFDRR) mengurangi kematian, (2) mengurangi jumlah

orang terdampak, (3) mengurangi kerugian
ekonomi, (4) mengurangi kerusakan akibat
bencana terhadap infrastruktur kritis dan
layanan dasar, (5) meningkatkan jumlah
negara dengan strategi pengurangan risiko
bencana lokal dan nasional, (6) meningkatkan
kerja sama internasional, (7) meningkatkan
ketersediaan akses ke sistem peringatan dini
multi-bahaya.

Untuk mencapai target tersebut,
pengembangan infrastruktur PUPR dapat
mendukung melalui 2 (dua) aksi prioritas yaitu
(1) Berinvestasi pada pengurangan risiko
bencana untuk ketahanan melalui
pengurangan dan pencegahan risiko bencana
secara struktural, non struktural dan
fungsional pada fasilitas kritis, khususnya
sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur fisik
dan (2) Meningkatkan kesiapan kebencanaan
dan “Membangun Kembali Lebih Baik” melalui
peningkatan ketangguhan infrastruktur kritis
baru maupun eksisting termasuk infrastruktur
air, transportasi, dan telekomunikasi, fasilitas
pendidikan, rumah sakit dan fasilitas
kesehatan lainnya, untuk menjamin keamanan,
efektivitas, dan operasional selama dan
setelah bencana.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arahan
kebijakan global yang terkait dengan pengembangan Provinsi
Lampung, yaitu pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan
infrastruktur teritegrasi yang berketahanan bencana.

2.4. Arah Kebijakan Pengembangan
Wilayah

2.4.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian arah kebijakan di atas, dirumuskan fokus dan
lokus kebijakan penataan ruang, kebijakan sektor, kebijakan
pengembangan kawasan prioritas, dan agenda global di Provinsi
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Lampung. Kebijakan penataan ruang dan kebijakan sektoral
Provinsi Lampung berfokus pada kawasan perkotaan, pertanian,
pengembangan pariwisata, dan industri. Setelah dilakukan iterasi
terhadap seluruh fokus kebijakan, dihasilkan tiga fokus
perencanaan di Provinsi Lampung vyaitu: 1) Pertanian; 2)
Pariwisata; dan 3) Pelayanan dasar kawasan perkotaan.
Selanjutnya lokus perencanaan ditentukan berdasarkan fokus
perencanaan terpilih dan prioritisasi kawasan (shortlist). Sintesa
kebijakan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:
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Berdasarkan sintesa kebijakan, dirumuskan arah kebijakan
pengembangan wilayah Provinsi Lampung yang akan berfokus
pada pengembangan: 1) Pertanian; 2) Perkotaan; dan 3)
Pariwisata. Ketiga fokus arah kebijakan pengembangan wilayah
ini akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 3 Profil Wilayah dan
Potensi Daerah.

Pada Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah akan dijabarkan
penentuan kawasan prioritas dengan fokus arah kebijakan
pengembangan wilayah untuk: 1) Pertanian; 2) Perkotaan; dan 3)
Pariwisata. Proses penentuan kawasan prioritas dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

1) Penyusunan daftar panjang (longlist) kawasan prioritas yang
sesuai atau mendukung 3 (tiga) fokus di atas;

2) Penapisan longlist berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
untuk didapatkan daftar pendek (shortlist) atau kawasan
prioritas terpilih. Kriteria yang digunakan pada masing-
masing fokus pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:
a) Kriteria Fokus Pertanian

¢ Memiliki Komoditas Unggulan Sektor Pertanian
dengan kontribusi tingkat nasional;

e Produktivitas yang dominan (Luas panen dan
produksi 3 terbesar dalam 5 tahun terakhir);
Merupakan Kawasan RPJMN;

Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi
(Keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3
terbesar di Provinsi Lampung);

e Terdapat daerah irigasi kewenangan pusat.

b) Kriteria Fokus Perkotaan

e Memiliki Infrastruktur Perhubungan Skala Nasional
(Bandara/Pelabuhan);

e Merupakan Kawasan Prioritas RPJMN;

e Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi;

e Sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB
Kab/ Kota merupakan sektor sekunder/tersier;

e Merupakan kawasan andalan RTRWN.

c) Kriteria Fokus Pariwisata

e Kawasan Prioritas pada RIPPARNAS;

e Aksesibilitas yang memadai: Simpul transportasi,
konektivitas dengan jalan nasional;

e Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi;

e Adanya Badan Pengelola.

37



38

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Setelah penentuan kawasan prioritas terpilih, akan dijabarkan
profil dan potensi setiap kawasan prioritas berdasarkan fokus
perencanaan. Selain itu, Bab 3 Profil Wilayah dan Potensi Daerah
juga akan membahas mengenai pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di Provinsi Lampung.

2.4.2. Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun
infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2020-
2024, sesuai dengan peraturan pemerintah . Infrastruktur PUPR
meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan
perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas
seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan
Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (Food
Estate), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-
pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan
dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden
untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan
produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendongkrak
lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah
perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR
adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat
memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika
infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara
maksimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana
publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

¢ Menurunnya kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang tidak
termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami
kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat
mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur
bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan
biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa
depan.

¢ Menyebabkan ketimpangan pembangunan. Infrastruktur
yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan
kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur
yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan
infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas,
ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi
masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan
terluar.
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e Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi.
Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat
menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat
distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya
logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor
terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.

¢ Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.
Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat
menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup,
seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas
sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal
ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan
pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti
meningkatkan  konektivitas  antarinfrastruktur, melibatkan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta
menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin
kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR
yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat
yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut
adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan
infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

¢ Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur
berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada
dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada
pengembangan kawasan.

o Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada
dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi
masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas,
ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi
masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan
terluar.

¢ Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam
pengelolaan infrastruktur PUPR. Hal ini bertujuan untuk
memastikan  bahwa infrastruktur yang ada dapat
dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh
masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi,
keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam
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perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan
infrastruktur.

Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan
infrastruktur PUPR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan
efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan
koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan,
peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR
terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang
ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana
alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi.
Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan

infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.11 Infrastruktur Prioritas PUPR Provinsi Lampung

No Sektor Infrastrul:l’(ltjlll’rRPrlorltas Kab/Kota Dasar Hukum
1 Sumber Bendungan Way Kab. PSN
Daya Air Sekampung Pringsewu
Pembangunan Kab
5 Sumber Pengaman Pantai Lam. un
Daya Air Kalianda (Pantai Sela%n 9
Sukaraja)
Pembangunan Kab
3 Sumber Pengaman Pantai Lam' un
Daya Air Kalianda (Pantai Sela’lcoan 9
Maja)
Penataan Kawasan Kab
4 |Permukiman [Kumuh Sakai- g
Sambaiyan Pringsewu
Kab.
Sumber Bendungan
5 . . Lampung PSN
Daya Air Margatiga Timur
Jalan Tol Pematang |Kab. Mesuiji,
. Panggang - Kayu Kab.
6 |Bina Marga Agung - bagian dari |Lampung
Trans Sumatera Tengah
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3.1. Profil Fisik dan Kebencanaan

Provinsi Lampung merupakan bagian paling ujung tenggara
Pulau Sumatera. Berdasarkan data BPS, Provinsi Lampung
memiliki luas 33.553,35 km?2 Secara geografis, letak Provinsi
Lampung berada pada 6°45’-3°45’ Lintang Selatan dan 103°14’-
105°50° Bujur Timur. Adapun batas administratif Provinsi
Lampung adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

Sebelah Selatan : Selat Sunda
Sebelah Barat : Samudra Indonesia
Sebelah Timur : Laut Jawa

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi menjadi 13
kabupaten dan 2 kota. Jumlah kecamatan di Provinsi Lampung
adalah sebanyak 229 kecamatan, dimana jumlah kecamatan
terbanyak berada di Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai
28 kecamatan. Berikut merupakan tabel wilayah administrasi
Provinsi Lampung:

Tabel 3.1 Luas Administrasi Kabu
Luas

paten/Kota Provinsi Lampung

Kabupaten/ Jumlah Jumlah Jumlah

Wilayah

Kota (km?) Kecamatan Desa Kelurahan
Lampung Barat 2.118,76 15 131 5
Tanggamus 2.900,29 20 299 3
Lampung Selatan 2.219,46 17 256 4
Lampung Timur 3.864,69 24 264 0
Lampung Tengah 4.544,00 28 304 10
Lampung Utara 2.529,54 23 232 15
Way Kanan 3.657,49 14 221 6
Tulang Bawang 3.091,08 15 147 4
Pesawaran 1.278,21 1 148 0
Pringsewu 614,48 9 126 5
Mesuji 2.205,27 7 105 0
Tulang Bawang
Barat 1.285,74 9 100 3
Pesisir Barat 2.988,07 1 16 2
Kota Bandar
Lampung 183,31 20 0 126
Kota Metro 73,15 5 0 22
Provinsi
Lampung 33.553,35 229 2.449 205

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Ditinjau dari Kondisi Hidrologi, Provinsi Lampung memiliki
sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber
daya air tanah. Sumber daya air permukaan berupa sungai.
Berikut adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada pada
Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi
Lampung memiliki 4 (empat) Wilayah Sungai (WS) yaitu Wilayah
Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, Wilayah Sungai Seputih-
Sekampung, Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang, dan Wilayah
Sungai Semangka. Berikut merupakan tabel DAS di Provinsi
Lampung:

Tabel 3.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung
Nama DAS _ Luas (Ha) |

A.Malsano 5154 Pedada 2999
Anak Selanak 606 Pekonsusuk 1649
Anak Selanakduo 125 Pekonunggak 562
Batu Balai 1 805 Puhawang 363
Batubalai 2 356 Puhawang Kanan 350
Batujajar 271 Puhawangkecil 9
Batumenyan 810 Pulau Legunditua 63
Baturanji 228 Pulau Lelengalunik 14
Batuserampok 708 Pulau Mundu 13
Batutajem 454 Pulau Pisang 144
Bawang 1365 Pulau Sebesi 4214
Betung 920 Pulau Sebiji 66
Buahberak 253 Pulau Seram 3
Cantik 913 Pulau Siuncal 312
Cintigi 286 Pulau Sulah 9
Condonglaut 15 Pulau Tangkil 10
Curup 596 Pulau Tiga 7
Gunung Sebesi 151 Pulaubalak 22
Gunung Sebuku 364 Pulaubaru 13
Gununglegundi 828 Pulaukelagian Besar 445
Kandang Balak 169 Pulaulelengga 74
Karangbuah 348 Pulaulunik 9
Karupan 222 Pulaupaku 3
Kelawi 1205 Purworejo 1913
Kesugihan 195 Rajabasa 355
Ketapangdua 271 Rawakambas 1094
Kotaguring 332 Rawapenet 2722
Legundi 382 Rimau Balak 292
Legundi Timur 561 Rimaubalak Kecil 3
Legundi Utara 505 Rusaba 1714
Lempasing 801 Sawangbalak 566
Maja 545 Sawangcemerlang 315
Manula 4324 Sebesi Kanan 219
Mesuiji 278636 Sebesi Kiri 267
Musi 28883 Sebesi Selatan 272
Paguran 261 Sebesi Utara 146
Panjurit 75 Sebuku Kanan 366
Pasirsakti 175 Sebuku Kiri 356
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Tahun 2025 - 2034
Nama DAS _ Luas (Ha)

Sebukubesar 428 Way Doh 789
Sebukukecil 14 Way Garuntang 4922
Sekampung 485817 Way Gebang 1380
Semanak 882 Way Gedau 7396
Semangka 176681 Way Gerabak 534
Seputih 754783 Way Gubak 753
Sumberagung 571 Way Guring 402
Sumur 320 Way Gusung 1241
Tabuhan 275 Way Halami 9867
Tamiang 1 971 Way Hanuan 3571
Tamiang 2 555 Way Haru 949
Tanjung Belimbing 293 Way Heni 2052
Tanjung Tikus 538 Way Henikiri 379
Tanjungcina 369 Way Isom 1692
Tanjungjati 261 Way Jambu 1 417
Teluk Sebuku 147 Way Jambu 2 21751
Teluk Tampang 170 Way Jelai 557
Telukbaru 620 Way Jepara 76496
Telukberak 263 Way Kabuduk 654
Telukbuduk 273 Way 477
Telukmahnai 1087 Kabuduktunggal
Tengkuyuh 956 Way Kambas 48989
Tulang Bawang 950553 Way Kapuk 6165
Umbarioh 372 Way Karwi 942
Way Andeng 1659 Way Karyatani 907
Way Asahan 1143 Way Kaurgading 447
Way Atau 2358 Way Kawat 1321
Way Babuta 1515 Way Kawatkecil 62
Way Babutakanan 960 Way Kawatkiri 338
Way Badak 642 Way Kejadian 3024
Way Badakecil 147 Way Ketapang 2 553
Way Badakkanan 350 Way Keteguhan 334
Way Bagiik 689 Way Krui 9602
Way Bagiikkiri 363 Way Kuripan 434
Way Bakauheni 1097 Way Laay 16276
Way Bakauhenikecil 533 Way Lalaan 319
Way Balak 1683 Way Lalaankanan 1682
Way Balam 370 Way Lubuk 7292
Way Balau 6174 Way Lunik 259
Way Bambang 11844 Way Mahnai 10069
Way Batang 777 Way Maja 7008
Way Batulawang 466 Way Menangkanan 1019
Way Baturaja 1305 Way Menangkiri 24059
Way Bayuk 3406 Way Mengkudu 139
Way Belambang 8187 Way Muaratando 1303
Way Belimbing 189 Way Napal 6998
Way Betung 1430 Way Napaliut 6009
Way Buatan 2553 Way Narta 302
Way Bulok 383 Way Ngambur 1 829
Way BulokKiri 573 Way Ngambur 2 15512
Way Cangi 483 Way Ngaras 13894
Way Ceringin 1077 Way Nibung 15977
Way Coyung 3234 Way Nipah 1018
Way Cumu 649 Way Nipahbesar 524




RPWProvinsi Lanpung

Tahun 2025 - 2034

Nama DAS Luas (Ha) |
Way Nipahduo 18 Way Tarahan 1 456
Way Nipahkanan 123 Way Tarahan 2 1564
Way Nipahkecil 871 Way Tarahanbesar 188
Way Nipahkiri 335 Way Tarahankiri 145
Way Nipoh 642 Way Telukpandan 1903
Way Paku 1230 Way Temuli 23971
Way Panago 2656 Way Tenubang 29079
Way Panagonhilir 293 Way Terusan 513
Way Panjang 1 2615 Way Terusan Hilir 300
Way Panjang 2 279 Way Tirompedada 820
Way Panorama 3033 Way Titan 9404
Way Paya 3999 Way Titankanan 1397
Way Pemerihan 1 211 Way Tridarmayuga 1478
Way Pemerihan 2 18603 Way Tunggal 239
Way Pemerihanhilir 285 Way Tunggaldua 275
Way Pidada 546 Way Tuolunik 354
Way Punduh 5204 Way Umbar 9066
Way Putih 4277 Way Urang 1481
Way Putihkecil 207 Way Walur 650
Way Ratai 32633 Waycukuhbalak 1352
Way Ruapampang 985 Waykarwidua 283
Way Ruguk 1336 Total 3.371.069
Way Rugukhilir 190 Sumber: Rupa Bumi Indonesia
Way Sarubalak 5062
Way Sarubalakhilir 465
Way Sebalam 374
Way Seka 13508
Way Sekopong 1292
Way Selayan 1501
Way Selayangduo 121
Way Seleman 3667
Way Serat 653
Way Simpangbalak 17074
Way Siring 3318
Way Siringrebang 1894
Way Slemanbhilir 562
Way Srengsem 437
Way Suak 995
Way Suakbesar 478
Way Suakkecil 209
Way Sukabanjar 1802
Way Sukamaju 2091
Way Sukapandang 5693
Way Sukarja 509
Way Sumur 958
Way Sumurbatu 476
Way Tabakah 4473
Way Tampang 717
Way Tampangkanan | 367
Way Tanjungan 340
Way Tanjungbatang 800
Way Tanjungheni 839
Way Tanjungwalur 529
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Tutupan Lahan meliputi Perubahan Tutupan Lahan dan
Perkembangan Tutupan Lahan. Tutupan lahan dapat diartikan
sebagai jenis hamparan obyek yang menutupi permukaan bumi
(terdiri dari lahan terbangun dan non terbangun). Tutupan lahan
mengacu pada kenampakan fisik permukaan bumi, seperti badan
air, bebatuan, lahan terbangun, dan sebagainya (Syahbana, 2013).
Sedangkan penggunaan lahan adalah jenis kegiatan yang
berlangsung di permukaan bumi, seperti permukiman, sawah, dan
sebagainya.

Tutupan lahan terbesar di Provinsi Lampung adalah Pertanian
Lahan Kering Campur Semak seluas 1.230.492,84 Ha. Dominasi
tutupan lahan selanjutnya yaitu Pertanian Lahan Kering dengan
luas total 666.771,08 Ha.

Tabel 3.3 Tutupan Lahan Provinsi Lampung

Tutupan Lahan Luas (Ha) | Persentase (%)
Bandara/Pelabuhan 344,79 0.01
Belukar 95.227,48 2.86
Belukar Rawa 168.765,36 5.06
Hutan Lahan Kering Primer 136.407,22 4.09
Hutan Lahan Kering Sekunder 105.905,29 3.18
Hutan Mangrove Primer 3,82 0.00
Hutan Mangrove Sekunder 6.226,42 0.19
Hutan Rawa Sekunder 39.961,06 1.20
Hutan Tanaman 14.531,86 0.44
Pemukiman 276.364,28 8.29
Perkebunan 285.261,49 8.56
Pertambangan 292,80 0.01
Pertanian Lahan Kering 666.771,08 20.00
Pertanian Lahan Kering
Campur Semak 1.230.492,84 36.91
Savana/Padang rumput 29,01 0.00
Sawah 250.538,64 7.52
Tambak 37.341,82 1.12
Tanah Terbuka 18.090,42 0.54
Transmigrasi 1.050,46 0.03
Luas Total 3.333.606,12 100

Sumber: Rupa Bumi Indonesia

Perubahan Tutupan Lahan berdasarkan peta tahun 2009 dan
2019, untuk klasifikasi tutupan lahan dan pengamatan kebenaran
objek-objek tutupan lahan secara visual di lapangan teridentifikasi
menjadi 19 kelas tutupan lahan. Dari gambar berikut, dapat dilihat
bahwa sepanjang 10 tahun, perkembangan kawasan perkotaan
atau kawasan permukiman di Provinsi Lampung terjadi pada
beberapa kabupaten/ kota diantaranya Kabupaten Pesisir Barat.

Luasan lahan tidak terbangun (91,7%) lebih luas jika dibandingkan
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dengan luasan lahan terbangun (8,3%). Lahan pemukiman
mengalami perubahan luasan yang signifikan dari 233.302,26 Ha
pada tahun 2009 menjadi 276.364,28 Ha pada tahun 2019 yang
berpusat di Kota Bandar Lampunag.

Gambar 3.3 Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Lampung Tahun
2009-2019

Sumber: Rupa Bumi Indonesia

Perkembangan Tutupan Lahan dapat dilihat dari luas lahan
terbangun mengalami peningkatan dari 7,02% pada tahun 2009

50

menjadi 8,3% pada tahun 2019.

Tabel 3.4 Perkembangan Tutupan Lahan Provinsi Lampung

Penggunaan Luas (Ha)
Lahan 2019

Belukar 265.880,46 95.227,48 8,00 0,01 [-170.652,98
Belukar Rawa | 222.160,79 168.765,36 6,69 2,86 | -53.395,44
Hutan Lahan
Kering Primer 2.443,13 136.407,22 0,07 5,06 | 133.964,08
Hutan Lahan
Kering 203.782,97 105.905,29 6,13 4,09 | -97.877,68
Sekunder
Hutan
Mangrove 524,61 6.226,42 0,02 3,18 5.701,80
Sekunder
Hutan Rawa
Sekunder 44.295,86 39.961,06 1,33 0,00 -4.334,81
Hutan
Tanaman 31.919.1 14.531,86 0,96 0,19 -17.387,25
Pemukiman 233.302,26 276.364,28 7,02 1,20 43.062,01
Perkebunan 178.508,98 285.261,49 5,37 0,44 106.752,51
Pertambangan 450,34 292,80 0,01 8,29 -157,54
Pertanian 926.477,77 | 666.771,08 | 27,89 8,56 X
Lahan Kering ) ’ e ’ ’ 259.706,69
Pertanian
Lahan Kering [989.205,87 [1.230.492,84 29,78 0,01 | 241.286,97
Campur Semak




RPWProvinsi Lanpung

Tahun 2025 - 2034
Penggunaan Luas (Ha) | Persentase (%) | =
Lahan 2009 2019 | 2009 | 2019
Savana /
Padang 17.493,11 29,01 3,54 20,00 | -117.464,10
Rumput
Sawah 55.532,73 250.538,64 1,67 36,91 | 195.005,92
Tambak 36.985,61 37.341,82 1,1 0,00 356,21
Tanah Terbuka| 12.856,62 18.090,42 0,39 7,52 5.233,80
Transmigrasi 0,13 1.050,46 1,12 1.050,33
Bandara /
Pelabuhan 0.54 344,79
Hutan
Mangrove 0,03 3,82
Primer

BN - Tigak ada data
= Lahan berkurang di tahun 2019
= Lahan bertambah di tahun 2019

Sumber: Rupa Bumi Indonesia
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RPWProvinsi Lanpung
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Pada Kondisi Kebencanaan, berdasarkan data /naRISK, diketahui
bahwa wilayah Provinsi Lampung memiliki bahaya bencana,
meliputi banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, likuifasi dan tanah
longsor.

Tabel 3.5 Bahaya Banjir Provinsi Lampung

Klasifikasi (Ha) [
Rendah | sedang | Tinggi \ Total (Ha)

Kabupaten/Kota

Kota Bandar

Lampung 1.686,78 342,33 151,70 2.180,81
Kota Metro 2.180,51 536,10 314,44 3.031,04
Lampung Barat 5.897,61 1.074,76 715,78 7.688,16
Lampung Selatan 36.470,06 5.562,72 3.328,61 45.361,40
Lampung Tengah 96.597,11 21.980,29 14.122,73 132.700,13
Lampung Timur 91.927,26 13.300,15 9.080,90 114.308,32
Lampung Utara 353.78,00 6276,33 3.956,01 45.610,34
Mesuji 93.480,97 15.044,61 8.244,60 116.770,18
Pesawaran 9.893,64 1.709,12 1.121,94 12.724,71
Pesisir Barat 9.956,04 1.507,63 943,13 12.406,80
Pringsewu 8.330,15 1.083,37 739,92 10.153,44
Tanggamus 8.807,20 1.403,33 989,07 11.199,60
Tulang Bawang 125.793,56 13.656,37 7.955,05 147.404,99
gulang Bawang 32.335,36 5050,48 | 2.856,06 | 40.241,90
Way Kanan 41.031,15 5.707,86 2.435,11 49.174,12
Provinsi Lampung 599.765,40 94.235,47 56.955,05 750.955,93

Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan
kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana Banjir.
Bahaya bencana banjir diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu
rendah, sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung berdasarkan
data dari /naRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana
79,86% dari luas kawasan bahaya banjir termasuk dalam
klasifikasi rendah; 12,54% termasuk klasifikasi bahaya bencana
banjir sedang; dan 7,58% luas wilayahnya termasuk dalam
klasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana banjir.

Tabel 3.6 Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Lampung
Klasifikasi (Ha) \

Kabupaten/Kota

Rendah | Sedang | Tinggi | Total (Ha)

Kota Bandar

Lampung 1n.311,67 1.456,46 1.105,06 13.873,20
Kota Metro 7.313,96 39,52 7.353,48
Lampung Barat 21.424,52 8.381,38 8.038,37 37.844,26
Lampung Selatan | 148.966,15 36.120,02 5.006,82 190.092,99
Lampung Tengah | 411.600,78 13.993,27 2.123,09 427.717,15
Lampung Timur 331.270,67 27.035,59 5.139,49 363.445,75
Lampung Utara 187.999,53 36.057,10 2.503,11 226.559,74
Mesuji 207.466,31 12.895,30 662,17 221.023,78
Pesawaran 36.622,76 8.385,05 2.949,20 47.957,01




RPWProvinsi Lanpung

Tahun 2025 - 2034
Klasifikasi (Ha) \
Kabupaten/Kota Rendah | Sedang | Tinggl | Total (Ha)
Pesisir Barat 34.779,11 16.661,93 6.213,04 57.654,08
Pringsewu 32.509,65 9.107,68 3.200,25 44.817,57
Tanggamus 33.658,26 18.189,92 9.928,63 61.776,81
Tulang Bawang 301.444,40 9.386,52 715,38 311.546,30
ulang - Bawang | 114 9g3,78 12.076,62 | 1.508,23 128.568,63
Way Kanan 225.767,19 77.648,19 10.609,81 314.025,18
Provinsi
Lampung 2.107.118,74 287.434,55 | 59.702,63 2.454.255,93
Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan
kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana cuaca
ekstrim, Bahaya cuaca ekstrem diklasifikasikan menjadi 3 (tiga)
yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung
berdasarkan data dari /naRISK Badan Nasional Penanggulangan
Bencana 85,86% dari luas kawasan bahaya banjir termasuk dalam
klasifikasi rendah; 11,71% termasuk klasifikasi bahaya bencana
banjir sedang; dan 2,58% luas wilayahnya termasuk dalam
klasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana cuaca ekstrem.

Tabel 3.7 Bahaya Kekeringan Provinsi Lampung
Klasifikasi (Ha) \

Kabupaten/Kota Sedang | Tinggi | Total (Ha)

Rendah |

Kota Bandar

Lampung 47,06 - 18.360,35 18.407,41
Kota Metro - - 7.353,48 7.353,48
Lampung Barat 13.560,15 30.148,97 168.818,95 212.528,06
Lampung Selatan 433,34 - 222.197,09 222.630,42
Lampung Tengah - - 456.890,39 456.890,39
Lampung Timur 103,57 - 387.950,53 388.054,10
Lampung Utara - - 266.806,56 266.806,56
Mesuji 22.144,78 27.044,57 171.834,43 221.023,78
Pesawaran 333,70 - 128.063,19 128.396,89
Pesisir Barat 40.679,33 26.093,62 233.647,54 300.420,50
Pringsewu - - 61.765,40 61.765,40
Tanggamus 406,00 - 291.022,24 291.428,23
Tulang Bawang 78,17 - 311.910,96 311.989,13
gulang Bawang 32,04 - 128.677,74 128.709,77
Way Kanan 60.055,37 79.349,07 215.260,67 354.665,12
Provinsi

Lampung 137.873,48 | 162.636,23 | 3.070.559,52 | 3.371.069,24

Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan
kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana kekeringan.
Bahaya kekeringan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu rendah,
sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung berdasarkan data dari
InaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4,08% dari
luas kawasan bahaya kekeringan termasuk dalam klasifikasi
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rendah; 4,28% termasuk klasifikasi bahaya bencana kekeringan

sedang; dan 91,08% luas wilayahnya termasuk dalam klasifikasi
tinggi terhadap bahaya bencana kekeringan.

Tabel 3.8 Bahaya Likuifaksi Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota

Rendah

Klasifikasi (Ha)

| Sedang

| Tinggi

‘ Total (Ha)

Kota Bandar
Lampung 382,01 825,76 185,05 1.392,81
Lampung Selatan | 7.787,67 17.221,25 838,30 25.847,22
Lampung Tengah | 31.825,50 1.993,61 27,40 33.846,52
Lampung Timur 56.779,90 26.962,54 463,30 84.205,73
Lampung Utara 2.905,16 109,81 - 3.014,98
Pesawaran 2.659,57 3.077,16 394,56 6.131,29
Pesisir Barat 1.456,24 5.451,86 1.798,39 8.706,50
Pringsewu 5.593,26 4.081,79 120,13 9.795,17
Tanggamus 7.618,98 4.726,55 789,67 13.135,20
Tulang Bawang 108.256,22 - - 108.256,22
gg'gt‘g Bawang | 1428804 1,68 - 14.289,73
Way Kanan 15.665,56 3.063,29 431,87 19.160,71
Provinsi
Lampung 255.218,10 67.515,31 5.048,67 | 327.782,08
Sumber: InaRISK BNPB
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 12 dari 15

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung memiliki potensi
Bahaya Bencana Likuifaksi. Kabupaten/kota yang tidak memiliki
potensi bahaya bencana likuifaksi ialah Kota Metro, Kabupaten
Lampung Barat, dan Kabupaten Mesuji. Seluas 327.782,08 Ha
kawasan di Provinsi Lampung memiliki potensi bahaya bencana
likuifaksi dengan rincian 77,86% berklasifikasi rendah; 20,60%

berklasifikasi sedang; dan 1,54% berklasifikasi tinggi.

Kabupaten/
Kota

Tinggi

UNng

Total (Ha)

Kota Bandar

Lampung 2.632,55 231,20 254.90 311865

'E‘;aarrg‘;’ung 127.990,92 9.518,35 13.354,95 | 150.864,23

Lampung

Solatan 15.713,01 2.095,92 2.060,89 | 19.869,82

Lampung

Tengah 18.575,25 1.950,34 3.029,00 | 23.554,59

Lampung

Timur 19,23 16,88 526 41,37

bat;“rg’ung 30.044,81 2.456,87 3.805,93 | 36.307,60

Pesawaran 45.722.14 3.367,17 480473 | 53.914,03
151.925,14 16.196,31 25.406.7 | 193 52816

Pesisir Barat ) ’ : , 0 . ,

Pringsewu 13.991,34 587,02 432,57 15.011,13

Tanggamus 169.823,78 9.609,71 15.861,00 | 195.294,69
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Kabupaten/ Klasifikasi (Ha) \
Kota Rendah | Sedang | Tinggi | EEE nk)
Tulang
Bawang Barat 20,64 20,28 1,53 52,45
Way Kanan 31.346,99 2.736,37 2.580,66 36.664,02
Provinsi
Lampung 607.805,79 48.786,63 71.628,32 | 728.220,75
Sumber: InaRISK BNPB
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 12 dari 15

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung memiliki potensi
Bahaya Bencana Tanah Longsor. Kabupaten/ kota yang tidak
memiliki potensi bahaya bencana tanah longsor ialah Kota Metro,
Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang. Seluas
782.220,75 Ha kawasan di Provinsi Lampung memiliki potensi
bahaya bencana tanah longsor dengan rincian 83,46%
berklasifikasi rendah; 6,70% berklasifikasi sedang; dan 9,83%

berklasifikasi tinggi.

Tabel 3.10 Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi

Kabupaten/

Kota Bandar

Rendah

Lampung

Klasifikasi (Ha)

Total (Ha)

416419 5,77 - 469,96
Lampung

Kota Metro 1.969,86 - - 1.969,86
'ézrrg‘t’“”g 165.341,33 3.876,76 520,24 169.738,33
Lampung 33.076,49 80.940,43 | 33.573,97 147.590,89
Selatan

Lampung 73.583,55 98.477,61 179.995,84 352.056,99
Tengah

#?r;“uprung 47.368,46 110.279,51 142.137,77 299.785,74
bi;“rgung 51.808,70 108.334,45 | 66.244,33 226.387,47
Mesuji 1.751.64 12.198,78 178.582,67 192.533,10
Pesawaran 67.626,89 3023825 | 4981,00 102.846,15
Pesisir Barat | 85.952,14 55.947,21 21174,82 163.074,17
Pringsewu 34.005,53 7.662,42 34948 42.017,43
Tanggamus | 221.442.97 | 33.340,72 | 2.218,62 257.002,32
Tulang 940,34 37.877,15 210.267,35 249.084,83
Bawang

Tulang

Bawang 252,74 20.992,33 | 86.811,27 108.056,34
Barat

Way Kanan | 48.438,42 95.685,19 173.379,96 317.503,56
el 837.723,25 | 695.856,57 | 1.100.237,31 | 2.633.817,14
Lampung

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan

Sumber: InaRISK BNPB
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kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana kebakaran
hutan dan lahan. Bahaya kebakaran hutan dan lahan
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
Pada Provinsi Lampung, berdasarkan data dari /naRISK Badan
Nasional Penanggulangan Bencana 31,81% dari luas kawasan
bahaya kebakaran hutan dan lahan termasuk dalam klasifikasi
rendah; 26,42% termasuk klasifikasi bahaya bencana kebakaran
hutan dan lahan sedang; dan 41,77% luas wilayahnya termasuk
dalam Kklasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana kebakaran
hutan dan lahan.

Tabel 3.11 Bahaya Gempa Bumi Provinsi Lampung
Klasifikasi (Ha) |

Kabupaten/Kota Rendah Sedang | Tinggl | Total (Ha)
Kota Bandar

Lampung 3.715,06 222,28 14.439,18 1.8376,52
Kota Metro 2.223,56 4.469,07 660,84 7.353,48
Lampung Barat 41.686,66 227,83 170.551,28 212.465,76
Lampung Selatan | 89.388,65 431,88 132.493,26 222.313,80
Lampung Tengah | 358.757,01 42.268,60 | 55.864,78 456.890,39
Lampung Timur 294.496,89 34.204,10 | 58.896,30 387.597,29
Lampung Utara 225.069,32 17.910,17 23.827,07 266.806,56
Mesuji 220.862,86 - - 220.862,86
Pesawaran 51.080,32 171,96 76.875,39 128.127,66
Pesisir Barat 176.013,48 - 124.098,02 300.111,50
Pringsewu 15.902,74 74,58 45.788,08 61.765,40
Tanggamus 55.564,78 65,03 235.515,25 291.145,06
Tulang Bawang 310.858,90 1.052,84 - 311.911,74
gulang  Bawang | 450 031,29 8.64573 | - 128.677,02
Way Kanan 315.200,51 11.286,48 27.957,04 354.444,03
Provinsi 121.030,5

Lampung 2.280.852,03 5 ’ 966.966,50 | 3.368.849,08

Sumber: InaRISK BNPB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh kabupaten dan
kota di Provinsi Lampung memiliki potensi bencana gempa bumi.
Bahaya gempa bumi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu
rendah, sedang, dan tinggi. Pada Provinsi Lampung berdasarkan
data dari /naRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67,70% dari luas kawasan bahaya gempa bumi termasuk dalam
klasifikasi rendah; 3,59% termasuk klasifikasi bahaya bencana
gempa bumi sedang; dan 28,70% luas wilayahnya termasuk dalam
klasifikasi tinggi terhadap bahaya bencana gempa bumi.
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3.2. Profil Demografi

Perkembangan Jumlah Penduduk dapat dilihat berdasarkan data
jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung
Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021
Lampung Barat 300.703 302.828 302.139 302.749
Tanggamus 592.603 598.299 640.275| 645.807
Lampung Selatan 1.002.285 1.011.286 1.064.301| 1.071.727
Lampung Timur 1.036.193 1.044.320 1.110.340 1.118.115
Lampung

Tengah 1.271.566 1.281.310 1.460.045| 1.477.395
Lampung Utara 614.701 616.897 633.099 634.117
Way Kanan 44613 450.109 473.575 476.871
Tulang Bawang 445.797 450.902 430.021| 430.630
Pesawaran 440.192 444.380 477.468 481.708
Pringsewu 397.219 400.187 405.466| 406.823
Mesuji 199.168 200.198 227.518 229.772
;‘;'g;g Bawang 271206 273215 286.162| 287.707
Pesisir Barat 153.743 154.895 162.697 163.641
Bandar Lampung 1.033.803 1.051.500 1.166.066| 1.184.949
Metro 165.193 167.411 168.676 169.781

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah dengan jumlah
penduduk tertinggi pada tahun 2018-2021 dengan jumlah
penduduk pada tahun 2021 mencapai 1.477.395 jiwa, diikuti
dengan Kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduk pada
tahun 2021 sejumlah 1.184.949 jiwa. Perkembangan penduduk
setiap kabupaten/ kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada
grafik berikut:
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Gambar 3.13 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi

Lampung Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021
Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Gambar 3.14 Visualisasi Spasial Perkembangan Penduduk

Provinsi Lampung Tahun 2010-2020
Sumber: WorldPop diolah, 2022

Kepadatan Penduduk dilakukan untuk membandingkan besarnya
angka kelahiran dan kematian serta dapat menghitung mortalitas
dan natalitas penduduk. Selain itu, juga dapat menghitung
persentase pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Berikut
adalah tabel kepadatan penduduk Provinsi Lampung:

67



68

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034
Tabel 3.13 Kepadatan Penduduk Provinsi Lampung Tahun

2010-2021
Kepadatan Penduduk (jiwa/ km?3)

Kabupaten/Kota 2010 | 2021
Lampung Barat 130,88 142,89
Tanggamus 185,02 222,67
Lampung Selatan 411,13 483,88
Lampung Timur 246,24 289,32
Lampung Tengah 257,64 325,13
Lampung Utara 230,98 250,68
Way Kanan 111,04 130,38
Tulang Bawang 128,73 139,31
Pesawaran 312,04 376,86
Pringsewu 594,60 662,06
Mesuji 84,98 104,19
Tulang Bawang Barat 194,99 223,77
Pesisir Barat 47,44 54,76
Kota Bandar Lampung 4.810,44 169.781
Kota Metro 1.988,67 169.781
Provinsi Lampung 268,46 270,67

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2021

Kota Bandar Lampung menjadi wilayah dengan kepadatan
penduduk tertinggi yaitu sebesar 6.464,18 jiwa/km? Kota Bandar
Lampung yang merupakan ibu kota provinsi memiliki beragam
kegiatan yang menarik masyarakat untuk tinggal. Hal inilah yang
mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi dengan luas Kota
Bandar Lampung vyang dapat dikategorikan kecil jika
dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kepadatan penduduk
terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar 54,76
jiwa/km?.
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Laju Penurunan Jumlah Penduduk Miskin merupakan salah satu
indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Efektivitas
dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan
pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen
pembangunan, sehingga harus diketahui bagaimana
perkembangan jumlah miskin dari tahun ke tahun serta
persentasenya guna kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Berikut tabel data jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung:

Tabel 3.14 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi

Lampung
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kabupaten/Kota 2019 2020 2021
Lampung Barat 39.050 38.120 39.360
Tanggamus 71.900 70.370 71.890
Lampung Selatan 144.440 143.330 145.850
Lampung Timur 158.900 153.570 159.790
Lampung Tengah 153.840 152.280 155.770
Lampung Utara 122.650 119.350 121.910
Way Kanan 58.720 58.410 59.890
Tulang Bawang 42.060 42.430 44.530
Pesawaran 67.360 66.040 68.310
Pringsewu 40.550 40.120 41.040
Mesuji 14.940 14.720 15.240
Tulang Bawang Barat 21.140 20.290 23.030
Pesisir Barat 22.380 22.240 23.230
Kota Bandar Lampung 91.240 93.740 98.760
Kota Metro 14.490 14.310 15.320

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Penduduk miskin tertinggi di Provinsi Lampung terdapat pada
Kabupaten Lampung Timur. Adapun total penduduk miskin di
Provinsi Lampung yaitu sebesar 1.083.920 jiwa atau sebesar
1,94% dari total jumlah penduduk keseluruhan di Provinsi
Lampung.
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Gambar 3.16 Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2019-

2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana
penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi
Lampung dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terlihat mengalami
peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Provinsi Lampung adalah
67,65 meningkat menjadi 68,25 pada tahun 2017. Nilai IPM pada
tahun 2018 sebesar 69,02 juga meningkat menjadi 69,57 di tahun
2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 69,69.
Hingga pada penghitungan IPM tahun 2021 tercatat Provinsi
Lampung memiliki IPM sebesar 69,90 Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Tabel 3.15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung
Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota 2019 | 2020 2021
Lampung Barat 67,5 67,8 67,9
Tanggamus 66,37 66,42 66,65
Lampung Selatan 68,22 68,36 68,49
Lampung Timur 69,34 69,37 69,66
Lampung Tengah 70,04 70,16 70,23
Lampung Utara 67,63 67,67 67,89
Way Kanan 67,19 67,44 67,57
Tulang Bawang 68,23 68,52 68,73
Pesawaran 65,75 65,79 66,14
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Kabupaten/Kota 2019 2020 2021
Pringsewu 69,97 70,3 70,45
Mesuji 63,52 63,63 64,04
Tulang Bawang Barat 65,93 65,97 66,22
Pesisir Barat 63,79 63,91 64,3
Bandar Lampung 77,33 77,44 77,58
Metro 76,77 77,19 77,49

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung
Provinsi Lampung | ———
Metro |
Bandar Lampung
Pesisir Barat |
Tulang Bawang Barat
Mesuji |
Pringsewy |
Pesawaran |
Tulang Bawang
Way Kanan |
Lampung Utara
Lampung Tengah
Lampung Timu: —
Lampung Selatan |
Tanggamus |

Lampung Barat |,

0.00 20.00 40.00 80.00 100.00

m2021 m2020 m2019 =2018 m2017

Gambar 3.17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung

Tahun 2017-2021

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022
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3.3. Profil Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai
tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di
daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbagi
menjadi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB). Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) ADHK merupakan PDRB vyang dihitung dengan
menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar
dan sampai saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010.
Sedangkan PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode
saat ini. Berikut adalah tabel PDRB Provinsi Lampung dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 3.16 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung

PDRB ADHK (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota

2019 | 2020 | 2021
Lampung Barat 16.439 504 16.311.641 16.691.464
Tanggamus 18.154 634 16.723.989 16.916.481
Lampung Selatan 29.891130 28.005.367 28.497.195
Lampung Timur 28.313 977 26.111.509 25.936.870
Lampung Tengah 37.296 029 32.552.298 32.970,220
Lampung Utara 26.735172 25.705.376 26.379.819
Way Kanan 21.242 821 20.022.703 20.417.471
Tulang Bawang 35.041182 36.317.711 37.300.970
Pesawaran 25.630113 23.645.335 23.857.801
Pringsewu 19.325 688 18.877.941 19.345.420
Mesuji 34.954 161 30.470.823 30.932.026
g‘;'raart‘g Bawang 28712977 | 27115559 | 27.704.508
Pesisir Barat 20.042 907 18.899.297 19.146.727
Bandar Lampung 37.387 261 33.305.748 33.603.217
Metro 25.709 051 25.156.671 25.670.636
Provinsi Lampung 28.894 502 26.743.751 27.197.459

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa urutan 5 (lima)
terbesar penyumbang PDRB terhadap Provinsi Lampung Atas
Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Tulang
Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Selatan. Urutan
PDRB Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Kabupaten
Tulang Bawang tetap menjadi kabupaten dengan nilai PDRB
tertinggi. Selain PDRB ADHK, terdapat PDRB ADHB di Provinsi
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Lampung. PDRB ADHB di Provinsi Lampung adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.17 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
Kabupaten/Kota ‘

Lampung Barat

PDRB ADHB (Miliar Rupiah)

2019
23.404.088

2020
23.614.681

2021
24.714.990

Tanggamus

26.034.307

24.224.635

25.297.765

Lampung Selatan

44.129.169

41.704.922

43.307.952

Lampung Timur

39.797.485

36.710.498

38.323.275

Lampung Tengah

55.368.656

48.861.769

50.315.555

Lampung Utara

38.512.596

37.549.879

39.212.125

Way Kanan

31.022.091

29.594.040

30.746.033

Tulang Bawang

51.065.626

53.691.359

56.118.778

Pesawaran 36.433.510 34.047.403 34.965.125
Pringsewu 27.851.928 27.563.217 28.666.813
Mesuji 51.934.466 45.812.389 47.414.096

Tulang Bawang
Barat

41.859.787

39.971.513

41.571.981

Pesisir Barat

30.246.494

28.889.489

30.062.936

Bandar Lampung

56.217.749

50.753.356

51.903.009

Metro

37.683.219

37.361.032

38.737.510

Provinsi Lampung

42.172.315

39.346.531

40.950.417

Kontribusi

Lapangan

Sumber: BPS Provinsi Lampung

PDRB menurut

Usaha

pada setiap

Kabupaten/ Kota yang dibandingkan dengan PDRB Lapangan
Usaha Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota tiap Sektor

terhadap

PDRB Provinsi tiap

Sektor (Persen)

Kontribusi PDRB K

abupaten/Kota tiap Sektor terhadap PDRB Provi

Tulang
Bandar  |Metr| Way |Mesu|Lampung | Tangga | Lampung | Lampung | Lampung | Lampung | Tulang Pesawar | Pringse | Pesis
LapanganUsaha | |ampung | o |Kenan| ji | Barat | mus | Selatan | Timur | Tengah | Utara | Bawang | Bawens an wu | Barat
A, Pertanian,
kehutanan, 219 033| 482 |432| 350 | 634 12,61 14,45 23,55 853 863 393 685 | 268 | 220
Perikanan
B, Pertambangan
FR 843  [000| 349 |032| ose | 577 367 52,95 17,44 436 134 029 103 | 006 | 126
C. Industri
e 17,27 149 | 454 |367| o054 156 15,46 519 24,70 499 8,50 496 351 | 248 | o028
D-Pengadaan Listrik| 1565 181 279 [255| 023 | 207 10,91 3835 15,51 3,72 505 0,98 185 | 163 | o6
E, Pengadaan Air
Pengelolaan 4275 [099] 206 [075| 209 s 14,28 632 6,80 361 3,09 285 274 | 161 | 059
Sampah, Limbah
F. Konstruksi 18,17 21| 346 |233] 089 | 327 15,73 6.91 2278 575 575 2,83 279 | 394 | 09
G, Perdagangan
Besar dan Eceran;
e e s, 1867 |249| 336 |278| 217 | 406 13,23 893 16,73 7,04 570 3,06 552 | 396 | 132
Sepeda Motor
H. Transportasi dan
Pergudangan 41,49 2,7 2,5 1,00 1,06 4,58 12,34 4,53 10,48 727 4,76 0,54 2,50 2,84 0,26
|, Penyediaan
Akomodasi Makan 2587 |291| 218 [180| 164 525 1,50 836 13,33 554 584 194 403 | 520 | 159
Minum
J- informast dan 2392 (298] 366 [141| 149 3,52 2,06 2,80 15,83 7,42 4,96 327 320 | 388 | 062
K, Jasa Keuangan
dan Asuransi 35,50 589| 184 0,47 175 3,99 10,30 7,26 14,69 592 3,77 0,83 0,87 6,01 0,86
L, Real Estate 32,66 375] 326 228 313 4,37 9,51 8,60 12,49 6,10 4,42 2,33 3,36 4,26 1,64
MN, Jasa
o aase 3961 |834] 146 |035| 263 | 256 7.38 6.8 14,88 495 2,04 163 195 | s17 | 128
O, Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan 2623 [368| 4n [223] 388 | 602 807 10,09 954 715 518 2,65 48 | 380 | 191
Jaminan Sosial
Wajib
P, Jasa Pendidikan 1763 [333] 3,98 [200] 289 | 647 9,93 10,35 15,77 855 386 2.70 524 | 578 | 162
Q, Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial 31,16 3,47 4,02 [129 2,80 6,50 Al 8,00 10,41 6,37 2,63 147 2,97 4,66 1,44

75



76

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota tiap Sektor terhadap PDRB Provinsi tiap Sektor (Persen)
Tulang
Bawang
Barat

Bandar  |Metr| Way [Mesu|Lampung | Tangga | Lampung | Lampung | Lampung |Lampung | Tulang
Lampung | o |Kanan| ji | Barat mus | Selatan | Timur | Tengah | Utara | Bawang

Pesawar | Pringse | Pesisir

Lapangan Usaha an wu Barat

R.S.T.U, Jasa lainnya 30,92 1214| 2,40 | 125 342 5,68 7.84 12,15 1,95 5,60 271 1,63 3.80 398 148
PRODUK DOMESTIK|
REGIONAL BRUTO

*Tabel berwarna merah merupakan 3 Kabupaten/Kota yang memberikan
kontribusi tertinggi

Sumber: Hasil Olah Data BPS Provinsi Lampung, 2022

16,12 176 | 394 (288 2,05 4,42 12,36 n74 19,72 6,77 6,50 323 4,65 319 127

Dari hasil perhitungan analisis tersebut didapatkan beberapa hasil

yaitu:

a. Kabupaten Lampung Tengah memiliki distribusi persentase
PDRB paling tinggi di Provinsi Lampung;

a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki
share PDRB tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung
Selatan;

b. Sektor Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi PDRB
tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar
Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan;

c. Sektor Pertambangan dan Penggalian tertinggi berada di
Kabupaten Lampung Timur, dimana perbedaan kontribusinya
dengan 14 Kabupaten/Kota lainnya sangat jauh; dan

d. Terlihat bahwa kontribusi PDRB di Provinsi Lampung
terkonsentrasi oleh Kota Bandar Lampung, Kabupaten
Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 3.19 Mata Pencaharian Masyarakat menurut Status

Pekerjaan Provinsi Lampung

Status Lapangan Pekerjaan Utama

Pekerjaan Pertanian, Pertambangan Industri .
Utama '?er:,“:::::’ dan Penggalian Pengolahan Jasa Servis lotal

Berusaha
Sendiri 357.063 3.609 67.863 415.184 843.719
Berusaha
dibantu Buruh 504.075 1.827 48.304 261.326 815.532
Tidak Tetap
Berusaha
dibantu Buruh 24.012 441 24.558 59.678 108.689
Tetap
Buruh/Karyawal 145 355 6.027 153.106 812.980 [1.120.435
n/Pegawai ' ' ' ' e
Pekerja Bebas 293.562 11.266 41.710 251121 597.659
Pekerja
Kelua:'ga 516.471 926 62.374 218.515 798.286
Total 1.843.505 24.096 397.915 2.018.804 14.284.320
Persentase (%) 43,03% 0,56% 9,29% 4712% 100,00%

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

*Jasa Service merupakan Jasa Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air,
Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan,
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa
Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi
Pemerintahan, Jasa Pendikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya.



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Ditinjau dari Angkatan Kerja, Pekerjaan utama di Provinsi
Lampung masih didominasi pada Lapangan Pekerjaan Tersier
yaitu di Sektor Jasa Servis sebesar 47,12% dari total angkatan
kerja. Jasa Servis di sini merupakan Jasa Pengadaan Listrik dan
Gas, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran,
Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan
Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi
Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, Kegiatan Sosial,
dan Jasa Lainnya. Angkatan kerja terbanyak kedua di dominasi
oleh Sektor Primer yaitu di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan sebesar 43,03% dari total angkatan kerja.

Pertanian Manufaktur Jasa

Lampung Tengah I 17 6% Lampung Tengah 189% Kota Bandar Lampung EEESSSS————— 2 5%
Lampung Timur  ee—13,5% Lampung Selatan 18.7% Lampung Tengzh —13,2%
Tanggamus E— O.8% Kota Bandar Lampung 13.7% Lampung Timur Ee—11 5%
Lampung Selatan EEE——— O, 3% Lampung Timur 12,0% Lampung Selatan IEE——— 10 9%
Way Kanan EEmmm—— 8 3% 7.8% Lampung Utara = 63%
5,4% Tang:
Lampung Barat SE—7,5% Tanggamus 46% Pes:

Lampung Utara = §,1% s 5 3%

an EE—50%

Tulang Bawang S 6,2% Lampung Utara 4,1% Pril wu E—50%

Pesawaran EEEEE 4,8% Tulang Bawang 38% Tulang Bawang s 4,6%
Tulang Bawang Barat mmmmm 4.6% Way Kanan 37% Way Kanan mmmm 3,9%
Mesuji mmmm 3,4% Kota Metro 27% Kota Metro W 3,3%
Pringsewu EEER 30% Tulang Bawang Barat 22% Tulang Bawang Barat EEB 2,6%
Pecicir Barat N 22% Pesisir Barat 16% Lampung Barat W 22%
Kota Bandar Lampung W 0,9% Mesujl = 1,5% Pasisir Barat B8 17%
Kota Metro 1 .0,5% Lampung Barat 1.3% Mesuji == 1,7%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Gambar 3.19 Grafik Mata Pencaharian Masyarakat Menurut

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Profil Daya Saing Wilayah didasarkan pada Kemenristek/BRIN
melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Penguatan Inovasi yang
telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya
saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan
kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan
seluruh  potensi yang dimilikinya melalui peningkatan
produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun
internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas,
kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya
IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk
dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing
nasional.

Berikut ini penilaian aspek daya saing wilayah untuk Provinsi
Lampung sesuai dengan analisis yang telah dilakukan oleh BRIN
pada tahun 2021:
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Penilaian Aspek Penilaian Pilar

vvvvv

Gambar 3.20 Penilaian Aspek Daya Saing Wilayah Provinsi
Lampung
Sumber: BRIN, 2022

Dari keempat penilaian aspek, Provinsi Lampung mendapatkan
nilai 3,0020 untuk Daya Saing Wilayah (kategori tinggi). Penilaian
pada Aspek Faktor Penguat terdiri dari Pilar Kelembagaan, Pilar
Infrastruktur dan Pilar Perekonomian Daerah memiliki nilai yang
tinggi yaitu 2,8730. Untuk nilai Pilar Infrastruktur di Provinsi
memiliki nilai tinggi yaitu 3,0830, Pilar Kelembagaan memiliki nilai
sangat tinggi yaitu 3,5, namun Pilar Perekonomian Daerah masih
rendah yaitu 2,0360. Hal ini berarti, masih buruknya ekosistem
inovasi, ketersediaan infrastruktur  dasar dan  kinerja
perekonomian daerah yang tercermin dalam kinerjanya di
perdagangan, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga.
Kementerian PUPR dapat membantu dalam pemenuhan
infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang
berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan
kesehatan.

Potensi Pengembangan Daerah meiiputi potensi sektor pertanian
dan pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, investasi dan
ekspor serta sektor pariwisata.

Sektor Pertanian dan Pangan dikategorikan menjadi beberapa
jenis diantaranya berupa padi, jagung, kacang-kacangan, dan
umbi-umbian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung, didapatkan data terkait jumlah produksi hasil
pertanian tanaman pangan berupa padi dan palawija dalam
satuan ton. Berikut merupakan data produksi tanaman pangan
menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2021:



Tabel 3.20 Produksi Tanaman Pangan (Ton) Menurut

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021
Kabupaten/Kota Padi ~ Beras Jagung | Kedelai

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Lampung Barat 59.975 34.299 816 477
Tanggamus 128.441 73.455 5.473 1.258
Lampung Selatan 311.045 177.884 563.723 1.205
Lampung Timur 397.256 227.188 433.330 1.639
Lampung Tengah 490.370 280.438 246.805 1.331
Lampung Utara 75.357 43.096 87.664 462
Way Kanan 83.357 47.671 39.439 272
Tulang Bawang 231.830 132.582 5.280 803
Pesawaran 12.216 64.176 66.509 6
Pringsewu 123.977 70.901 28.179 405
Mesuji 339.611 194.221 2.439 1.635
Tulang Bawang Barat 33.806 19.333 2.131 12
Pesisir Barat 57.565 32.921 20.214 254
Bandar Lampung 2.362 1.351 399 0]
Metro 25.419 14.537 399 1
Provinsi Lampung 2.472.587 | 1.414.052 1.502.800 9.760

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sebaran produksi padi
yang ada di Provinsi Lampung. Diketahui bahwa produksi padi
terbesar berada pada Kabupaten Lampung Tengah sebesar
490.370 ton dan beras sebesar 280.438 ton. Untuk tanaman
pangan berupa jagung dan kedelai, kabupaten dengan hasil
produksi terbesar adalah Kabupaten Lampung Selatan sebesar
563.723 ton untuk jagung dan 1.639 ton untuk kedelai. Sedangkan
kabupaten/kota dengan jumlah produksi padi, beras, jagung, dan
kedelai paling sedikit adalah Kota Bandar Lampung hanya
sebesar 2.362 ton padi, 1.351 ton beras, 399 ton jagung, dan tidak
menghasilkan kedelai. Sedikitnya produksi di Kota Bandar
Lampung baik berupa padi, beras, jagung, maupun kedelai dapat
dipengaruhi oleh fungsi kawasan sebagai wilayah perkotaan dan
pusat pemerintahan sehingga kegiatan perekonomian didominasi
oleh kegiatan perdagangan dan jasa.

Sektor Perkebunan merupakan salah satu sektor yang memiliki
peran besar bagi perekonomian daerah. Provinsi Lampung
terkenal dengan produksi kelapa sawit dan kopi. Provinsi
Lampung juga memiliki beberapa komoditas perkebunan yang
tersebar pada masing-masing kabupaten. Persebaran produksi
komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.21 Luas Area Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung

Tahun 2020
Kelapa :
Karet Kelapa - Kopi Kakao Tembakau
Kabupaten/Kota (Ha) (Ha) Sawit (Ha) (Ha) (Ha)

Lampung Barat 107 511 54.106 1.698 10
Tanggamus 595 13.768 30 41.512 13.592 60
Lampung Selatan 7.625 22.275 7.150 715 11.400 38
Lampung Timur 15.358 17.892 7.512 525 10.978 84
Lampung Tengah 11.540 7.001 19.179 523 5.258 24
Lampung Utara 35.349 816 8.025 25.684 864 7
Way Kanan 30.986 4.090 13.772 21.956 1.429 40
Tulang Bawang 32.427 703 18.992 82 206 ‘14
Pesawaran 1.214 11.246 792 3.452 27.415 85
Pringsewu 963 3.487 1149 1.379 4.585 65
Mesuji 27.513 1.258 21.831 34 88 30
Tulang Bawang
Barat 33.179 304 4.109 6 14 6
Pesisir Barat 689 7.293 7.129 6.694 1.148 20
Kota Bandar
Lampung 87 364 63 170 515 5
Kota Metro 5 65 1 2 66 2
Provinsi Lampung 197.637 91.073 109.609 156.840 79.256 490

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa area

perkebunan di Provinsi Lampung didominasi oleh karet dan kopi.
Luas lahan perkebunan karet terbesar berada di Kabupaten
Lampung Utara yaitu seluas 35.349 Ha. Sedangkan luas lahan
perkebunan kopi terbesar berada di Kabupaten Lampung Barat
yaitu seluas 54.106 Ha. Luas lahan dari masing-masing komoditas
perkebunan ini tentu memiliki pengaruh bagi jumlah produksi
tanaman perkebunan di Provinsi Lampung. Berikut merupakan
tabel jumlah produksi tanaman perkebunan di Provinsi Lampung.

Tabel 3.22 Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Lampung

Tahun 2020
Kopi Kakao Tembaka
Kabupaten/Kota u (ton)

Lampung Barat 42 628 19 57.930 2.053 7
Tanggamus 256 16.195 44 35.100 6.674 24
Lampung Selatan 7.520 21.815 11.640 427 9.705 27
Lampung Timur 7.089 11.131 8.822 240 3.234 84
Lampung Tengah 4.919 6.258 37.260 298 3.016 36
Lampung Utara 18.985 415 4.650 9.700 260 6

Way Kanan 52.562 2.925 26.664 8.702 622 23
Tulang Bawang 30.976 622 46.807 40 133 14
Pesawaran 1.085 8.350 681 1.358 29.426 84
Pringsewu 463 3.395 817 704 2.626 64
Mesuji 44.135 1.898 36.987 18 47 30
Tulang Bawang Barat 22.303 250 4.100 5 5 5

Pesisir Barat 154 7.891 15.162 3.384 722 2

Kota Bandar Lampung 91 528 150 220 515 7

Kota Metro 1 52 6] 1 26 2
Provinsi Lampung 190.581 82.353 193.803 118.127 | 59.064 415

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022
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sawit. Produsen karet terbesar adalah Kabupaten Way Kanan
yaitu sebesar 52.562 ton pada tahun 2020. Komoditas ini
berpotensi untuk dijadikan sebagai komoditas ekspor Indonesia.
Sedangkan komoditas kelapa sawit paling banyak dihasilkan di
Kabupaten Tulang Bawang vaitu sebesar 46.807 ton pada tahun
2020. Kelapa sawit memiliki peran besar bagi perekonomian di
Indonesia karena mampu menghasilkan minyak kelapa sawit yang
banyak dibutuhkan dalam sektor industri.

Selain komoditas-komoditas di atas, terdapat pula komoditas
perkebunan lain, seperti buah-buahan dan sayuran. Pada Provinsi
Lampung memiliki beberapa komoditas buah-buahan dan
sayuran tahunan. Berikut merupakan tabel produksi perkebunan
buah-buahan dan sayuran tahunan Provinsi Lampung tahun 2020.

Tabel 3.23 Jumlah Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan

(Kwintal) Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020

Alpukat 185.018 165.820
Anggur 5 0
Belimbing 37.758 28.578
Duku 61.833 93.670
Durian 162.176 328.430
Jambu Air 50.728 75.449
Jambu Biji 75.795 67.225
Jeruk Besar 20.187 14.504
Jeruk Siam 231.073 229.607
Mangga 255.471 190.331
Manggis 152.491 39.771
Markisa 562 1.219
Nangka 416.282 301.524
Nanas 6.992.430 269.744
Pepaya 1.055.975 855.304
Pisang 12.095.445 7.940.267
Rambutan 219.460 187.378
Salak 51.531 87.594
Sawo 194.748 179.204
Sirsak 17.450 32.778
Sukun 62.140 64.984
Petai 180.033 171.114
Jengkol 153.629 151.890
Melinjo 141.076 140.762

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa produksi buah-
buahan tahunan terbesar di Provinsi Lampung adalah buah pisang
dengan produksi mencapai 7.940.267 kwintal pada tahun 2020.
Sedangkan produksi sayuran tahunan terbesar di Provinsi
Lampung adalah jengkol dengan produksi mencapai 151.890
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kwintal pada tahun 2020. Selain buah-buahan dan sayuran

tahunan, terdapat pula produksi tanaman biofarmaka. Berikut
merupakan tabel jenis tanaman biofarmaka di Provinsi Lampung:

82

Tabel 3.24 Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (kwintal)
Provinsi Lampung Tahun 2019 dan 2020

Jenis Tanaman 2019 2020
Dlingo 33.679 27.554
Jahe 1.363.150 1.730.505
Kapulaga 164.189 50.448
Keji Beling 72.987 30.038
Kencur 5.356.835 3.981.661
Kunyit 763.742 627.455
Laos/Lengkuas 860.202 704.172
Lempuyang 286.913 149.209
Lidah Buaya 77.335 36.791
Mahkota Dewa 994.826 661.164
Mengkudu 114.493 111.618
Sambiloto 92.188 27.619
Temuireng 254.350 104.011
Temukunci 239.623 72.390
Temu Lawak 292.244 180.286

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui produksi tanaman
biofarmaka di Provinsi Lampung didominasi oleh kencur dan jahe.
Jumlah produksi tanaman biofarmaka terbesar adalah kencur
yang mencapai 3.981.661 kwintal pada tahun 2020 dan jahe
mencapai 1.730.505 kwintal pada tahun 2020. Tanaman
biofarmaka ini tentunya tersebar di seluruh kabupaten/kota di
Provinsi Lampung.

Sektor Kehutanan memiliki peran yang cukup penting dalam
perekonomian Indonesia, baik dalam penyerapan tenaga kerja,
penghasil devisa, maupun penghasil bahan baku industri. Provinsi
Lampung memiliki area hutan yang cukup luas yang terdiri atas
beberapa komoditas berbeda. Berikut merupakan luasan hutan di
Provinsi Lampung:

Tabel 3.25 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung Menurut
Fungsinya

Hutan TELEWAET]
Lindung dan Pelestarian
(GE)) Alam (Ha)

Hutan Produksi

Hutan
Produksi ET.EL
Terbatas Dikonversi

(GE)) (D))

Jumlah Luas
Hutan dan
Perairan (Ha)

Kabupaten/Kota

Lampung Barat 39.231,27 297.079,00 R 0,00 336.310,27
Tanggamus 132.159,55 3.345,00 0,00 0,00 135.504,55
Lampung Selatan 13.786,70 15.735,10 0,00 42.346,90 69.868,70
Lampung Timur 23.780,86 125.621,30 0,00 13.175,00 162.577,16
Lampung Tengah 28.431,72 0,00 0,00 12.500,00 40.931,72
Lampung Utara 28.000,00 0,00 0,00 177,71 28.177,71
Way Kanan 22.289,10 0,00 0,00 67.006,47 89.295,57
Tulang Bawang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pesawaran 12.586.,46 21.949,31 0,00 1.955,00 36.490,77
Pringsewu 7.557.24 0,00 0,00 0,00 7.557,24
Mesuji 0,00 0,00 0,00 43.100,00 43.100,00
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Hutan Suaka Alam P::ﬂt:;(‘si HutaBaPr:tduksi Jumlah Luas
Kabupaten/Kota Lindung dan Pelestarian Terbatas Dikor?versi Hutan dan
(Ha) Alam (Ha) (Ha) (Ha) Perairan (Ha)
Tulang Bawang Barat 0,00 0,00 0,00 11.470,92 11.470,92
Pesisir Barat 9.692,10 0,00 33.358,00 0,00 43.050,10
Kota Bandar Lampung 100,00 300,00 0,00 0,00 400,00
Kota Metro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi Lampung 317.615,00 462.029,71 33.358,00 191.732,00 1.004.734,71

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi
Lampung memiliki beberapa jenis kawasan hutan yang salah
satunya adalah hutan produksi dapat dikonversi. Hutan produksi
ini memiliki kawasan yang cukup luas yaitu sebesar 191.732 Ha.
Hutan ini memproduksi beberapa komoditas yang dapat
menunjang kegiatan perekonomian. Komoditas kehutanan pada
Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.26 Jumlah Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan (m?)

Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019

Kayu Bulat 46.293,00 87.838,00
Kayu Gergajian 21.024,66 0,00
Kayu Lapis 0,00 17.327,00
Serpih Kayu 0,00 62.199,00
Veneer 27.970,00 32.772,00

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi
Lampung memiliki beberapa jenis produk kayu, baik kayu bulat
maupun kayu olahan. Pada tahun 2019, jenis kayu yang diproduksi
adalah kayu bulat, kayu lapis, serpih kayu, dan veneer dengan
total sebesar 200.136 m?® dan didominasi oleh produksi kayu bulat
sebesar 87.838 m3. Komoditas kehutanan berupa kayu ini dapat
menjadi potensi yang menguntungkan bagi perekonomian
wilayah dengan dilakukannya distribusi ke daerah-daerah lain
untuk dijadikan bahan baku industri.

Sektor Perikanan Provinsi Lampung hasil panen ikan dilakukan
dengan 2 (dua) cara, yaitu budidaya dan tangkap. Berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik 2022 didapatkan data produksi
perikanan budidaya berdasarkan komoditas yaitu patin, lele, nila,
ikan mas, kakap, bandeng, rumput laut, kerapu, dan udang. Hasil
produksi perikanan budidaya ditabulasikan menurut
kabupaten/kota sebagai berikut:
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Tabel 3.27 Produksi Perikanan Budidaya (ton) Menurut

Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Lampung
Tahun 2020

Rumput
Laut

Kabupaten/

Kakap Bandeng Kerapu Udang Lainnya

Kota

ggrr“a‘t’ung 15 6 6.336 2.306 0 o o o o 188
Tanggamus 0 956 438 979 0 314 114 0 1612 209
Lampung

o 4.201 8.238 521 9 0 263 5.346 30 14.461 997
Lampung

e 82 25 107 124 0 939 0 0 6.740 214
Lampung

Tengah 13.517 10.908 6.154 1547 o) 0 0 0 o 10.216
b?g:g“”g 0 2.754 50 4.059 0 0 0 0 o o
Way Kanan 627 641 298 % 0 0 0 0 0 49
Tulang

Baweng 245 662 507 o) o) 7.954 0 0 26.126 2.724
Pesawaran 22 515 72 1 31 0 0 75 5.390 206
Pringsewu 1.057 5181 1.038 2.856 0 0 0 0 0 1.646
Mesuiji 637 670 836 237 0 63 0 0 81 751
Tulang

Bawang 321 1.800 664 425 0 0 0 0 o 993
Barat

Pesisir Barat 4 69 60 70 0 0 0 0 8.900 2
Bandar 45 174 128 18 o) 99 0 6 o 70
Lampung

Metro 385 1.091 9 0 0 0 0 0 0 385
Provinsi

Lampung 21.158 33.690 | 17.268 12.737 31 9.632 5.460 m 63.310 18.660

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari keseluruhan
komoditas utama perikanan budidaya yang ada di Provinsi
Lamapung, komoditas dengan hasil panen terbesar adalah udang
sebesar 63.310 ton dan terbesar kedua adalah lele sebesar 33.690
ton. Sedangkan komoditas dengan hasil produksi paling sedikit
adalah ikan kakap hanya sebesar 31 ton. Selain dipengaruhi oleh
meratanya produksi pada tiap kabupaten/kota, besarnya hasil
produksi juga dapat dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya
pembudidaya ikan pada masing-masing kabupaten/kota. Namun,
kesembilan jenis komoditas tersebut adalah komoditas utama
pada sektor perikanan budidaya di Provinsi Lampung dan
merupakan potensi daerah yang dapat terus dikembangkan.

Selain perikanan budidaya, pemanenan ikan dapat dilakukan
dengan cara penangkapan. Jenis penangkapan dapat dibedakan
lagi menjadi 2 (dua), vaitu perikanan tangkap di laut dan
perikanan tangkap di perairan umum. Berikut merupakan tabel
produksi perikanan tangkap menurut kabupaten/kota di Provinsi
Lampung tahun 2020:
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Tabel 3.28 Produksi Perikanan Tangkap (ton) Menurut
Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Lampung

Tahun 2020

Kabupaten/ Perikanan Tangkap di Laut Perikanan Tangkap di Perairan Ur::;::l

Kota Cakalang ‘ Tongkol ‘ Tuna ‘ Udang Lainnya ‘ Udang lkan g y
Lampung
Barat ] (0] o] (0] o] (0] 475 o]
Tanggamus 5 5.580 1.233 18 19.692 o) 317 o]
Lampung
Selatan 239 1.063 o] 79 12.450 (0] 0] 0]
Lampung
Timur (o] 2.807 o] 0 42.851 0] 670 o]
Lampung
Tengah (o] 34 o] 24 1.524 96 853 7
Lampung
Utara (o] 0 o] 0 o] 0 o] o]
Way Kanan 6] (0] [0} (0] 0] 0 215 0
Tulang
Bawang (o] 93 o] 1.359 20.881 10 735 o]
Pesawaran [0) 1.666 0 256 13714 3 29 0
Pringsewu 6] (0] [0} (0] 0] 0 42 0
Mesuji o] 6] o] 0 2.440 208 763 13
Tulang
Bawang (¢} (6] [0} (6] (¢} (6] (0} (0}
Barat
Pesisir Barat [0) 433 644 (0] 3.180 6] 146 5
Bandar
Lampung (o] 396 o] 26 4.590 0 o] o]
Metro o] ) o] ) o] ) 0 0
Provinsi
Lampung 244 12.072 1.877 1.762 121.322 317 4.245 25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara total hasil
produksi perikanan tangkap terbesar adalah perikanan tangkap di
laut. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh letak kabupaten/kota
yang berbatasan langsung dengan laut sehingga masyarakat
memiliki kecenderungan untuk menjadi nelayan dengan
menangkap ikan di laut. Komoditas dengan hasil panen terbesar
adalah perikanan tangkap di laut pada kategori lainnya sebesar
121.322 ton, sedangkan komoditas dengan hasil produksi paling
sedikit adalah perikanan tangkap di perairan umum pada kategori
lainnya yang hanya sebesar 25 ton.

Investasi dan Ekspor berupa Realisasi investasi di sektor riil
Provinsi Lampung tahun 2020 telah melampaui target yaitu Rp
5,7 triliun. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 7,12
triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) bernilai $498 ribu.
Realisasi investasi yang melampaui target karena iklim investasi
yang kian baik didukung infrastruktur dan konektivitas wilayah
yang semakin baik setelah dibangunnya jalan tol lintas Sumatera.
Volume ekspor dan impor di Provinsi Lampung berdasarkan data
yang ada di BPS, jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami
kenaikan sebesar 72,03 juta US$. Sedangkan jika dibandingkan
dengan ekspor pada bulan sebelumnya mengalami penurunan
sebesar 210,24 juta US$.
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Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
«0-2021 309.46 287.14 37852 30277 331.73 387.22 42546 51392 48742 599.10 377.84 436.54
-9-2022 33237 33101 585.04 374.80

02021 --2022

Gambar 3.21 Volume Ekspor dan Impor Provinsi Lampung
Sumber: BPS Provinsi Lampung

Pada tahun 2021, nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan Oktober
dan ekspor terendah ada di bulan Februari. Pada tahun 2022 di
bulan Maret sudah mengalami peningkatan namun mengalami
penurunan pada bulan berikutnya. Tujuan ekspor dari Provinsi
Lampung vaitu menuju ke Amerika Serikat, Italia, India, Korea
Selatan, dan Jepang. Struktur ekspor di Provinsi Lampung dibagi
kedalam 3 (tiga) kategori yaitu pertanian, pertambangan, dan
industri pengolahan. Pada bulan April tahun 2022, nilai ekspor
terbesar adalah di kategori industri pengolahan sebesar 63,57%.

Tabel 3.29 Nilai Ekspor berdasarkan Komoditi di Provinsi
Lampung

Nilai Ekspor Menurut
Komoditi

Jenis Komoditi (Ribu US $)
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2020

2021

Lemak dan Minyak Hewan/Nabati 1.075.503,80 | 1.700.169,84
Batu Bara 306.316,09 | 1.295.698,99
Ampas/Sisa Industri Makanan 198.062,30 428.339,35
Kopi, Teh, Rempah-Rempah 440.887,97 360.839,21
Olahan dari Buah-Buahan/Sayuran 260.348,32 297.027,46
Bubur Kayu/Pulp 147.895,51 184.310,42
Berbagai Produk Kimia 68.051,84 126.816,08
Gula dan Kembang Gula 70.828,08 115.624,34
Daging dan Ikan Olahan 79.689,40 77.503,41
Ikan dan Udang 72.503,10 60.048,69
Kasil Penggilingan 13.525,91 59.006,50
Karet dan Barang dari Karet 58.154,28 45.459,00
Kayu, Barang dari Kayu 29.756,29 29.828,86
Minuman 1.199,80 18.772,17
Bahan Kimia Organik 29.227,58 13.356,42
Berbagai Makanan Olahan 13.817,30 12.708,30
Buah-Buahan 12.177,51 12.310,10
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Nilai Ekspor Menurut

Komoditi

Jenis Komoditi (Ribu US $)
2020 | 2021

Serat Tekstil dan Benang Kertas 2.261,56 2.569,86
Plastik dan Barang Dari Plastik 3.158,96 1.658,00
Biji-Bijian Berminyak 1.156,45 1.037,89
Perabot, Penerangan Rumah 1.294,52 479,56
Lak, Getah, dan Damar 767,17 472,46
Kapas Gumpalan, Tali 939,74 384,69
Perekat, Enzim 1173,73 319,37
Kaca dan Barang dari Kaca 560,74 301,67
Senjata/Amunisi 0,00 199,23
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-

Wangian 290,65 160,50
Garam, Belerang, Kapur 158,46 111,87
Gandum-Ganduman 86,67 95,69
Mesin-Mesin/Peswat Mekanik 387,78 88,33
Sabun dan Preparat Pembersih 221,70 60,30
Olahan dari Tepung 0,00 50,77
Bijih, Kerak, dan Abu Logam 54,59 45,35
Kakao/Coklat 309,67 31,24
Bahan-Bahan Nabati 12,63 15,75
Pupuk 22,50 7,89
Barang-Barang Rajutan 0,00 2,14
Kertas/Karton 0,92 0,48
Berbagai Barang Logam Dasar 0,00 0,00
Berbagai Barang Buatan Pabrik 141,45 0,00
Produk Hewani 21,00 0,00
Total 2.890.965,97 | 4.845.912,18

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada Sektor Pariwisata, Provinsi Lampung merupakan daerah
dengan banyak sekali wisata. Disadur dari laman resmi Provinsi
Lampung tercatat bahwa terdapat 350 objek wisata yang
tersebar di 15 kabupaten/kota. Wisata tersebut diantaranya
Kabupaten Tanggamus dengan 77 objek wisata, Kabupaten Way
Kanan dengan 59 objek wisata, dan diikuti Lampung Utara
dengan 47 objek wisata. Mayoritas wisata alam yang ada di
Kabupaten Tanggamus berupa objek wisata bahari dan alam tirta
(wisata air), sedangkan wisata yang terdapat pada Kabupaten
Way Kanan mayoritas berupa wisata alam, dan Lampung Utara
didominasi dengan peninggalan sejarah dan panorama alam.

Selain potensi wisata yang sudah ada, Pemerintah Provinsi
Lampung melakukan pengembangan pada sektor pariwisata
dengan program pengembangan kawasan Wisata Maritim Teluk
Lampung, Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rachman (TAHURA
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WAR), Teluk Kiluan dengan konsep pemberdayaan masyarakat,
dan Teluk Nipah sebagai Luxurious Resort. Selain itu, terdapat
pula rencana pengambangan kawasan TNWK “Lampung Safari
Way Kambas Park and Convention Center”, wisata Pantai Barat
Lampung, pembangunan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP), dan
usulan kawasan ekonomi khusus pariwisata penyelenggaraan Sail
Krakatau tahun 2017.

Dengan adanya berbagai macam destinasi wisata yang ada, maka
dibutuhkan akomodasi serta penginapan untuk dapat melayani
kebutuhan wisatawan. Hal ini menjadi penting agar wisatawan
dapat menikmati agenda wisatanya dengan nyaman dan lebih
kondusif. Berikut merupakan tabel jumlah restoran dan hotel
menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2021.

Tabel 3.30 Jumlah Rumah Makan/Restoran dan Hotel Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021
Rumah Hotel Hotel Non

Kabupaten/Kota Makan/Restoran Berbintang Bintang
(unit) (unit) (unit)
Lampung Barat 50 0] 23
Tanggamus 99 0 18
Lampung
Selatan 102 2 28
Lampung Timur 87 0 14
Lampung
Tengah 262 1 23
Lampung Utara 75 0 10
Way Kanan 39 1 10
Tulang Bawang 40 0 15
Pesawaran 88 0 15
Pringsewu 103 1 15
Mesuji 42 0 7
Tulang Bawang
Barat 65 0 10
Pesisir Barat 31 0 55
Bandar
Lampung 517 23 104
Metro 169 1 15
Provinsi
Lampung 1.769 29 362

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah restoran dan
hotel terbanyak baik hotel berbintang maupun non bintang
terdapat di Kota Bandar Lampung. Terpusatnya persebaran
akomodasi wisata ini di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh
peruntukan Bandar Lampung sebagai ibu kota dan banyaknya
destinasi wisata di kota tersebut. Bertambahnya restoran dan
hotel akan terus sejalan dengan pembangunan daerah dan jumlah
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wisatawan yang berwisata pada tiap daerah.

Karena keindahannya, wisata yang ada di Provinsi Lampung tidak
hanya menarik wisatawan dari dalam negeri. Adanya sarana
penunjang berupa keberadaaan bandara kelas internasional yaitu
Bandar Udara Radin Inten Il membuat para wisatawan asing dapat
dengan mudah mengunjungi Lampung. Berikut merupakan tabel
rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Provinsi
Lampung:

Tabel 3.31 Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu
Domestik Menurut Bulan (hari) di Provinsi Lampung Tahun

2021

Januari 6,28 1,27
Februari 1,41 1,18
Maret 3,81 117
April 5,09 1,24
Mei 2,73 1,19
Juni 4,07 1,25
Juli 3,44 1,22
Agustus 9,00 1,21
September 3,54 1,21
Oktober 2,08 1,21
November 4,46 1,29
Desember 1,73 1,31
Kumulatif Januari-

Desember 2019 47,64 14,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata
menginap tamu asing paling banyak adalah pada bulan Agustus
yaitu 9,00, sedangkan rata-rata menginap paling sedikit adalah
pada bulan Februari yaitu 1,41. Untuk wisatawan domestik rata-
rata menginap paling besar adalah pada bulan Desember yaitu
1,31, sedangkan rata-rata menginap paling kecil adalah 1,17 pada
bulan Maret. Tingginya rata-rata menginap wisatawan domestik
dapat disebabkan oleh adanya libur akhir tahun, natal, dan tahun
baru.

Destinasi Pariwisata Nasional yang berada di Provinsi Lampung
yaitu DPN Krakatau-Ujung Kulon dan Sekitarnya yang meliputi:
KKPN Danau Ranau dan sekitarnya, KPPN Way Kambas dan
sekitarnya, KPPN Bandar Lampung dan sekitarnya, KPPN Krui-
Tanjung Setia dan sekitarnya, KPPN Bukit Barisan Selatan dan
sekitarnya, KPPN Kalianda dan sekitarnya dan KPPN Krakatau-
Selat Sunda dan sekitarnya.
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Kawasan wisata unggulan di Provinsi Lampung meliputi:
Kawasan Wisata Unggulan Kota Bandar Lampung;

Kawasan Wisata Unggulan Krui dan Tanjung Setia;

Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas;
Kawasan Wisata Unggulan Teluk Kiluan;

Kawasan Wisata Unggulan Gunung Krakatau dan Pulau
Sebesi;

Kawasan Wisata Unggulan Bakauheni dan Menara Siger;
Kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Bukit Barisan
Selatan.

NO aAmN

3.3.1. Penentuan Kawasan Prioritas

Perumusan Kawasan Prioritas Pengembangan Lampung disusun
berdasarkan metode multicriteria analysis. Daftar panjang
(longlist) kawasan prioritas yang telah disusun pada bab 2
diberikan bobot dengan kriteria yang sesuai untuk mendapatkan
kawasan prioritas yang akan ditangani hingga 2029.

Tabel 3.32 Justifikasi Kawasan Prioritas Pertanian

Total

Poin Prioritas Argumentasi

LEVELET] 1‘2 3 4‘ 5

Komoditas unggulan padi
Luas panen 101.743,09 Ha;
produksi 540.115,25 ton
Terdapat LP2B sebesar
71.791 hektar
. Luasan daerah Irigasi:
- D.I.  Way Pangubuan
4.990 Ha
- D.I. Way Sekampung
38.653 Ha
Komoditas unggulan padi
2. Luas panen 57 625,52 Ha;
produksi 283 879,49 ton
3. Termuat dalam RPJMN
KPPN Mesuji VIVIV|-|V 4 Prioritas 4. Terdapat LP2B sebesar
27.700 hektar
5. Luasan daerah irigasi:
- D.LR. Rawa Mesuji Atas
16.328 Ha
Komoditas unggulan padi

Kawasan Pertanian

Lampung Tengah VIV|[-|V|V 4 Prioritas

NN

—_

1.
2. Luas panen 62.835,92 Ha;
produksi 280.011,59 ton
Tidak 3. Termuat dalam RPJMN
KPPN Tulang vl-lvl-lv 3 Menjadi 4. Terdapat LP2B sebesar
Bawang Prioritas 5 31.800 hektar

. Luasan daerah irigasi
- D.l. Way Rarem 11.851 Ha
- D.LR. Rawa Pitu 10.529
Ha

Sumber: Hasil Analisis, 2023
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Kriteria:

1.

I

Memiliki Komoditas Unggulan Sektor Pertanian dengan
kontribusi tingkat nasional

Produktivitas yang dominan (Luas panen dan produksi 3
terbesar dalam 5 tahun terakhir)

Merupakan Kawasan RPJMN

Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi (Keberadaan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3 terbesar di Provinsi
Lampung)

Terdapat daerah irigasi kewenangan pusat

Tabel 3.33 Justifikasi Kawasan Prioritas Perkotaan
Total

Kawasan Poin Prioritas Argumentasi
1. Merupakan Ibukota
Provinsi Lampung
PKN Bandar - 2. Didukung regulasi RTRWN,
Lampung VIV|IV]|V]|V 5 Prioritas RPJMN
3. Wilayah Metropolitan
Bandar Lampung
PKW Metro -]1-|V|IV]|V 3 Prioritas Merupakan lbukota Kota Metro
Tidak
. R Merupakan lbukota Kabupaten
PKW Kalianda | - [ - [V ]| -] - 1 Menjadi
Prioritas Lampung Selatan
Tidak Merupakan lbukota Kabupaten
PKW Liwa -1-|V|-|V 2 Menjadi Lampung Barat
Prioritas pung
Tidak
PKW I O KV I I 1 Menjadi Merupakan lbukota Kabupaten
Menggala Prioritas Tulang Bawang
PKW _ o lvlolv] 2 MTelgjaaléli Merupakan Ibukota Kabupaten
Kotabumi Prioritas Lampung Utara
PKW Kota N I V2 I 1 MTe'szlf]” Merupakan Ibukota Kabupaten
Agung Prioritas Tanggamus
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Kriteria:
1. Memiliki Infrastruktur Perhubungan Skala Nasional

G RN

(Bandara/Pelabuhan)

Merupakan Kawasan Prioritas RPJMN

Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi

Sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB Kab/ Kota
merupakan sektor sekunder/tersier

Merupakan kawasan andalan RTRWN

Tabel 3.34 Justifikasi Kawasan Prioritas Pariwisata
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Kawasan 4 -L%tiil Prioritas Argumentasi
1. Masuk dalam 88 KSPN RIPPARNAS
2. Dari pelabuhan penyeberangan
Bakauheni dapat menempuh jalan
nasional lintas timur Sumatera dengan
Egrlfr)]'gavé/?ién rute Bakauheni-Lab_uhan Maringgai-Way
sekitarnya di o Je_para-TNWK. Dari Bandar Lampung-_
Kabupaten VIVIV| 4 Prioritas Srlbawono—\/\_/ay Jepara-TNWK.  Dari
Lampung Gunung Sugih- Metro-Sukadana-TNWK.
Timur Sedangkan dari Manggala (dan
Palembang) dapat menempuh rute jalan
Nasional Lintas Timur Sumatera yaitu
rute Manggala-Sukadana-TNWK
3. Sesuai dengan arahan kebijakan RTRWP
1. Masuk dalam 88 KSPN RIPPARNAS
Eiﬁg‘u%ﬂau ) 2. Jauh dari simpul _transportasi. Melalui
sekitarnya di Tld_ak ) Kota Pelemba_ng sekltar 8 jam dan Bandar
Kabupaten - V|- 2 M_enj_adl Lampyng sekitar 6 jam B
Lampung Prioritas | 3. Sesuai dengan ara_han kebljak_an RTRWP
Barat 4. Pemanfaatan lebih besar di Sumatera
Selatan
KSPN 1. Masuk dalam 88 KSPN RIPPARNAS
Krakatau dan 2. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Desa
sekitarnya di L Canti, Kecamatan Kalianda, Lampung
Kabupaten VIVIVE 4 Prioritas Selatan, lalu ke pelabuhan nelayan desa
Lampung menuju KSPN Krakatau
Selatan 3. Sesuai dengan arahan kebijakan RTRWP
Kawasan Tidak 1. Tidak termuat dalam RIPPARNAS
Pesisir Pantai vi-1-1 1 Menjadi 2. Didukung oleh Jalan W. Trans Sumatera
Barat Prioritas 3. Sesuai dengan arahan kebijakan RTRWP
Lampung
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Kriteria:

oL N

Kawasan Prioritas pada RIPPARNAS

Aksesibilitas yang memadai: Simpul transportasi, konektivitas
dengan jalan nasional
Kesesuaian Arahan Pengembangan Provinsi
Adanya Badan Pengelola
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3.3.2. Profil dan Potensi Fokus Pertanian

Provinsi Lampung merupakan salah satu Lumbung Pangan
Nasional yang menduduki peringkat ke-6 terbesar nasional
dengan produksi padi 2,69 juta ton pada tahun 2022. Kabupaten
dengan produksi padi terbesar antara lain Lampung Tengah
(540.115,25 ton/tahun), Lampung Timur (397.256 ton/tahun),
Mesuji (283.879,49 ton/tahun). Akan tetapi, produktivitas
tanaman padi masih di bawah rata-rata nasional (52,38 ku/ha)
yaitu sebesar 51,87 ku/ha.

Sektor Pertanian di Provinsi Lampung didukung oleh infrastruktur
Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan kawasan
pertanian dengan sumpul distribusi hingga ke wilayah lain di
Pulau Sumatera. Selain itu, sektor pertanian juga didukung
dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way
Sekampung yang berfungsi sebagai sumber air irigasi.

Dilihat dari PDRB Provinsi Lampung, sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan merupakan sektor yang berkontribusi paling besar
terhadap PDRB provinsi yaitu sebesar 27,90% pada 2022. Sejalan
dengan PDRB, SDM pada sektor pertanian juga mendominasi
dimana sebanyak 43% (1.843,5 ribu) dari penduduk yang bekerja
di Provinsi Lampung bermata pencaharian di sektor pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015, terdapat
Daerah Irigasi Kewenangan Pusat antara lain 3 (tiga) Daerah
Irigasi Permukaan dengan total luas 55.494 Ha dan 3 (tiga)
Daerah Irigasi Rawa dengan luas 48.128 Ha. Namun masih
banyaknya jaringan irigasi yang mengalami kerusakan (Nilai
Indeks Kinerja Irigasi/IKSI di Provinsi Lampung masih rendah
(rata-rata nilai IKSI gabungan 0,5 atau lebih rendah).

3.3.3. Profil dan Potensi Fokus Perkotaan

Provinsi Lampung memiliki 1 Pusat Kegiatan Nasional yaitu PKN
Bandar Lampung. PKN Bandar Lampung telah terhubung dengan
sistem jaringan transportasi berbasis jalan nasional. PKN Bandar
Lampung menjadi pintu gerbang internasional serta pusat
kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional. Selainitu, terdapat
6 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi PKW Metro, PKW
Kalianda, PKW Liwa, PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW
Kota Agung. Berdasarkan hasil prioritasi terdapat dua kawasan
perkotaan yang menjadi lokus perencanaan yaitu PKN Bandar
Lampung dan PKW Metro. Tersedia infrastruktur pendukung
aktivitas ekonomi perkotaan, berupa Bandar Udara Internasional
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Radin Inten Il yang melayani pergerakan orang dan barang
antarprovinsi maupun internasional, Pelabuhan Panjang sebagai
pelabuhan ekspor-impor, dan Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu
gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan dengan pulau
Jawa.

Dilihat dari kondisi standar pelayanan minimum perkotaan dan
kebencanaan, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro juga
menjadi kota inti bagi hinterland di sekitarnya sehingga banyak
pergerakan yang dilakukan dari kawasan di sekitar menuju pusat
kota. Jumlah Penduduk terpusat di Kota Bandar Lampung dengan
jumlah 1,2 juta jiwa dengan kepadatan 6.464 jiwa/km2 dan Kota
Metro 169.781 jiwa dengan kepadatan 2.321jiwa/km2 (BPS, 2022).
Sehingga diperlukan pelayanan dasar permukiman khususnya di
kawasan perkotaan.

Terkait infrastuktur dasar, terdapat 16 Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Lampung. TPA Bakung di Kota Bandar Lampung menjadi TPA
dengan jumlah sampah masuk terbanyak di tahun 2021, yaitu
273.750 ton/tahun. PKN Bandar Lampung memiliki akses sanitasi
layak sebesar 95,45% dan PKW Metro sebesar 94,64%. Kedua
nilai akses sanitasi layak ini berada di atas rata-rata Provinsi
Lampung yaitu 83,89%.

Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandar Lampung sebanyak 7.177
unit dan Kota Metro sebanyak 254 unit. Total backlog perumahan
di Kota Bandar Lampung mencapai 149.218 KK kepenghunian
rumah dan 91515 KK kepemilikan rumah. Total backlog
perumahan di Kota Metro mencapai 23.113 KK kepenghunian
rumah dan 18.007 KK kepemilikan rumah

Kawasan perkotaan di Provinsi Lampung rentan terhadap
kerentanaan seperti banjir, tanah langsor, gempa bumi, dan
tsunami. Sebesar 7,58% luas wilayah Provinsi Lampung
diklasifikasikan bahaya bencana banjir tinggi. Sebesar 9,83%
wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan bahaya bencana tanah
longsor tinggi. Sebesar 28,70% wilayah Provinsi Lampung
termasuk dalam klasifikasi bahaya bencana gempa bumi. Dengan
demikian, untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni
dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi perkotaan,
dibutuhkan pemenuhan infrastruktur dasar pada kawasan
perkotaan berbasis mitigasi bencana

3.3.4. Profil dan Potensi Fokus Pariwisata

Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi
Lampung mencapai 2.549.925 orang dengan wisatawan
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nusantara sebanyak 2.548.394 dan wisatawan mancanegara
sebanyak 1.531 orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya
infrastruktur pendukung pariwisata yaitu Tol Trans Sumatera
yang memudahkan akses dari dan menuju ke Provinsi Lampung
baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera Bagian Selatan.

Sesuai dengan RTRWN dan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional 2010-2025, Provinsi Lampung diarahkan
untuk pengembangan kawasan pariwisata alam berskala nasional.
Di Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) KSPN yang berpotensi
untuk dikembangkan yaitu KSPN Way Kambas dan sekitarnya
KSPN Krakatau dan sekitarnya. Pada KSPN Way Kambas terdapat
Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang memiliki 5 (lima) tipe
ekosistem yaitu ekosistem mangrove, pantai, riparian, hutan rawa
air tawar dan hutan dipterokarpa dataran rendah yang
menjadikan kawasan TNWK sebagai habitat bagi berbagai
macam spesies satwa. Hal tersebut menjadikan TNWK memiliki
daya tarik tersendiri. Pada KSPN Krakatau dan Sekitarnya
merupakan daerah konservasi alam. Daya tarik dari kawasan
pariwisata ini adalah pesisir pantai Lampung selatan dan
fenomena vulkanik yang terus berlangsung. Faktor yang
mendorong wisatawan untuk berkunjung di Lampung juga
dipengaruhi oleh harga tiket wisata yang relatif terjangkau serta
terdapat kelompok sadar wisata Desa Braja Harjosari (KSPN Way
Kambas dan sekitarnya) dan Komunitas Putera Krakatau (KSPN
Krakatau dan sekitarnya).

3.4. Profil Sosial Budaya

Provinsi Lampung pernah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan
Tarumanegara dan Kerajaan Sunda, menaungi berbagai etnis,
mulai dari Jawa (60,10%); Lampung (21,9%); Sunda (10,50%);
Minangkabau (3,57%); Bali (1,73%); Tionghoa; Melayu; dan lain-lain
(2,15%). Semua etnis tersebut hidup rukun di tanah Sang Bumi
Ruwai Jurai. Sang Bumi Ruwai Jurai adalah semboyan masyarakat
adat Lampung yang bermakna “satu bumi dua aliran adat
budaya” atau wadah persatuan yang menampung berbagai
macam keanekaragaman.

Masyarakat adat Lampung sangat terbuka dengan kehadiran para
pendatang, baik masyarakat asli maupun transmigran hidup, tidak
mempermasalahkan etnis maupun agama. Selain bahasa
Lampung sendiri, masyarakat Lampung juga menggunakan
Bahasa Sunda, Bahasa Jawa, dan Bahasa Bali. Berikut tradisi adat
di Provinsi Lampung.
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1. Upacara Gawi
a. Ritual sebagai bentuk rasa syukur atas sebuah kejadian,
seperti pernikahan, kelahiran anak, dan sebagainya;
b. Upacara merupakan tradisi masyarakat adat Lampung
yang bermarga Bunga Mayang Sungkai;
c. Upacara dilakukan selama 10 hari.
2. Kukhuk Limau
Tradisi dilakukan oleh masyarakat adat Pepadun Buay
Nuban di Lampung, tradisi mengiringi prosesi kehamilan
seorang perempuan.
3. Tayuhan
Sebuah upacara adat yang dilakukan keluarga besar untuk
merayakan pernikahan, khitanan, hasil panen yang berlimpah,
hingga pembangunan rumah.
4. Belangiran
Tradisi yang dilakukan menjelang bulan suci Ramadan dengan
makna penyucian diri.

Selain adat istiadat di Provinsi Lampung, terdapat desa wisata
yang masuk kategori desa terbaik dalam ajang Anugerah Desa
Wisata Indonesia (ADWI) 2022, yaitu Desa Wisata Pulau
Pahawang, Kabupaten Pesawaran. Desa ini memiliki panorama
wisata beberapa pantai pasir putih dan pemandangan laut yang
indah. Selain memiliki paket wisata, desa ini juga menawarkan
penginapan di atas laut. Akses dan lokasi yang dekat dengan Kota
Bandar Lampung memudahkan wisatawan untuk berkunjung.

3.5. Profil dan Interaksi Antar Kawasan

Gambar 3.23 Network Analysis - Gravity di Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis, 2022
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Pada Pola Interaksi Antar Kawasan dapat dilihat bahwa
perkembangan Provinsi Lampung tidak terlepas dari dukungan
infrastruktur yang ada selama ini. Pembangunan dan peningkatan
fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting demi
memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilitas
penduduk antardaerah dalam menunjang kelancaran distribusi
barang dan jasa, sehingga berdampak pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah-daerah sulit
terjangkau dan terisolir.

Alur distribusi logistik yang masuk maupun keluar dari Provinsi

Lampung dapat menggunakan:

e Jalur darat melalui Jalan Nasional menuju ke PKN Bengkulu
dan Jalan Tol Trans Sumatera menuju ke PKN Patungraya
Agung;

e Jalur darat dari Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni menuju
ke Pulau Jawa;

e Jalur udara dari Bandara Sultan Badaruddin Il; dan

e Jalur laut dari Pelabuhan Panjang.
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4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber
Daya Air

Wilayah Provinsi Lampung memiliki beberapa insfrastruktur
pendukung sumber daya air yang tercantum dalam Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penetapan Wilayah Sungai Provinsi Lampung yang terbagi
menjadi 3 (tiga) wilayah Sungai (WS) utama, yakni:

1. Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang
a. Wilayah sungai lintas Provinsi (Kewenangan Pemerintah

Pusat)
b. Terletak di 9 (sembilan) kabupaten melintasi 2 (dua)
provinsi yang terdiri dari:

1) 6 (enam) kabupaten di Provinsi Lampung: Kabupaten
Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten
Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Barat;

2) 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan:
Kabupaten Ogan Komering llir, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan.

Memiliki luas Wilayah Sungai sebesar 3 16.625 km?.

Terbagi menjadi 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS),

yakni:

1) DAS Tulang Bawang seluas 3 9.865 km?;

2) DAS Mesuji seluas 3 6.760 km?.

2. Wilayah Sungai Seputih-Sekampung
a. Wilayah Sungai Strategis Nasional (Kewenangan
Pemerintah Pusat).
b. Terletak di 12 kabupaten dan 2 (dua) kota Provinsi
Lampung.
Memiliki luas Wilayah Sungai 3 1.463.700 Ha.
Memiliki 42 DAS (Daerah Aliran Sungai) yang terbagi
menjadi 2 (dua) DAS dominan, yakni DAS Seputih 3
9719.060 Ha dan DAS Sekampung 3 478.540 Ha serta 37
Sub DAS, yakni:
1) 25 Sub DAS surplus, 2 Sub DAS kritis, dan 10 Sub DAS
defisit;
2) 31 Sub DAS sudah dimanfaatkan (utilitas), sisanya 6
Sub DAS belum dimanfaatkan.
e. Sisanya (40 DAS) DAS Pesisir.

oo
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3. Wilayah Sungai Semangka
a. Wilayah Lintas Kabupaten/Kota (Kewenangan Provinsi
Lampung).
b. Luas Wilayah Sungai sebesar 6.397,55 km?2.
c. Terletak di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan

Pesawaran.
d. Terdiri dari 116 DAS dengan DAS terluas, yaitu DAS
Semangka.

e - —

=T =T Can

Gambar 4.1 Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Lampung
Sumber: Peraturan Menteri PUPR 04/PRT/M/2015

Kondisi WS Seputih Sekampung berdasarkan klimatologi, suhu
udara rerata di WS Seputih Sekampung berkisar antara 26°C-
27°C. WS Seputih Sekampung memiliki kelembaban tinggi,
sedangkan pada curah hujan dalam 1 tahun terjadi 2 kali
pergantian musim yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim
kemarau (April-September). Curah hujan tahunan untuk
beberapa stasiun pencatat hujan selama 15 tahun berkisar antara
antara 1.234 mm-2.565 mm dengan rerata sebesar 1.878 mm.
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Pemanfaatan air di WS Seputih Sekampung kondisi saat ini (tahun
2009) untuk memenuhi kebutuhan irigasi sebesar 139.637
m3/det, air baku untuk rumah tangga perkotaan, dan industri
7.467 m3/det, sehingga kebutuhan total mencapai 147.10 m3/det.
Kebutuhan air tersebut masih jauh di bawah potensi ketersediaan
air mencapai 450.73 m3/det. Namun, ketersediaan secara nyata
sangat tergantung kepada kinerja sistem pengelolaan yang ada.
Dengan kinerja sistem pengelolaan yang ada saat ini, maka
ketersediaan air nyata yang bisa dipenuhi hanya sebesar 81.55
m3/det.

Secara umum, kualitas air yang ada di sungai-sungai di WS
Seputih Sekampung mempunyai kualitas di bawah kualitas air
sungai sesuai peruntukannya menurut SK Gubernur Nomor
G/625/B,VII/HK/1995 (Kelas B; yaitu air yang boleh digunakan
sebagai bahan baku air minum setelah pengolahan yang layak),

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pencemaran air di WS

Seputih Sekampung sebagian besar berasal dari 3 sumber, yaitu:

1. Pencemaran yang berasal dari buangan limbah dari agro
indusri, seperti tapioka, karet, sawit, dan tebu/gula.
Konsentrasi pencemaran tertinggi dijumpai di Way
Sekampung dan Way Pengubuan (anak sungai Way
Sekampung), yang mempunyai BOD antara 125 sampai
dengan 300 mg/I.

2. Pencemaran yang berasal dari zat kimia yang digunakan pada
lahan pertanian (pestisida dan pupuk). Meskipun tidak
dijumpai kenampakan yang nyata, namun dapat dipastikan
bahwa beban nutrisi, seperti nitrogen, fosfat, dan sedimen,
naik dengan meningkatnya sektor pertanian.

3. Limbah rumah tangga dari kawasan pemukiman yang makin
meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel 4.1 Neraca Air WS Seputih Sekampung
Penggunaan Air

Kebutuhan Air Juta m3/

th m3/ dt %
1. Irigasi
Sub DAS Batanghari 0.00 0.000 0.00
Sub DAS Way llahan 152.78 4.845 3.47
Sub DAS Way Tebu 233.07 7.391 5.29
Sub DAS Sekampung Anak 25.94 0.822 0.59
Sub DAS Way Bulok 559.37 17.738 12.70
Sub DAS Way Semah 113.25 3.591 2.57
Sub DAS Way Pisang 114.50 3.631 2.60
Sub DAS Way Bekarang 0.00 0.000 0.00
Sub DAS Rawasragi 0.00 0.000 0.00
Sub DAS Way Ketibung 79.74 2.529 1.81
Sub DAS Way Sulan 41.60 1.319 0.94
Sub DAS Way Galih 35.13 1.4 0.80
Sub DAS Way Kandis Besar 58.70 1.861 1.33
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Penggunaan Air
H 3
Kebutuhan Air Jut:\hm / m?/ dt
Sub DAS Sekampung Argoguruh 2.35 0.075 0.05
Sub DAS Way Indomiwon 6.17 0.196 0.14
Sub DAS Raman 0.00 0.000 0.00
Sub DAS Batanghari Hulu 99.18 3.145 2.25
Sub DAS Segala Mider 23.94 0.759 0.54
Sub DAS Terusan Hulu 5.72 0.181 0.13
Sub DAS Seputih Surabaya 96.96 3.075 2.20
Sub DAS Pegadungan 49.95 1.584 113
Sub DAS Sukadana 29.63 0.940 0.67
Sub DAS Batanghari hilir 13.89 0.441 0.32
Sub DAS Pengubuan Hilir 1111 0.352 0.25
Sub DAS Pengubuan Tengah 44.87 1.423 1.02
Sub DAS Pengubuan Hulu 20.75 0.658 0.47
Sub DAS Way Tipo 39.89 1.265 0.91
Sub DAS Way Waya 103.65 3.287 2.35
Sub DAS Komering 50.54 1.603 1.15
Sub DAS Way Tatayan 116.79 3.703 2.65
Sub DAS Way Pubian 101.73 3.226 2.31
D.l. Pengubuan 55.42 1.757 1.26
D.l. Seputih 331.04 10.497 7.52
D.l. Bekri 150.46 4.771 3.42
D.l. Sekampung Bunut 127.05 4.029 2.89
D.l. Raman Utara 105.64 3.350 2.40
D.l. Sekampung Batanghari 315.83 10.015 717
D.l. Batanghari Utara 147.07 4.664 3.34
D.l. Punggur Utara 547.42 17.359 12.43
D.l. Rumbia Barat 169.00 5.359 3.84
D.l. Waj Jepara 147.14 4.666 3.34
D.l. Way Curup 76.212 417 1.73
Sub Total 4403.49 | 139.637 100.0
0
2 Kebutuhan Air Baku RKI
BLK Pringsewu 1.26 0.040 0.54
Kota Pringsewu 3.28 0.104 1.39
Kota Metro 3.63 0.115 1.54
Kota Natar/Bandara Branti 0.68 0.022 0.29
Kota Bandarjaya 2.01 0.064 0.86
Kota Gunung Sugih 1.44 0.046 0.61
Kota Sukadana 0.62 0.020 0.26
Kota Bandar Lampung 37.05 1175 15.73
Kota Kalianda 2.58 0.082 1.10
Pengglontoran Sekampung 119.84 3.800 50.89
Pengglontoran Seputih 63.07 2.000 26.78
Sub Total 52.57 7.467 100.0
0]
Total Kebutuhan Air 4456.06 147.10
Potensi Ketersediaan Air (Q80%) 14214.22 450.73
Potensi Air Permukaan (run-off) 7368.39 233.65
Potensi Air tanah (interflow & 6845.83 217.08
recharge)

Sumber: Hasil Analisis Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Seputih Sekampung, 2009
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Pada Air Baku, saat ini pemenuhan air untuk rumah tangga,
perkotaan dan industri (RKI) di WS Seputih Sekampung dipasok
dari mata air atau sumber-sumber air lain yang dimiliki atau
dikelola oleh PDAM dan perseorangan (masing-masing rumah
tangga). Tingkat pelayanan PDAM di tiap-tiap kabupaten/kota
relatif rendah, tingkat pelayanan ini dapat dilihat dari beberapa
indikator, antara lain lama waktu air mengalir, kejernihan air,
sistem pelayanan administrasi, dan pertumbuhan saluran rumah.

Pelayanan PDAM ke depan diharapkan dapat terus meningkat
seiring adanya potensi air baku baru yang berhasil diidentifikasi
di lokasi masing-masing dengan jumlah dan kualitas yang baik.
Beberapa lokasi potensi air baku tersebut sebagian dapat
didistribusikan secara grafitasi, karena bersumber dari
pegunungan yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan
daerah layanan, sehingga dapat mengurangi biaya pengelolaan
dan distribusi, yang pada akhirnya diharapkan mampu
mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan bila tidak ada sumber air baku yang pengalirannya
dapat menggunakan grafitasi, maka terpaksa menggunakan
pompa.

Berikut adalah Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air:

1. Menyediakan pasokan air baku untuk meningkatkan
pelayanan air minum penduduk yang telah ada hingga 50%
sesuai dengan prioritas dan rencana alokasi pada masing-
masing kabupaten atau kota.

2. Membangun embung-embung guna memenuhi kebutuhan air
baku untuk air bersih RKI.

3. Membangun Waduk Segalamider, Waduk Campangtiga,
Waduk Sukarajatiga, Waduk Sidodadi, Waduk Pengubuan,
Waduk Wonokerto.

4. Membangun bendung-bendung seperti Bendung Gunung
Sugih, Sukoharjo untuk mensuplai air irigasi ke Daerah Irigasi
dan PLTA.

Tabel 4.2 Daftar Bendungan dan Kapasitas Air Baku

Kapasitas

Nama . " Progress Kapasitas
Bendungan Lokasi (‘?“,""3?32:') Bendungan Intake Air Baku
Bendungan Kab. Konstruksi Rencana
Way Pringsewu mulai tahun pembangunan
Sekampung 2016 dan intake sebesar
direncanaka 2.48 m3/detik
n selesai mulai tahun
tahun 2021. 2021 dan target
selesai tahun
2025.
2 Bendungan Kab. 0.83 | Konstruksi Rencana
Marga Tiga Lampung mulai tahun pembangunan
Timur 2017 dan intake sebesar
direncanaka 0.8 m3/detik
mulai tahun
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Kapasitas

Air Baku
(m3/det)

Progress Kapasitas
Bendungan Intake Air Baku

Nama

No

Bendungan

n selesai 2022 dan target
tahun 2021. selesai tahun
2023.

Sumber: National Water and Sanitation Information Services, 2020

Tabel 4.3 Daftar kapasitas Air Baku Provinsi Lampung
. Kapasitas
Kap:§|ta yang LEEHIE
SN telah yang belum
digunaka termanfaatka
n n (m3/det)
(m3/det)

Tahun
Nama Kegiatan Lokasi Baku Pembanguna

(m3/det

Air Baku Way Kab. . 0]
Plembang Kec. Pesisir
Karya Penggawa Barat
Kab. Lampung
Barat
2 Air Baku Kec. Kab. 0.06 0] 0.06 201
Baradatu Kab. Way
Way Kanan Kanan
3 Air Baku Way Kab. 0.06 0] 0.06 2012
Nangayu Kasui Way
Kec. Banjit Kab. Kanan
Way Kanan
4 Air Baku Kec. Kab. 0.06 o] 0.06 2013
Way Krui Kab. Pesisir
Pesisir Barat Barat
5 Air Baku Kab. Kab. 0.03 o] 0.03 2015
Pesawaran Pesawar
an
6 Pembangunan Kab. 0.10 0] 0.10 2019
Sarana dan Pringse
Prasarana Air wu
Baku Way
Sepagasan
Kecamatan
Pagelaran Utara
Kabupaten
Pringsewu

Sumber: National Water and Sanitation Information Services, 2020

Kondisi WS Mesuji-Tulang Bawang secara klimatologi, suhu
udara rerata di WS Mesuji-Tulang Bawang berkisar antara 23°C-
33°C, sedangkan kelembaban rerata yang terjadi berkisar antara
64%-82%. Untuk kecepatan angin rerata, nilainya berkisar antara
1,02 m/dt-2,05 m/dt dan penyinaran matahari rerata bervariasi
dari 34,7%-92,6%. WS Mesuji-Tulang Bawang merupakan daerah
yang termasuk ke dalam zona iklim tropika berhujan dengan
curah hujan tahunan rata-rata yang cukup tinggi yaitu di atas
2.500 mm dan curah hujan maksimum harian mencapai 309 mm,
sedangkan curah hujan rata-rata harian sebesar 16 mm. Curah
hujan di WS Mesuji-Tulang Bawang mempunyai spesifikasi yang
berbeda antara daerah hulu dan daerah hilir. Di daerah hulu
seperti Sumber Jaya, Sekincau, Fajar Bulan, Kasui dan sekitarnya,
musim hujan relatif lebih panjang dari musim kemarau.
Sebaliknya, di daerah hilir, seperti Rawa Jitu dan Rawa Pitu,
musim hujan relatif lebih pendek dari musim kemarau.
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Terdapat 12 PDA yang dikelola oleh Balai PSDA Mesuji-Tulang
Bawang (UPTD Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi
Lampung). Namun, data yang tersedia secara lengkap hanya 2
(dua) PDA yakni PDA Way Neki dengan debit maksimum sebesar
50,36 m3/det dan debit minimum sebesar 0,46 m3/det serta PDA
Way Besai Sukajaya dengan debit maksimum sebesar 99,35
m3/det dan debit minimum sebesar 2,95 m3/det. 10 PDA lainnya
dalam kondisi rusak atau hilang.

Kualitas Air di WS Mesuji-Tulang Bawang berdasarkann hasil Uji

Laboratorium terhadap pengambilan contoh air pada beberapa

titik di WS Mesuji-Tulang Bawang, khususnya yang berkaitan

dengan Biological Oxygen Demands (BOD) dan Chemical Oxygen

Demand (COD) dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terlihat bahwa titik-titik pengambilan contoh air pada musim
kemarau mempunyai nilai BOD antara 42 sampai dengan 141,9
ppm, yang masih berada di bawah ambang batas 150 ppm
untuk persyaratan air baku. Nilai ppm tertinggi pada lokasi
Way Sabuk di sebelah hulu Kotabumi karena permukiman
padat di Tanjung Raja.

2. Kualitas air pada musim kemarau mempunyai nilai COD
antara 91,5 sampai dengan 274 ppm, yang masih berada di
bawah ambang batas 300 ppm untuk persyaratan air baku.
Nilai ppm tertinggi pada lokasi Way Tulang Bawang di
Menggala karena adanya Pabrik Tapioka, PT. Huma Indah
Mekar.

Tabel 4.4 Neraca Air Eksisting WS Mesuji-Tulang Bawang
Pengunaan Air

Kebutuhan Air

Juta m3/th
1. Irigasi

WD_Up Rarem 15.156 0.481 27.77
WD_Down Rarem 1.923 0.061 3.52
WD_Up Sabuk 7.237 0.229 13.22
WD_Down Sabuk 7.019 0.223 12.88
WD_Sungkai 0.292 0.009 0.52
WD_Besai 1 8.189 0.26 15.01
WD_Besai 4 3.492 0.1m 6.41
WD_Campang Selapan 0.524 0.017 0.98
WD_Up Umpu 7.637 0.242 13.97
WD_Pisang 3.162 0.1 5.77

Sub Total 54.631 1.733 100
D.l. Way Umpu 132.552 4.203 8.84
D.l. Tulung mas 60.972 1.933 4.06
D.l. Bumi Agung 95.163 3.018 6.35
D.l. Way Rarem 424.846 13.472 28.33
D.l. Rawa Pitu 184.513 5.851 12.30
D.l. Rawa Mesuji 284.034 9.007 18.94
D.l. Rawa Jitu 317.738 10.075 21.18

Sub Total 1499.811 47.559 100.00
Kebutuhan Air Baku RKI
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. Pengunaan Air
Kebutuhan Air Juta m3/th m3/dt
Kebutuhan Air Baku RKI
Way Kanan 5.522 0.175 19.91
Way Bumi 7.605 0.241 27.42
Limau Kunci 2.335 0.074 8.42
Way Tuba 10.54 0.334 38.00
Kayu Agung 1.704 0.054 6.14
Sub Total 19.912 0.631 100.0
Tambak Dipasenal 1040.179 32.984 40.08
Tambak Dipasena2 1266.625 40.164 48.80
Tambak Dipasena3 288.448 9.146 11.11
Sub Total 2595.211 82.294 100.00
Total Kebutuhan Air 4169.565 138.500
Potensi Ketersediaan Air 20492.09 649.8
(Q80%)

Sumber: Hasil Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air WS Mesuji-Tulang
Bawang, Tahun 20712

Pemanfaatan air di WS Mesuji-Tulang Bawang untuk memenuhi
kebutuhan irigasi sebesar 49.292 m3/det, untuk rumah tangga
perkotaan dan industri dan tambak 82.925 m3/det, dan
kebutuhan total mencapai 138.500 m3/det. Kebutuhan air
tersebut masih jauh di bawah potensi ketersediaan air mencapai
649.8 m3/det. Dengan tingkat keandalan 80% (Batasan Kriteria
Perencanaan Irigasi, Dirjen Pengairan, 1986).

Permasalahan pada aspek pendayagunaan SDA secara umum di
WS Mesuji-Tulang Bawang adalah:

1. Berkurangnya ketersediaan air untuk irigasi;

2. Pengembangan irigasi mikro masih terbatas;

3. Ketersediaan air bersih masih sangat kurang karena
sedikitnya sumber air dan topografi yang datar, serta kualitas
air yang rendah akibat pencemaran sumber air;

Air sungai menjadi keruh saat musim hujan sehingga tidak
dapat dimanfaatkan;

Banyak jaringan irigasi yang rusak;

Infrastruktur Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan
desa (JIDES) masih sangat terbatas;

Pariwisata air belum dikembangkan secara profesional; dan
Belum banyak tersedia tampungan air berupa waduk.

N o0 »

Kondisi Air Baku WS Mesuji-Tulang Bawang antara lain terdapat
prasarana Sumber Daya Air yang telah dibangun untuk melayani
kebutuhan air minum perkotaan di WS Mesuji-Tulang Bawang,
dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) sumber air, (sumber
PDAM masing-masing kabupaten di WS Mesuji-Tulang Bawang),
yaitu:
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1. Sumber Air dari Air Permukaan

a. Pompa /ntake Sungai Way Rarem oleh PDAM unit
Kotabumi, kapasitas terpasang 100 It/dt dengan cakupan
layanan wilayah Kecamatan Kotabumi, Kecamatan
Kotabumi Utara dan Kecamatan Kotabumi Selatan.

b. Pompa /ntake Sungai Way Pengubuan oleh PDAM unit
Kalibalangan, kapasitas terpasang 10 It/dt dengan
cakupan layanan wilayah Kecamatan Abung Selatan.

c. Pompa /ntake Sungai Way Tulang Bawang oleh PDAM
unit Menggala, kapasitas terpasang 20 It/dt dengan
cakupan layanan wilayah Kecamatan Menggala.

d. Pompa /ntake Sungai Way Pidada oleh PDAM unit Rawa
Jitu, kapasitas terpasang 20 It/dt dengan cakupan
layanan wilayah Kecamatan Menggala.

2. Sumber Air dari Air Tanah Dalam dari 9 (sembilan) unit sumur
bor air tanah dalam di WS Mesuji-Tulang Bawang, ternyata
hanya 3 (tiga) unit yang beroperasi, yaitu:

a. Sumur bor pada unit PDAM Madukoro sedalam 130 m
yang dilengkapi pompa kapasitas 6 It/dt dengan cakupan
layanan Kecamatan Sungkai Selatan.

b. Sumur bor pada unit PDAM Madukoro sedalam 130 m
yang dilengkapi pompa kapasitas 6 It/dt dengan cakupan
layanan Kecamatan Kotabumi Utara.

c. Sumur bor pada unit PDAM Mulya Asri sedalam 130 m
yang dilengkapi pompa kapasitas 5 It/dt dengan cakupan
layanan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

3. Sumber Air dari Mata Air
a. Mata Air Way Abung-Timah yang dikelola oleh PDAM unit

Bukit Kemuning dengan pemanfaatan 30 It/dt yang
melayani wilayah Kecamatan Bukit Kemuning.

b. Mata Air Way Sabuk yang dikelola oleh PDAM unit
Tanjung Raja dengan pemanfaatan 10,2 It/dt yang
melayani Kecamatan Tanjung Raja dan Kecamatan Ogan-
Lima.

c. Mata Air Way Kulur yang dikelola oleh PDAM Unit Subik
dengan pemanfaatan 7 |/det melayani Kec. Abung
Tengah.

Infrastuktur Sumber Daya Air antara lain Bangunan Tampungan
Air meliputi Danau, Bendungan dan bendung, Infrastruktur
Daerah lIrigasi dan Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air.
Jenis bangunan tampungan air berupa danau, bendungan,
bendung, serta embung. Berikut merupakan tabel jumlah jenis
bangunan infrastuktur tampungan air di Provinsi Lampung:
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Tabel 4.5 Jumlah Jenis Bangunan Infrastuktur Tampung Air
Danau 2
Bendungan 5
Bendung 16
Embung 154

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Adapun berdasarkan tabel di atas, jenis bangunan infrastuktur
tampung air di Provinsi Lampung yang memiliki total terbanyak
yaitu jenis embung dengan jumlah 154 embung. Selain itu,
terdapat jenis tampungan air berupa danau dengan total 2 danau.
Dan bendungan dengan total 5 bendungan. Serta bendung
dengan total 16 bendung. Berikut tabel nama dan lokasi danau di
Provinsi Lampung:

Tabel 4.6 Nama dan Lokasi Danau di Provinsi Lampung
M Nama Wilayah Sungai
1 |Situ Ham Seputih-Sekampung
2 |[Tirtagangga Seputih-Sekampung
Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada Provinsi Lampung terdapat 2
danau yaitu Danau Situ Ham serta Danau Tirtagangga yang
berada pada sekitar wilayah Sungai Seputih hingga Sungai
Sekampunag.

Berikut ini tabel nama dan lokasi bendungan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.7 Nama dan Lokasi Bendungan di Provinsi Lampung

\ Wilayah Sungai | Vol Tampungan (m3)

1 Marga Tiga Seputih-Sekampung (Proses pembangunan)
2 Way Rarem Mesuji-Tulang Bawang 72.000.000

3 Way Sekampung| Seputih-Sekampung 68.060.000

4 Batutegi Seputih-Sekampung 9.620.000

5 Way Jepara Seputih-Sekampung 32.000.000

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada Provinsi Lampung terdapat 5
danau yaitu Bendungan Marga Tiga yang masih dalam proses
pembangunan. Bendungan Way Rarem, dengan volume tampung
72.000.000 (m?®). Bendungan Way Sekampung, dengan volume
tampung 68.060.000 (m?®). Bendungan Batutegi, dengan volume
tampung 9.620.000 (m?*) dan Bendungan Way Jepara, dengan
volume tampung 32.000.000 (m3). Bendungan - bendungan
tersebut berada pada sekitar wilayah Sungai Seputih hingga
Sungai Sekampung.

Adapun berikut tabel nama dan lokasi bendung di Provinsi



Lampung:

Tabel 4.8 Nama dan Lokasi Bendun
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di Provinsi Lampung

Wilayah Sungai

1 Way Tulung Mas Mesuji-Tulang Bawang
2 Bumi Agung Mesuji-Tulang Bawang
3 Way Tebu Il Seputih-Sekampung
4 Way Tebu IV Seputih-Sekampung
5 Curup Seputih-Sekampung
6 Ajibaru Seputih-Sekampung
7 Kandis Seputih-Sekampung
8 Raman Seputih-Sekampung
9 Pengubuan Seputih-Sekampung
10 Garongan Seputih-Sekampung
il Way Tebu lll Seputih-Sekampung
12 Gerak Jabung Seputih-Sekampung
13 Way Umpu Mesuji-Tulang Bawang
14 Argoguruh Seputih-Sekampung
15 Biha Semangka

16 Ngambur Semangka

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada Provinsi Lampung terdapat 16
bendung yaitu Bendung Way Tulung Mas, Bumi Agung, dan
Bendung Way Umpu berada di wilayah Sungai Mesuji hingga
Sungai Tulang Bawang. Adapun bendungan Way Tebu Il, Way
Tebu IV, Curup, Ajibaru, Kandis, Raman, Pengubuan, Garongan,
Way Tebu lll, Agroguruh, dan Bendung Gerak Jabung berada di
wilayah Sungai Seputih hingga Sungai Sekampung. Dan Bendung
Biha dan Bendung Ngambur berada di wilayah sungai Semangka.
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Daya Tampung Air merupakan kemampuan perairan danau,
waduk, sungai, bendungan dalam menampung beban air
sehingga dapat memenuhi baku mutu air. Adapun berikut ini
daya tampung bendungan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.9 Daya Tampung Bendungan

No Nama Wilayah Sungai \ Vol Tampungan (m3)
1 Marga Tiga Seputih-Sekampung (Proses pembangunan)
2 Way Rarem Mesuji-Tulang Bawang 72.000.000
3 Way Sekampung| Seputih-Sekampung 68.060.000
4 Batutegi Seputih-Sekampung 9.620.000
5 Way Jepara Seputih-Sekampung 32.000.000

Sumber : BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

a. Bendungan Batutegi

Gambar 4.3 Bendungan Batutegi
Sumber: BBWS Mesuji - Sekampung, 2022

Bendungan ini dibangun pada Tahun 1995 - 2004, dan
memiliki volume tampung 690 x 106 m3 (M.A.N). dengan luas
genangan 21 km? (M.A.N). Fungsi dari bendungan ini pada
eksistingnya digunakan untuk PLTA 2 x 14 MW. Dan menjadi
suplai bendungan Way Sekampung untuk irigasi. Serta pada
eksistingnya menjadi sistem di Sekampung.

b. Bendungan Way Sekampung

Gambar 4.4 Bendungan Way Sekampung
Sumber: BBWS Mesuji - Sekampung, 2022

Bendungan ini dibangun pada Tahun 2016 - 2021, dan memiliki
volume tampung 68,06 x 106 m* (M.A.N). Dengan luas
genangan 5,02 km? (M.A.N). Fungsi dari bendungan ini pada
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eksistingnya digunakan irigasi sistem Sekampung 55.373 Ha
(Punggur Utara, Rumbia Barat, Raman Utara, Sekampung
Bunut, Bekri, Batanghari Utara, Sekampung Batanghari). Dan
pada eksisting bendungan ini digunakan sebagai air baku
yang dimanfaatkan PDAM Pringsewu, Metro, dan Bandar
Lampung dengan rata - rata ketersediaan air baku 975 It/dt.
Dan Terdapat irigasi rencana di Rumbia Ekstension 17.334 Ha.
Serta air baku rencana 2.742 It/dt di PDAM Pringsewu, Metro,
Branti, Bandar Lampung. Dan terdapat rencana PLTA dengan
ukuran 2 x 2, 7 MW.

Bendungan Margatiga

Gambar 4.5 Bendungan Margatiga
Sumber: BBWS Mesuji - Sekampung, 2022

Bendungan ini dibangun pada Tahun 2017 - 2022, dan
memiliki volume tampung 29,96 x 106 m3 (M.A.N). Dengan
luas genangan 11,17 km2 (M.A.N). Fungsi dari bendungan ini
pada eksistingnya digunakan untuk irigasi pada daerah
Jabung Kiri 5.638 Ha. Serta pada eksistingnya air baku rata -
rata ketersediaan air baku 128.33 It/dt yang digunakan oleh
kawasan industri. Serta terdapat rencana irigasi pada daerah
Jabung Kanan dengan luas 10. 950 Ha. Dan terdapat air baku
rencana dengan rata - rata ketersedian 800 It/dt. Adapun
fungsi dari bendungan ini adalah Menurunkan Muka Air Banjir
pada Pertemuan dengan Sungai Way Kandis, Way Galih dan
Way Sulan > 1,6 m.

Bendungan Gerak Jabung

Gambar 4.6 Bendungan Gerak Jabung
Sumber: BBWS Mesuji - Sekampung, 2022
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Berdasarkan data teknis bendungan ini terdapat jumlah pintu
banjir 4 buah. Dan pintu jumlah pintu intake 3 buah. Serta Q
intake 10,15 m3/dt.

e. Bendungan Argoguruh

Gambar 4.7 Bendungan Argoguruh
Sumber: BBWS Mesuji - Sekampung, 2022

Berdasarkan data teknis panjang bendungan ini 140 m.
Lengan lebar bendung 1 m. Dan tinggi bendung 5,90 m. Selain
itu, Q Freeder Canal | 40, 84 m3/det. Serta Q Freeder Canal Il
55, 78 m3/dt.

Adapun terdapat 16 bangunan bendung di Provinsi Lampung.
Bangunan bendung memiliki fungsi yang digunakan untuk
menaikan muka air sungai untuk tetap melewati ketinggian
bendung itu sendiri. Dan berikut manfaat bendung yang ada di
Provinsi Lampung.

a. Bendung Way Tulung Mas

Gambar 4.8 Bendung Way Tulung Mas
Sumber: BBWS Mesuji - Sekampung, 2022

Bendung Way Tulung Mas berada di Kabupaten Lampung
Utara. Bendung ini berlokasi antara sungai Mesuji - Tulang
Bawang. Bendung Way Tulung Mas dimanfaatkan untuk
perairan lahan pertanian di daerah sekitar bendungan serta
Bendung Way Tulung Mas juga dimanfaatkansebagai objek
wisata bagi masyarakat sekitar dan digunakan untuk
memancing ikan.
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b.

Bendung Bumi Agung

Bendung Bumi Agung berada di Kabupaten Lampung Utara.
Bendung ini berlokasi antara sungai Mesuji - Tulang Bawang.
Bendungan ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan lahan
pertanian seluas 5.240 hektare.

Bendung Way Tebu Il

Bendung Way Tebu Il berada di Kabupaten Pringsewu dan
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Daerah Irigasi Way
Tebu merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun
pada tahun 1926. Bendung Way Tebu Il ini dimanfaatkan untuk
daerah irigasi yang mana diharapkan untuk meningkatkan
indeks pertanian dan meningkatkan produksi pertanian.
Bendung Way Tebu IV

Bendung Way Tebu |V berada di Kabupaten Pringsewu dan
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Daerah Irigasi Way
Tebu merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun
pada tahun 1926. Bendung Way Tebu Il ini dimanfaatkan untuk
daerah irigasi yang mana diharapkan untuk meningkatkan
indeks pertanian dan meningkatkan produksi pertanian.
Sistem Daerah Irigasi Way Tebu terbagi menjadi 3 yaitu Irigasi
Way Tebu | - Il, Irigasi Way Tebu lll, dan Irigasi Way Tebu IV.
Daya tampung bendung di setiap daerah irigasi mencapai
kurang lebih 180 ribu m3. Tiga Daerah Irigasi Way Tebu
tersebut berfungsi menyediakan air irigasi dengan potensi
5.298 ha.

Bendung Curup

Bendung ini berada di Desa Kebundamar, Kecamatan
Mataram Baru, Lampung Timur. Bendung ini dimanfaatkan
sebagai irigasi dan dimanfaatkan untuk budidaya ikan tawar
dalam skala besar.

Bendung Kandis

Bendung ini memiliki potensi air permukaan yang mengalir di
Sungai Way Kandis yang berasal dari daerah tangkapan hujan
di sekitarnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber
pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan masyarakat di
sekitarnya.

Bendung Raman

Bendung raman ini berada di Kecamatan Metro Utara, Kota
Metro, Provinsi Lampung. Bendung Raman merupakan
sumber irigasi atau pengairan utama untuk ladang dan
persawahan di Kota Metro dan Kabupaten di sekitarnya.
Bendung Pengubuan

Bendung pengubuan merupakan daerah sungai yang berada
di Provinsi Lampung. Sungai ini mengalir lebih dari 15
kilometer, yang berhulu di Kampung Gedung Harrta
Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah.

Bendung Garongan
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Bendungan garongan terletak diantara desa Swadaya dan
Desa Bumi Jawa, Kabupaten Lampung Timur. Bendung
garongan ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengaliri
pertanian dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat sekitar.
Bendung Way Tebu Il

Bendung Way Tebu lll berfungsi untuk menyediakan air irigasi.
Bendung ini merupakan bendung tipe tetap dengan konstruksi
pasangan batu yang terletak di Pekon Bumiratu, Kecamatan
Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provisni Lampung. Luas
area bendung Way Tebu Il sekitar 5 Ha. Bendung Way Tebu
[l terkoneksi dengan bendung Way Tebu IV melalui saluran
induk yang disuplesi ke Way Semah (Bendung Way Tebu Il
membendung sungai Way Semah), Bendung Tebu Way IV
vang terkoneksi dengan Bendung Way Tebu I-lI melalui
saluran induk yang disuplesi melalui sungai Way Napal,
sehingga debit air yang ada pada Bendung Way Tebu Il
terpengaruh dari bukaan pintu pada Bendung Way Tebu IV
dan Bendung Way Tebu | - II.

Bendung Gerak Jabung

Bendung Gerak Jabung berada di wilayah Kabupaten
Lampung. Bendung Gerak Jabung dimanfaatkan untuk area
sawah di dua kecamatan ini yang dapat diari dari Bendung
Gerak Jabung seluas 6.542 hektar.

Bendung Way Umpu

Bending Way Umpu berada di Way Kanan, Lampung.
Bendung ini digunakan untuk mencegah resiko terjadi banjir.
Mengingat sungai Way Kanan memiliki debit air yang sangat
tinggi, dan sangat rawan banjir ketika musim hujan. Selain itu,
bendung ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan menjadi
spot untuk memancing ikan bagi masyarakat sekitar.

. Bendung Agroguruh

Bendung Argoguruh Tegineneng, Kab Pesawaran, dibangun
tahun 1935. Pembangunan bendung ini merupakan hasil dari
pelaksanaan kebijakan politik etis Belanda di bidang irigasi.
Bendung Argoguruh 1935 adalah bangunan berupa bendung
(stuwdam) yang membendung sungai Way Sekampung.
Fungsinya untuk menaikkan permukaan air sehingga air
mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah di Kolonisasi
Sukadana, Lampung, yang sekarang mengaliri ladang dan
persawahan untuk Kota Metro dan Kabupaten di sekitarnya.
Bendung Biha

Bendung Biha berada di Kabupaten Pesisr Barat, Provinsi
Lampung. Bendung ini dimanfaatkan untuk meningkatkan
sektor pertanian dan menjadi objek wisata, seperti spot foto
hingga digunakan untuk memancing ikan.
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Infrastuktur Daerah Irigasi menurut kewenangan daerah irigasi
terdiri dari yaitu:

1. Kewenangan Pusat dengan luasan 233.705 Ha, dengan 18 DI
dengan presentase 59.52 %.

2. Kewenangan Provinsi dengan luasan 23. 623 Ha, dengan 29 DI
dengan presentase 6, 02 %.

3. Kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan 131.303 Ha,
dengan 1.199 DI dengan presentase 33,44 %.

Daerah irigasi di Provinsi Lampung memiliki total luas 392.631 Ha.
Dengan daerah irigasi dibagi menjadi 2 yaitu irigasi dan rawa.
Adapun daerah irigasi dengan total 336.058 Ha, meliputi irigasi
permukaan dengan total 333.201 Ha, irigasi air tanah 2.857 Ha,
dan daerah irigasi pompa dengan total - Ha. Sedangkan daerah
rawa dengan total 56.573 Ha, meliputi rawa dengan total 52.573
Ha. Dan daerah tambak dengan total 4.000 Ha. Berikut ini tabel
luas daerah irigasi menurut kewenangan pusat:

Tabel 4.10 Luas Daerah Irigasi Menurut Kewenangan Pusat

Daerah Irigasi Luas (Ha)
Way Seputih 20.201
Way Sekampung 76.006
Way Rarem 21.110
Way Pengubuan 5.000
Way Bumi Agung 5.240
Way Tulung Mas 3.200
Way Umpu 7.500
Way Tebu Sistem 4.188
Way Jepara 6.651
Way Curup 4.689
Jabung 7.288
Karya Tani 5.187
Way Kandis Il 3.500
Pisang 10.525
Rawa Mesuji Atas 16.238
Tambak Rakyat 4.000
Rawa JITU 17.515
Rawa PITU 10.529
Sumber: BBWS Mesuji - Sekampung, 2022 dan Peraturan Menteri PUPR No. 14,
2015
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Kebutuhan Air Irigasi Provinsi Lampung terbagi menjadi dua
wilayah yaitu Wilayah Sungai (WS) Tulang Bawangg dan Wilayah
Sungai (WS) Seputih Sekampung. Berikut ini tabel kebutuhan dari
dua wilayah tersebut:

Tabel 4.11 Kebutuhan Air Irigasi WS Mesuji Tulang Bawang
Penggunaan Air
Juta m3/th m¥dt |

No Kebutuhan Air

| Irigasi

1 WD_Up Rarem 15,16 0,48 27,77
2 WD_Down Rarem 1,92 0,06 3,52
3 | WD_Up Sabuk 7,24 0,23 13,22
4 | WD_Down Sabuk 7,02 0,22 12,88
5 | WD_Sungkai 0,29 0,01 0,52
6 | WD_Besail 8,19 0,26 15,01
7 | WD_Besai 4 3,49 on 6,41

8 WD_ Campang
Selapan 0,52 0,02 0,98
9 | WD_ Up Umpu 7,64 0,24 13,97
10 | WD_Pisang 3,16 0,10 5,77
Sub Total 54,63 1,73 | 100,00
1N D.l. Way Umpu 132,55 4,20 8,84
12 | D.I. Tulung Mas 60,97 1,93 4,06
13 | D.I. Bumi Agung 95,16 3,02 6,35
14 | D.I. Way Rarem 424,85 13,47 28,33
15 | D.l. Rawa Pitu 184,51 5,85 12,30
16 | D.l. Rawa Mesuji 284,51 9,01 18,94
17 | D.l. Rawa Jitu 317,74 10,08 21,18
Sub Total 1.499,81 47,56 | 100,00

Sumber: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Mesuji Tulang Bawang,
2016 dan Pola Pengelolaan

Berdasarkan tabel di atas kebutuhan air irigasi pada daerah WS
Mesuji Tulang Bawang yang membutuhkan kebutuhan paling
banyak berada pada WD_Up Rarem dengan kebutuhan 15,16 Juta
m3/dt, dengan presentase 27,77 %. Serta daerah D.l. Way Rarem
dengan kebutuhan 424,85 Juta m3/dt, dengan presentase 28,33
%.

Tabel 4.12 Kebutuhan Air Irigasi WS Seputih Sekampung
Penggunaan Air
Kebutuhan Air

Juta m3/th m3/det %

| Irigasi

1 Sub DAS Batanghari 0 ) )
2 Sub DAS Way llahan 152.78 4.845 3.47
3 Sub DAS Way Tebu 233.07 7.391 5.29
4 Sub DAS Sekampung Anak 25.94 0.822 0.59
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Penggunaan Air
Kebutuhan Air

Jutam3/th m3/det %

5 Sub DAS Way Bulok 559.37 17.738 12.70
6 Sub DAS Way Semah 113.25 3.591 2.57
7 Sub DAS Way Pisang 114.5 3.631 2.6

8 Sub DAS Way Bekarang 0 ) 0]

9 Sub DAS Rawasragi 0 ) )

10 Sub DAS Way Ketibung 79.74 2.529 1.81

1 Sub DAS Way Sulan 41.6 1.319 0.94
12 Sub DAS Way Galih 35.13 1.14 0.8
13 Sub DAS Way Kandis Besar 58.7 1.861 1.33
14 Sub DAS Sekampung 235 0.075 | 0.05

Argoguruh

15 Sub DAS Way Indomiwon 6.17 0.196 0.14
16 Sub DAS Raman [0) 0 0

17 Sub DAS Batanghari Hulu 99.18 3.145 2.25
18 Sub DAS Segala Mider 23.94 0.759 0.54
19 Sub DAS Terusan Hulu 5.72 0.181 0.13
20 Sub DAS Seputih Surabaya 96.96 3.075 2.2

21 Sub DAS Pegadungan 49.95 1.584 113

22 Sub DAS Sukadana 29.63 0.940 0.67
23 Sub DAS Batanghari Hilir 13.89 0.441 0.32
24 Sub DAS Pengubuan Hilir .1 0.352 0.25
25 Sub DAS Pengubuan 44.87 1.423 1.02

Tengah

26 Sub DAS Pengubuan Hulu 20.75 0.658 0.47
27 Sub DAS Way Tipo 39.89 1.265 0.91
28 Sub DAS Way Waya 103.65 3.287 2.35
29 Sub DAS Komering 50.54 1.603 1.15
30 Sub Das Way Tatayan 116.79 3.703 2.65
31 Sub DAS Way Pubian 101.73 3.226 2.31
32 D.l. Pengubuan 55.42 1.757 1.26
33 D.l. Seputih 331.04 10.497 7.52
34 D.l. Bekri 150.46 4.771 3.42
35 D.l. Sekampung Bunut 127.05 4.029 2.89
36 D.l. Raman Utara 105.64 3.35 2.40
37 D.l. Sekampung Batanghari 315.83 10.015 717
38 D.l. Batanghari Utara 147.07 4.664 3.34
39 D.l. Punggur Utara 547.42 17.359 12.43

Sumber: Pengelolaan Sumber Daya Air WS Seputih Sekampung, 2010

Sedangkan pada daerah WS Seputih Sekampung yang
membutuhkan kebutuhan paling banyak berada pada Sub DAS
Way Bulok dengan kebutuhan 559.37Juta m3/dt, dengan
presentase 12,70 %. Serta daerah D.l. Punggur Utara dengan
kebutuhan 547.42Juta m3/dt, dengan presentase 12.43 %.

Infrastuktur Pengendalian Daya Rusak Air di Provinsi Lampung
merupakan pembangunan pengaman pantai. Pengaman pantai
digunakan untuk melindungi pantai dan bangunan sekitarnya
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sebagai aset pariwisata. Berikut ini tabel nama dan pembangunan
pengaman pantai di Provinsi Lampung:

Tabel 4.13 Nama dan Lokasi Pembangunan Penglaman Pantai
di Provinsi Lampung
Panjang

No Nama Bangunan ) Material
1 Jetty Way Lunik 300 | Buis Beton
5 Pemb_angunan Pengaman 594 | Beton

Pantai Ketapang
Pembangunan Penahan
3 |Gelombang Pantai Muara 310 | Batu
Gading Mas
4 Pembgngungn Pengaman 900 | Beton
Pantai Banding
Pembangunan
5 |Pengamanan Pantai 1.352 | Armor Batu
Kalianda (Pantai Maja)
Beton
6 Pembangunan Pengaman 2200 Armor Batu
Pantai Kalianda (Sukaraja) ’ Grass Block
Paving

Sumber: BBWS Mesuji-Sekampung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada Provinsi Lampung terdapat 6
pembangunan pengaman pantai di Provinsi Lampung. Yaitu
pembangunan Jetty Way Lunik dengan panjang 300 m, dengan
material Buis Beton. Pembangunan Pengaman Pantai Ketapang
dengan panjang 594 m, dengan material beton. Pembangunan
Penahan Gelombang Pantai Muara Gading Mas dengan panjang
310, dengan material batu. Pembangunan Pengaman Pantai
Banding dengan panjang 900 m, dengan material beton.
Pembangunan Pengaman Pantai Kalianda (Pantai Maja) dengan
panjang 1.352 m, dengan material armor batu. Pembangunan
Pengaman Pantai Kalianda (Sukaraja) dengan panjang 2.200 m,
dengan material beton, armor batu, grass block paving.
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Kebutuhan Air RKI (Rumah Tangga, Kota, Industri) di Provinsi
Lampung terdapat di berbagai kota dan kabupaten. Berikut ini
tabel kebutuhan RKI Provinsi Lampung:

Tabel 4.14 Kebutuhan RKI Provinsi Lampung
Penggunaan Air

Kebutuhan Air Juta m3/d
m3/dt t
1 BLK Pringsewu 1,26 0,04
2 Kota Pringsewu 3,28 | 0,104
3 | Kota Metro 3,63 0,15
4 | Kota Natar/Bandara Branti 0,68 | 0,022
5 | Kota Bandarjaya 2,01 O’OZ
6 | Kota Gunung Sugih 1,44 0,0é
Kota Sukadana 0,62 0’0(2)
Kota Bandar Lampung 37,05 1,175
Kota Kalianda 2,58 o,og
3,80
10 | Pengglontoran Sekampung 119,84 0
1 | Pengglontoran Seputih 63,07 2’08
12 | Way Kanan 5,52 0,18
13 | Way Bumi 7,61 0,24
14 | Limau Kunci 2,34 0,07
15 | Way Tuba 10,54 0,33
16 | Kayu Agung 1,7 0,05
Sumber: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Mesuji Tulang Bawang,
2016

Berdasarkan tabel di atas kebutuhan RKI pada Provinsi Lampung
yang membutuhkan kebutuhan paling banyak berada pada
daerah Pengglontoran Sekampung. Kebutuhan tersebut
dibutuhkan dengan rata - rata penggunaan air 119,84 Juta m3/dt.

Berikut merupakan tabel pemanfaatan air RKI di Provinsi
Lampung:

Tabel 4.15 Pemanfaatan Air di Provinsi Lampung
Pemanfaatan Jutam3/tahun m3/dt Persen

Irigasi 1.063,00 33,69 3,17
RKI 1,01 0,03 0,00
Air Waduk 6,16 0,20 0,02
Tambak 2.700,32 85,62 8,06
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Pemanfaatan Jutam3/tahun m3/dt Persen
Jerbuang ke 29.714,58 942,24 88,74
Jumlah 33.485,07 1.062 100,00
Sumber: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Mesuji Tulang Bawang,
2016

Berdasarkan tabel di atas, pemanfaatan air di Provinsi Lampung
yang memiliki jumlah terbanyak yaitu terbuang ke laut dengan
jumlah 29.714,58 Juta m3/Tahun. Dengan presentase 88,74 %.

Pada Tahun 2023, beberapa infrastruktur bidang Sumber Daya
Air yang terbangun dan OPOR, antara lain:

Tabel 4.16 Monitoring Infrastruktur Sumber Daya Air

No. Infrastruktur Volume Satuan \ Lokasi
. Kab.
1 Egngjr?g;anan Pantai 498 Km Lampung
Selatan
Tambak di Provinsi . Provinsi
2 Lampung 20 Kilometer Lampung
Kab. Mesuji
Dl Rawa Mesuji Tulang . dan
3 Bawang Unit Il 1 Kilometer Tulangbawan
9
DI Way Sekampung Kab.

4 |(Sub DI Batanghari 1 Kilometer Lampung
Utara) Timur
Urgent Rehabilitation
of Strategic Irrigation . Provinsi

> for Western Region of 1 Kilometer Lampung
Indonesia (URSIS)

Daerah Irigasi Way . Provinsi

6 Rarem 0.0001 Kilometer Lampung
Daerah Irigasi Way .

7 |Umpu Saluran 0.0001 Dokumen LF;';S]V'S?
Sekunder pung
Penyediaan Air Baku . Kab. Pesisir

8 Pulau Pisang 6 Kilometer Barat

Sumber: E-monitoring PUPR, 2023

4.1.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus
Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dapat
mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:
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Tahun 2025 - 2034

Tabel 4.17 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Kawasan

Pertanian

Infrastruktur
Kawasan Pertanian Lampung Tengah

Profil dan Kinerja |

Wilayah Sungai

Vgﬂﬁégf‘ Seputih- Luas: 3 1.463.700 Ha
Sekampung
Rata-rata nilai IKSI
D.I. Way Gabungan berada pada
Péhgubuan Luas: 4.990 Ha range 40-60 (berada
dalam kategori kurang)
Sumber: epaksi 2019-2022
Rata-rata nilai IKSI
Gabungan berada pada
?ﬁge;‘zr g.ellkawn?gung Luas: 38.653 Ha range 40-60 (berada

dalam kategori kurang)
Sumber: epaksi 2019-2022

D.l. Way Seputih

Luas: 20.201 Ha

Rata-rata nilai IKSI
Gabungan berada pada
range < 40 (dalam kategori
kurang)

Sumber: epaksi 2019-2022

Kawasan Pertanian Mesuji

Wilayah Sungai

Wilayah | Mesuji-Tulang Luas: 3 16.625 km?
9 Bawang
Lo_kasi: Desa
Sistem \r\//lvé;aﬂﬁga’ Kecamatan
Jaringan . .
Air Baku Wiralaga 12—8%%” Kegiatan: Aset hilang
(Air e
Debit: 5 I/d
Permukaan) Jenis Pengambilan
Intake: Free Intake
Rata-rata nilai IKSI
Gabungan berada pada
D.I.R. Rawa Jitu Luas: 9.280 Ha range 40- 60 (berada
dalam kategori kurang)
Daerah Sumber: epaksi 2019-2022
Irigasi Rata-rata nilai IKSI
Gabungan berada pada
atlesl?ull?z\t/\éas Luas: 16.328 Ha range > 60 (berada dalam
! kategori sedang)
Sumber: epaksi 2019
Sumber: BBWS Mesuji Sekampung, 2022
4.1.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus

Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dapat
mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.18 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus Kawasan

Perkotaan

Infrastruktur
Kawasan PKN Bandar Lampung

Profil dan Kinerja |

Wilayah
Sungai

Wilayah
Sungai
Seputih-

Sekampung

Luas: 31.463.700 Ha
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Tahun 2025 - 2034

Infrastruktur
Kawasan PKN Bandar Lampung

Profil dan Kinerja

Way Jernih

Lokasi:
Kelurahan
Putuk,
Kecamatan
Teluk Betung
Barat

Tahun Kegiatan:
2008, 2010, 2016
Debit: 100 I/d
Jenis
Pengambilan
Intake: Bendung
Tetap

Batu

Rencana: 100 I/d
Realisasi: 100 I/d
Idle capacity: -
Pengelola: PDAM
Rehab TA.2010, 2016
(beroperasi)

Sistem
Jaringan Air
Baku (Air
Permukaan)

Way Betung

Lokasi:
Kelurahan
Sumur
Kecamatan
Teluk Betung
Utara

Tahun Kegiatan:
2008, 2010, 2013
Debit: 150 I/d
Jenis
Pengambilan
Intake: Bendung
Tetap

Batu,

Rencana: 150 I/d
Realisasi: 150 I/d
Idle capacity: -
Pengelola: PDAM
Rehab TA.2010, 2013
(beroperasi)

Way Kuripan

Lokasi:
Kelurahan
Kuripan,
Kecamatan
Teluk Betung
Barat

Tahun Kegiatan:
2008, 2010, 2013

Rencana: 150 I/d
Realisasi: 150 I/d
Idle capacity: -
Pengelola: PDAM
Rehab TA.2010, 2013
(beroperasi)

Pengendalian
Daya Rusak
Air

Pengaman
Pantai Jetty
Way Lunik

Lokasi:
Kelurahan
Lunik,
Kecamatan
Panjang
Panjang: 300 m
Tahun
Pembangunan:
2007
Material:
Beton
Jenis Bangunan:
Jetty

Way

Buis

Baik/Beroperasi

Sumber: BBWS Mesuji Sekampung, 2022




4.1.3.

Perencanaan Pariwisata

Berikut merupakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dapat

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Fokus

mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung

Tabel 4.19 Profil Infrastruktur Fokus Kawasan Pariwisata

Infrastruktur Profil dan Kinerja
Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya
Wilayah
Wilayah Sungai .
Sungai Seputih- Luas: 3 1.463.700 Ha
Sekampung
Lokasi: Desa
Marga Batin,
\Ij\?z;:v?/?;tlfar}ya e Rencana:201/d
Sistem Tahun Kegiatan: . Realisasi: -
Jaringan Air Wa ' Idle capacity: 20 |/d
8 y Karya 2008
Baku (Air Debit: 20 1/d e Pengelola: PDAM
Permukaan) oo e Rehab TA.2010,
Jenis .
Pengambilan 2016 (beroperasi)
Intake: Free
Intake
Rata-rata nilai IKSI
Gabungan berada pada
?ﬁg;‘i_f‘ g;k;/vr:]gu hg | 33587Ha range 40-60 (berada
dalam kategori kurang)
Sumber: epaksi 2019-2022
Pembangunan
Pengaman Tahun
Pantai Muara Pembangunan: N/A
Gading Mas 2015
(Lanjutan) Il
Pengendalian | Pengaman Pa
Daya Rusak Pembangunan
Air Pengaman Tahun
Pantai Muara
Gading Mas ggabangunan. N/A
(Lanjutan) Il
ntai Jetty Way
Lunik
II‘_/I%l:'asallBatin IZE(eesca . Manfaat: Irigasi
Bendung Wa\f’/a Marv 14.138 Ha
Gerak Jabung Jenis éendzn an: N Kondisi:
Gerak gan: Baik/Beroperasi
° Manfaat: Irigasi 7.726
Bendung Jenis Bendungan: Ha
Garongan Tetap . Kondisi: Rusak
Ringan
Bendung Lokasi: Desa
Rajabasa Baru, . Manfaat: Irigasi
Bendung Kec. Mataram 4.689 Ha
Curup Baru . Kondisi: Rusak
Jenis Bendungan: Ringan
Tetap
Bendung \L/\?clfgggari ?(eesf ° Manfaat: Irigasi
Raman Pekalongén : 4.689 Ha
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Infrastruk

Jenis Bendungan:
Tetap

Profil dan Kinerja

Kondisi: Rusak

Ringan

Bendungan

Bendungan
Way Jepara

Lokasi: Desa
Sumur Bandung,
Kec. Way Jepara
Tahun
Pembangunan:
1975-1978
Volume
Tampungan:
32.000.000 m3
Tipe Bendungan:
Urugan Tanah

Manfaat: Irigasi 6.641
Ha

Bendungan
Marga Tiga

Lokasi: Desa
Negeri jemanten,
Kec. Marga Tiga
Tahun
Pembangunan:
2018-2023
(sedang
dibangun)
Volume
tampungan: 29,96
x 106 m3 (M.A.N)
Luas  Genangan
11,17 km2 (M.A.N)
Tipe Bendungan:
Urugan Batu

Sedang dibangun,
belum beroperasi

Kawasan Pariwisata KSPN Krakatau dan sekitarnya

Pengambilan

Wilayah
Wilayah Sungai . Luas: 31.463.700
Sungai Seputih- Ha
Sekampung
° Lokasi: Desa
Canti, Kec.
Kalianda
e Tahun Kegiatan: Rencana: 30 I/d
. 2001 Realisasi: 30 1/d
Way Biah e Debit: 30 I/d dle capacity: -
. Jenis Pengelola: PDAM
Pengambilan
Intake: Free
Intake
. Lokasi: Desa
Rajabasa, Kec. .
e e
Jaringan Air . Tahun Kegiatan: Idle ca af:it L
Baku (Air |\ Ui 2002 |p| Ty
Permukaan) ay Ylau . Debit: 20 I/d Pgnge ola: PDAM
¢ Jenis ;Tag]r?gaglc?lgjgrf SPAM
:Drﬁgﬁgzmbllan (tidak beroperasi)
Bendungan Tetap
. Lokasi: Desa
Rajabasa, Kec.
Kalianda Rencana: 3 1/d
. e Tahun Kegiatan: Realisasi: 3 1/d
Rajabasa 2002 Idle capacity: -
e Debit: 31/d Pengelola: Desa
° Jenis
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Intake: Free
Intake

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Profil dan Kinerja |

Lokasi: Desa Toto
Harjo, Kec. Kali

Rencana: 40 I/d

Tahun Kegiatan: Realisasi: -
2003 Idle capacity: 40 I/d
Way Andeng Debit: 40 I/d Pengelola: PDAM
Jenis Tindaklanjut
Pengambilan pengelolaan SPAM
Intake: (tidak beroperasi)
Bendungan Tetap
Lokasi: Desa
Gayam, Kec.
Panengahan Rencana: 5 I/d
Tahun Kegiatan: Realisasi: 5 I/d
2007 Idle capacity: -
Gayam Debit: 5 I/d Pengelola: Desa
Jenis Aset Hilang (Banjir
Pengambilan Bandang)
Intake: Free
Intake
Egﬁ?r?g Hzleoska Manfaat: Irigasi
B Bendung ’ 66.573 Ha
endung Kec. Natar o
Argoguruh Jenis Benduna: Kondisi:
thlap endung: Baik/Beroperasi
Lokasi: Desa
Ketapang, Kec. .
Ketapang Kondisi: .
Pembangunan Tahun Balk/Be.roperaS|
Pengamanan Pembangunan: Manfaat:
Pantai 2014 Perlindungan
Ketapang Jenis  Bangunan: terhadaélp fasilitas
Revetment ug:'llfnrzki?nnan
Panjang: 594 m P
Material: Beton
Lokasi: Desa
E:jrﬁ)lggé Kec. Kondisi: Rusak
Pembangunan Tahun Ringan .
Pengamanan Pembangunan: Manfaat:
Pantai 2014 perlindungan
Pengendalian | Banding Jenis Bangunan: terhadap fasilitas
umum dan
Daya Rusak Revetment Ki
Air Panjang: 900 m permukiman
Material: Beton
Lokasi: Desa Maja,
Pemb Kec. Kalianda
pg?gaamnggggn Tahun andisi: _
Pantai Pembangunan: Baik/Beroperasi
: 2021 Manfaat:
Kalianda ] . ;
(Pantai Maja) Jenis Bangunan: Perllndungan__
Kabupaten Rev_etment terhadap fasilitas
Lampung Panjang: 1.352 m umum o_Ian
Selatan Material:  Armor permukiman
Batu, Timbunan
Tanah
Pembangunan Lokasi: D Kondisi:
Pengaman oxasl: esa Baik/Beroperasi
; Sukaraja, Kec. .
Pantai Raiabasa Manfaat:
Kalianda ) Perlindungan
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Infrastruk \ Profil dan Kinerja |

(Sukaraja ) Tahun terhadap fasilitas
Kabupaten Pembangunan: umum dan
Lampung 2021 permukiman
Selatan Panjang: 2.200 m

Material:  Beton,

Armor Batu,

Timbunan Tanah,

Grass Block,

Paving

Sumber: BBWS Mesuji Sekampung, 2022

4.1.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas

Tabel 4.20 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Prioritas Provinsi Lampung
Infrastruktur

Lokasi: Desa
Banjarejo, Kec.

Profil dan Kinerja \
Kondisi:

Baik/Beroperasi

Manfaat: Mengairi

daerah irigasi

Daya Rusak
Air

Panjang: 1.352
m

Banyumas, Sekampung System
BapaDaen 55.000 Ha dan
Tahun penyediaan air baku _
Pembangunan: yang telah memenuhi
W 2016 Eetéutuhtan l,lgnpuk
ay o= abupaten Pringsewu
Bendungan Sekampung Epmebunan sehingga penyediaan
batu. zonasi air baku ini mampu
denéan inti menlngkatkan jam
tegak operaS|onaI_PD_AM _
dalam pendistribusian
Volume air minum dari semula
t68£3n5p6ungan. 14 jam menjadi 24 jam,
,06 x 106 namun belum terdapat
m3 (M.A.N) penambahan SR dari
semula
Lokasi: Desa
Maja, Kec.
Kalianda,
Eaark?]l:)%itgen ° Ko_ndisi: )
Selatan Baik/Beroperasi
Tahun . Manfaat: Mengamankan
Pembangunan Pembangunan: pantai sepanjang 2,14
Pengamanan 2021 ' km dan 160 Ha pada
Pantai Jenis bagian hulu dari
Kaliano_la _ Bangunan: dampak bencana
Pengendalian (Pantai Maja) Revetment tsunami, serta

mencegah pergeseran
garis pantai dampak
abrasi air laut

Material:

Armor Batu,

Timbunan

Tanah

) . Kondisi:

Pembangunan Iégtgf'a'.a I?(eess Baik/Beroperasi
Pengaman Rajabajsé ' . Manfaat: Mengamankan
Pantai Kabu atén pantai sepanjang 1,34
Kalianda Lam %n km dan 240 Ha pada
(Sukaraja) Selat%n 9 bagian hulu dari

dampak bencana
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Tahun 2025 - 2034
Infrastruktur | Profil dan Kinerja |
. Tahun tsunami, serta
Pembangunan: mencegah pergeseran
2021 garis pantai dampak
. Panjang: 2.200 abrasi air laut
m

° Material:
Beton, Armor
Batu,
Timbunan
Tanah, Grass
Block, Paving

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2. Profil dan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan

Infrastruktur Sistem Jaringan Jalan berupa Jalan Nasional
dimana Merujuk pada SK Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015, jalan nasional di
Provinsi Lampung sepanjang 1.292,21 Km. Dari data /nterurban
Road Management System (IRMS), tingkat kemantapan jalan di
Provinsi Lampung pada Semester 1 Tahun 2021 sebesar 93,21%.
Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar jalan di Provinsi
lampung memiliki status yang cukup baik. Berikut presentase
kemantapan Jalan nasional di Provinsi Lampung dari hasil survei
Semester 2 Tahun 2020 dan survei Semester 1 Tahun 2021:

Tabel 4.21 Persentase Kemantapan Jalan

No. Survei Mantap Tidak Mantap
1 Semester 2 Tahun 2020 90,28% 9,72%
2 Semester 1 Tahun 2021 93,21% 6,79%

Sumber: BPJN Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020
dan 2021 kemantapan jalan mengalami kenaikan, diharapkan
dengan kondisi ini dapat mendorong mobilisasi baik orang
maupun barang yang semakin baik di sektor transportasi.

Tabel 4.22 Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Nasional di Provinsi

Lampung
No Nama Ruas VCR LoS
PEMATANG  PANGGANG -  SP.
' | PEMATANG 0472 c
2 | SP. PEMATANG - SP. BUJUNG TENUK 0.475 C
s | SP. BUJUNG TENUK - BTS. KAB| | z.g 5
LAMTENG/KAB. TL. BAWANG :
4 | BTS. KAB. LAMTENG/KABTLBAWANG| - 5
~BTS. KAB.LAMTENG/KAB. LAMTIM :
BTS. KAB. LAMTENG/KABLAMTIM -
5 | WAY JEPARA 0,462 C
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No Nama Ruas | VCR LoS

6 | WAY JEPARA - WAY SKP. BUNUT (1 5
(BTS.KAB.LAMSEL/KAB.LAMTIM) :

[ WAY SKP. BUNUT (BTSKABLAMSEL/|  o.g 5
KAB.LAMTIM) - SP. BAKAUHENI :

8 | BTS. Provinsi SUMSEL - SP. EMPAT 0312 B

9 | SP. EMPAT - BUKIT KEMUNING 0,54 C
BUKIT KEMUNING - SIMP. KOTA

10 | KOTABUMI (KOTA ALAM) 0.534 C
SIMP. KOTA KOTABUMI (KOTA ALAM) -

1 | KLP. TUJUH (JLN. SOEKARNO-HATTA 4 0,786 D
KOTABUMI)

5 | SIMP. KOTA KOTABUMI (KLP. TUJUF) | oo c
TERBANGGI BESAR :

13 | TERBANGGI BESAR - GUNUNG SUGIH 1128 F

14 | GUNUNG SUGIH - TEGINENENG 0.766 D

15 | TEGINENENG - SP. TJ. KARANG 0.952 E
SP. TJ. KARANG - SP. TIGA TELUK

16 | AMBON (JLN. SOEKARNO HATTA 1,039 F
(BANDAR LAMPUNG)

7 | SP. TIGA TELUK AMBON - KMI10| o, c
(PANJANG) (BANDAR LAMPUNG) :

5 | KM10  (PANJANG) - BTS. KOTA 031 5
(SUKAMAJU) (BANDAR LAMPUNG) :

19 | SUKAMAJU - SP. KALIANDA 0.471 C

20 | SP. KALIANDA - BAKAUHENI 0.419 B

o1 | SIMPANG TANJUNGKARANG T ooa c
TANJUNGKARANG ’
BTS. Provinsi BENGKULU - PUGUNG

22 | 215 P 0,035 A
PUGUNG TAMPAK - SP. GUNUNG

23 | RJSUNS 0,052 A

24 | SP. GUNUNG KEMALA - KRUI 0,59 C

25 | KRUI - BIHA 0,097 A

26 | BIHA - BENGKUNAT 0.054 A

27 | BENGKUNAT - SANGGI 0,031 A

28 | SANGGI - WONOSOBO 0,21 B

29 | WONOSOBO - KOTA AGUNG 014 A

30 | BTS. KOTA AGUNG - RANTAU TIJANG 018 A

31 | RANTAU TIJANG - GEDONGTATAAN 1,227 F

32 | KRUI - BIHA 0.097 A

33 | BIHA - BENGKUNAT 0.054 A

34 | BENGKUNAT - SANGG 0,031 A

35 | SANGGI - WONOSOBO 0.21 A

36 | WONOSOBO - KOTA AGUNG 014 A

37 | JLN. IR. JUANDA (KOTA AGUNG) 0,101 A

38 | BTS. KOTA AGUNG - RANTAU TIJANG 0,18 A

39 | RANTAU TIJANG - GEDONGTATAAN 1.227 F

40 | GEDONGTATAAN - BTS.KOTA BANDAR  ;c1q -
LAMPUNG :
JLN. IMAM _BONJOL  (BANDAR

a1 | {apunes 1,358 F

42 | JLN. KARTINI (BANDAR LAMPUNG) 165 F

43 | JLN. MONGINSIDI (BANDAR LAMPUNG)| __ 1,004 F

24 | JLN. WARSITO (BANDAR LAMPUNG) 1.004 F
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No Nama Ruas \ VCR \ LoS
JLN. JAKSA AGUNG RI R. SOEPRAPTO
45 | (BANDAR LAMPUNG) 1,004 F
46 | SP. BUJUNG TENUK - BUJUNG TENUK 015 A
47 | BUJUNG TENUK - TERBANGGI BESAR 0.48]1 A
48 | BUKIT KEMUNING - PADANG TAMBAK 0187 A
49 | PADANG TAMBAK - BTS. KOTA LIWA 0.068 A
50 | JLN. SUDIRMAN (LIWA) 0,24 A
51 | KOTA LIWA - SP. GUNUNG KEMALA 0,081 A
52 | TEGINENENG - BTS. KOTA METRO 0.717 C
53 | JLN. SUDIRMAN (METRO) 0.13 A
54 | BTS. KOTA METRO - GEDONG DALAM 0.731 C
55 | JLN. A.H. NASUTION (METRO) 0.25 A
GEDONG DALAM - BTS. KOTA
56 | SUKADANA 0,32 A
57 | JLN. SUKARNO-HATTA (SUKADANA) 0325 A
g | SP. TANJUNG KARANG - KURUNGAN 5oq A
NYAWA (JLN. RADEN GUNAWAN) :
59 | WAY GALIH - BERGEN 0,995 E
JLN. PROF. DR. IR. SUTAMI (BANDAR
60 | | AMPUNG) 0,192 A
61 | BERGEN - PUGUNG RAHARJO 0,092 A
62 | PUGUNG RAHARJO - SRI BAWONO 0,155 A
63 | SRI BAWONO - SP. SRI BAWONO 0,59 A
64 | SP. PENAWAR - GEDONG AJI BARU 0,104 A
65 | GEDONG AJI BARU - RAWAJITU 0197 A

Sumber: BPJN Provinsi Lampung, 2021

Tingkat Pelayanan Jalan (LoS):

A . Arus bebas;

B . Arus stabil;

C . Arus stabil;

D

E : Arus yang
tidak stabil;

F : Arus yang
terhambat;

volume rendah dan kecepatan tinggi; pengemudi dapat
memilih kecepatan yang dikehendaki

kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas; volume pelayanan
yang dipakai untuk disain jalan luar kota

kecepatan dikontrol oleh lalu lintas; volume pelayanan yang
dipakai untuk disain jalan perkotaan

Mendekati arus yang tidak stabil: kecepatan rendah

kecepatan yang rendah dan berbeda-beda: volume
mendekati kapasitas

kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas: banyak
berhenti

Tingkat Pelayanan Jalan berdasarkan nilai Level of Service (LOS)
75% ruas jalan nasional Provinsi Lampung berada pada tingkat A-
C, yaitu arus bebas dan arus stabil Sedangkan sebagian besar ruas
jalan dengan arus yang tidak stabil atau arus terhambat berada
pada Kota Bandar Lampung dan ruas yang menghubungkan ke
Kota/Kabupaten sekitarnya. Ruas jalan dengan kategori (F)

adalah:
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1. Terbanggi Besar - Gunung Sugih
2. Sp. Tj. Karang - Sp. Tiga Teluk Ambon (JIn. Soekarno Hatta

(Bandar Lampung)

Rantau Tijang - Gedongtataan

Gedongtataan - Bts. Kota Bandar Lampung

JIn. Tengiri (Bandar Lampung)

JIn. Imam Bonjol (Bandar Lampung)

JIn. Kartini (Bandar Lampung)

JIn. Monginsidi (Bandar Lampung)

. JIn. Warsito (Bandar Lampung)

10. JIn. Jaksa Agung RI R. Soeprapto (Bandar Lampung)

©ONOUA W

Infrastruktur Jalan Terkoneksi dan Terintegrasi dengan Bandara
dan Pelabuhan antara lain Akses Jalan Nasional telah
menghubungkan antara PKN Bandar Lampung, Bandara Radin
Inten IlI, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni. Jalan
Nasional yang menghubungkan antar Bandara dan Pelabuhan
tersebut berada pada kondisi yang mantap, dan memiliki tingkat
VCR yang cukup rendah sehingga arus lalu lintas cenderung
stabil. Selain terkoneksi dengan infrastruktur transportasi
berskala nasional, jalan nasional juga telah menghubungkan ke
beberapa infrastruktur transportasi berskala regional serta
terkoneksi dengan jalan tol.



RAWProvinsi Lanpung

Tahun 2025 - 2034
& N
- > 0 -
@ Jalan Nasional s e
B Jalan Nasional Penghubung Bandara Pelabuhan ~./ V'L_ /'
¢ < ¥
=== Jalan Tol Trans Sumatera s ’ ./
5 - j
==t Jalur KA Sumaiara / v g
elatan .( PTG e'/"'\l
Bandara . P - A= ~}'
e ;
\L Pelabuhan - & : n ’
£
! s

Gambar 4.10 Peta Konektivitas Bandara dengan Pelabuhan

Pada Infrastruktur Jembatan, kondisi kemantapan jembatan
mencapai > 6 meter pada semester | TA, 2022 dengan persentase
89,20% pada kondisi mantap dan 10,80% pada kondisi tidak
mantap. Berikut merupakan tabel yang menguraikan panjang dari
jembatan dengan kondisi mantap dan tidak mantap:

Tabel 4.23 Kemantapan Jembatan

TOTAL
UNIT METER
435 11.724,00 9.299,35 2.424,65

Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jembatan dengan kondisi
mantap terdapat 388 unit dengan panjang 9.299,35 meter.
Sedangkan jembatan yang tidak mantap terdapat 47 unit dengan
2.424,65 meter. Sehingga total kemantapan jalan di Provinsi
Lampung terdapat 435 unit dengan panjang 11.724,00 meter.
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Tabel 4.24 Kondsi Jembatan Berdasarkan Nilai Kerusakan
JUMLAH

UNIT

33 \

PERSENTASE
UNIT | METER
759% | 851%
81,61% 70,81%
9,43% 18,76%
1,15% 1,71%
0,23% 0,20%

11.724,00 100,00% 100,00%
Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung

METER
997,40
8.301,95
2.199,75

Tabel diatas menjelaskan bahwa jembatan yang memiliki kondisi
baik berjumlah 22 unit dengan panjang 997,40 meter dengan
persentase 8,51%. Sedangkan jembatan yang memiliki kondisi
rusak berat terdapat 6 unit 224,900 meter.

Pada Tahun 2023, beberapa infrastruktur bidang Bina Marga yang
terbangun dan OPOR, antara lain:

Tabel 4.25 Monitoring Infrastruktur Bina Marga

No. Infrastruktur Volume Satuan \ Lokasi
Kab.
1 Jembatan Sinar Mulya 60 Meter Lampung
Utara
Kab.
2 ,Sliedn;kr)ﬁl’ji’anoGantung 40 Meter Lampung
y Utara
Kab.
3 .SJaIan F_>rof. br.Ir. 0,8 Kilometer Lampung
utami Ti
imur
Jembatan Gantung Kab. Tulang
4 Sungai Cambai 40 Meter Bawang
Kab.
Jembatan Gantung
5 . 91 Meter Lampung
Desa Adiwarno Timur
Jembatan Ruas SP. Kab
6 [Penawar - Gedong Aji 130.6 Meter :
Baru - Rawajitu Pesawaran
Jembatan Way Kab.
7 Sekampung n2 Meter Pesawaran
Kab.
8 éilfaan;rof. Dr.Ir. 0,8 Kilometer Lampung
Utara

Sumber: E-monitoring PUPR, 2023
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4.2.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Fokus Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Bina Marga yang dapat
mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.26 Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan

Perkotaan
No. Infrastruktur Profil Eksisting/ Rencana Capaian Kinerja
Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah
Bts. Kab. Lamteng/Kab.Tl.Bawang R LOS A
- Bts. Kab.Lamteng/Kab. Lamtim o
(45,22 Km) ° Kemantapan 92,7%
Simp. Kota Kotabumi (Klp. Tujuh) . LOS B
- Terbanggi Besar (38,91 Km) . Kemantapan 86,61%
) . . LOSF
1. Jaringan Jalan a?l'éoé’:\r&gmg)l Besar - Gunung Sugih . Kemantapan
’ 94,01%
) . . LOS C
ggw;;wiﬁggm Tegineneng . Kemantapan
’ 94,32%
Tegineneng - Bts. Kota Metro ° LOS C
(13,62 Km) ° Kemantapan 91,92%
Kawasan Pertanian Mesuji
LOS A
Pematang Panggang - Sp. N
° Kemantapan
1. Jaringan Jalan Pematang (20,4 Km) 96,88%
Sp. Pematang - Sp. Bujung Tenuk . LOS A
(59,96 Km) ° Kemantapan 93,5%

Sumber: BPJN Lampung, 2022

4.2.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Fokus Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Bina Marga yang dapat
mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.27 Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan
Perkotaan

No. Infrastruktur Profil Eksisting/ Rencana Capaian Kinerja

Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung

Sp. Tj. Karang - Sp. Tiga Teluk
Ambon (JIn. Soekarno Hatta LOS A
(Bandar Lampung) (18,12 Km)
dengan LOS F dan Kemantapan
85,93%

Sp. Tiga Teluk Ambon - Km.10
1. Jaringan Jalan | (Panjang) (Bandar Lampung) (2,31 | LOS B

Km) dengan LOS E dan e Kemantapan 86,61%
Kemantapan 88,96%

Km.10 (Panjang) - Bts. Kota
(Sukamaju) (Bandar Lampung) N LOSF

(5,00 Km) dengan LOS A dan * Kemantapan

. Kemantapan 92,7%

Kemantapan 97,32% 94,01%




No. Infrastruktur

Profil Eksisting/ Rencana

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Capaian Kinerja

Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung

Simpang Tanjungkarang - ° LOS C
Tanjungkarang (7,60 Km) dengan . Kemantapan

LOS E dan Kemantapan 93,20% 94,32%

JIn. Malahayati (Bandar Lampung) . LOS C

(1,34 Km) dengan LOS A dan o
Kemantapan 100% ° Kemantapan 91,92%
JIn. Tengiri (Bandar Lampung) ° LOSF

(0,36 Km) . Kemantapan 86,11%
Sp. Teluk Betung - Sp. Pelabuhan R LOS A

E?nn)Jang (Bandar Lampung) (6,29 . Kemantapan 94,19%
Sp. Pelabuhan Panjang - Km. 10 LOS A

(2,30 km)

Kemantapan 100%

JIn. Teluk Ambon (Bandar

LOS A

Kemantapan
Lampung) (0,38 Km) 94.74%
JIn. Imam Bonjol (Bandar : kgrial:ntapan
Lampung) (6,29 Km) 95.03%
. . LOSF
EJ{rgoKirr;l;l (Bandar Lampung) . Kemantapan
’ 96,67%
JIn. Monginsidi (Bandar Lampung) | e LOSF
(2,26 Km) ° Kemantapan 100%
JIn. Warsito (Bandar Lampung)
(0,08 Km) * LOSF .
. Kemantapan 100%
JIn. Jaksa Agung Ri R. Soeprapto . LOSF
(Bandar Lampung) (0,91 Km) e Kemantapan 100%
Sp. Tanjung Karang - Kurungan . LOS A
Nyawa (JIn. Raden Gunawan) o
(4,59 Km) ° Kemantapan 91,29%
. LOS A

JIn. Prof. Dr. Ir. Sutami (Bandar
Lampung) (4,76 Km)

Kemantapan 92,62
%

Sumber: BPJN Lampung, 2022

4.2.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Fokus Perencanaan Pariwisata

Berikut

merupakan

Infrastruktur

Bina Marga yang dapat

mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung:

Tabel 4.28 Profil Infrastruktur Bina Marga Fokus Kawasan

No. Infrastruktur

Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya

1. Jaringan Jalan

Pariwisata
Profil Eksisting/ Rencana Capaian Kinerja

Bts. Kab. Lamteng/Kab.Lamtim - : k(e)rigtapan
Way Jepara (51,82 Km) 94.36%
Way Jepara - Way Skp. Bunut
(Bts.Kab.Lamsel/Kab.Lamtim) ° LOS A
(38,91 Km) . Kemantapan

’ 96,87%
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No. Infrastruktur Profil Eksisting/ Rencana Capaian Kinerja

Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya
Bts. Kota Metro - Gedong Dalam . LOS C
(11,55 Km) o Kemantapan 93,5%
Gedong Dalam - Bts. Kota : IIZCe)riaAntapan
Sukadana (7,96 Km) 90.57%
JIn. Sukarno-Hatta (Sukadana) . LOS A
(7,96 Km) . Kemantapan 71,22%
Pugung Raharjo - Sri Bawono . LOS A
(4,55 Km) e Kemantapan 100%
Sri Bawono - Sp. Sri Bawono (2,83 ° LOSB
Km) . Kemantapan
88,57%
Kawasan Pariwisata KSPN Krakatau dan sekitarnya
Way Skp. Bunut (Bts.Kab.Lamsel/ | e LOSA
Kab.Lamtim) - Sp. Bakauheni . Kemantapan
(32,78 Km) 96,88%
Tegineneng - Sp. Tj. Karang ° LOS E
(20,76 Km) ° Kemantapan 94,13%
Sukamaju - Sp. Kalianda (41,64 . LOS A
) Km) . Kemantapan 89,51%
1. J Jal :
anngan Jalan e K alianda - Bakauheni (29,85 |« LOS A
Km) . Kemantapan 91,54%
Way Galih - Bergen (Sukadana) . LOSF
(7,7 Km) . Kemantapan 71,43%
. ° LOS A
Eﬁ:’)gen Pugung Raharjo (23,09 . Kemantapan
98,27%

Sumber: BPJN Lampung, 2022

4.3. Profil dan Infrastruktur Permukiman

Sebaran Bangunan Cagar Budaya Nasional dan Desa Adat pada
Provinsi Lampung antara lain terdapat satu desa yang memiliki
desa adat yang mengunggulkan adat istiadat yang masih
mengikuti aturan Marga Punduh. Marga Punduh merupakan
sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung. Desa tersebut ialah Desa Pahawang.

Desa Pahawang merupakan nama desa yang terletak di
Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau ini
memiliki luas kurang lebih seluas 1.084 Ha. Desa Pahawang
terbagi dalam 6 dusun yang terdiri dari Pahawang, Suakbuah,
Penggetahan, Jeralangan, Kalangan, dan Cukuhnyai.

Desa Pahawang menyimpan berbagai macam potensi. Potensi
tersebut meliputi:
1.  Pertanian dengan luas 1.084 Ha, yang terbagi menjadi dua

yaitu Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil.
2. Perikanan, masyarakat Pulau Pahawang yang mayoritas
bermata pencaharian sebagai nelayan dapat



RPWProvinsi Lanpung
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mengembangkan sektor perikanan. Laut di sekitar pulau
Pahawang menyimpan banyak kekayaan laut yang dapat
dikembangkan menjadi sumber mata pencaharian
masyarakat pulau Pahawang.

Pariwisata, Desa Pahawang merupakan desa yang berada di
pesisir pantai. Hal ini membuat desa ini banyak dikunjungi
oleh wisatawan untuk berlibur. Dan bukan hanya itu suguhan
pemandangan pantainya hingga pemandangan bawah lautlah
yang membuat desa ini banyak dikunjungi oleh wisatawan.
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Sebaran dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan berdasarkan SK
Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Provinsi Lampung, umumnya wilayah
bagian utara dan selatan provinsi memiliki luasan kawasan
permukiman kumuh yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.
Perlu adanya upaya peningkatan kualitas terhadap kawasan
kumuh tersebut yang dapat dilakukan oleh berbagai upaya,
diantaranya pemugaran, perbaikan, dan peremajaan sesuai
dengan regulasi keruangan.

Tabel 4.29 Profil Kinerja Infrastruktur Kawasan Kumuh Provinsi

Lampung
No Luas Kumuh
N Kabupaten/Kota (Ha)
1. | Kabupaten Lampung Barat 39,3
2.| Kabupaten Tanggamus 151,95
Kabupaten Lampung
3. Selatan 70,62
Kabupaten Lampung
4. Timur 710,91
Kabupaten Lampung
5. Tengah 49,35
Kabupaten Lampung
6. Utara 47,73
7.] Kabupaten Way Kanan 5,38
Kabupaten Tulang
8. Bawang 139,43
9.| Kabupaten Pesawaran 236,37
10.| Kabupaten Pringsewu 232,97
11.| Kabupaten Mesuiji 426,22
12 Kabupaten Tulang 106.74
‘| Bawang Barat ’
13.| Kabupaten Pesisir Barat 10,7
14.| Kota Bandar Lampung 304,67
15.] Kota Metro 10,05
Provinsi Lampung 2.489,09

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh

Menurut data SK masing-masing Kabupaten/Kota, total luas
kawasan kumuh yaitu 2.489,09 Ha. Dengan kategori berat yang
lebih dari 15 Ha sebanyak 48 kawasan (1.215,96 Ha). Kota
Lampung Timur menjadi wilayah dengan luasan kumuh terbesar
dibanding wilayah lainnya, yaitu mencapai 710,91 Ha, sedangkan
Kabupaten Way Kanan menjadi daerah dengan luasan kawasan
kumuh terendah, yaitu 5,28 Ha.
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Tabel 4.30 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha

Kabupaten/Kota Lokasi (Kelurahan) L‘(‘ﬁ:a;n
1 Menggala Kota 22,4
2 Dwi Warga Tunggal Jaya 30,55
3 Tulang Bawang Tunggal Warga 19,17
4 Gedung Karya Jitu 16,12
5 Sungai Nibung 23,94
6 Daya Murni 34,42
7 Tulang Bawang Barat Mulya Asri 21,05
8 Tiyuh Pulung Kencana 25,7
9 Purwodadi 17,229
10 Pasar Madang 34,37
1 Tanggamus Talang Padang 35,16
12 Sinar Semendo 19,91
13 Kota Agung Barat 19,35
14 Wonodadi 26,36
15 Bernung 40,57
16 Bogorejo 31,08
17 Pesawaran Wiyono 27,94
18 Negara Saka 16,76
19 Padang Cermin 26,07
20 Cilimus 16,99
21 Lampung Tengah Seputih Jaya 15,9
22 Way Dadi Daru 22,922
23 Pidada 15,3
24 Srengsem 19,8
25 Gulak Galik 17,66
26 | BandarLampung Kaliawi 18,53
27 Rajabasa Jaya 17,9
28 Rajabasa Raya 20,59
29 Tanjung Inten 43,48
30 Banjarejo 22,14
31 Sumbergede 30,26
32 Labuhan Ratu 1 23,72
33 Muara Gading Mas 30
34 Sukorahayu 20
35 Braja Sakti 52,64
36 Mataram Baru 24,6
37 Lampung Timur Srimenanti 32,14
38 Sribhawono 16,6
39 Pugung Raharjo 23,5
40 Purwokencono 20
41 Gunung Sugih Besar 20
42 Adirejo 16,38
43 Mekar Jaya 17
44 Pelindung Jaya 40
45 Rejo Mulyo 50
46 Belimbing Sari 20
47 Lampung Selatan Sido Mekar 35,08
48 Karya Tunggal 24,71

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh

Jika dilihat dari kelurahan yang ada di Provinsi Lampung, wilayah
yang memiliki kawasan kumuh paling luas berada di Kelurahan
Braja Sakti yang mencapai 52,64 ha. sedangkan wilayah yang

148



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

memiliki kawasan kumuh yang paling rendah berada di Kelurahan
Pidada mencapai 15,3 ha.

Sebaran Sistem Penyediaan Air Minum ditinjau berdasarkan
pengembangan sistem penyediaan air minum pada beberapa
kabupaten di wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya.
Berdasarkan pada data infrastruktur terbangun pada data tahun
2021, kondisi air minum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.31 Akses Air Minum Layak dan Kinerja SPAM Provinsi

Lampung
NP Tingkat Kapsitas Volume | Kapasitas| Jumlah Penduduk
Kabupaten AEIE Cakupanu Efflsmn_s: Kehilangan Terpasang | Produksi Idle Pelanggan Terlayani Status
BUMD Pelayanan % |Produksi % PDAM
Air % (L/Dt) (L/Dt) (L/Dt) (Unit Sr) (Jiwa)
PDAM
'-amga‘jg? Limau 26,19% 49,20% 23,12% 235 16 n9 14.542 49.201 *;“gﬁg?
Kunci
PDAM Kurang
Tanggamus Way 10,04% 54,28% 52,99% 125 68 57 6.648 26.450 Sehat
Agung
PDAM
LSQ?QL;”ng Tirta 5,58% 28,28% 29,68% 235 66 169 9.566 30.498 *;“gﬁg?
Jasa
PDAM
'-aTTn’:l‘jfg Way 5,44% 18,33% 23,84% 95 17 78 2,608 1513 Sakit
Guruh
Lampung
Tengah
Lampung
Utara
Way Kanan -
PDAM
Tulang Way .
Bawang Tulang 1,96% 4,16% 61,28% 220 9 21 1165 3.620 Sakit
Bawang
PDAM
Kabupat
Pesawaran en 10,51% 43,71% 21,06% nz 51 66 9.462 36.276 Sehat
Pesawar
an
PDAM
. Way Kurang
Pringsewu Sekamp 15,65% 33,90% 3117% 74 25 49 5.074 16.097 Sehat
ung
Mesuji -
Tulang
Bawang
Barat
Pesisir Barat -
Bandar pv?/QM 12,80% 84,57% 46,63% 694 587 107 44.480 | 130923 |Kurang
Lampung Rila{l OE7e e o270 : : Sehat
Metro -

Sumber: BPPW Provinsi Lampung, 2021

Dari data di atas, Provinsi Lampung memiliki rata-rata akses air
minum layak sejumlah 80,20%. Kota Bandar Lampung memiliki
nilai akses air minum layak tertinggi dengan persentase
pelayanan 98,47% dengan idle capacity sebesar 107 |1/dt,
kemudian terdapat juga kabupaten Pringsewu dengan nilai akses
air minum layak dengan persen pelayanan 96,68% idle capacity
sebesar 49 |/dt.

Adapun menurut profil kinerja infrastuktur cipta karya air minum
bahwa Provinsi Lampung memiliki rata - rata akses air minum
layak sejumlah 80,20 %. Kota Bandar Lampung memiliki nilai
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akses air minum layak tertinggi dengan persentase pelayanan
98,47% dengan idle capacity sebesar 107 |/dtk. Sedangkan
Kabupaten Pringsewu menjadi PDAM yang memiliki idle capacity
terendah, vaitu 49 |/dtk. Namun memiliki nilai akses terhadap air
minum layak dengan persentase pelayanan 96,68 %. Dan berikut
ini gambar diagram kebutuhan air minum di Provinsi Lampung.

700

Liter/Detik

! 0

Lampung Tanggamus Lampung Lampung Tulang Pesawaran Pringsewu Bandar
Barat Selatan Timur Bawang Lampung

mKapasitas Produksi Kapasitas Terpasang Idle Capacity

Gambar 4.15 Diagram Kebutuhan Air Minum di Provinsi

Lampung
Sumber: BPS 2021

Sebaran Sistem Pengolahan Persampahan antara lain terdapat
beberapa infrastruktur persampahan yang tersebar di Provinsi
Lampung guna menunjang kebutuhan infrastruktur persampahan
masyarakat. Terdapat 16 Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang
tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. TPA
Bakung di Kota Bandar Lampung menjadi TPA dengan jumlah
sampah masuk terbanyak di tahun 2021, yaitu 273.750 ton/tahun
dan TPA dengan luas terbesar yaitu 8 Ha. Berikut ini secara rinci
data teknis dan sebaran dari TPA Provinsi Lampung.

Tabel 4.32 Profil Fasilitas TPA Provinsi Lampung
Sampah

No. Kab:g:\:en/ Nama Fasilitas Masuk I(.::g
(ton/tahun)

1 Lampung Barat | TPA Bahway 6.570 0,8

2 Pringsewu TPA Bumiayu 10.950 0,8
Lampung

3 Selatan TPA Natar 7.665 1,0
Lampung .

4 Selatan TPA Kalianda 10.970 1,6

5 Lampung Utara | TPA Alam Kari 10.870 2,0

6 Tanggamus TPA Kalimiring 10.950 0,9
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Tahun 2025 - 2034
Sampah
Kab;g?;en/ Nama Fasilitas Masuk I('::‘;’
(ton/tahun)
Lampung TPA Bandar
7 Tengah Jaya 16.425 1,0
8 Lampung Timur | TPA Sukadana 7.665 0,8
Tulangbawang TPA
9 Barat Penumpangan 0-475 1.2
10 Mesuji TPA Mesuji 5.360 1,5
TPA
N Way Kanan Blambangan 5.245 1,3
Umpu
12 Pesawaran TPA Tamansari 7.665 1,2
TPA
13 Tulangbawang Pancakarsa 8.756 2,0
Menggala
14 Kota Metro TPA Kota Metro 10.950 1,9
15 Pesisir Barat TPA Krui 6.540 1,5
Kota Bandar
16 Lampung TPA Bakung 146.000 8,0

Sumber: BPPW Provinsi Lampung, 2022

Adapun berdasarkan profil infrastuktur persampahan di Provinsi
Lampung terdapat timbulan sampah yang tersebar di berbagai
kota dan kabupaten. Dari kota dan kabupaten di Provinsi
Lampung, yang memiliki timbulan sampah terbanyak yaitu
sebesar 769.00 ton/hari vyaitu berada pada Kota Bandar
Lampung. Dan berikut ini gambar diagram timbulan sampah di
Provinsi Lampung.
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Timbulan Sampah (Ton/Hari)

Kota Metro

Kota Bandar Lampung
Kabupaten Pesisir Barat
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Mesuji
Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Lampung Utara
Kabupaten Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Timur
Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Lampung Barat

Il 8922
I 769.00
I 150.57
W 4735

0 2506

Il °024
B 5000

B 3358

1 .37

Bl 7546
Il 8973

W 4824
I 17229
I 6217

| 10.00

Gambar 4.16 Diagram Timbulan Sampah di Provinsi Lampung
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021, BPPW
Lampung, 2022

Sebaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik guna
menunjang kebutuhan infrastruktur limbah masyarakat antara lain
terdapat beberapa IPLT dan beberapa IPAL yang tersebar di
masing-masing kabupaten dan kota. Berikut ini adalah data rinci
mengenai kondisi teknis dari masing-masing IPLT di Provinsi
Lampung.

Tabel 4.33 Kondisi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja di
Provinsi Lampung

. Nama A Kapasitas | Luas Sistem
e Wilayah IPAL/IPLT Lokasi (m®) (Ha) Pengolahan Status
Ds. Bahway Solid
1 'ézrr‘;ﬁ’””g IPLT Bahway |Kec. Balik 3 1 | Separation Tidak Berfungsi
Bukit Chamber
Ds. .
. s Solid
2 |Tanggamus lP.L.T Kali Kalimiring 70 0,2 | Separation Tidak Berfungsi
Miring Kec. Kota Chamber
Agung Barat
Lampung IPLT Lubuk Solid
3 Selatan Kamal Ds. Kalianda 10 1 Separation Berfungsi
Chamber
Lampung IPLT Bandar |Ds. Bandar Solid Separation |- .
4 Tengah Jaya Jaya 2 02 Chamber Tidak Berfungsi
Lampung . |Ds. Alam Solid Separation | .
5 utara IPLT Alamkari Jaya 45 0,5 Chamber Tidak Berfungsi
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Nama
IPAL/IPLT

Sistem
Pengolahan

Luas
(GE))

Kapasitas
(m%)

Wilayah

Lokasi Status

. IPLT Bumi Ds. Bumi Solid Separation .

6 |Pringsewu Avu Avu 2 0,2 Chamber Berfungsi
Kota Bandar Solid Separation .

7 Lampung IPLT Bakung |Ds. Bakung 40 0,2 Chamber Berfungsi
IPLT Karang . Solid Separation .

8 |Kota Metro Rejo Karang Rejo 15 0,2 Chamber Berfungsi

Sumber: BPPW Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat
Terdapat 8 IPLT yang tersebar di masing-masing kabupaten dan
kota di Provinsi Lampung serta terdapat 1 IPAL komunal di
Kawasan Permukiman RSH Beringin Raya Kota Bandar Lampung
dengan kapasitas 90 m3/hari. IPLT Bakung di KotaBandar
Lampung merupakan IPLT dengan kapasitas terbesar yaitu 15
m3/hari.

Akses Sanitasi Layak (%)

Provinsi Lampung 83.89

Metro

Bandar Lampung
Pesisir Barat
Tulang Bawang Barat
Mesuji

Pringsewu
Pesawaran
Tulang Bawang
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Tengah
Lampung Timur
Lampung Selatan
Tanggamus
Lampung Barat

0.00

I——— 94.64
—— 95,45
I—— 76.68
I——— 75.33
I——— 78.98
I—— 88.91
I——— 83.73
—— 84.83
I—— 78.66
I—— 75.03
I——— 79.37
I—— 86.29
IS——— 94,40
I 68.96
——— 76.50

50.00 100.00

150.00

Gambar 4.17 Persentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota

Provinsi Lampung
Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan gambar diagram diatas, bahwa Provinsi Lampung
memiliki akses sanitasi layak secara rata-rata adalah 83,89%.
Kabupaten Tanggamus menjadi wilayah dengan akses sanitasi
layak terendah, yaitu sebesar 68,96%. Kab/Kota yang berada di
wilayah barat memiliki akses sanitasi yang berada dibawah rata-
rata persentase provinsi.

Pada Tahun 2023, beberapa infrastruktur bidang Permukiman
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yang terbangun dan OPOR, antara lain:

Tabel 4.34 Monitoring Infrastruktur Permukiman

No. Infrastruktur

Volume

Satuan

Lokasi

1 |Gedung Akademik 1 Unit Kota Metro
Center Kampus Il [AIN
Metro
2 |Sekolah Lampung 2 25 Unit Lampung
3 |Madrasah Lampung 1 8 Madrasah Lampung
4 |Madrasah Lampung 2 1N Unit Lampung
5 |SPAM IKK Bumiarum 0,001 Sambungan Lampung
Kabupaten Pringsewu Rumah

Sumber: E-monitoring PUPR, 2023
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4.3.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus
Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Cipta Karya yang dapat
mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.35 Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan

Pertanian
No Infrastruktur Kinerja
Kawasan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah
Sampah masuk
1. TPA Bandar Jaya 1,0 Ha 16.425 ton/tahun
Sudah tidak
2. IPLT Bandar Jaya 0,2 Ha berfungsi
3. Permukiman Kumuh Seputih Jaya 15,9 Ha
Kawasan Pertanian Mesuji
1. TPA Mesuji 1,5 Ha Sampah masuk
5.360 ton/tahun

Sumber: BPPW Lampung, 2021

4.3.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus
Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Permukiman yang dapat
mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.36 Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan

Perkotaan
No Infrastruktur Kinerja
Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung
1. | PDAM Way Rilau 587 1/dt %ﬁ}‘g sehat, idle
Berfungsi dengan
Sistem
2. IPLT Bakung 40 m3 pengolahan Solid
Separation
Chamber
3. TPA Bakung 8 Ha Overload
Way Dadi Daru 22,922 Ha
Pidada 15,3 Ha
Srengsem 19,8 Ha
4. Permukiman Kumuh Gulak Galik 17,66 Ha
Kaliawi 18,53 Ha
Rajabasa Jaya 17,9 Ha
Rajabasa Raya 20,59 Ha

Sumber: BPPW Lampung, 2021

4.3.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Fokus
Perencanaan Pariwisata

Berikut merupakan Infrastruktur Permukiman yang dapat
mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung:

159



160

RPWProvinsi Lanpung

Tahun 2025 - 2034
Tabel 4.37 Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan
Pariwisata
No Infrastruktur Kinerja
Kawasan Perkotaan PKN Bandar Lampung
1. | PDAM Way Rilau 587 1/dt %‘;"’l‘;‘g sehat, idle
Berfungsi dengan
Sistem
2. IPLT Bakung 40 m3 pengolahan Solid
Separation
Chamber
3. TPA Bakung 8 Ha Overload
Way Dadi Daru 22,922 Ha
Pidada 15,3 Ha
Srengsem 19,8 Ha
4. Permukiman Kumuh Gulak Galik 17,66 Ha
Kaliawi 18,53 Ha
Rajabasa Jaya 17,9 Ha
Rajabasa Raya 20,59 Ha

Sumber: BPPW Lampung, 2021

Tabel 4.38 Profil Infrastruktur Permukiman Fokus Kawasan
Pariwisata

No Infrastruktur Kinerja
Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya

Kapasitas idle 78

1. PDAM Way Guruh 17 1/dt liter/detik,
status sakit
2. | TPA Sukadana 0,8 Ha Sampah masuk

7.665 ton/tahun

Kawasan Pariwasata KSPN Krakatau dan sekitarnya

Kapasitas idle
169 liter/detik,

1. | PDAM Tirta Jasa 66 I/dt status kurang
sehat
Sampah masuk
2. | TPA Natar 1Ha 7.665 ton/tahun
] Sampah masuk
3. TPA Kalianda 1,6 Ha 10.970 ton/tahun
i 3
4. | IPLT Lubuk Kamal 10 m3 Kapasitas 10 m

masih berfungsi

Sumber: BPPW Lampung, 2023

4.3.4. Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Sakai
Sambayan Kab. Pringsewu dilakukan melalui pembangunan 3 unit
gedung TPS3R dan infrastruktur sebagai sarana pendukung
TPS3R Pringsewu Utara, Barat, dan Selatan telah berfungsi dan
melayani hampir di seluruh RT di wilayah Kelurahan Pringsewu
Selatan, Pringsewu Utara, serta Pringsewu Barat. Masing-masing
TPS3R tersebut sudah beroperasi dan berjalan dengan baik.

Program TPS3R yang terdapat di Kawasan Sakai Sambaiyan ini
salah satu infrastruktur yang bermanfaat untuk
mereduksi/mengurangi sampah di Kabupaten Pringsewu dengan
total sampah yang berkurang sebesar 3,93% atau 2.329
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Ton/Tahun untuk seluruh Kabupaten Pringsewu. TPS3R di
Kawasan Sakai Sambaiyan melayani 827 KK dengan rincian:
TPS3R Pringsewu Selatan telah melayani 1292 Jiwa 294 KK,
TPS3R Pringsewu Barat telah melayani 753 Jiwa 189 KK, TPS3R
Pringsewu Utara telah melayani 543 Jiwa 344 KK.

4.4. Profil dan Infrastruktur Perumahan

Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Lampung yaitu sebanyak
120.174 unit. Berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Tahun 2023, berikut data
rumah tidak layak huni berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi
Lampung.

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Lampung

30,000
26,003
25,000
20,000 18,243
5
= 15000
& 9,672 9,870
10,000 8,078
6.757 5721 >0 6739 6,016 777
4,021
5,000 I I I 2,085' 2,206 I
254
_ "
N N c> LS LD N > O o
’b 2 & @ @ S x$
<<\ & S ) 2 o > > @
QQ) N (OQ J & /\®<‘ QO \19 ,0 o 5 ¢ q<2> ) \{b PSR
0 o @ & O RS
& K L IR A S e R R
& > &Q S & NG > Q P
NG, <(\Q NG @Q o < < L
NG ,OOQ Q
<>
Kabupaten/Kota

Gambar 4.22 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kab/Kota

Provinsi Lampung
Sumber: Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem), 2023

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertinggi berada pada
Kabupaten Lampung Timur 26.003 Unit, Kabupaten Lampung
Utara 26.003 Unit, dan Kabupaten Lampung Tengah 9.870 Unit,
sedangkan RTLH terendah berada pada Kota Metro 254 Unit,
Kabupaten Pringsewu 2.085 Unit, dan Kabupaten Tulang Bawang
Barat 2.206 Unit
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Backlog Perumahan adalah salah satu indikator yang digunakan
oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah
kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog rumah dapat diukur dari
dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi
kepemilikan.

Tabel 4.39 Backlog Perumahan Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung

Wilavah Backlog Kepenghunian Backlog Kepemilikan
y Rumah (KK) Rumah (KK)

Lampung Barat 49.059 42.990
Tanggamus 43.993 39.822
Lampung
Selatan 70.818 63.495
Lampung Timur 94.966 86.609
Lampung
Tengah 166.400 150.775
Lampung Utara 49.383 42.055
Way Kanan 40.491 36.669
Tulang Bawang 41.623 37.049
Pesawaran 31.298 27.433
Pringsewu 40.083 35.706
Mesuji 21.999 20.140
Tulang Bawang
Barat 27.292 23.351
Pesisir Barat 12.110 11.317
Bandar
Lampung 149.218 91.515
Metro 23113 18.007
Provinsi
Lampung 861.846 726.933

Sumber: http.//datartlh.perumahan.pu.go.id, 2022 dan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat angka backlog
menandakan masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki
rumah. Dilihat dari angka backlog yang ada pada tahun 2022,
wilayah dengan backlog Kepemilikan Rumah tertinggi adalah di
Kabupaten Lampung Tengah sejumlah 150.775 unit.

Pada Tahun 2023, beberapa infrastruktur bidang Perumahan
yang terbangun dan OPOR, antara lain:
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Tabel 4.40 Monitoring Infrastruktur Perumahan
No. Infrastruktur Volume Satuan | Lokasi
. Kab.
Rumah Susun Institut .
1 - 28 Unit Lampung
Teknologi Sumatera Selatan
5 PSU Perumahan bagi 100 Unit Lampung
MBR
. Kab.
3 rI\D/lsBLéQPerumahan bagi 70 Unit Lampung
Selatan
. Kab.
4 IE)/ISBU Perumahan bagi 140 Unit Lampung
Selatan
5 |Rumah Swadaya 2250 Unit Lampung

Sumber: E-monitoring PUPR, 2023

4.4.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus
Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Perumahan yang dapat
mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.41 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan
Pertanian

Infrastruktur Profil Eksisting/ Rencana Capaian Kinerja
Kawasan Pertanian Lampung Tengah

° Backlog Kepemilikan
150.775 unit

° Backlog Kepenghunian
166.400 unit

1. Perumahan Jumlah RTLH 9.870 unit

Kawasan Pertanian Mesuji

° Backlog Kepemilikan
20.140 unit

° Backlog Kepenghunian
21.999 unit

Sumber: http.//datartih.perumahan.pu.go.id, 2022 dan Data P3KE (Pensasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

1. Perumahan Jumlah RTLH 6.016 unit

4.4.2. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus
Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Perumahan yang dapat
mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.42 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan
Perkotaan

Infrastruktur Profil Eksisting/ Rencana Capaian Kinerja
Kawasan PKN Bandar Lampung

° Backlog I_(epemilikan
1. Perumahan Jumlah RTLH 7.177 unit 91.515 unit )
° Backlog Kepenghunian
149.218 unit
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Sumber: http.//datartlih.perumahan.pu.go.id, 2022 dan Data P3KE (Pensasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

4.4.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan Fokus
Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan Infrastruktur Perumahan yang dapat
mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung:

Tabel 4.43 Profil Infrastruktur Perumahan Fokus Kawasan

Pariwisata
Infrastruktur Profil Eksisting/ Rencana
Kawasan Pariwisata KSPN Way Kambas dan sekitarnya

Capaian Kinerja

° Backlog Kepemilikan
86.609 unit

. Backlog Kepenghunian
94.966 unit

1. Perumahan Jumlah RTLH 26.003 unit

Kawasan Pariwisata KSPN Krakatau dan sekitarnya

. Backlog Kepemilikan
63.495 unit

. Backlog Kepenghunian
70.818 unit

1. Perumahan Jumlah RTLH 8.078 unit

Sumber: http.//datartlh.perumahan.pu.go.id, 2022 dan Data P3KE (Pensasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

4.5. Profil dan Infrastruktur Non PUPR

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera
karena letaknya di ujung Pulau Sumatera dan memiliki posisi
geografis yang sangat menguntungkan. Provisi Lampung
berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat
perekonomian negara. Dalam upaya mendukung mengekskalasi
pertumbuhan perekonomiannya, Provinsi Lampung didukung
oleh berbagai infrastruktur perhubungan yang terus berkembang
yang meliputi terminal, pelabuhan dan bandara. adapun
infrastruktur non PUPR Perhubungan yang terdapat di Provinsi
Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44 Daftar Infrastruktur Perhubungan Provinsi Lampung

No Nama | Lokasi Keterangan

! ﬁ?gﬁi[a Raden Tanjung Karang Internasional
2 Eiaenrggga M. Taufiq Pesisir Barat Domestik

3 EZ?StagibIo'\yo o Way Kanan Domestik

4 E?gﬁga AU Astra Tulang Bawang Domestik

5 Terminal Rajabasa Tanjung Karang Terminal Tipe A
6 | Terminal Panjang Kﬁgam?oir;%ar Terminal Tipe B
7 Lzmigal Kota Kota Agung Terminal Tipe B
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No Nama | Lokasi Keterangan

8 Terminal Mulyojati Kota Metro Terminal Tipe B

9 ;ﬁminal Kota Kota Bumi Terminal Tipe B

10 &2:23:?;9 Bukit Lampung Utara Terminal Tipe B

n -r*l;learr?;igaalla Manggala Terminal Tipe B

12 E;g[gﬂaelm Lampung Selatan Terminal Tipe B

13 Terminal Liwa Lampung Barat Terminal Tipe B

14 ;‘:‘ETE?J] Way Lampung Barat Terminal Tipe B

15 Terminal Kemiling Kﬁg?n%ir:%ar Terminal Tipe B

16 ng}gr‘:gan Bandar Lampung Pelabuhan Utama

17 EEL?J?]l.éhan Teluk Bandar Lampung Pelabuf;aaengiennaglgumpan
18 Eg{j\ablg;\gn Lampung Selatan Pelabuf&aengiennagl;umpan
19 Eggaubnudr}an Lampung Selatan PelabuhaCoi(aergumpan
20 Egll?ak;]l.(ljhaan Lampung Selatan Pelabuhal?oigll’]gumpan
21 Eg{j\gslfhan P. Lampung Selatan Pelabuhafoiglngumpan
22 | Pelabuhan Mesuiji Mesuji PelabuhaCoiglngumpan
23 ggllgibuhan Batu Tanggamus Pelabuhal?oiglngumpan
24 Egg%g?}agn Lampung Selatan Pelabuha[]oiglngumpan
25 Eglr?;uhan Kuala Lampung Timur Pelabuha&igrgumpan
26 Eﬂgg;gi? Lampung Timur Pelabuhal?oiglngumpan
27 ESLaabrggizg Way Pringsewu Pelabuhafoiglngumpan
28 _Fljglk;dli)aunhan Tanggamus PelabuhaCoita-:-lngumpan
29 ?g:ggggan Tulang Bawang Pelabuhafoigrgumpan
20 fflilr&wlg;gﬁan Menggala Pelabuhaﬁoigrgumpan
51| borsbunan Lompung Barat | PeIRDUAT Pengumpar
32 | Pelabuhan Krui Lampung Barat Pelabuhafoigrgumpan
23 gg:c?&tijk?an Way Lampung Tengah Pelabuhaﬁoigrgumpan
34 gilit%ughan Sungai Tulang Bawang PelabuhaCoita-:-lngumpan

Sumber: RTRW Provinsi Lampung
Di samping, Infrastruktur perhubungan terdapat juga
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Infrastruktur Kelistrikan dimana Provinsi Lampung umumnya
sudah menggunakan PLN sebagai sumber penerangan, vyaitu
sebesar 98,22%. Kota Metro menggunakan listrik PLN sebagai
sumber satu-satunya penerangannya, vyaitu sebesar 100%.
Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten dengan tingkat
penggunaan sumber penerangan bukan dari listrik yang terbesar,
yaitu 15,44%. Hal tersebut perlu menadapatkan perhatian khusus,
karena listrik menjadi hal yang penting selain sebagai sumber
penerangan, listrik juga sangat diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan aktivitas rumah tangga.

Tabel 4.45 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut
Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Lampung
Tahun 2021

Kabupaten/Kota | Listrik PLN  |Listrik Non-PLN Bukan Listrik
Lampung Barat 84,23 15,44 0,33
Tanggamus 99,19 0,55 0,26
Lampung Selatan 99,04 0,63 0,32
Lampung Timur 98,70 1,22 0,08
Lampung Tengah 98,74 0,92 0,34
Lampung Utara 98,62 0,31 1,07
Way Kanan 97,99 1,53 0,49
Tulang Bawang 99,43 0,57 0,00
Pesawaran 97,50 2,50 0,00
Pringsewu 99,18 0,70 0,12
Mesuji 96,37 2,68 0,95
Tulang Bawang Barat 99,74 0,16 0,10
Pesisir Barat 90,10 5,75 4,14
Bandar Lampung 99,81 0,00 0,19
Metro 100,00 0,00 0,00
Lampung 98,22 1,43 0,35

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

4.5.1. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus
Perencanaan Pertanian

Berikut merupakan Infrastruktur Non PUPR vyang dapat
mendukung fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung:

Tabel 4.46 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan
Pertanian
No Nama \ Lokasi Keterangan
Kawasan Pertanian Lampung Tengah
1 Pelabuhan  Way
Seputih
Kawasan Pertanian Mesuji

Pelabuhan Pengumpan

Lampung Tengah Lokal

Pelabuhan Pengumpan
Lokal

1 Pelabuhan Mesuiji Mesuji

Sumber: RTRW Provinsi Lampung
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4.5.2. Profil

dan Kinerja

Perencanaan Perkotaan

Berikut merupakan

Infrastruktur

Infrastruktur

Non

Non PUPR Fokus

PUPR vyang dapat

mendukung fokus kawasan perkotaan di Provinsi Lampung:

Tabel 4.47 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan

)\ [e] Nama
1 Terminal Rajabasa

Perkotaan
Lokasi
Tanjung Karang

Keterangan
Terminal Tipe A

2 Terminal Panjang

Kota Bandar

Terminal Tipe B

Lampung
. s Kota Bandar . .
3 Terminal Kemiling Lampung Terminal Tipe B
Pelabuhan
4 Panjang Bandar Lampung Pelabuhan Utama
Pelabuhan Teluk Pelabuhan Pengumpan
> Betung Bandar Lampung Regional
Sumber: RTRW Provinsi Lampung
4.5.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Non PUPR Fokus
Perencanaan Pariwisata
Berikut merupakan Infrastruktur Non PUPR vyang dapat

mendukung fokus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung:

Tabel 4.48 Profil Infrastruktur Non PUPR Fokus Kawasan

Pariwisata
No Nama Lokasi Keterangan
KSPN Way Kambas dan sekitarnya
1 Eglr?ebtuhan Kuala Lampung Timur Pelabuha&igrgumpan
2 I\P/legl;s\igggzli’] Lampung Timur Pelabuhafoiglngumpan
KSPN Krakatau dan sekitarnya
1 E}?ggﬂa Raden Tanjung Karang Internasional
2 EgLrger]_gni Lampung Selatan Terminal Tipe B
3 gglbaablgrr:gn Lampung Selatan PelabuhRaengli:;ennaglgumpan
4 Eglgaubnudhian Lampung Selatan PelabuhaCoiglngumpan
5 Eglliaabntéhaan Lampung Selatan Pelabuha&)igrgumpan
6 gglbaé)stijhan P. Lampung Selatan PelabuhaCoita-:-lngumpan
7 Egg%;?%n Lampung Selatan PelabuhaCoiglngumpan

Sumber: RTRW Provinsi Lampung
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Bab ini  menjelaskan tentang potensi dan tantangan
pengembangan wilayah Provinsi Lampung yang dirumuskan
menjadi isu strategis berdasarkan konteks perencanaan makro
(tinjauan nasional), meso (tinjauan regional wilayah Jawa-
Sumatera), dan mikro (tinjauan wilayah Provinsi Lampung).
Penetapan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan
kondisi eksisting dan fokus kebijakan sebagai baseline, tren
pengembangan di masa yang akan datang dan masalah utama
yang dihadapi untuk mencapai kondisi tersebut. Permasalahan
dan isu strategis menjadi masukan dalam menyusun skenario
pengembangan wilayah (Bab 6).

5.1. Isu Strategis Provinsi

Permasalahan dan Isu Strategis di Provinsi Lampung adalah:
A. Kendala Kewilayahan:

1. Sebagian wilayah di sisi Barat Provinsi Lampung
memiliki tingkat kelerengan yang cukup curam serta
terdapat beberapa ancaman bencana alam.

2. Sebanyak 367 desa di Provinsi Lampung termasuk
dalam desa yang terklasifikasi tingkat kekeringan
tinggi.

3. Sebesar 9,83% wilayah Provinsi Lampung
diklasifikasikan bahaya bencana tanah longsor tinggi
berada pada Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus,
dan Lampung Barat.

4. 7,58% luas wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan
bahaya bencana banjir tinggi berada pada Kabupaten
Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuiji.

5. 28,70% wilayah Provinsi Lampung termasuk dalam
klasifikasi bahaya bencana gempa bumi.

6. Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas
pada komoditas berbasis sumber daya alam.

7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif sebesar
69,90, meskipun nilai IPM tersebut meningkat setiap
tahunnya.

8. Kawasan Industri yang diamanatkan dalam RPJMN
masih dalam proses perencanaan.

B. Kendala Infrastruktur:

1.  Kurangnya konektivitas antarkawasan strategis dan
antarwilayah di Provinsi Lampung untuk mendukung
hilirisasi industri serta pergerakan barang dan orang.

2. Beberapa wilayah di bagian utara, barat, serta
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10.

kepulauan masih belum memiliki infrastruktur dasar
yang memadai.

Sebagian jalan yang berada pada wilayah utara
berada pada kondisi tidak mantap (10,80%).

6 dari 65 ruas jalan nasional memiliki nilai VCR > 0,9,
yaitu (1) Tegineneng - Sp. Tj. Karang;, (2)
Gedongtataan - Bts. Kota Bandar Lampung; (3) Jalan
Imam Bonjol (Bandar Lampung); (4) Jalan Monginsidi
(Bandar Lampung); (5) Jalan Jaksa Agung Rl R.
Soeprapto (Bandar Lampung); dan (6) Way Galih -
Bergen.

Cakupan pelayanan air minum layak terendah sebesar
1,96% berada di Kabupaten Tulang Bawang.

Akses sanitasi layak terendah sebesar 68,96% dimiliki
Kabupaten Tanggamus.

Sebagian besar fasiltas IPLT sebesar 50% tidak
berfungsi karena buruknya faktor operasional rutin
yang tidak dilaksanakan secara berkala.

Total luas kawasan kumuh Provinsi Lampung seluas
2.489,09 Ha dan kategori kawasan kumuh berat (> 15
Ha) sebanyak 48 kawasan dengan luas 1.215,96 Ha.
Masih terdapat 120.1773 Rumah Tidak Layak Huni yang
tersebar di Provinsi Lampung.

Backlog tahun 2022 Provinsi Lampung untuk
kepenghunian 861.846 KK dan kepemilikan 726.933
KK.
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C. Isu Strategis:

1. Potensi pengembangan produksi dan hilirisasi pada
sektor pertanian dan perkebunan.

Potensi pengembangan pariwisata alam, buatan, dan
ekonomi kreatif.

Pengembangan simpul transportasi dan pintu
gerbang Pulau Sumatera.

Sebagian besar wilayah provinsi berpotensi untuk
dikembangkan.

Ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota
(ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur).

Sebagian besar wilayah provinsi berpotensi untuk
dikembangkan, seperti pengembangan pariwisata
alam, buatan, dan ekonomi kreatif.

Terjadinya risiko bencana alam di beberapa wilayah.
Tersebarnya kawasan kumuh dan kurangnya
penyediaan infrastruktur dasar penunjang perkotaan.

SIS B NS N

© N

5.2. Isu Strategis Fokus Perencanaan

5.2.1. Isu Strategis Fokus Pertanian

Provinsi Lampung merupakan salah satu Lumbung Pangan
Nasional yang menduduki peringkat ke-6 terbesar nasional
dengan produksi padi 2,69 juta ton pada tahun 2022. Kabupaten
dengan produksi padi terbesar antara lain Lampung Tengah
(540.115,25 ton/tahun), Lampung Timur (397.256 ton/tahun),
Mesuji (283.879,49 ton/tahun). Akan tetapi, produktivitas
tanaman padi masih di bawah rata-rata nasional (52,38 ku/ha)
yaitu sebesar 51,87 ku/ha.

Sektor Pertanian di Provinsi Lampung didukung oleh infrastruktur
Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan kawasan
pertanian dengan sumpul distribusi hingga ke wilayah lain di
Pulau Sumatera. Selain itu, sektor pertanian juga didukung
dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way
Sekampung yang berfungsi sebagai sumber air irigasi.

Dilihat dari PDRB Provinsi Lampung, sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan merupakan sektor yang berkontribusi paling besar
terhadap PDRB provinsi yaitu sebesar 27,90% pada 2022. Sejalan
dengan PDRB, SDM pada sektor pertanian juga mendominasi
dimana sebanyak 43% (1.843,5 ribu) dari penduduk yang bekerja
di Provinsi Lampung bermata pencaharian di sektor pertanian.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015, terdapat
Daerah Irigasi Kewenangan Pusat antara lain 3 (tiga) Daerah
Irigasi Permukaan dengan total luas 55.494 Ha dan 3 (tiga)
Daerah Irigasi Rawa dengan luas 48.128 Ha. Namun di sisi lain,
terdapat beberapa tantangan seperti nncaman bencana banjir
tinggi di lokasi produksi pertanian, dukungan pengembangan
SDM dan alat pertanian kepada masyarakat yang masih belum
optimal, keterbatasan anggaran dari pemerintah maupun badan
usaha (BUJT) untuk membangun jalan tol, pengembangan
jaringan irigasi baru memerlukan anggaran yang besar, belum
adanya sektor industri yang menampung hilirisasi produk
pertanian, dukungan pengembangan SDM dan alat pertanian
kepada masyarakat yang masih belum optimal, masih banyaknya
jaringan irigasi yang mengalami kerusakan (Nilai Indeks Kinerja
Irigasi/IKSI di Provinsi Lampung masih rendah (rata-rata nilai IKSI
gabungan 0,5 atau lebih rendah) atau belum adanya jaringan
irigasi tersier yang tersambung sampai persawahan dan
penurunan luas lahan baku sawah akibat alih fungsi guna lahan
sawit sebesar 9%.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sektor pertanian di
Provinsi Lampung, diperlukan strategi dan kebijakan yang
mendukung sektor pertanian yaitu dengan optimalisasi
infrastruktur pendukung pertanian untuk meningkatkan daya
saing produksi pertanian dan dapat menjadikan Provinsi
Lampung sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di
Pulau Sumatera. Hal ini dapat didukung dengan beberapa opsi
pengembangan di masa seperti pengembangan jaringan Jalan Tol
Trans Sumatera yang terkoneksi sampai dengan seluruh wilayah
Pulau Sumatera sehingga meningkatkan distribusi hasil pertanian
ke provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, optimalisasi
Bendungan Way Sekampung sebagai sumber suplai irigasi,
meningkatkan nilai tambah komoditas hasil pertanian melalui
hilirisasi agroindustri, meningkatnya kualitas SDM terdidik dan
terampil pada sektor pertanian melalui penyediaan pendidikan
pertanian, meningkatnya nilai IKSI menjadi kategori baik (di atas
0,7) dan mempertahankan luasan LP2B serta menetapkan LSD
sesuai dengan kebijakan pertanian nasional.
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5.2.2. Isu Strategis Fokus Perkotaan

Terdapat 1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Lampung
yaitu PKN Bandar Bandar Lampung, serta 6 Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) meliputi PKW Metro, PKW Kalianda, PKW Liwa,
PKW Menggala, PKW Kotabumi, dan PKW Kota Agung. Tersedia
infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi perkotaan, berupa
Bandar Udara Internasional Radin Inten Il yang melayani
pergerakan orang dan barang antarprovinsi maupun
internasional. Selain itu, terdapat Pelabuhan Panjang dan
Pelabuhan Bakauheni sebagai dukungan simpul transportasi.
Pelabuhan Panjang menjadi pelabuhan internasional yang
dikunjungi 447 kapal pelayaran luar negeri dan 1.049 kapal
pelayaran dalam negeri setiap tahunnya. Komoditas lemak dan
minyak hewan/nabati; komoditas batubara; dan komoditas kopi,
teh dan rempah-rempah merupakan beberapa komoditas
unggulan yang telah diekspor ke berbagai negara. Sedangkan
Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera
yang menghubungkan dengan pulau Jawa.

Saat ini telah terbangun Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi
Lampung yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni sampai
dengan batas Sumatera Selatan. Jalan Nasional yang
menghubungkan simpul-simpul transportasi berada pada kondisi
yang mantap, dan memiliki tingkat VCR yang cukup rendah
sehingga arus lalu lintas cenderung stabil. Sedangkan kinerja jalan
daerah (provinsi dan kabupaten) tergolong masih rendah.

Terkait infrastuktur dasar, terdapat 16 Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Lampung. TPA Bakung di Kota Bandar Lampung menjadi TPA
dengan jumlah sampah masuk terbanyak di tahun 2021, yaitu
273.750 ton/tahun. Sebagian besar sistem pengolahan
persampahan belum menggunakan sistem Sanitary Landfill, hal ini
mengakibatkan pengolahan sampah yang belum memenuhi
standart kesehatan lingkungan. TPA eksisting yang ada di
Provinsi Lampung kapasitasnya sudah mencapai maksimal dan
perencanaan TPA Regional belum diputuskan. PKN Bandar
Lampung memiliki akses sanitasi layak sebesar 95,45% dan PKW
Metro sebesar 94,64%. Kedua nilai akses sanitasi layak ini berada
di atas rata-rata Provinsi Lampung yaitu 83,89%.

Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Lampung yaitu sebanyak
120.173 unit. Total backlog perumahan di Provinsi Lampung
mencapai 861.846 KK kepenghunian rumah dan 726.933 KK
kepemilikan rumah. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan tingkat
backlog perumahan vyang tinggi di kawasan perkotaan
menyebabkan banyak masyarakat di perkotaan belum memiliki
rumah yang kebencanaan.



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Kawasan perkotaan di Provinsi Lampung rentan terhadap
kerentanaan seperti banjir, tanah langsor, gempa bumi, dan
tsunami. Sebesar 7,58% luas wilayah Provinsi Lampung
diklasifikasikan bahaya bencana banjir tinggi. Sebesar 9,83%
wilayah Provinsi Lampung diklasifikasikan bahaya bencana tanah
longsor tinggi. Sebesar 28,70% wilayah Provinsi Lampung
termasuk dalam klasifikasi bahaya bencana gempa bumi. Dengan
demikian, untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni
dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi perkotaan,
dibutuhkan pemenuhan infrastruktur dasar pada kawasan
perkotaan berbasis mitigasi bencana.
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5.2.3. Isu Strategis Fokus Pariwisata

Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi
Lampung mencapai 2.549.925 orang dengan wisatawan
nusantara sebanyak 2.548.394 dan wisatawan mancanegara
sebanyak 1.531 orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya
infrastruktur pendukung pariwisata yaitu Tol Trans Sumatera
yang memudahkan akses dari dan menuju ke Provinsi Lampung
baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera Bagian Selatan.

Sesuai dengan RTRWN dan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional 2010-2025, Provinsi Lampung diarahkan
untuk pengembangan kawasan pariwisata alam berskala nasional.
Di Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) KSPN yang berpotensi
untuk dikembangkan yaitu KSPN Way Kambas dan sekitarnya
KSPN Krakatau dan sekitarnya. Pada KSPN Way Kambas terdapat
Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang memiliki 5 (lima) tipe
ekosistem yaitu ekosistem mangrove, pantai, riparian, hutan rawa
air tawar dan hutan dipterokarpa dataran rendah yang
menjadikan kawasan TNWK sebagai habitat bagi berbagai
macam spesies satwa. Hal tersebut menjadikan TNWK memiliki
daya tarik tersendiri. Pada KSPN Krakau dan Sekitarnya
merupakan daerah konservasi alam. Daya tarik dari kawasan
pariwisata ini adalah pesisir pantai Lampung selatan dan
fenomena vulkanik yang terus berlangsung. Faktor yang
mendorong wisatawan untuk berkunjung di Lampung juga
dipengaruhi oleh harga tiket wisata yang relatif terjangkau serta
Terdapat kelompok sadar wisata Desa Braja Harjosari (KSPN Way
Kambas dan sekitarnya) dan Komunitas Putera Krakatau (KSPN
Krakatau dan sekitarnya).

Namun pada sektor pariwisata ini masih terdapat permasalahan
diantaranya sarana prasarana pariwisata yang perlu ditingkatkan,
sarana dan prasarana pariwisata lokal daerah yang masih terbatas
sehingga daya tarik wisata kurang optimal, penebangan dan
perburuan liar yang mengancam terhadap ekosistem TNWK,
minimnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata, khususnya
terkait dengan evakuasi bencana, masih terbatasnya kualitas SDM
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor pariwisata
dan pilihan sarana transportasi yang terbatas menuju kawasan
pariwisata. Beberapa opsi untuk mengatasi permasalahan
tersebut antara lain dengan pengembangan akses dan
infrastruktur pendukung pariwisata, menjadikan KSPN Way
Kambas pusat kegiatan pariwisata alam Provinsi Lampung yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, mewujudkan KSPN
Krakatau sebagai pariwisata alam terintegrasi dengan BHC
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(Bakauheni Harbour City), meningkatkan kualitas SDM dalam

mengelola dan mempromosikan pariwisata Lampung serta
pembentukan paket pariwisata yang terintegrasi.
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6.1. Proyeksi Pertumbuhan

Proyeksi Penduduk merupakan metode hitung prediksi jumlah
penduduk di masa depan berdasarkan kondisi saat ini dengan
kondisi sebelumnya. Perhitungan proyeksi penduduk dapat
menjadi acuan oleh pemerintah agar dapat membuat rancangan
dan strategi pembangunan sesuai dengan prediksi kondisi yang
sekiranya akan terjadi di masa depan. Berikut adalah proyeksi
penduduk di Provinsi Lampung:

Tabel 6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2022-

2029
Kabupaten/ Kota Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun ke -N (Pn)
Laju
Nama Pertumbuhan
2020-2021
'éaarr‘;‘g””g 0,27 302.749 304.894 307.054 309.229 311.420
Tanggamus 115 645.807 655.757 665.86 676.119 686.536
Lampung 0,93 1.071.727 1.085.973 | 1100.408 | 1.115.035 1129.857
Selatan
#?r;“uprur‘g 0,93 118115 1133.061 1148207 | 1163.556 | 1.179.109
Lampung 1,59 1477.395 | 1.506.797 | 1.536.785 | 1.567.370 | 1.598.563
Tengah
b?g:g“”g 0,21 634117 638.316 642.542 646.797 651.079
Way Kanan 0,93 476.871 483191 489.595 496.084 502.659
Tulang 0,19 430.63 433.41 436.21 439.027 441.863
Bawang
Pesawaran 119 481,708 489281 496.973 504.786 512.722
Pringsewu 0,45 406.823 410.369 413.946 417.554 421193
MesUji 1,32 229.772 233.78 237.857 242.006 246.227
Tulang
Bawang 0,72 287.707 290.969 294.267 297.603 300.977
Barat
Pesisir Barat 0,77 163.641 165.576 167.534 169.515 171.52
Kota Bandar 2,16 1184.949 | 1.214.453 | 1244.691 | 1275.683 | 1.307.446
Lampung
Kota Metro 0,87 169.781 171.933 74113 176.32 178.555
TOTAL 9.081.792 | 9.217.761 | 9.356.043 | 9.496.683 | 9.639.725

Kab:gfaten/ Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun ke -N (Pn)

Nama 4 5 &

2027 2028 2029

Iézr:;r?ung 313.627 315.849 318.086 320.340 331.850
Tanggamus__| 697.113 707.854 718.759 729.833 787.815
Lampung
o 1144.876 1160.094 1175.514 1191140 1.272.439
#?g‘u"rung 1194.871 1.210.843 1.227.029 1.243.431 1.328.790
Lampung
Tenoah 1.630.376 1.662.824 1.695.916 1.729.668 1.908.772
b?g;g””g 655.39 659.73 664.098 668.495 690.922
Way Kanan__| 509.321 516.071 522.01 529.841 565.895
Tulang
Bawang 444.716 447.589 450.479 453.389 468.220
Pesawaran 520.783 528.97 537.286 545.733 590.001
Pringsewu 424.864 428.568 432.303 436.071 455.409
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Tahun 2025 - 2034
Kab;g?;en/ Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun ke -N (Pn)
Nama 6 7 2 ] 10
2026 2027 2028 2029 2034
Mesuji 250.522 254.891 259.337 263.860 287.688
Tulang
Bawang 304.389 307.839 311.329 314.859 333115
Barat
Pesisir Barat 173.548 175.6 177.677 179.778 190.661
Kota Bandar
Lampung 1.340.000 1.373.364 1.407.559 1.442.606 1.631.371
Kota Metro 180.818 183.11 185.431 187.782 199.989
TOTAL 9.785.213 9.933.194 10.083.715 10.236.824 11.042.935
Sumber: BPS, 2021
Berdasarkan proyeksi penduduk Provinsi Lampung per

kabupaten/kota berdasarkan Proyeksi Least Square di atas, dapat
diketahui bahwa pada tahun 2034 mendatang, diproyeksikan
jumlah penduduk Provinsi Lampung mencapai 11.042.935 jiwa.
Jumlah penduduk paling banyak di tahun 2034 berada di
Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah proyeksi penduduk
1.908.772 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk di tahun
2034 dengan jumlah terkecil berada di Kabupaten Pesisir Barat
dengan jumlah penduduk 190.661 jiwa.

Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto, dapat diketahui bahwa
kepadatan penduduk kabupaten/kota di Provinsi di tahun 2025
termasuk kedalam kepadatan rendah, kecuali untuk Kota Bandar
Lampung dan Kota Metro. Untuk kecamatan dengan klasifikasi
kepadatan tinggi berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan,
Teluk Betung Utara, dan Kedaton. Sedangkan kecamatan dengan
klasifikasi kepadatan penduduk sangat tinggi berada di
Kecamatan Bumi Waras, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang
Pusat, dan Way Halim.

Berdasarkan gambar peta proyeksi kepadatan penduduk
kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2029 termasuk
kedalam kepadatan rendah, kecuali Kota Bandar Lampung dan
Kota Metro. Kecamatan dengan klasifikasi kepadatan tinggi
berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara,
Kedaton, dan Enggal. Sedangkan Kecamatan dengan klasifikasi
kepadatan penduduk sangat tinggi berada di Kecamatan Bumi
Waras, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, dan Way
Halim.
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Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Sektor Unggulan
dilakukan melalui proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk
setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023-
2029 sebagai berikut:

Tabel 6.2 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk
setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2023-

2029

Coarat . Tonggamus  [SORTS LRI | enah. | Utera© | Kenan  Bawang
2021 5.053,32 10.924,78 30.541,21 | 29.000,40 | 48.710,04 | 16.727,89 9.736,50 | 16.062,92
2022 5.224,90 11.275,20 31.535,12 32.743,40 | 50.425,80 | 17.298,32 | 10.072,08 | 16.624,72
2023 5.352,40 11.521,15 32.266,64 | 33.794,80 | 51.740,60 | 17.727,04 | 10.333,46 | 17.048,84
2024 5.479,90 11.767,10 32.998,16 | 34.846,20 | 53.055,40 18.155,76 10.594,84 | 17.472,96
2025 5.607,40 12.013,05 33.729,68 | 35.897,60 | 54.370,20 | 18.584,48 | 10.856,22 | 17.897,08
2026 5.734,90 12.259,00 34.461,20 | 36.949,00 | 55.685,00 | 19.013,20 11.117,60 18.321,20
2027 5.862,40 12.504,95 35.192,72 | 38.000,40 | 56.999,80 | 19.441,92 11.378,98 | 18.745,32
2028 5.989,90 12.750,90 35.924,24 | 39.051,80 58.314,60 | 19.870,64 | 11.640,36 | 19.169,44
2029 6.117,40 12.996,85 36.655,76 | 40.103,20 | 59.629,40 | 20.299,36 | 11.901,74 19.593,56

Linear Linear Linear Linear Linear Linear Linear Linear
2021 16.062,92 11.492,49 7.870,16 7.107,31 7.970,78 3.133,19 39.818,10 4.358,39
2022 16.624,72 11.883,08 8.123,76 7.348,74 8.244,12 3.249,72 4152714 4.512,26
2023 | 17.048,84 12.154,26 8.321,77 7.531,63 8.452,29 | 3.329,64 42.804,66 4.625,97
2024 | 17.472,96 12.425,44 8.519,78 7.714,52 | 8.660,46 | 3.409,56 44.121,50 4.739,68
2025 | 17.897,08 12.696,62 8.717,79 7.897,41 8.868,63 | 3.489,48 45.478,84 4.853,39
2026 18.321,20 12.967,80 8.915,80 8.080,30 | 9.076,80 | 3.569,40 46.877,93 4.967,10
2027 18.745,32 13.238,98 9.113,81 8.263,19 9.284,97 | 3.649,32 48.320,07 5.080,81
2028 19.169,44 13.510,16 9.311,82 8.446,08 | 9.493,14 | 3.729,24 49.806,58 5.194,52
2029 | 19.593,56 13.781,34 9.509,83 8.628,97 9.701,31 3.809,16 51.338,81 5.308,23

Linear Linear Linear Linear Linear Linear Exponential Linear

Sumber: Hasil Analisis, 2022
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Proyeksi PDRB Provinsi Lampung (Trend Linear/Least
Square)
y = 6087.9x + 218630
350,000.00 R% =0.8115
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Gambar 6.3 Grafik Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Provinsi Lampung Tahun 2022-2029
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Metode yang memenuhi syarat untuk proyeksi PDRB Provinsi
Lampung adalah metode Trend Linear (Least Square) dengan
nilai R-Square 0,81, proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan di
Provinsi Lampung pada tahun 2029 mencapai 297.772,70 miliar
rupiah. Kecenderungan Pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung
pada 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung pada
Tahun 2011-2020

‘2011 2012‘2013 2014 2015‘2016 2017 2018 2019 2020

Sektor Lapangan

Usaha
Pertanian,
Kehutanan, dan |34,67|33,81(33,16|32,69|31,92|31,76|30,57|29,90|28,79|29,78
Perikanan
Pertambangan dan | 5 215 051639| 6,29 | 5,68 |5,49| 5,65 | 5,74 | 5,55 | 5,01
Penggalian
Industri Pengolahan| 17,14 (17,51(17,65|18,03(19,05(18,70|19,02{19,50|20,00|19,42
Perdagangan Besar
dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
Pergudangan

12,11 |11,70{11,33|11,02{10,86(11,02|11,04 | 11,16 | 11,59 | 11,18

4,06|4,134,49|4,65|5,15|5,25|5,28 | 5,18 | 5,24 | 5,03
Sumber: Hasil Analisis, 2022
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Gambar 6.4 Grafik Perkembangan Kecenderungan

Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2020
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan perkembangan PDRB tahun 2011-2020 dapat dilihat

bahwa:

1. Sektor Transportasi dan Pergudangan dan Industri
Pengolahan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami nilai yang
fluktuatif.

3. Sektor  Pertanian, Kehutanan  dan Perikanan  dan
Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan terus
menerus disetiap tahunnya dan meningkat pada tahun 2020
saat terjadi pandemi Covid-19.

Keberlanjutan Lingkungan dilakukan dengan analisis Daya
Dukung Lahan sebagai berikut:

Tabel 6.4 Hasil Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan
Metode Multi Criteria Analysis (MCA)
Kriteria Luas (Ha) %

MCA 2 Lahan Cukup (Zona Pengembangan Perkotaan
Bersyarat)

MCA 3 Lahan Cukup (Zona Pengembangan Perkotaan

Bersyarat) 384.940 | 11,75

Sumber: Hasil Analisis 2022

1.247.355 | 38,07

Berdasarkan gambar peta dan tabel kriteria di atas, dapat
diketahui bahwa terdapat 4 kriteria daya dukung lahan, yaitu MCA
1 Lahan sesuai atau Zona Prioritas Pengembangan Perkotaan
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dengan luas 1.425.524 Ha atau 43,51% dari luas wilayah Provinsi
Lampung. Kemudian MCA 2 Lahan Cukup atau Zona
Pengembangan Perkotaan Bersyarat dengan luas sebesar
1.247.355 Ha atau 38,07% dari luas total Provinsi Lampung. MCA
3 Lahan Cukup atau Zona Pengembangan Perkotaan Bersyarat
memiliki luas sebesar 384.940 Ha atau 11,75% dari luas total
Provinsi Lampung. Dan MCA 4 Lahan Tidak Sesuai atau Zona
Lindung dan Penyangga Perkotaan dengan luas 218.831 Ha atau
6,68% dari luas total Provinsi Lampung.

Tabel 6.5 Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung berdasarkan

MCA
%
Potensial (MCAT& MCA2)  2.672.880 82
Kendala (MCA 3) 384.940 12
Limitasi (MCA 4) 218.831 7

Sumber: Hasil Analisis 2022

Berdasarkan tabel di atas, daya dukung lahan potensial di Provinsi
Lampung berasal MCA 1 dan MCA 2 dengan luas gabungan
sebesar 2.672.880 Ha atau 82% dari luas total Provinsi Lampung.
Kemudian daya dukung lahan kendala (MCA 3) memiliki luas
sebesar 384.940 Ha atau 12% dari luas total Provinsi Lampug. Dan
daya dukung lahan limitasi (MCA 4) seluas 218.831 Ha atau 7% dari
luas total Provinsi Lampung. Daya dukung dengan kategori
limitasi tidak boleh dilakukan pengembangan dan sebagian besar
terdapat di Barat Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan kondisi
fisik kelerengan yang cukup tinggi serta beberapa ancaman
bencana. Sedangkan pada bagian tengah dan timur Provinsi
Lampung, sebagian besar wilayah yang dapat dikembangkan
karena termasuk ke dalam kategori daya dukung lahan potensial.

Hasil Daya Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB) Provinsi
Lampung sebesar 11,39% yang masuk ke dalam daya Dukung
Lahan Terbangun Sedang. Mayoritas wilayah Lampung berada
pada Daya Dukung Lahan Terbangun Baik, sehingga
pengembangan wilayah lebih baik diarahkan ke bagian utara dan
timur. Daya Dukung Lahan Terbangun Terlampaui atau Buruk
berada di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pesawaran,
Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, sehingga
diarahkan untuk revitalisasi atau peremajaan kota/wilayah.
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6.2. Visi dan Strategi

Berdasarkan karakter wilayah dan analisis yang telah dilakukan,
Provinsi Lampung memiliki karakter wilayah yang memiliki
potensi ekonomi yang cukup tinggi, namun potensi belum
terkelola secara maksimal dan wilayah yang memiliki potensi
pengembangan ekonomi namun terdapat keterbatasan fisik dan
ketimpangan antarwilayah. Dari potensi ekonomi di Provinsi
Lampung vyang cukup tinggi tersebut, sektor pertanian
merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi PDRB Provinsi
Lampung. Salah satu komoditas pertanian unggulan di Provinsi
Lampung adalah padi dan untuk bidang periwisata terdapat
beberapa objek wisata unggulan di Provinsi Lampung, yaitu KSPN
Way Kambas dan KSPN Krakatau dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rumusan visi
pengembangan wilayah di Provinsi Lampung adalah Mewujudkan
Keterpaduan Infrastruktur Provinsi Lampung sebagai Hub
Sumatera Bagian Selatan melalui Pengembangan Sektor
Pertanian, Perkotaan dan Pariwisata.

Berdasarkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yang akan

menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan

wilayah Provinsi Lampung yaitu:

1. Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian untuk
Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian;

2. Pemenuhan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Perkotaan
Berbasis Mitigasi Bencana;

3. Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas
dalam Mendukung Potensi Pariwisata Provinsi Lampung.

6.3. Skenario Pengembangan

Sub bab ini menjelaskan terkait dengan strategi pengembangan
wilayah berdasarkan pada tujuan dan sasaran, isu strategis,
kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan di Provinsi
Lampung pada masing-masing fokus perencanaan. Dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan langkah-
langkah strategis yang komprehensif. Langkah strategis disusun
mengikuti alur pada gambar berikut:
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15U STRATEGIS

KONTEKS PERENCANAAN
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THREAT THREAT | &

GRAND STRATEGY

Gambar 6.7 Langkah Penyusunan Grand Strategy

Penentuan strategi pengembangan dilakukan dengan analisis
Pestle, 5 Forces dan IFAS-EFAS.

Analisis Pestle

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi
Lampung, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang
dijabarkan berdasarkan beberapa parameter vyaitu political
(politik), economic (ekonomi), sociological (sosial), technological
(teknologi), legal (kebijakan), dan environment (lingkungan).

Analisis 5 Forces (Meso)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi
Lampung, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang
dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu rivalry among
existing competitor (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting),
bargaining power of customers (Daya Tawar Pelanggan),
bargaining power of suppliers (Daya Tawar Pemasok), threat of
new entrants (Ancaman Pendatang Baru), dan threat of
substitutes (Ancaman Produk Pengganti).

Analisis Penyusunan Strategi dilakukan untuk menghasilkan
strategi yang lebih detail melalui metode SWOT terhadap
masing-masing grand strategy. Analisis SWOT dilakukan dengan
meninjau faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),
peluang (opportunities) dan ancaman (threats) pada setiap
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fokus.pengembangan di Provinsi Lampung.

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam
sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi
pengembangan. Pengembangan fokus pertanian berada pada
kuadran agresif, yang berarti bahwa strategi pengembangan
dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (strengths) dan
peluang (opportunities).

6.3.1. Skenario Pengembangan Wilayah Fokus Pertanian
Analisis PESTLE (Makro)

Tabel 6.6 Isu Strategis Fokus Pertanian
Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing

Produksi Pertanian
SIGNIFIKANSI BOBOT
PARAMETER @ OPPORTUNITIES THREAT PENGARUH

Program dan
Sektor pertanian kebijakan yang
didukung telah
kebijakan digulirkan
penataan ruang masih belum o
POLITICAL sebagai sepenuhnya 2 9%
pengembangan berjalan secara
sektor pertanian terpadu,
skala nasional efektif, dan
efisien
Kebergantung
Provinsi an pada
Lampung komoditas
merupakan 6 padi disertai o
ECONOMIC besar provinsi dengan 5 23%
penghasil padi di fluktuasi harga
Indonesia yang tidak
stabil
Adanya
kolaborasi antara Zg:l(;':y:n agar
masyarakat dan ada 9 9
prakenolder pada. | heningiatan
untuk SDM pertanian
socioLoaic | meningkatkan ?rtn'a/:n?ae/t;a/;‘;\g
AL indeks tanam saat ini 4 18%
ggpgea;agsga mengalami
pengolahan Egﬂ\(u(;gl.lnan
tanah serta
mengoptimalkan Lampung dan
sumber daya secara |
alam yang ada nasiona
Pembangunan
bendungan- Ketidamerataa
bendungan dan n akses
potensi perluasan | teknologi
jaringan irigasi pertanian 4 18%
yang besar untuk | diikuti kinerja
mendukung irigasi yang
produksi sektor belum optimal
pertanian
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Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing
Produksi Pertanian

SIGNIFIKANSI BOBOT
PARAMETER OPPORTUNITIES THREAT 1-5) PENGARUH
Belum adanya
penetapan
Penetapan sektor Iég\l?va(quahan
pertanian Dilindungi)
LEGAL sebagai sektor sebagai salah 3 14%
gg%%/lu,\llan dalam satu kebijakan
nasional di
sektor
pertanian
Banyaknya lahan Fenurunan d
baku sawah di uas panen dan
ENVIRONME Provinsi p_rodukg pad| 4 18%
NT Lampung yaitu E;E:SJ%SI
seluas 361.699 Ha sebesar 9%
22 100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.7 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pertanian
Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing
Produksi Pertanian

BOBOT

PARAMETER  KEMUNGKINAN ~HIPOTESA | oppoRrTUNITIES THREAT
TERCAPAI (1-5)
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR
Resiko alih
fungsi lahan
Penetapan LP2B pada lahan
’ di Provinsi pertanian
Konversi
o o Lampung dalam yang
'(I')k;)rg(a)ﬁtrjﬁi%am 3 25% rangka menjaga mempengaru
produktivitas hi kontribusi
pangan produksi
padi Provinsi
Lampung
Ketidamerat
Menjadi Provinsi ?:'? nilics)e?
Kualitas Yang 5 42% dengan produksi ertani:’n
Diinginkan ° padi terbesar di giikuti irigasi
Pulau Sumatera yang belum
optimal
Masih
kurangnya
Peningkatan pengembang
added value an industri
: o produk pertanian pengolahan
Inovasi 4 33% melalui sebagai
industrialisasi bahan upaya
yang terintegrasi peningkatan
added value
produk
SUB TOTAL 12 100%
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS
Hasil produksi Akses
Sensitivitas 4 33% pertanian infrastruktur
Target ° (horitkultura, distribusi
perkebunan, hasil
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Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing
Produksi Pertanian

BOBOT
KEMUNGKINAN
TERCAPAI (1-5)

HIPOTESA

PARAMETER STRATEGI

OPPORTUNITIES THREAT

pangan, dan pertanian
kehutanan) yang belum
diekspor ke optimal
negara Asia dan
Eropa
Produksi padi
2.688.160 ton
(BPS, 2022)
menjadikan
Lampung menjadi | Penurunan
provinsi ke-6 luas panen
Trend produksi padi dan produksi
Eksisting 5 42% tertinggi di padi di
Indonesia di Provinsi
bawah Jatim, Lampung
Jabar, Jateng, sebesar 9%
Sulsel dan
Sumatera Selatan
atau tetinggi ke-2
di Pulau Sumatera
Harga
Kenaikan pangan yang
pertumbuhan tidak stabil
. regional melalui berdampak
E“elgicmtaan 3 25% peningkatan terhadap
investasi dan produksi
ekspor sektor pangan dan
pertanian keberlanjuta
n usaha tani
SUB TOTAL 12 100%
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
Gerakan Kurang
masyarakat untuk | terintegrasin
tata kelola ya kelompok
pertanian tani,
berkelanjutan penggiat dan
Ketergantunga 3 20% yang inklusif stakeolder
n Saat ini ° dengan lain yang
melibatkan terlibat
kelompok tani, dalam
penggiat dan mendukung
stakeholder lain sektor
vang lebih luas pertanian
Peningkatan Keterbatasa
kualitas SDM n SDM
terdidik dan maupun
Kualifikasi terampil pada kelembagaa
Yang 5 50% sektor pertanian n
Dibutuhkan melalui menyebabka
penyediaan n kerentanan
pendidikan pada sektor
pertanian pertanian
; B Perkembang
Dari 95,31% an minat dan
penduduk yang K t .
Daya Dukung bekerja, sebagian ompetensi
s 2 20% 2 sektor
Eksisting besar bekerja di ertanian
sektor pertanian Eelatif
yaitu sebanyak stagnan
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Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing

PARAMETER

BOBOT

KEMUNGKINAN

HIPOTESA

Produksi Pertanian

OPPORTUNITIES

THREAT

TERCAPAI (1-5)

STRATEGI

1.843,5 ribu orang

di wilayah sekitar
dan meningkatkan
produktivitas

(43,03%).
SUB TOTAL 10 100%
THREAT OF NEW ENTRANTS
Aksesibilitas dan
Keterbatasan
Tantangan 4 239% Waanktucgergtpttjgtw fiskal dalam
Yang Dihadapi ° éistﬂbufi hasil _penyelesaian
pertanian jalan tol
Didukung jalur
logistik Trans rlf‘:t:grz:::ia
Strategi Untuk ﬁ'\ueI:g:setrﬁl;lunstiT(I; n dari
Memenangkan | 5 42% komoditas pemerintah
Kompetisi pertanian ke maupun
Pulau Sumatera l(o;gi%usaha
dan Jawa
Belum
optimalnya
Dukungan Renstra | kemantapan
PUPR dalam jalan yang
?gﬁhaarggg 3 25% peningkatan menghambat
Legac konektivitas antar distribusi
gacy wilayah di ruas hasil
Jalan Nasional pertanian
dan waktu
tempuh
SUB TOTAL 12 100%
THREAT OF SUBSTITUTES
Provinsi Lampung ggg;l;trllwtas
merupakan 6 padi
. besar provinsi
Trend Analisis 4 36% penghasil padi di Lampung
PESTLE tahun 2022
Indonesia dan masih di
terbesar ke-2 di bawah rata-
Pulau Sumatera rata nasional
Terdapat PSN
Bendungan Way
Sekampung dan
potensi perluasan P::‘-:"aelTnbaann
Trend Yang DI Rumbia ﬁ'i ajsi ba?'u
Mengganggu 5 45% Extension dari mgmerlukan
Kebijakan Bendungan Way anggaran
Sekampung untuk agg besar
mengairi daerah yang
pertanian di
Provinsi Lampung
Teknologi
memerlukan
Teknologi d‘apat bmeosgfl yang
mengurangi sehingga
Peralihan Cost | 2 18% kebutuhan tenaga akan

menyulitkan
umkm untuk
shifting dari
pertanian
tradisional
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Optimalisasi Infrastruktur Pendukung Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Saing
Produksi Pertanian

BOBOT
PARAMETER  KEMUNGKINAN ';'T':&TT%SGﬁ‘
TERCAPAI (1-5)
SUB TOTAL 1 100%
Sumber: Hasil Analisis, 2023

OPPORTUNITIES THREAT

Analisis SWOT untuk fokus pertanian dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 6.8 Analisis SWOT Fokus Pertanian
PERTANIAN
TRENGTH) - KEKUATAN | W (WEAKNESS) - KELEMAHAN
PDRB sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan di
1 Lampung merupakan sektor 1 Ancaman bencana banjir tinggi
yang berkontribusi paling besar di lokasi produksi pertanian

(27,90% pada 2022) terhadap
PDRB provinsi

Sebanyak 43% (1,84 juta) dari Nilai Indeks Kinerja Irigasi (IKSI)
2 penduduk yang bekerja di 2 di Provinsi Lampung masih
Provinsi Lampung bermata rendah (rata-rata nilai IKSI

pencaharian di sektor pertanian gabungan 0,5 atau lebih rendah)
Tiga kabupaten dengan produksi
padi terbesar pada tahun 2022 . .
Lampung Tengah (540.115,25 3 Belum adanya sektﬁ_T_lr_wdu_stn
ton/ tahun), Lampung Timur yang rlr(wenampgng firisasi
(397.256 ton/tahun), Mesuiji produk pertanian
(283 879,49 ton/tahun)
Terdapat Daerah Irigasi
Kewenangan Pusat sebanyak 3
4 Daerah Irigasi Permukaan
dengan total luas 55.494 Ha dan
3 Daerah Irigasi Rawa dengan
luas 48.128 Ha (Permen 14/2015).
Memiliki kawasan lahan pangan
5 berkelanjutan yang berpotensi 5
sebagai lumbung pangan
nasional
O (OPPORTUNITY) - PELUANG T (THREAT) - ANCAMAN
Menjadi Provinsi dengan Pengembangan jaringan irigasi
produksi padi terbesar di Pulau 1 | baru memerlukan anggaran
Sumatera yang besar
Produksi padi 2.688.160 ton
(BPS, 2022) menjadikan
Lampung menjadi provinsi ke-6
2 produksi padi tertinggi di
Indonesia di bawah Jatim, Jabar,
Jateng, Sulsel dan Sumatera
Selatan atau tetinggi ke-2 di
Pulau Sumatera
Meningkatnya kualitas SDM
terdidik dan terampil pada
3 | sektor pertanian melalui
penyediaan pendidikan
pertanian

Masih banyaknya jaringan irigasi
yang mengalami kerusakan atau
4 | belum adanya jaringan irigasi
tersier yang tersambung sampai
persawahan

Penurunan luas lahan baku
sawah akibat alih fungsi guna
lahan sawit sebesar 9%

Keterbatasan anggaran dari
2 | pemerintah maupun badan
usaha (BUJT)

Dukungan pengembangan SDM
3 dan alat pertanian kepada

masyarakat yang masih belum
optimal
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PERTANIAN
S (STRENGTH) - KEKUATAN | W (WEAKNESS) - KELEMAHAN
Terkoneksinya jaringan Jalan Tol
Trans Sumatera sampai dengan
seluruh wilayah Pulau Sumatera,
4 | sehingga meningkatkan 4
distribusi hasil pertanian ke
provinsi-provinsi lain di Pulau

Belum adanya penetapan LSD
(Lahan Sawah Dilindungi)
sebagai salah satu kebijakan
nasional di sektor pertanian

Sumatera

Tersedianya Bendungan Way Ketidamerataan akses teknologi
5 | Sekampung sebagai sumber air 5 | pertanian diikuti kinerja irigasi

baku untuk irigasi pertanian yvang belum optimal

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.9 Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Pertanian
Variabel/ Faktor | Tingkat Bobot Rating Skor
PDRB sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan
di Lampung merupakan
1 sektor yang berkontribusi 4 23,53% 3 0,71

paling besar (27,90%
pada 2022) terhadap
PDRB provinsi
Sebanyak 43% (1,84 juta)
dari penduduk yang
bekerja di Provinsi o
Lampung bermata 3 17,65% 2 0.35
pencaharian di sektor
pertanian
Tiga kabupaten dengan
produksi padi terbesar
pada tahun 2022
Lampung Tengah
(540.115,25 ton/ tahun),
Lampung Timur (397.256
ton/tahun), Mesuji
(283 879,49 ton/tahun)
Terdapat Daerah Irigasi
Kewenangan Pusat
sebanyak 3 Daerah Irigasi
Permukaan dengan total
luas 55.494 Ha dan 3
Daerah Irigasi Rawa
dengan luas 48.128 Ha
(Permen 14/2015).
Memiliki kawasan lahan
pangan berkelanjutan o
> yang berpotensi sebagai 3 17,65% 2 0.35
lumbung pangan nasional

4 23,53% 3 0,71

STRENGTH
w

3 17,65% 3 0,53

17 100,00%
Faktor | Tingkat

<y Ancaman bencana banjir
wa 7 tinggi di lokasi produksi 2 15,38% -2 -0,31
3 3 pertanian




RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Variabel/ Faktor | Tingkat Bobot Rating Skor
Nilai Indeks Kinerja Irigasi
(IKSD) di Provinsi
Lampung masih rendah
(rata-rata nilai IKSI
gabungan 0,5 atau lebih
rendah)

3 23,08% -1 -0,23

Belum adanya sektor
industri yang o
menampung hilirisasi 2 15,38% -2 -0.31
produk pertanian
Masih banyaknya jaringan
irigasi yang mengalami
kerusakan atau belum o
adanya jaringan irigasi 3 23,08% -3 -0.69
tersier yang tersambung
sampai persawahan
Penurunan luas lahan
baku sawah akibat alih
fungsi guna lahan sawit
sebesar 9%

SUB TOTAL 13 100,00% -2,23

TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL 0,42
Sumber: Hasil Analisis, 2023

3 23,08% -3 -0,69

Tabel 6.10 Skoring Opportunities dan Threats Fokus Pertanian

Variabel/ Faktor Tingkat \ Bobot Rating Skor
Menjadi Provinsi dengan
1 | produksi padi terbesar di 4 25,00% 3 0,75

Pulau Sumatera

Produksi padi 2.688.160 ton
(BPS, 2022) menjadikan
Lampung menjadi provinsi
ke-6 produksi padi tertinggi
2 | di Indonesia di bawah Jatim, 3 18,75% 3 0,56
Jabar, Jateng, Sulsel dan
Sumatera Selatan atau
tetinggi ke-2 di Pulau
Sumatera

Meningkatnya kualitas SDM
terdidik dan terampil pada
sektor pertanian melalui 3 18,75% 3 0,56
penyediaan pendidikan
pertanian

Terkoneksinya jaringan Jalan
Tol Trans Sumatera sampai
dengan seluruh wilayah Pulau
4 | Sumatera, sehingga 3 18,75% 3 0,56
meningkatkan distribusi hasil
pertanian ke provinsi-provinsi
lain di Pulau Sumatera
Tersedianya Bendungan Way
Sekampung sebagai sumber

OPPORTUNITY
W

5 air baku untuk irigasi 3 18,75% 1 0.19
pertanian
SUB TOTAL 16 100,00% 2,63

Variabel/ Faktor
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Variabel/ Faktor Tingkat | Bobot Rating Skor
Pengembangan jaringan
1 | irigasi baru memerlukan 3 23,08% -3 -0,69

THREAT

anggaran yang besar
Keterbatasan anggaran dari
2 | pemerintah maupun badan 3 23,08% -2 -0,46
usaha (BUJT)

Dukungan pengembangan
SDM dan alat pertanian o

kepada masyarakat yang 3 23,08% -3 -0.69
masih belum optimal
Belum adanya penetapan
LSD (Lahan Sawah

4 | Dilindungi) sebagai salah 2 15,38% -2 -0,31
satu kebijakan nasional di
sektor pertanian
Ketidamerataan akses
teknologi pertanian diikuti

5 kinerja irigasi yang belum 2 15,38% -2 -0.31
optimal

SUB TOTAL 13 100,00% -2,46

TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL 0,16

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2

PERTANIAN
™ rroon ]

(o]

D 1 2

-1

-2

Gambar 6.8 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus

Kawasan Pertanian
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil pembobotan strengths, weakenesses, opportunities dan
threats, fokus kawasan pertanian di Provinsi Lampung
dikembangkan dengan strategi agresif, yaitu:

1.

2.

3.

Optimalisasi infrastruktur pertanian untuk mendukung
produktivitas tanaman pangan (54-04-05);
Perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan sebagai
lumbung pangan nasional (51-S3-S5-01-02);
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan untuk
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mendukung sektor pertanian (52-03).

6.3.2. Skenario Pengembangan Wilayah Fokus Perkotaan

Tabel 6.11 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan
Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana

SIGNIFIKANSI BOBOT
PARAMETER | OPPORTUNITIES THREAT (1-5) PENGARUH
Posisi PKN Kebergantungan
Bandar Lampung | Provinsi Lampung
yang sangat terhadap
strategis diantara | kebijakan o
POLITICAL Alur Laut anggaran pusat 3 17%
Kepulauan untuk pemenuhan
Indonesia (ALKI infrastruktur
D perkotaan
Pelabuhan
Panjang menjadi
simpul
transportasi laut
nasional dengan
komoditas
ekspor hasil
pertanian,
pertambangan Pelqbuhan - .
dan perkebunan [ZEfEIne) SOt
ECONOMIC St BEEuRET simpul ekspor . 5 28%
i belgm berfungsi
sebagai pintu optimal
gerbang pulau
Sumatera yang
menghubungkan
dengan pulau
Jawa
(penyebrangan
nasional)
Perubahan Rendahnya
perilaku kualitas SDM
masyarakat yang Provinsi Lampung
SOCKX'[OGK: modern sebagai kurang 4 22%
dampak investasi | mendukung
pembangunan perkembangan
pusat perkotaan simpul ekspor
Adanya Proyek- Sosialisasi
g;z%genkalstrategls teknologi yang
infrastruktur tidak terdistribusi
secara
S:;gr perkotaan menyeluruh akan 2 M%
meningkatkan kmetnyte_babklan
daya saing eder |ngga_an
perkotaan secara gwaas?/aSSangtlan
nasional
Kawasan
Eg(r;lp%anr;dar Perkotaan Ban_dar
ditetapkan Lampung masih
LEGAL sebagai sistem belum qmetapkan 1 6%
perkotaan sebaga_l kawasan
nasional dalam strategis
RTRWN met_ropolltan skala
nasional
Perkembangan Tingginya
ENVIE$NME perkotaan di ancaman bencana 3 17%
sepanjang pesisir | skala nasional
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Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana

SIGNIFIKANSI
(1-5)

BOBOT

THREAT PENGARUH

PARAMETER | OPPORTUNITIES

pantai berupa gempa
memberikan bumi dan tsunami
lanskap (lokasi yang di
perkotaan yang sekitar ring of
indah dan fire), ancaman
berbasis banjir, dan
lingkungan menurunnya
kualitas
lingkungan akibat
intensitas industri
di perkotaan
18 100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.12 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan
Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana

PARAMETER

BOBOT
KEMUNGKINAN
TERCAPAI (1-5)

HIPOTESA

STRATEGI

OPPORTUNITIES

THREAT

RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR

Konversi Threat

Provinsi
Lampung
didukung oleh
Jalan Tol Trans
Sumatera dan
Pelabuhan
Internasional

Potensi kerusakan
infrastruktur
transportasi dan

Menjadi 4 36% yang mampu .
Opportunity mendukung gelabuhan akibat
mobilitas eban jalan yang
pergerakan berat
orang dan
barang antara
Pulau Jawa dan
Sumatera
Peningkatan
kontribusi PDRB
Provinsi
It_ampung Aksesibilitas
erhadap K
Kualitas Y nasional serta ba\INasan 3t/_ang|
Dinginkan ; 18% | terwujudnya sehingga
pemerataan menghambat
kontribusi PDRB | yict ilhusi logistik.
masing-masing
kabupaten di
Provinsi
Lampung
PKN Bandar
Lampung dan Kawasan
PKW Metro Perkotaan
diarahkan Bandar Lampung
menjadi masih belum
Inovasi 5 45% kawasan ditetapkan
metropolitan sebagai kawasan
sebagai simpul strategis

utama kegiatan
jasa dan pintu
gerbang antara

metropolitan
skala nasional
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Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana

PARAMETER

BOBOT
KEMUNGKINAN
TERCAPAI (1-5)

HIPOTESA
STRATEGI

OPPORTUNITIES

Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera

THREAT

SUB TOTAL N 100%
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS
EaKrﬂplianngdar Kecenqlerungan
e
sebagai simpul kawésany
e transportasi
Se$;|rt|\gttas 4 31% lintas provinsi gg:ckigrsr?ggnéang
9 gntarzi\c Lampung- menjadi
umatera
perkotaan dan
ﬁﬁtlgtsaguslgata potensi adanya
Jawa-Sumatera urban sprawl
Kemantapan
jalan Nasional
Provinsi
Lampung di atas | Kerusakan jalan di
90% yang Provinsi Lampung
- o mendukung yang disebabkan
Trend Eksisting 4 31% dalam akses oleh kendaraan
mobilitas antar bermuatan batu
wilayah sebagai bara berlebih
simpul
transportasi
lintas provinsi
Kota di sekitar
PKN Bandar
:f;:j?:;g _Peningkatan
Kkawasan jumlar_gelzlduduk
. | yang tida
penci penyangga bagi | impangi
enciptaan 5 38% kawasan dengan
Nilai perkotaan
dengan Pemenuhan
mendorong infrastruktur
integrasi dasar yang
aktivitas antara memadal
perdesaan dan
perkotaan
SUB TOTAL 13 100%
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
.. Ketergantungan
Bandar || Pemerintah
Lampung yang E;?‘,“"')T;:g
Ketergantungan 5 45% sangat strategis terhadap
Saat ini diantara Alur
Laut Kepulauan anggaraL\
Indonesia (ALKI pengembangan
) infrastruktur
Lampung
Kualitas jaringan Perlunya jalan
transportasi dan bebas hambatan
infrastruktur untuk
Kualifikasi Yang 3 27% dasar yang mempercepat
Dibutuhkan ° mendukung distribusi logistik
kawasan menuju
Pelabuhan Pelabuhan
Panjang Panjang
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Tahun 2025 - 2034
Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana
BOBOT
PARAMETER = KEMUNGKINAN ';"T';%TT'ESGAI‘ OPPORTUNITIES THREAT
TERCAPAI (1-5)
Infrastruktur
pendukung

perkotaan yang
handal untuk

Biaya
pemeliharaan
untuk dukungan

Daya Dukung o menunjang
Eksisting 3 27% simpul ?;'g‘;ttssan yang
Ejri%gsn%?r:tgaS' dib_anding wilayah
wilayah sekitarnya
sekitarnya
SUB TOTAL il 100%
THREAT OF NEW ENTRANTS
Perubahan
perilaku Tergerusnya
masyarakat yang | budaya lokal
Tantangan Yang 4 21% modern sebagai Lampung akibat
Dihadapi ° dampak proses
investasi modernisasi
pembangunan perkotaan
pusat perkotaan
Tingginya
ancaman
Pengembangan bencana berupa
perkotaan gempa bumi dan
dengan konsep tsunami (lokasi
. harbour city yang di sekitar
lilt;;t:g;: gnI::: 5 38% memberikan ring of fire), .
Kompetisi peluang ancaman banijir,
terhadap dan menurunnya
pengembangan kualitas
infrastruktur lingkungan
kawasan pesisir akibat intensitas
industri di
perkotaan
Renstra PUPR
dalam
mendukung
pengembangan Kemacetan yang
ffgﬁgg:g 4 1% kawasa_n a_da di Jalan
Legacy strat_egls dengan | Lintas Timur
meningkatkan Sumatera
konektivitas
wilayah Pulau
Sumatera
SUB TOTAL 13 100%
THREAT OF SUBSTITUTES
Pelabuhan
Panjang menjadi
simpul
transportasi laut
nasional dengan
komoditas Pelabuhan bacai
Trend Analisis 5 45% ekspor hasil panjang sebagal
PESTLE o pertanian, simpul ekspor
pertambangan belum berfungsi

dan perkebunan
serta Pelabuhan
Bakauheni
sebagai pintu
gerbang pulau

optimal




PARAMETER

BOBOT
KEMUNGKINAN
TERCAPAI (1-5)

HIPOTESA
STRATEGI

RPWProvinsi Lanpung

OPPORTUNITIES

Tahun 2025 - 2034

Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pada Kawasan Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana

THREAT

Sumatera yang
menghubungkan
dengan pulau
Jawa
(penyebrangan
nasional)
PKN Bandar
Lampung Kurangnya
sebagai smpul | Kerekduter
utama kegiatan '
; strategis dan
Joend yang :';asg?)lg;jlpapor antarwilayah di
0, . .
Mengganggu 4 36% gerbang menuju Provinsi Lampung
Kebijakan Kawasan untuk mendukung
internasional di hilirisasi industri
Provinsi serta pergerakan
Lampung sesuai gfar?]ng dan
dengan RTRWN 9-
Anggaran
Pembangunan
Qg%%ifgunan Infrastruktur dan
Perkotaan dapat !n}’/esttaakt
dibantu dari 'O? lras ruktur
Peralihan Cost 2 18% investasi yang a ar(;\ .
masuk dari merll u k;mg
wilayah sekitar perkem angan
dan luar pulau perkotaan yang
(Jawa) terbatas sehingga
dapat
menghambat
SUB TOTAL 1 100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Analisis SWOT untuk fokus kawasan perkotaan dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 6.13 Analisis SWOT Fokus Kawasan Perkotaan
PERKOTAAN

S (STRENGTH) - KEKUATAN W (WEAKNESS) - KELEMAHAN
Kota Bandar Lampung sebagai Layanan infrastruktur dasar
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pengolahan sampah dan
1 | Bandar Lampung dengan sektor | 1 | perumahan di kawasan
unggulan perdagangan, jasa dan perkotaan yang belum
industri memenuhi SPM
Tersedianya simpul transportasi
pendukung aktivitas ekonomi
perkotaan, berupa Bandar Udara
Internasional Radin Inten Il,
2 | Pelabuhan Panjang, dan 2
Pelabuhan Bakauheni yang
melayani pergerakan orang dan
barang dan menopang ekonomi
wilayah Provinsi Lampung.

Kawasan perkotaan di Provinsi
Lampung rentan terhadap
kebencanaan seperti banjir,
tanah langsor, gempa bumi, dan
tsunami

Jumlah rumah tidak layak huni
dan tingkat backlog perumahan
yang tinggi di kawasan
perkotaan

PKN Bandar Lampung berfungsi
3| sebagai simpul ekspor barang 3
dan jasa di Provinsi Lampung
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PERKOTAAN
Akses Jalan Nasional telah
menghubungkan antara PKN
4 Bandar Lampung dan 4 Kinerja jalan daerah (provinsi
infrastruktur pendukung dan kabupaten masih rendah)
memiliki kemantapan jalan yang
baik

PKN Bandar Lampung memiliki
akses sanitasi layak 95,45% dan
5| PKW Metro sebesar 94,64% 5
berada di atas rata-rata Provinsi .

o infrastruktur dasar kawasan
Lampung (83,89%) perkotaan

O (OPPORTUNITY) — PELUANG T (THREAT) - ANCAMAN
PKN Bandar Lampung dan PKW
Metro diarahkan menjadi
kawasan metropolitan sebagai 1
simpul utama kegiatan jasa dan
pintu gerbang antara Pulau
Jawa dan Pulau Sumatera

Kota di sekitar PKN Bandar
Lampung termasuk PKW Metro
5 menjadi kawasan penyangga 2
bagi kawasan perkotaan dengan
mendorong integrasi aktivitas
antara perdesaan dan perkotaan

Terbatasnya pendanaan
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam upaya pemenuhan

Kawasan Perkotaan Bandar
Lampung masih belum
ditetapkan sebagai kawasan
strategis metropolitan skala
nasional

Tingginya ancaman bencana
berupa gempa bumi dan tsunami
(lokasi yang di sekitar ring of
fire), ancaman banjir, dan
menurunnya kualitas lingkungan
akibat intensitas industri di

perkotaan
Pelabuhan Panjang menjadi
simpul transportasi laut nasional
dengan komoditas ekspor hasil
pertanian, pertambangan dan Pelabuhan panjang sebagai
3 | perkebunan serta Pelabuhan 3| simpul ekspor belum berfungsi
Bakauheni sebagai pintu optimal

gerbang pulau Sumatera yang
menghubungkan dengan pulau
Jawa (penyebrangan nasional)
Pengembangan perkotaan
dengan konsep harbour city

4| memberikan peluang terhadap 4
pengembangan infrastruktur
kawasan pesisir

Peningkatan jumlah penduduk
yang tidak diimbangi dengan
pemenuhan infrastruktur dasar
yang memadai

Posisi PKN Bandar Lampung Ketergantungan Pemerintah
5| yang sangat strategis diantara 5 Provinsi Lampung terhadap
Alur Laut Kepulauan Indonesia anggaran pengembangan

(ALKI D infrastruktur Lampung
Sumber: Hasil Analisis 2023

Tabel 6.14 Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Kawasan
Perkotaan

Variabel/ Faktor | Tingkat Bobot Rating Skor
Kota Bandar Lampung
sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) Bandar
Lampung dengan sektor
unggulan perdagangan, jasa
dan industri

4 30,77% 3 0,92

STRENGTH
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Rating Skor

Tersedianya simpul
transportasi pendukung
aktivitas ekonomi perkotaan,
berupa Bandar Udara
Internasional Radin Inten Il,
2| Pelabuhan Panjang, dan
Pelabuhan Bakauheni yang
melayani pergerakan orang
dan barang dan menopang
ekonomi wilayah Provinsi
Lampung.

15,38% 2 0,31

PKN Bandar Lampung
berfungsi sebagai simpul
ekspor barang dan jasa di
Provinsi Lampung

23,08% 2 0,46

Akses Jalan Nasional telah
menghubungkan antara PKN
Bandar Lampung dan
infrastruktur pendukung
memiliki kemantapan jalan
yvang baik

N

15,38% 2 0,31

PKN Bandar Lampung
memiliki akses sanitasi layak
95,45% dan PKW Metro
sebesar 94,64% berada di atas
rata-rata Provinsi Lampung
(83,89%)

15,38% 1 0,15

SUB TOTAL

13

100,00% 2,15

Variabel/ Faktor

Tingkat

Bobot Rating | Skor

WEAKNESS

Layanan infrastruktur dasar
pengolahan sampah dan

1| perumahan di kawasan
perkotaan yang belum
memenuhi SPM

25,00% -3 -0,75

Kawasan perkotaan di Provinsi
Lampung rentan terhadap

2| kebencanaan seperti banjir,
tanah langsor, gempa bumi,
dan tsunami

25,00% -3 -0,75

Jumlah rumah tidak layak huni
dan tingkat backlog
perumahan yang tinggi di
kawasan perkotaan

18,75% -3 -0,56

Kinerja jalan daerah (provinsi
dan kabupaten masih rendah)

IN

18,75% -1 -0,19

Terbatasnya pendanaan
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam upaya pemenuhan
infrastruktur dasar kawasan
perkotaan

12,50% -1 -0,13

SUB TOTAL

16

100,00% -2,38

TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL -0,22

Sumber: Hasil Analisis 2023
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Tabel 6.15 Skoring Opportunities dan Threats Fokus Kawasan
Perkotaan

OPPORTUNITY

Variabel/ Faktor
PKN Bandar Lampung dan
PKW Metro diarahkan menjadi
kawasan metropolitan sebagai
simpul utama kegiatan jasa
dan pintu gerbang antara
Pulau Jawa dan Pulau
Sumatera

30,77%

| Tingkat | Bobot | Rating

Skor

0,92

Kota di sekitar PKN Bandar
Lampung termasuk PKW
Metro menjadi kawasan
penyangga bagi kawasan
perkotaan dengan mendorong
integrasi aktivitas antara
perdesaan dan perkotaan

15,38%

0,31

Pelabuhan Panjang menjadi
simpul transportasi laut
nasional dengan komoditas
ekspor hasil pertanian,
pertambangan dan
perkebunan serta Pelabuhan
Bakauheni sebagai pintu
gerbang pulau Sumatera yang
menghubungkan dengan
pulau Jawa (penyebrangan
nasional)

15,38%

0,15

Pengembangan perkotaan
dengan konsep harbour city
memberikan peluang terhadap
pengembangan infrastruktur
kawasan pesisir

15,38%

0,31

Posisi PKN Bandar Lampung
yang sangat strategis diantara
Alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI D

3

23,08%

0,46

SUB TOTAL
Variabel/ Faktor \
Kawasan Perkotaan Bandar
Lampung masih belum
ditetapkan sebagai kawasan
strategis metropolitan skala
nasional

13
Tingkat |

100,00%
Bobot |

18,75%

Rating

-2

2,15
Skor

-0,38

Tingginya ancaman bencana
berupa gempa bumi dan
tsunami (lokasi yang di sekitar
ring of fire), ancaman banjir,
dan menurunnya kualitas
lingkungan akibat intensitas
industri di perkotaan

25,00%

-0,75

Pelabuhan panjang sebagai
simpul ekspor belum berfungsi

optimal

12,50%

-0,25




RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Variabel/ Faktor | Tingkat | Bobot | Rating
Peningkatan jumlah penduduk
4| yang tidak diimbangi dengan

pemenuhan infrastruktur dasar
yang memadai

4 25,00% -3 -0,75

Ketergantungan Pemerintah
5 Provinsi Lampung terhadap
anggaran pengembangan

infrastruktur Lampung
SUB TOTAL 16 100,00% -2,31
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL -0,16
Sumber: Hasil Analisis 2023

3 18,75% -1 -0,19

2

[ TURN AROUND ] 1 [ AGRESIF ]

0
-2 -1 ® 0 1 2

PERKOTAAN

[ DEFENSIF ] -1 [ DIFERSIFIKASI ]

-2

Gambar 6.9 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus

Kawasan Perkotaan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil pembobotan strengths, weakenesses, opportunities dan

threats, focus kawasan pertanian di Provinsi Lampung

dikembangkan dengan strategi defensif, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur perkotaan dasar sesuai
standar pelayanan minimum (W1-W3-W5-T1-T4-T5);

2. Peningkatan jalur distribusi orang dan barang untuk
meningkatkan ekonomi perkotaan (W4-T3);

3. Pengembangan perkotaan yang tahan bencana (W2-T2).
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6.3.3. Skenario Pengembangan Wilayah Fokus Pariwisata

Tabel 6.16 Isu Strategis Fokus Pariwisata
Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Dalam Mendukung Potensi
Pariwisata Provinsi Lampung

SIGNIFIKANSI BOBOT
PARAMETER OPPORTUNITIES THREAT (1-5) PENGARUH
Kebijakan Masih belum
RIPPARNAS dapat optimalnya
mengundang dukungan dari o
POLITICAL investor untuk pemerintah pusat 2 1%
menanamkan terhadap
modal pariwisata daerah
Tingkat
pertumbuhan
kunjungan wisata sKaui;anggxa;jnaya
ECONOMIC | Provinsi Lampung Ksprg\J noa i 5 28%
mengalami dq S e
peningkatan pada Indonesia
tahun 2020 - 2022
Pengembangan Belum
ekonomi kreatif terbentuknya
untuk brand image di
SOCKX'[OGK: meningkatkan kawasan wisata 4 22%
kesejahteraan Lampung
masyarakat pelaku
wisata
Perkembangan Keterbatasan SDM
teknologi yang dalam
semakin maju mengaplikasikan
dalam teknologi promosi 3 17%
mempromosikan pemasaran wisata
wisata Provinsi Lampung
Lampung
Terdapat tiga KSPN | Belum adanya
yang termuat kebijakan yang
dalam dalam mengatur
LEGAL Rencana Induk integrasi 1 6%
Pembangunan pariwisata di
Kepariwisataan KSPN Provinsi
Nasional 2010-2025 | Lampung
Pariwisata alam Ancaman
Lampung yang kerusakan
ENVIRONME mengintegrasikan lingkungan, 3 17%
NT aspek konservasi pencemaran °
dan keberlanjutan lingkungan,
lingkungan kelestarian alam
18 100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.17 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata
Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Dalam Mendukung Potensi
Pariwisata Provinsi Lampung

BOBOT

PARAMETER KEMUNGKINAN g'll":l,??AT'-l'EESGA; OPPORTUNITIES THREAT
TERCAPAI (1-5)
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR
3:3: ::;-:‘I;dan Perburuan liar
Konversi Threat iwisata terhadap
Menjadi 5 45% Ea”w'sa fauna dan
. ampung berupa

Opportunity pariwisata cagar flp_ra yang
alam dilindungi di
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Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Dalam Mendukung Potensi
Pariwisata Provinsi Lampung

BOBOT

PARAMETER | KEMUNGKINAN ';'T':&TT%SGﬁ‘ OPPORTUNITIES THREAT
TERCAPAI (1-5)
kawasan
pariwisata
Kualitas Yang o
Diinginkan 2 18%
Inovasi 5 45%
SUB TOTAL 12 109%
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS
Pariwisata
Provinsi
Lampung
menjadi daya .
tarik wisata Kesiapan
nasional ‘I;:?;%ung
utamanya dari
Sensitivitas wilayah wiig:;nmzunng
Target 5 38% sekitarnya yaitu d t-saat
ge dari Sumatera pada saat-saa
Selatan dan Pulau E;‘annigl:l "ab:':r?
Jawa dengan wila ahy
aksesibilitas seki%’ar
utama
menggunakan
moda darat dan
laut
Trend Eksisting 4 31%
Penciptaan Nilai 5 38%
SUB TOTAL 14 108%
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
Ketergantungan o
Saat ini 5 45%
Wisata ekonomi Wisata alam
kreatif berpotensi | dapat
untuk mengalami
dikembangkan penurunan
sebagai atraksi kualitas
disamping wisata lingkungan
e alam yang sudah seperti
Kugilgg(tisrh(\/aarrg 3 27% berkembang sampah yang
seperti di wilayah merusak obyek
sekitarnya wisata
sehingga
menurunkan
wisatawan dari
wilayah
sekitarnya
Lokasi KSPN Kurangnya
Lampung yang daya saing
mudah dicapai dengan KSPN
Daya Dukung dari segalq arah sejenis qi
Eksisting 3 27% (akses dari Indonesia
Pelabuhan
Bakauheni,
Bandar Lampung,
dan Palembang)
SUB TOTAL il 100%
THREAT OF NEW ENTRANTS
Tantangan Yang 4 1%

Dihadapi
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Optimalisasi Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas Dalam Mendukung Potensi
Pariwisata Provinsi Lampung

BOBOT
PARAMETER KEMUNGKINAN
TERCAPAI (1-5)

HIPOTESA

STRATEGI OPPORTUNITIES THREAT

Adanya Berkembangn
pengembangan ya pariwisata
PSN Bakauheni yang tidak
Strategi Untuk yvang berpotensi diikuti oleh
Memenangkan 5 38% menarik akses
Kompetisi wisatawan infrastruktur
transportasi
yang belum
optimal
Ancaman
Terhadap 4 31%
Legacy
SUB TOTAL 13 100%
THREAT OF SUBSTITUTES
Tingkat Kurangnya
pertumbuhan daya saing
kunjungan wisata | dengan KSPN
. . Provinsi sejenis di
Treggs‘.\r?_aE"s's 5 45% Lampung Indonesia
mengalami
peningkatan
pada tahun 2020
— 2022
Lonjakan Potensi
pengunjung ke peningkatan
Trend Yang Provinsi Lampung | kasus Covid-19
Mengganggu 4 36% dari wilayah akibat
Kebijakan sekitar akibat peningkatan
adanya revenge jumlah
tourism wisatawan
Biaya
Pengembangan Keterbatasan
SDM dapat anggaran
beralih dengan pengembanga
berkembangnya n teknOlngl IT
. teknologi, yang Ccukup
Peralihan Cost 2 18% sehingg% tidak b_esar .
bergantung pada | dibanding
wilayah sekitar menggunakan
untuk dari wilayah
pengembangan sekitarnya
dan pelatihan
SUB TOTAL 100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Analisis SWOT untuk fokus kawasan pariwisata dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 6.18 Analisis SWOT Fokus Kawasan Pariwisata
PARIWISATA
S (STRENGTH) - KEKUATAN W (WEAKNESS) - KELEMAHAN

Penebangan dan perburuan liar
yang mengancam terhadap
ekosistem KSPN

1 Kawasan KSPN sebagai habitat bagi 1
berbagai macam spesies satwa

5 Daya tarik dari kawasan pariwisata 2 Minimnya sarana dan prasarana
krakatau berupa pesisir pantai evakuasi bencana
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Lampung Selatan dan fenomena
vulkanik yang terus berlangsung

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Kawasan pariwisata yang memilki

Pilihan sarana transportasi yang

3 | amenitas sesuai arahan KSPN terbatas menuju kawasan
RIPPARNAS pariwisata
Sudah adanya kelompok masyarakat Masih terbatasnya kualitas SDM
4 pengelola atraksi wisata dan badan untuk memenuhi kebutuhan
pengelola di kawasan pariwisata di tenaga kerja pada sektor
Provinsi Lampung pariwisata
Kawasan pariwisata di Provinsi Fasilitas dan sarana prasarana
5 | Lampung sudah didukung pendukung pariwisata masih
aksesibilitas jalan yang baik terbatas di Provinsi Lampung
O (OPPORTUNITY) — PELUANG T (THREAT) - ANCAMAN
Daya tarik dan daya saing pariwisata Perburuan liar terhadap fauna
1 Lampung berupa pariwisata cagar dan flora yang dilindungi di
alam kawasan pariwisata
Pariwisata Provinsi Lampung
menjadi daya tarik wisata nasional .
utamanya dari wilayah sekitarnya Kesiapan Lamp_ung dalam
2 itu dari Sumatera Selatan dan menampung wisatawan pada
yaitu
Pulau Jawa dengan aksesibilitas saat-saat puncak liburan
utamanya dari wilayah sekitar
utama menggunakan moda darat
dan laut
PSN Kawasan Terintegrasi
Bakauheni yang memiliki
Tingkat pertumbuhan kunjungan berbagai fungsi, diantaranya
3 wisata Provinsi Lampung mengalami perumahan, hotel, dan komersial
peningkatan pada tahun 2020 — untuk mendukung simpul utama
2022 kegiatan jasa dan pintu gerbang
Jawa-Sumatera belum
sepenuhnya terbangun
Berkembangnya pariwisata yang
4 égliggﬁe?\ieggﬁgggrggtnesg\lmenarik t'dak diikuti oleh akses .
wisatawan infrastruktur transportasi yang
belum optimal
Lokasi KSPN Lampung yang mudah
5 dicapai dari segala arah (akses dari Kurangnya daya saing dengan

Pelabuhan Bakauheni, Bandar
Lampung, dan Palembang)

KSPN sejenis di Indonesia

Sumber: Hasil Analisis 2023

Tabel 6.19 Skoring Strengths dan Weaknesses Fokus Kawasan

Pariwisata
' Tingkat Bobot | Rating

Variabel/ Faktor

STRENGTH

Kawasan KSPN sebagai habitat
1| bagi berbagai macam spesies
satwa

25,00% 3 0,75

Daya tarik dari kawasan
pariwisata krakatau berupa

2| pesisir pantai Lampung Selatan
dan fenomena vulkanik yang
terus berlangsung

25,00% 2 0,50

Kawasan pariwisata yang
3| memilki amenitas sesuai arahan
KSPN RIPPARNAS

18,75% 2 0,38

225



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Variabel/ Faktor

\ Tingkat \

Bobot \

Rating

Skor

Sudah adanya kelompok
masyarakat pengelola atraksi
4| wisata dan badan pengelola di 3 18,75% 3 0,56
kawasan pariwisata di Provinsi
Lampung
Kawasan pariwisata di Provinsi
5| Lampung sudah didukung 2 12,50% 1 0,13
aksesibilitas jalan yang baik
SUB TOTAL 16 100,00% 2,31
Variabel/ Faktor \ Tingkat \ Bobot \ Rating Skor
Penebangan dan perburuan liar
1| yang mengancam terhadap 4 25,00% -3 -0,75
ekosistem KSPN
Minimnya sarana dan prasarana o _ _
2 evakuasi bencana 3 18,75% 2 0.38
v Pilihan sarana transportasi yang
ﬁ 3| terbatas menuju kawasan 3 18,75% -3 -0,56
4 pariwisata
f Masih terbatasnya kualitas SDM
w untuk memenuhi kebutuhan o
2|4 tenaga kerja pada sektor 3 18,75% -2 -0.38
pariwisata
Fasilitas dan sarana prasarana
5| pendukung pariwisata masih 3 18,75% -1 -0,19
terbatas di Provinsi Lampung
SUB TOTAL 16 100,00% -2,25
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL 0,06

OPPORTUNITY

Sumber: Hasil Analisis 2023

Pariwisata

Variabel/ Faktor
Daya tarik dan daya saing
1 | pariwisata Lampung berupa
pariwisata cagar alam

| Tingkat

Bobot

22,22%

Rating

Tabel 6.20 Skoring Opportunities dan Threats Fokus Kawasan

0,67

Pariwisata Provinsi Lampung
menjadi daya tarik wisata
nasional utamanya dari wilayah
2 sekitarnya yaitu dari Sumatera

Selatan dan Pulau Jawa dengan
aksesibilitas utama
menggunakan moda darat dan
laut

22,22%

0,67

Tingkat pertumbuhan kunjungan
3 wisata Provinsi Lampung

mengalami peningkatan pada
tahun 2020 - 2022

16,67%

0,33

Adanya pengembangan PSN
4| Bakauheni yang berpotensi
menarik wisatawan

22,22%

0,67
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| Tingkat

RPWProvinsi Lanpung
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Bobot

Rating

Skor

THREAT

Lokasi KSPN Lampung yang
mudah dicapai dari segala arah

(akses dari Pelabuhan 3 16,67% 1 0,17
Bakauheni, Bandar Lampung,
dan Palembang)

SUB TOTAL 18 100,00% 2,50

Variabel/ Faktor
Perburuan liar terhadap fauna
dan flora yang dilindungi di
kawasan pariwisata

Tingkat

23,08%

-0,69

Kesiapan Lampung dalam
menampung wisatawan pada
saat-saat puncak liburan
utamanya dari wilayah sekitar

23,08%

-0,69

PSN Kawasan Terintegrasi
Bakauheni yang memiliki
berbagai fungsi, diantaranya
perumahan, hotel, dan komersial
untuk mendukung simpul utama
kegiatan jasa dan pintu gerbang
Jawa-Sumatera belum
sepenuhnya terbangun

15,38%

-0,31

Berkembangnya pariwisata yang
tidak diikuti oleh akses
infrastruktur transportasi yang
belum optimal

15,38%

-0,31

Kurangnya daya saing dengan
KSPN sejenis di Indonesia

3

23,08%

-0,46

SUB TOTAL

13

100,00%

-2,46

TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL

0,04

Sumber: Hasil Analisis 2023
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TURN AROUND 1

PARIWISATA
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Gambar 6.10 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus

Kawasan Pariwisata
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil pembobotan strengths, weakenesses, opportunities dan

threats, focus kawasan pariwisata di Provinsi Lampung

dikembangkan dengan strategi agresif, yaitu:

1. Peningkatan aksesibilitas kawasan pariwisata (55-04);

2. Peningkatan amenitas kawasan pariwisata (53-05);

3. Pengembangan atraksi baru sebagai daya tarik pariwisata (S1-
S2-01);

4. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata (S54-
02-03).
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Bab 7 Analisis Kebutuhan Infrastruktur memuat analisis
kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan
infrastruktur di kawasan prioritas. Analisis kebutuhan infrastruktur
menjadi dasar untuk menyusun rencana aksi pembangunan
infrastruktur.

7.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur
Wilayah

7.1.1. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah pada Fokus
Pertanian

Analisis kesenjangan dilakukan baik di tingkat provinsi maupun
pada masing-masing kawasan meliputi air baku, daerah irigasi,
pengendalian daya rusak air, jalan, air minum, air limbah domestik,
persampahan, kawasan kumuh, dan perumahan.

A. Kawasan Prioritas Kawasan Pertanian Lampung Tengah

Kawasan Prioritas Kawasan Pertanian Lampung Tengah
merupakan kawasan yang terdiri dari satu kabupaten, meliputi
Kabupaten Lampung Tengah dan 18 kecamatan, meliputi
Kecamatan Seputih Mataram, Seputih Banyak, Seputih Raman,
Gunung Sugih, Terbanggi Besar, Seputih Agung, Punggur, Kota
Gajah, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Bekri, Anak Tuha, Anak Ratu
Aji, Padang Ratu, Pubian, Bangunrejo, Sendang Agung, dan
Kalirejo. Proyeksi Penduduk Kawasan Pertanian Lampung Tengah
dapat dilihat pada grafik berikut:
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Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan Pertanian Lampung
Tengah

2,500,000

. 1,908,772
2,000,000 35006 1871625

1764,001 799199

1,729,668
1695916 /<
1662,824

coq ez 1630,376
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Gambar 7.1 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan

Pertanian Lampung Tengah
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Grafik di atas merupakan proyeksi pertumbuhan penduduk di
Kawasan Pertanian Lampung Tengah mulai dari tahun 2022
sampai dengan tahun 2034. Pada tahun 2034, proyeksi penduduk
Kabupaten Lampung Tengah mencapai 1.908.772. Adapun
kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi berada pada
Kecamatan Terbagi Besar, sedangkan jumlah penduduk terendah
berada pada Kecamatan Anak Ratu Aji.

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air Kawasan
Pertanian Lampung Tengah antara lain terkait dengan kebutuhan
air baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut
merupakan Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Pertanian
Lampung Tengah:

Tabel 7.1 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Pertanian
Lampung Tengah

Kawasan Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m3/dt)
Pertanian Eksistin
Lampung 9 2023 | 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034
Tengah
1. ggﬁ’:‘t“ha”“ 2,575 | 2,601 | 2,739 | 2,780 | 2,821 | 2,862 | 2,902 | 2,943 | 3,148
2, g‘;%ed'aa”“r 2076 | 2,076 | 2076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076 | 2,076
Gap -0,525 |-0,525 |-0,663 |-0,704 | -0,745 | -0,786 | -0,826 | -0,867 | -1,072

Sumber: Hasil Analisis, 2022
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Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di Kawasan
Pertanian Lampung Tengah terdapat kebutuhan air baku dan
penyediaan air baku. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air
baku sebesar 2,076 m3/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air
baku mencapai 3,148 m3/dt, sehingga terjadi gap sebesar (-1,072)
m3/dt. Jadi, kebutuhan air baku di kawasan ini masih belum
terpenuhi, sehingga perlu adanya pembangunan prasarana air
baku di Kabupaten Lampung Tengah.

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian Lampung
Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian
Lampung Tengah

Kawasan Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m3/dt)
Pertanian Eksistin
Lampung 9 2023 2024 2025 | 2026 2027 2028 2029 2034
Tengah
1. ﬁ%;‘fi“ha” 77.890 |78.693 | 82.843 |84.082|85.320 | 86.559 | 87.797 | 89.036 | 95.231
2. ﬁ?gaﬁd'aa” 247.845 [247.845|247.845|247.845[247.845(247.845(247.845[247.845[247.845

Gap 169.955 [169.152(165.002(163.763|162.525|161.286 160.048(158.809(152.614
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.3 Nilai IKSI Kawasan Pertanian Lampung Tengah

NILAI IKSI / TAHUN

Daerah Irigasi 2020

Kondisi

D.l. Way
Pangubuan
D.l. Way
2 80003 Sekampung 6.655 55,5 75 59,4 Kurang
Bekri
D.l. Way
Seputih
D.l. Way
;eka”.‘pung 3.47 55,9 75,6 59,9 Kurang
umbia
Barat 1
D.l. Way
Sekampung
Rumbia
Barat 2
D.l. Way
Sekampung
(Raman
Utara)
D.l. Way
7 8013 Sekampung 5.671 71,6 74,6 72,2 Sedang
PC1

5 67,4 56,1 65,1 Sedang

20.201 (0} 15 0,3 Kurang

5 80113 1.909 53,5 74,9 57,8 Kurang

6 80123 4.877 67,8 63,3 66,9 Sedang
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Daerah Irigasi

‘ NILAI IKSI / TAHUN

2020
Nama

D.l. Way
8 80133 Sekampung 4.666 66,2 69,9 66,9 Sedang
PC13
D.l. Way
9 8023 Sekampung 3.262 52,9 731 56,9 Kurang
pPC2

D.l. Way
10 8033 Sekampung 2.512 53,3 73,9 57,4 Kurang
PC3

D.l. Way
n 8043 Sekampung 2.729 52,2 74,8 56,7 Kurang
Argoguruh 1
D.l. Way

12 8053 Sekampung 3.918 54,8 68,7 57,6 Kurang
Argoguruh 2
D.l. Way
Sekampung
Punggur
Utara

D.l. Way

14 8073 Sekampung 4.452 58,8 70,1 61 Sedang
PC7

D.l. Way
15 8083 Sekampung 4,56 59,1 70,1 61,3 Sedang
PC8

D.l. Way
16 8093 Sekampung 5.023 60,2 74,6 63,1 Sedang
PC9

‘ Luas

(Ha) ‘Utama Tersier Gabungan Kondisi

13 8063 4127 55,2 73,4 58,8 Kurang

Daerah Irigasi 2021

‘ NILAI IKSI / TAHUN

Kondisi

D.l. Way
Pangubuan
D.l. Way

2 80003 Sekampung 6.655 63,1 73,5 65,2 Sedang
Bekri

D.l. Way
Seputih

D.l. Way
Sekampung
Rumbia
Barat 1

D.l. Way
Sekampung
Rumbia
Barat 2

D.l. Way
Sekampung
(Raman
Utara)

5 (0} 2,3 0,5 Kurang

20.201 (0} 1,5 0,3 Kurang

3.47 60,6 75,5 63,6 Sedang

5 80113 1.909 56,7 73,1 59,9 Kurang

6 80123 4.877 72,7 68,8 71,9 Sedang
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DECIEL RIS EN]

‘ NILAI IKSI / TAHUN

2021
Nama IE::; ‘ Utama Tersier Gabungan Kondisi
D.l. Way

7 8013 Sekampung 5.671 75,7 75 75,6 Sedang
PC1
D.l. Way
8 80133 Sekampung 4.666 67,8 75,1 69,3 Sedang
PC13
D.l. Way
9 8023 Sekampung 3.262 57,6 74,6 61 Sedang
PC2
D.l. Way
10 8033 Sekampung 2.512 57,7 75,8 61,3 Sedang
PC3
D.l. Way
n 8043 Sekampung 2.729 60,6 74,3 63,3 Sedang
Argoguruh 1
D.l. Way
12 8053 Sekampung 3.918 62,9 65,9 63,5 Sedang
Argoguruh 2
D.l. Way
Sekampung
Punggur
Utara
D.l. Way
14 8073 Sekampung 4.452 62,4 72,5 64,4 Sedang
PC7
D.l. Way
15 8083 Sekampung 4.56 65,7 77,6 68,1 Sedang
PC8
D.l. Way
16 8093 Sekampung 5.023 64,3 78,5 67,2 Sedang
PC9

13 8063 4127 60,5 72,4 62,9 Sedang

NILAI IKSI / TAHUN

Daerah Irigasi 2022

Nama Utama ‘ Tersier Gabungan ‘ Kondisi ‘

D.l. Way
Pangubuan

1 80001 5 26,7 16,4 24,6 Kurang

D.l. Way
2 80003 Sekampung 6.655 16,5 3,9 14 Kurang
Bekri

D.l. Way
Seputih

D.l. Way
Sekampung
Rumbia
Barat 1

D.l. Way
Sekampung
Rumbia
Barat 2

D.l. Way
Sekampung

3 80005 20.201 33 14,8 29,4 Kurang

4 80103 3.47 15,3 14,6 15,1 Kurang

5 80113 1.909

6 80123 4.877 0,3 13 0,5 Kurang
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NILAI IKSI / TAHUN

Daerah Irigasi 2022

Nama Utama Tersier Gabungan ‘ Kondisi

(Raman
Utara)

7 8013 Sekampung 5.671

D.l. Way

PCl

D.l. Way

8 80133 Sekampung 4.666 0 2,3 0,5 Kurang

PC13

9 8023 Sekampung 3.262

D.l. Way

pPC2

10 8033 Sekampung 2.512

D.l. Way

PC3

D.l. Way

n 8043 Sekampung 2.729 16,3 3,9 13,8 Kurang

Argoguruh 1

D.l. Way

12 8053 Sekampung 3.918 18,3 16,1 17,8 Kurang

Argoguruh 2

13 8063

D.l. Way
Sekampung
Punggur
Utara

4127 12,8 14,1 13,1 Kurang

D.l. Way

14 8073 Sekampung 4.452 13,3 1,2 12,9 Kurang

PC7

15 8083 Sekampung 4.56

D.l. Way

PC8

16 8093 Sekampung 5.023

D.I. Way

PC9
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Sumber: E-paksi, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air irigasi di Kawasan
Pertanian Lampung Tengah terdapat kebutuhan irigasi dan
penyediaan irigasi. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air
irigasi sebesar 247.845 m3/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air
irigasi mencapai 95.231 m3/dt, sehingga terjadi Gap sebesar
152.614 m3/dt. Jadi, kebutuhan air irigasi di kawasan ini sudah
terpenuhi.

Pengendalian Daya Rusak (Banjir) dilakukan melalui perhitungan
proyeksi luasan daerah banjir di Kawasan Pertanian Lampung
Tengah dengan hasil sebagai berikut:



RAWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Tabel 7.4 Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian
Lampung Tengah
Wilayah Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha) \
Banjir 2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2027 2028 2029 | 2034 |

Kawasan

Pertanian

Lampung
Tengah

132.119,89 | 132.217,03 | 132.314,17 | 132.411,31 | 132.508,46 | 132.605,60

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai
dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi
Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 133.285,64 Ha, sehingga
perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak
air/banjir. Berikut ini gambar grafik proyeksi luasan daerah banjir
di Kawasan Pertanian Lampung Tengah.
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui LoS tingkat pelayanan
pada Kawasan Pertanian Lampung Tengah. Adapun LoS pada
tingkat pelayanan A merupakan arus jalan di wilayah tersebut
bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih
kecepatan yang diinginkan tanpa tundaan. Tingkat pelayanan B
merupakan arus jalan stabil, kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi
lalu lintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk
memilih kecepatan. Tingkat pelayanan C merupakan arus jalan
yang stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dibatasi oleh
kondisi lalu lintas, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

Tingkat pelayanan D merupakan arus mendekati tidak stabil,
kecepatan masih dikendalikan oleh kondisi arus lalu lintas. Tingkat
pelayanan E merupakan volume lalu lintas mendekati kapasitas,
arus tidak stabil, kecepatan kadang terhenti. Dan tingkat
pelayanan F merupakan arus lalu lintas macet, kecepatan rendah,
antrean panjang, dan hambatan atau tundaan besar. Terdapat
LoS pada tingkat pelayanan F pada Jalan Terbanggi Besar -
Gunung Sugih. Akan tetapi ruas jalan tersebut sejajar dengan
Jalan Tol sehingga tidak diperlukan peningkatan jalan.
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Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan
Perumahan Kawasan Pertanian Lampung Tengah dilakukan
melalui analisis pada sektor air minum, air limbah, lumpur tinja,
persampahan, perumahan dan permukiman kumuh. Adapun
berikut ini perhitungan proyeksi dan kebutuhan air minum:

Tabel 7.6 Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum
Kawasan Pertanian Lampung Tengah Kebutuhan Air Minum
Kawasan Pertanian Lampung Tengah

Kapasitas PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)
Kawasan Prioritas Produksi 2021 (Po) 2022 2025
(Liter/dt) proyeksi Gap Proyeksi Gap

1 Kawasan Pertanian . 1806 | -1806 | 1906 | -1906 | 2233 | -2233

Lampung Tengah

Kapasitas PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)

Kawasan Prioritas Produksi 2029 \ 2034 \
(Liter/dt) Proyeksi Gap ‘ Proyeksi Gap ‘

Kawasan Pertanian
1 Lampung Tengah - 2736 -2736 3492 3376
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kebutuhan air minum
hingga tahun 2029, maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan
Pertanian Lampung Tengah mengalami kekurangan suplai air
minum di setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2022 mengalami
kekurangan suplai air minum dari PDAM sebesar -1.906 |/dt dan
pada tahun 2029 Kota Bandar Lampung mengalami kekurangan
air sebesar -2.736 |/dt. Maka, diperlukannya penambahan
kapasitas pada unit IPA Pertanian Lampung Tengah pada tahun
2023 minimum 750 |I/dt agar dapat memenuhi kebutuhan total air
minum hingga tahun 2029.

Proyeksi Timbulan Air Limbah di Kawasan Pertanian Lampung
Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.7 Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan Pertanian
Lampung Tengah
KAWASAN PROYEKS| JUMLAH AIR LIMBAH TOTAL (Liter/dt) \

NO

PRIORITAS | 5022 \ 2023 \ 2024 2025 2026 2027 | 2028 2029 2034 \

Kawasan

Pertanian

Lampung
Tengah

1.525 | 1.608 | 1.696 | 1.786 | 1.881 | 1.980 | 2.082 2.189 2.793

Sumber: Hasil Analisis, 2022
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Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan
Pertanian Lampung Tengah
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Gambar 7.3 Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan

Pertanian Lampung Tengah
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbulan air
limbah mencapai 2.793 |/dt. Terkait dengan proyeksi kepadatan
penduduk di Kawasan Pertanian Lampung Tengah yang belum
mencapai 150 jiwa/Ha, maka belum ada kebutuhan penanganan
air limbah terpusat. Namun, berkaitan dengan rencana
pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal
perlu tetap dioperasikan dan ditingkatkan pengoperasiannya
guna melayani pengolahan air limbah masyarakat.

Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di Kawasan Pertanian Lampung
Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.8 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Kawasan Pertanian
Lampung Tengah

Kawasan Pertanian
Lampung Tengah 2022 ‘ 2023 ‘ 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034

Timbulan Lumpur
Tinja (I/dt) 753 | 768 | 784 | 799 815 831 848 | 865 | 954
Sumber: Hasil Analisis, 2022
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Tabel 7.9 Gap Supply-Demand Lumpur Tinja Kawasan
Pertanian Lampung Tengah

Kawasan Pertanian

Lampung Tengah 2022 | 2023 2024 2025 | 2026 | 2027 2028 2029 2034

Total (liter/detik) | -751 | -766 | -782 |- 797 | -813 | -829 | - 846 | - 863 | -952
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.10 Kapasitas Eksisting Lumpur Tinja Kawasan Pertanian
Lampung Tengah

Kapasitas

L Kabupaten/Kota Unit IPLT IPLT

Kapasitas Riil

Prioritas (m3/hari) (m3/hari)
Kawasan
Pertanian
Lampung Lampung Tengah IPLT 2 2
Tengah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Gap supply-demand lumpur tinja, hingga pada tahun
2029, maka dapat disimpulkan Kawasan Pertanian Lampung
Tengah dimulai dari tahun 2022 mengalami kekurangan IPLT,
maka diperlukan optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) agar tetap dioperasikan dan ditingkatkan
pengoperasiannya guna melayani pengolahan lumpur tinja
masyarakat.
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Proyeksi Timbulan Persampahan di Kawasan Pertanian Lampung
Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.11 Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-
Demand Pengelolaan Sampah Kawasan Pertanian Lampung
Tengah
PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M3/HARI)

KAWASAN KAPASITAS 2022 2025 2029 ‘ 2034 ‘

NO | pRIORITAS | (m3/hari)

Proyeksi Gap Proyeksi Gap Proyeksi Gap Proyeksi Gap ‘

Kawasan
Pertanian
1 Lampung 105.000 1.899 -1.899 2.014 -2.014 2179 -2.179 2.358 -2.358
Tengah
(Overload)

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari analisis dan perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kawasan
Pertanian Lampung Tengah tahun 2034 memerlukan persiapan
perencanaan penambahan kapasitas TPA. Adapun luas TPA di
Kawasan Pertanian Lampung Tengah seluas 4 Ha. Untuk volume
kapasitas 105.000 m? dan sudah overload.

Di Kawasan Pertanian Lampung Tengah terdapat TPA Bandar
Jaya yang berada di lokasi Jalan Kampung Peninggiran Bandar
Jaya Timur dengan cakupan pelayanan seluruh wilayah
Kabupaten Lampung Tengah; luas lahan 4 Ha; kapasitas
tampungan 105.000 m3 menggunakan sistem pengolahan Open
Dumping. Di kawasan ini juga terdapat IPLT, namun kurangnya
fasilitas penunjang seperti alat berat dan juga jembatan timbang.
Adapun Total Timbulan Sampah Kawasan Pertanian Lampung
Tengah pada tahun 2034 sebesar 2.358 m3/hari. Dan jumlah
timbulan sampah didominasi oleh sampah domestik yang berasal
dari rumah tangga berupa sampah sisa dapur.

Perumahan dan Kawasan Kumuh dilihat berdasarkan jumlah
Rumah Tidak Layak Huni dan Luasan Kawasan Kumuh di
Kawasan Pertanian Lampung Tengah. Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) yang berada di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah
9.870 unit. Hal tersebut perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut
perihal unit-unit yang berada di Kawasan Pertanian Lampung
Tengah. Terdapat Backlog Kepenghunian Rumah sejumlah
166.400 KK dan Backlog Kepemilikan Rumah sebanyak 150.775 di
Kabupaten Lampung Tengah. Adapun Kawasan Kumuh di
Kawasan Pertanian Lampung Tengah vyang merupakan
kewenangan pusat (luas 244ndustr kumuh > 15 Ha), yaitu seluas
15,9 Ha di Kelurahan Seputih Jaya.
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Seputih Jaya

Gambar 7.4 Foto Mapping Sebaran Kawasan Kumuh Kawasan

Pertanian Lampung Tengah
Sumber: SK Kumuh Kabupaten Lampung Tengah

B. Kawasan Prioritas Pertanian Mesuji

Kawasan Prioritas Pertanian Mesuji merupakan kawasan yang
terdiri dari 1 (satu) Kabupaten. Proyeksi Penduduk Kawasan
Pertanian Mesuji dapat dilihat pada grafik berikut:

Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mesuji

350,000

287,688
282,757 #°7"
300,000 5 277,909

273,14
268,463 273
263,860 268:
259,337 263,
254,891 259
y57 a5y 242,006 246,227 250522
250,000 220,772233.780°°%

200,000
150,000
100,000

50,000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
(Po)

Gambar 7.5 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kawasan

Pertanian Mesuji
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Grafik di atas menunjukkan proyeksi penduduk Kawasan
Pertanian Mesuji mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun
2034. Pada tahun 2034 diproyeksikan bahwa jumlah penduduk
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Kabupaten Mesuji mencapai 287.688 jiwa.

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air Kawasan
Pertanian Mesuji antara lain terkait dengan kebutuhan air baku, air
irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut merupakan Hasil
Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Pertanian Mesuji:

Tabel 7.12 Proyeksi Kebutuhan Air Baku Kawasan Pertanian

Mesuji
Kawasan Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m3/dt)
Pertanian Eksisting
Mesuji 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034
1 gggjt“ha”A” 0,329 | 0,333 | 0,347 | 0,351 | 0,355 | 0,360 | 0,364 | 0,368 | 0,388
2. i?r”éggl'f‘a” 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005
Gap -0,324 |-0,328/-0,342|-0,346|-0,350|-0,355 |-0,359 | -0,363 | -0,383

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di Kawasan
Pertanian Mesuji terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air
baku. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air baku 0,005
m3/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air baku mencapai 0,388
m3/dt, sehingga terjadi Gap sebesar (-0,383) m3/dt. Jadi,
kebutuhan air baku di kawasan ini masih belum terpenuhi,
sehingga perlu adanya pembangunan prasarana air baku di
Kabupaten Mesuji. Adapun berikut ini gambar grafik proyeksi
neraca air Kawasan Pertanian Mesuiji.

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian Mesuji adalah
sebagai berikut:

Tabel 7.13 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan Pertanian
Mesuji
Kawasan Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m3/dt)
Pertanian Eksisting
Mesuji
Kebutuhan
Irigasi

ﬁiegng’seid'aa” 120,283 [120,283[120,283[120,283(120,283[120,283(120,283[120,283(120,283
Gap 96,489 |96,245|95,233|94,919(94,605|94,291(/93,977(93,663(92,093

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2023 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 ‘ 2027 2028 2029 2034

23,793 |24,038|25,050|25,364|25,678|25,992|26,306|26,620| 28,190
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Tabel 7.14 Kondisi Jaringan Irigasi

NILAI IKSI / TAHUN

Daerah Irigasi

2020
Luas . i
Kode Nama (Ha) Utama | Tersier | Gabungan | Kondisi
DIR.
1 80019 | Rawa 17.515 53 60,7 54,5 Kurang
Jitu

Daerah Irigasi NILAI IKSI / TAHUN

2021
Luas . . .
Kode Nama (Ha) Utama | Tersier | Gabungan Kondisi
DIR.
1 80019 | Rawa 17.515 52,5 63,2 54,6 Kurang
Jitu

. . NILAI IKSI / TAHUN
Daerah Irigasi 2022

HIEE Utama | Tersier | Gabungan Kondisi

Sumber: E-paksi, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air irigasi di Kawasan
Pertanian Mesuji terdapat kebutuhan irigasi dan penyediaan
irigasi. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air irigasi sebesar
120,283 m3/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air irigasi
mencapai 28,1990 m3/dt, sehingga terjadi Gap sebesar 92,093
m3/dt. Jadi, kebutuhan air irigasi di kawasan ini sudah terpenuhi.
Berikut ini gambar grafik proyeksi neraca air Kawasan Pertanian
Mesuiji.

Pengendalian Daya Rusak (Banjir) dihitung melalui proyeksi
luasan daerah banjir di Kawasan Pertanian Mesuji dengan hasil
sebagai berikut:

Tabel 7.15 Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian
Mesuji

Wilayah Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha)

No. "
Banjir

2022 2023 2024 2025 2026 2027 ‘ 2028 ‘ 2029 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2022
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai
dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2029 proyeksi
Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 13.202,52 Ha, sehingga
perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak
air/banjir. Berikut ini gambar grafik proyeksi luasan daerah banjir
di Kawasan Pertanian Mesuiji.

Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha) Kawasan Pertanian Mesuji
13,400.00
13,200.00
13,000.00
12,800.00
12,600.00
12,400.00
12,200.00
12,000.00

11,800.00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Gambar 7.6 Proyeksi Luasan Daerah Banjir Kawasan Pertanian

Mesuji
Sumber: Hasil Analisis, 2022
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan
Perumahan Kawasan Pertanian Mesuji dilakukan melalui analisis
pada sektor air minum, air limbah, lumpur tinja, persampahan,
perumahan dan permukiman kumuh. Adapun berikut ini
perhitungan proyeksi kebutuhan air minum:

Tabel 7.17 Proyeksi dan Gap Supply-Demand Kebutuhan Air
Minum Kawasan Pertanian Mesuji
. PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)
Kapasitas

NO Kawasan Prioritas  Produksi 2021 (Po)‘ 2022 ‘ 2025 ‘ 2029 \ 2034

(Liter/dt) Proyekaﬂproyekm@Proyeksu@moyekmGap‘Proyekm‘Gap

1 | Kawasan Pertanian -206| 344 |-344| 417 [417] 526 |[410

Mesuji

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kebutuhan air minum
hingga tahun 2029, maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan
Pertanian Mesuji mengalami kekurangan suplai air minum di
setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2022 mengalami kekurangan
suplai air minum dari PDAM sebesar (-116 |/dt) dan pada tahun
2029 Kawasan Pertanian Mesuji mengalami kekurangan air
sebesar (-157 |/dt). Maka, diperlukannya penambahan kapasitas
pada unit IPA Pertanian Mesuji pada tahun 2023 minimum 160 |/dt
agar dapat memenuhi kebutuhan total air minum hingga tahun
2029.

Proyeksi Timbulan Air Limbah di Kawasan Pertanian Mesuji
adalah sebagai berikut:

Tabel 7.18 Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan Pertanian
Mesuji

Kawasan

Pertanian 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 2028 | 2029 2034
Mesuji

Timbulan

Air Limbah | 237 249 262 275 289 303 318 334 421
(/dt)

Sumber: Hasil Analisis, 2022
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan Pertanian
Mesuji
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
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0.6 ~—o—¢
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0.2

L 2
L 2
L 2
®

L 4

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(Po)
=& Pesisir Selatan
Pesisir Tengah

Gambar 7.8 Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan

Pertanian Mesuji
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbulan air
limbah mencapai 421 |I/dt. Terkait dengan proyeksi kepadatan
penduduk di Kawasan Pertanian Mesuji yang belum mencapai 150
jiwa/Ha. Maka, belum ada kebutuhan penangan air limbah
terpusat. Namun, berkaitan dengan rencana pengembangan
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal agar tetap
dioperasikan dan ditingkatkan pengoperasiannya guna melayani
pengolahan air limbah masyarakat.

Proyeksi Timbulan Persampahan di Kawasan Pertanian Mesuji
adalah sebagai berikut:

Tabel 7.19 Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-
Demand Pengelolaan Sampah Kawasan Pertanian Mesuji
PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M3/HARI)

KAWASAN KAPASITAS
PRIORITAS (m3/hari) 2022 2025 2029 2034

Proyeksi Gap Proyeksi Gap Proyeksi Gap Proyeksi Gap

Mesuji 60.000 295 29.705 310 29.690 332 29.668 356 29.644
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Di Kawasan Pertanian Mesuji terdapat 1 TPA yaitu TPA Margo
Rahayu yang berada di lokasi Jalan Simpang Pematang dengan
cakupan pelayanan seluruh wilayah Kabupaten Mesuji; luas lahan
3 Ha; kapasitas tampungan sebesar 60.000 m?® dengan
menggunakan sistem pengolahan Control Landfill. Di kawasan ini
juga terdapat IPLT namun kurangnya fasilitas penunjang seperti
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

alat berat dan juga jembatan timbang. Adapun Total Timbulan
Sampah Kawasan Pertanian Mesuji pada tahun 2034 sebesar 356
m3/hari. Dan jumlah timbulan sampah didominasi oleh sampah
domestik yang berasal dari rumah tangga berupa sampah sisa
dapur.

Perumahan dan Kawasan Kumuh dilihat berdasarkan jumlah
Rumah Tidak Layak Huni dan Luasan Kawasan Kumuh di
Kawasan Pertanian Mesuji. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang
berada di Kabupaten Mesuji berjumlah 6.016 unit. Hal tersebut
perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut perihal unit-unit yang
berada di Kabupaten Mesuji.Terdapat Backlog Kepenghunian
Rumah sebanyak 21.999 KK dan Backlog Kepemilikan Rumah
yang berjumlah 20.140 di Kabupaten Mesuji. Adapun Kawasan
Pertanian Mesuji tidak memiliki 253ndustr kumuh yang
merupakan kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Ha). Kawasan
kumuh yang berada di Kawasan Pertanian Mesuji seluruhnya
berada pada kewenangan Kabupaten Mesuji karena luasan
253ndustr kumuh < 10 Ha yang berada di Kecamatan Mesuji dan
Mesuji Timur.

7.1.2. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Perkotaan
A. Kawasan Prioritas PKN Bandar Lampung

PKN Bandar Lampung merupakan kawasan (satu) kota, yang
terdiri dari 20 kecamatan, meliputi Kecamatan Bumi Waras,
Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu,
Langkapura, Panjang, Raja Basa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung
Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur,
Tanjung Senang, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk
Betung Timur, Teluk Betung Utara, dan Way Halim. Proyeksi
Penduduk PKN Bandar Lampung dapat dilihat pada grafik
berikut:
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RPWProvinsi Lanpung

Tahun 2025 - 2034
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk PKN Bandar Lampung
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Gambar 7.9 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk PKN

Bandar Lampung
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Grafik di atas merupakan proyeksi pertumbuhan penduduk di
PKN Bandar Lampung mulai dari tahun 2022 sampai dengan
tahun 2034. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk
tertinggi berada pada Kecamatan Way Halim, sedangkan jumlah
penduduk terendah berada pada Kecamatan Sukabumi.

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air PKN
Bandar Lampung antara lain terkait dengan kebutuhan air baku,
air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut merupakan
Proyeksi Kebutuhan Air Baku PKN Bandar Lampung:

Tabel 7.20 Proyeksi Kebutuhan Air Baku PKN Bandar Lampung

PKN Bandar Eksistin Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m3/dt)
Lampung 9 2023 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 2029
Kebutuhan

1 Air Baku 2,07 2,09 2,25 2,29 2,34 2,38 2,42 2,47 2,72

Penyediaan

2 Air Baku 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
Gap -0,99 -1,01 -1,17 -1,21 -1,26 -1,30 -1,34 -1,39 -1,64

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di PKN Bandar
Lampung terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air baku.
Adapun pada tahun 2034 penyediaan air baku sebesar 1,08
m3/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air baku mencapai 2,72
m3/dt, sehingga terjadi Gap sebesar -1,64 m3/dt. Jadi, kebutuhan
air baku di kawasan ini masih belum terpenuhi, sehingga perlu
adanya pembangunan prasarana air baku di PKN Bandar
Lampung.
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan PKN Bandar Lampung
adalah sebagai berikut:

Tabel 7.21 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi Kawasan PKN Bandar

Lampung

Kawasan Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m3/dt)
No.PKN BandarEksisting ,,; 5554 2025 2026 2027 2028 2029 2034

Lampung
1 Keﬁfgtgga” 02 [020|022|022|022|023|023| 024 0.29
o | Penvediaan 456 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10

Irigasi

Gap 9,8 98 | 98 | 978 | 978|978 977 | 977 9,76

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.22 Proyeksi Luasan Daerah Banjir PKN Bandar

Wilayah \ Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha)
2025 2026

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai
dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi
Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 2.273,17 Ha, sehingga
perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak
air/banjir. Berikut ini gambar grafik proyeksi luasan daerah banjir
di PKN Bandar Lampunag.

PKN Bandar Lampung dilayani oleh 16 Ruas Jalan Nasional. Jika
melihat dari hasil proyeksi LOS di PKN Bandar Lampung hingga
tahun 2034, terdapat beberapa ruas jalan dengan kategori F
sehingga diperlukan penanganan yaitu:

1. SP. TJ. KARANG — SP. TIGA TELUK AMBON (JLN.
SOEKARNO HATTA (BANDAR LAMPUNG)

SP. TIGA TELUK AMBON — KM.10 (PANJANG) (BANDAR
LAMPUNG)

SIMPANG TANJUNGKARANG - TANJUNGKARANG

JLN. TENGIRI (BANDAR LAMPUNG)

JLN. IMAM BONJOL (BANDAR LAMPUNG)

JLN. KARTINI (BANDAR LAMPUNG)

JLN. MONGINSIDI (BANDAR LAMPUNG)

JLN. WARSITO (BANDAR LAMPUNG)

JLN. JAKSA AGUNG Rl R. SOEPRAPTO (BANDAR
LAMPUNG).

CONOUIAGN N
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Kawasan
Prioritas

PKN
Bandar
Lampung

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan
Perumahan Kawasan PKN Bandar Lampung dilakukan melalui
analisis pada sektor air minum, air limbah, persampahan,
perumahan dan permukiman kumuh. Adapun berikut ini 258ndus
perhitungan proyeksi kebutuhan air minum:

Tabel 7.24 Proyeksi Gap Supply-Demand Air Minum Kawasan
PKN Bandar Lampung

PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)
Kapasitas
Produksi 2021 (Po) 2022 2025 2029
(Liter/dt)

2034

Proyeksi | Gap Proyeksi Gap Proyeksi Gap Proyeksi Gap Proyeksi Gap

587 1449 -862 1536 -949 1826 <1239 2282 -1695 2984 -2868

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kebutuhan air minum
hingga tahun 2034, maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan
PKN Bandar Lampung mengalami kekurangan suplai air minum di
setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2021 mengalami kekurangan
suplai air minum dari PDAM sebesar 862 |/dt dan pada tahun
2034 Kota Bandar Lampung mengalami kekurangan air sebesar -
2.868 |/dt). Maka, diperlukan penambahan kapasitas pada unit
IPA pada tahun 2023 minimum 750 |/dt agar dapat memenuhi
kebutuhan total air minum hingga tahun 2029.

Proyeksi Timbulan Air Limbah di Kawasan PKN Bandar Lampung
adalah sebagai berikut:

Tabel 7.25 Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan PKN Bandar

PKN Bandar Proyeksi Jumlah Air Limbah (Liter/Detik)
Lampung 2021(Po) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 | 2028 | 2029

TOTAL Air
Limbah

1.277 1.340 1.405 1473 | 1543 1.616 1.692 1.771 1.853

258

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2029 proyeksi timbulan air
limbah mencapai 1.853 |/dt. Proyeksi kepadatan penduduk di
Kawasan PKN Bandar Lampung belum mencapai 150 jiwa/Ha.
Namun seiring dengan perkembangan perkotaan dan urbanisasi,
diperlukan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) Terpusat melayani pengolahan air limbah
masyarakat.

Proyeksi Timbulan Persampahan di Kawasan PKN Bandar
Lampung adalah sebagai berikut:



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034
Tabel 7.26 Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-

Demand Pengelolaan Sampah Kawasan PKN Bandar Lampung
PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M3/HARI)

KAWASAN KAPASITAS

PRIORITAS (m3/hari) 2022 ‘ 2025 ‘ 2029 2034

Proyeksi Gap ‘ Proyeksi‘ Gap ‘ Proyeksi‘ Gap Proyeksi Gap

Kota Bandar
Lampung 840.000 1.530 -1.530 1.647 -1.647 1.818 -1.818 2.006 -2.006

(Overload)
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari analisis dan perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kawasan
PKN Bandar Lampung Tahun 2034 memerlukan persiapan
perencanaan penambahan kapasitas TPA. Adapun luas TPA di
Kawasan PKN Bandar Lampung seluas 14 Ha yaitu TPA Bakung
dengan volume kapasitas 840.000 m?® Namun saat ini TPA
Bakung sudah over capacity. Di kawasan ini juga terdapat 1 TPST
Universitas Lampung yang berada di lokasi Rajabasa dengan
sistem pengolahan Open Window. Adapun Total Timbulan
Sampah PKN Bandar Lampung pada tahun 2034 sebesar 2.006
m3/hari. Dan jumlah timbulan sampah didominasi oleh sampah
domestik yang berasal dari rumah tangga berupa sampah sisa
dapur.

Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman di PKN
Bandar Lampung dilihat dari RTLH, Backlog serta Kawasan
Kumuh. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Kota
Bandar Lampung berjumlah 7.177 unit. Selain itu terdapat Backlog
Kepenghunian Rumah sebanyak 149.218 KK dan Backlog
Kepemilikan Rumah yang berjumlah 91.515 KK di. Adapun PKN
Bandar Lampung memiliki 259ndustr kumuh yang merupakan
kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Ha) yaitu pada lokasi sebagai
berikut:

Tabel 7.27 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha
di PKN Bandar Lampung

No. Kabupaten/Kota Lokasi (Kelurahan) Luasan (Ha)
1 Way Dadi Daru 22,922
2 Pidada 15,3
3 Srengsem 19,8
4 Gulak Galik 17,66
5 | Bandar Lampung Kaliawi 18,53
6 Rajabasa Jaya 17,9
7 Rajabasa Raya 20,59

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

7.1.3. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Fokus Pariwisata
A. Kawasan Prioritas KSPN Way Kambas dan sekitarnya

KSPN Way Kambas dan sekitarnya terdiri dari 24 kecamatan,
meliputi Kecamatan Metro Kibang, Batanghari, Sekampung,
Margatiga, Sekampung Udik, Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya,
Marga Sekampung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar
Sribhawono, Melinting, Gunung Pelindung, Way Jepara, Braja
Slebah, Labuhan Ratu, Sukadana, Bumi Agung, Batanghari Nuban,
Pekalongan, Raman Utara, Purbolinggo, dan Way Bungur.
Proyeksi Penduduk KSPN Way Kambas dan sekitarnya dapat
dilihat pada grafik berikut:

Proyeksi Pertumbuhan Penduduk KSPN Way Kambas dsk

1,350,000 1,311,261'2328'790
1,293,965
1,300,000 osooug 889
1,243,431
1,250,000 1210,8411'3227'029
1179 1019194'87)1
1,200,000 1,163,556
1,148,207
1,133,061
1,150,000 11815

1,100,000
1,050,000

1,000,000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
(Po)

=@ | sMpung Timur

Gambar 7.10 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk KSPN

Way Kambas dsk
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Grafik di atas merupakan proyeksi pertumbuhan penduduk di
KSPN Way Kambas dan sekitarnya mulai dari tahun 2022 sampai
dengan tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi jumlah penduduk
mencapai 1.328.790 jiwa. Adapun kecamatan yang memiliki
jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Batanghari
Nuban, sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada
Kecamatan Sekampung Udik.

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air KSPN
Way Kambas dan sekitarnya antara lain terkait dengan kebutuhan
air baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut
merupakan Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Way Kambas dan
sekitarnya:



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Tabel 7.28 Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Way Kambas
dan sekitarnya

KSPN Way T Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m3/dt)
SIstin

Kambas dsk 9 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034
Kebutuhan

A Bk 2,06 208 | 214 | 216 | 218 | 220 | 221 | 223 | 233
Penyediaan

i Bak 0,01 0,01 | 0,01 | 001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 001 | 001
Gap 205 | -207 | 213 | 215 | 217 | -219 | -220 | -222 | -2,32

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di KSPN Way
Kambas dan sekitarnya terdapat kebutuhan air baku dan
penyediaan air baku. Adapun pada tahun 2034 penyediaan air
baku sebesar 0,01 m3/dt, sedangkan proyeksi kebutuhan air baku
mencapai 2,23 m3/dt, sehingga terjadi Gap sebesar -2,32 m3/dt.
Jadi, kebutuhan air baku di kawasan ini masih belum terpenuhi,
sehingga perlu adanya pembangunan prasarana air baku di KSPN
Way Kambas dan sekitarnya. Adapun berikut ini gambar grafik
proyeksi neraca air KSPN Way Kambas dan sekitarnya.

Proyeksi Neraca Air KSPN Way Kambas dsk (m3/dt)

e e e e e e O 0

0 ® ® ® ® & ® ® ® ® @ @ J
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

=== Kcbutuhan Air Baku ==@==pPenyediaan Air Baku Gap

Gambar 7.11 Grafik Proyeksi Neraca Air KSPN Way Kambas dan

sekitarnya
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Way Kambas dan sekitarnya
adalah sebagai berikut:
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Tabel 7.29 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Way Kambas
dan sekitarnya

KSPN Way Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m3/dt) \

Ka:;tas Eksisting 5053 | 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034
1. ﬁ%%fi”ha” 58,35 | 58,94 | 60,52 | 61,06 | 61,6 | 62,15 | 62,69 | 63,23 | 65,93
2. ﬁ?g”;’seidiaa” 210,79 | 210,79 | 210,79 | 210,79 | 210,79 | 210,79 | 210,79 | 210,79 | 210,79

Gap 152,44 | 151,85 | 150,27 | 149,73 | 149,19 | 148,64 | 1481 |147,56 | 144,86

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.30 Proyeksi Luasan Daerah Banjir KSPN Way Kambas
dan sekitarnya

Wilayah Proyeksi Luasan Daerah Banjir (Ha)
' Banjir 2022 | 2023 2024 | 2025 2026 | 2027 2028 | 2029 2034

113.809,92

113.814,75 | 113.819,59 |113.824,42(113.829,26 |113.834,09]113.838,93 [ 113.843,77 | 113.867,97

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai
dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi
Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 113.867,97 Ha, sehingga
perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak
air/banijir. Berikut ini gambar grafik proyeksi luasan daerah banjir
di KSPN Way Kambas dsk.
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Kawasan
Prioritas

KSPN
Way
Kambas
dsk Kab.
Lampung
Timur

RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan
Perumahan dilakukan melalui analisis pada sektor air minum, air
limbah, lumpur tinja, persampahan, perumahan dan permukiman
kumuh. Adapun berikut ini perhitungan proyeksi dan kebutuhan
air minum:

Tabel 7.32 Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum di
Kabupaten Lampung Timur

PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM TOTAL (Liter/dt)
LE-EHIEH ‘

Produksi 2021 (Po) 2022 2025 2029

(Liter/dt)

2034

17 1367 -1350 1433 -1416 1647 -1630 1967 -1950 2431 -2315

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.33 Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-
Demand Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Timur
PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M3/HARI)

KAWASAN KAPASITAS

Gap

PRIORITAS (m3/hari) 2022 2025 2029 2034
Proyeksi Gap Proyeksi Gap Proyeksi Proyeksi
| KsPNwWay | [ [ | 1 1 1 1 ]
Kambas dsk

Kab. Lampung

Timur

87.151 1.428 42.148 1.486 42.090 1.567 42.009 1.652

41,923

Kawasan
Prioritas
KSPN Way

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.34 Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan di

Kabupaten Lampung Timur
Proyeksi Jumlah Air Limbah (Liter/Detik)

Kambas dsk

Kab.

Lampung

Timur

2023 2024 2026 2027 | 2028 | 2029 2034

264

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbulan air
limbah mencapai 1.994 |/dt. Proyeksi kepadatan penduduk di
Kawasan PKN Bandar Lampung belum mencapai 150 jiwa/Ha.
Namun seiring dengan perkembangan perkotaan dan urbanisasi,
diperlukan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) Terpusat melayani pengolahan air limbah
masyarakat.



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman di KSPN
Way Kambas dan Sekitarnya dilihat dari RTLH, Backlog serta
Kawasan Kumuh yang berada di Kabupaten Lampung Timur.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Kabupaten
Lampung Timur berjumlah 26.003 unit. Selain itu terdapat
Backlog Kepenghunian Rumah sebanyak 94.966 KK dan Backlog
Kepemilikan Rumah yang berjumlah 86.609 KK di. Adapun
Kabupaten Lampung Timur memiliki kawasan kumuh yang
merupakan kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Ha) yaitu pada
lokasi sebagai berikut:

Tabel 7.35 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha
di Kabupaten Lampung Timur

No. Kabupaten/Kota Lokasi (Kelurahan) Luasan (Ha)
1 Tanjung Inten 43,48
2 Banjarejo 22,14
3 Sumbergede 30,26
4 Labuhan Ratu 1 23,72
5 Muara Gading Mas 30
6 Sukorahayu 20
7 Braja Sakti 52,64
8 Mataram Baru 24,6
9 Lampung Timur Srimenanti 32,14
10 Sribhawono 16,6
il Pugung Raharjo 23,5
12 Purwokencono 20
13 Gunung Sugih Besar 20
14 Adirejo 16,38
15 Mekar Jaya 17
16 Pelindung Jaya 40
17 Rejo Mulyo 50
18 Belimbing Sari 20

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh

KSPN Krakatau dan sekitarnya terdiri dari 28 kecamatan, meliputi
Kecamatan Padang Ratu, Selagai Lingga, Pubian, Anak Tuha,
Anak Ratu Aji, Kalirejo, Sendang Agung, Bangun Rejo, Gunung
Sugih, Bekri, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Punggur, Kota Gajah,
Seputih Raman, Terbanggi Besar, Seputih Agung, Way
Pengubuan, Terusan Nunyai, Seputih Mataram, Bandar Mataram,
Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Bumi Nabung, Putra
Rumbia, Seputih Surabaya, Bandar Surabaya. Proyeksi Penduduk
KSPN Krakatau dan sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:
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Proyeksi Pertumbuhan Penduduk KSPN Krakatau dsk

1,300,000

1,250,000

1,200,000

1,150,000

1,100,000

1,071,727
1,050,000

1,000,000

950,000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
(Po)

Gambar 7.12 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk KSPN

Krakatau dan sekitarnya
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proyeksi penduduk di KSPN Krakatau dan sekitarnya dimulai pada
tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi
penduduk mencapai 1.272.439. Adapun kecamatan yang memiliki
jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Terbanggi
Besar dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah
berada pada Kecamatan Anak Ratu Aji.

B. Kawasan Prioritas KSPN Krakatau dan sekitarnya

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Sumber Daya Air KSPN
Krakatau dan sekitarnya antara lain terkait dengan kebutuhan air
baku, air irigasi dan pengendalian daya rusak air. Berikut
merupakan Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Krakatau dan
sekitarnya:

Tabel 7.36 Proyeksi Kebutuhan Air Baku KSPN Krakatau dan

sekitarnya
Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (m3/dt)
2023 \ 2024 2025 202 2027 2028 2029 \ 2034

KSPN

Krakatau dsk  EKsisting

Kebutuhan
1 Air Baku 1,87 1,89 1,94 1,96 1,98 1,99 2,01 2,03 2,13
Penyediaan
2 Air Baku 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Gap -1,82 -1,84 -1,89 -1,91 -1,93 -1,94 -1,96 -1,98 -2,08

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa air baku di PKW Metro
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terdapat kebutuhan air baku dan penyediaan air baku. Adapun
pada tahun 2034 penyediaan air baku sebesar 0,05 m3/dt,
sedangkan proyeksi kebutuhan air baku mencapai 2,08 m3/dt,
sehingga terjadi Gap sebesar -2,08 m3/dt. Jadi, kebutuhan air
baku di kawasan ini masih belum terpenuhi, sehingga perlu
adanya pembangunan prasarana air baku di KSPN Krakatau dan
sekitarnya. Adapun berikut ini gambar grafik proyeksi neraca air
KSPN Krakatau dan sekitarnya.

Proyeksi Neraca Air KSPN Krakatau dsk (m3/dt)

25
" oe————=C—= D

0 L _ @ L @ L @ @ L @ L @ 9
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

-2.5

=@ cbutuhan Air Baku e=@== Pcnyediaan Air Baku Gap

Gambar 7.13 Grafik Proyeksi Neraca Air KSPN Krakatau dsk
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Krakatau dan sekitarnya
adalah sebagai berikut:

Tabel 7.37 Proyeksi Kebutuhan Air Irigasi KSPN Krakatau dan
sekitarnya

KSPN Proyeksi Pemenuhan Kebutuhan Air Irigasi (m3/dt) \
e K’z:;akta” Eksisting 5,53 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034
1. :ﬁ%bal;tiLJhan 29,51 | 29,81 | 30,6 |30,88| 3115 | 31,43 | 31,7 31,98 33,38
2. ﬁ?;aﬁd'aa” 121,06 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | 121,06 | 121,06
Gap 91,55 | 91,25 | 90,46 | 90,18 | 89,91 | 89,63 | 89,36 | 89,08 87,68

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7.38 Proyeksi Luasan Daerah Banjir KSPN Krakatau dan
sekitarnya
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Wilayah
Banjir

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2034

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, proyeksi yang digunakan mulai
dari tahun 2022 hingga tahun 2034. Pada tahun 2034 proyeksi
Luasan Daerah Rawan Banjir mencapai 46.073,31 Ha, sehingga
perlu dilakukan pembangunan bangunan pengendali daya rusak
air/banjir.
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RAWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Kondisi dan Kebutuhan Infrastruktur Cipta Karya dan
Perumahan dilakukan melalui analisis pada sektor air minum, air
[imbah, persampahan, perumahan dan permukiman kumuh.
Adapun berikut ini perhitungan proyeksi dan kebutuhan air
minum:

Tabel 7.40 Proyeksi dan Gap Supply-Demand Air Minum di
Kabupaten Lampung Selatan

Kapasitas

Produksi 2021 (Po)

(Litet/dty — ¢ 0 [ 71 70
Proyeksi‘ Gap Proyeksi Gap ‘Proyeksi‘ Gap Proyeksi Gap

Kawasan

Prioritas

KSPN

Kratau
dsk Kab. 66 1310 -1244 1374 -1308 1578 -1512 1884 -1818 2328 -2212
Lampung

Selatan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.41 Proyeksi Timbulan Air Limbah Kawasan di
Kabupaten Lampung Selatan
Kawasan | Proyeksi Jumlah Air Limbah (Liter/Detik)
Prioritas 2021(Po) 2022 2023 | 2024 | 2025 2026 | 2027 | 2028
KSPN

Krakatau
dsk. Kab.

Lampung
Selatan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2034 proyeksi timbulan air
limbah mencapai 1.862 |/dt. Proyeksi kepadatan penduduk di
Kawasan PKN Bandar Lampung belum mencapai 150 jiwa/Ha.
Namun seiring dengan perkembangan perkotaan dan urbanisasi,
diperlukan rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) Terpusat melayani pengolahan air limbah
masyarakat.

Tabel 7.42 Proyeksi Timbulan Persampahan dan Gap Supply-
Demand Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Selatan

PROYEKSI JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MASUK TPA (M3/HARI)

KAWASAN KAPASITAS
PRIORITAS (m3/hari) 2022 2025 2029 ‘ 2034

Proyeksi Gap Proyeksi Gap Proyeksi‘ Gap ‘ Proyeksi Gap

Lampung 50 1.368 -1.343 1.424 -1.399 1501 -1.476 1.582 -1.557
Selatan
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman di KSPN
Krakatau dan Sekitarnya dilihat dari RTLH, Backlog serta
Kawasan Kumuh yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di Lampung
Selatan berjumlah 5.673 unit. Selain itu terdapat Backlog
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Kepenghunian Rumah sebanyak 70.818 KK dan Backlog
Kepemilikan Rumah yang berjumlah 63.495 KK di. Adapun
Kabupaten Lampung Selatan memiliki 27Industr kumuh yang
merupakan kewenangan pusat (luas kumuh > 15 Ha) yaitu pada
lokasi sebagai berikut:

Tabel 7.43 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha
di Kabupaten Lampung Selatan

No. Kabupaten/Kota Lokasi (Kelurahan) Luasan (Ha)
1 Lamoung Selatan Sido Mekar 35,08
2 pung Karya Tunggal 24,71

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh
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RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

Sebaran dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan berdasarkan SK
Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Provinsi Lampung, umumnya wilayah
bagian utara memiliki luasan permukiman kumuh yang lebih
tinggi dari wilayah lainnya. Perlu adanya peningkatan kualitas
terhadap kawasan kumuh tersebut yang dapat dilakukan oleh
berbagai upaya, diantaranya pemugaran, perbaikan, dan
peremajaan sesuai dengan regulasi keruangan.

Tabel 7.51 Luas Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung
1. Kabupaten Lampung Barat 39,3
2. | Kabupaten Tanggamus 151,95
3. Kabupaten Lampung Utara 47,73
4. | Kabupaten Way Kanan 5,38
5. | Kabupaten Tulang Bawang 139,43
6. | Kabupaten Pesawaran 236,37
7. Kabupaten Pringsewu 232,97
8. | Kabupaten Tulang Bawang Barat 106,74
9. | Kabupaten Pesisir Barat 10,7
10.| Kota Metro 10,05

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh

Menurut data SK masing-masing Kabupaten/Kota, yang termasuk
dalam kategori berat (luas lebih dari 15 Ha) sebanyak 48 kawasan
(1.215,96 Ha). Kabupaten Pesawaran menjadi wilayah dengan
luasan kumuh terbesar dibanding wilayah lainnya, yaitu mencapai
236,37 Ha, sedangkan Kabupaten Way Kanan menjadi daerah
dengan luasan kawasan kumuh terendah, yaitu 5,28 Ha. Adapun
kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pusat (>15 Ha)
terdapat pada Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat,
Tanggamus dan Pesawaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.52 Kawasan Kumuh dengan Kategori Lebih dari 15 Ha

No. ‘ Kabupaten/Kota Lokasi (Kelurahan) L?ﬁ:"’;"
1 Menggala Kota 22,4
2 Dwi Warga Tunggal Jaya 30,55
3 Tulang Bawang Tunggal Warga 19,17
4 Gedung Karya Jitu 16,12
5 Sungai Nibung 23,94
6 Daya Murni 34,42
7 Tulang Bawang Barat Mulya Asri 21,05
8 Tiyuh Pulung Kencana 25,7
9 Tanggamus Purwodadi 17,229
10 Pasar Madang 34,37
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RPWProvinsi Lanpung

Tahun 2025 - 2034
No. ‘ Kabupaten/Kota Lokasi (Kelurahan) Ll(l;;e;n
n Talang Padang 35,16
12 Sinar Semendo 19,91
13 Kota Agung Barat 19,35
14 Wonodadi 26,36
15 Bernung 40,57
16 Bogorejo 31,08
17 Pesawaran Wiyono 27,94
18 Negara Saka 16,76
19 Padang Cermin 26,07
20 Cilimus 16,99

Sumber: SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh

D. Infrastruktur Perumahan

Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Infrastruktur Perumahan Provinsi Lampung dilakukan melalui
analisis backlog dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Backlog
rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi
kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Tabel 7.53 Backlog Perumahan Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung
Backlog Backlog
Kab/Kota Kepenghunian Kepemilikan RTLH (Unit)

Rumah (KK) Rumah (KK)

1. Eaar?q%%a:ge%arat 49.059 42.990 9.672
2 ?gﬁ;gg:ﬁgs 43.993 39.822 6.757
3, Eir?\%%itgerbta - 49.383 42.055 18.243
4.| Kabupaten Way 40.491 36.669 5.721
5. gga‘gﬂzte” Tulang 41623 37.049 7.331
6. gg?;ﬁg:g;‘ 31.298 27.433 6.739
7. gﬁg;ggﬁ‘ 40.083 35.706 2.085
8, g:\?vgﬁagt%g:a‘;'ang 27.292 23.35] 2.206
9. g:tr’a“tpate” Pesisir 12.110 n.317 4.021
10 Kota Metro 23113 18.007 254

Surﬁber; http.//datartlh.perumahan.pu.go.id, 2022 dan Data P3KE (Pensasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), 2023

Berdasarkan data di atas, masih terdapat angka backlog
menandakan masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki
rumah. Dilihat dari angka backlog yang ada pada tahun 2022,



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

wilayah dengan back/og Kepenghunian Rumah tertinggi adalah di
Kabupaten Lampung Utara sejumlah 49.383 KK dan backlog
Kepemilikan Rumah tertinggi adalah di Kabupaten Lampung
Barat sejumlah 42.990 KK. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Utara 18.243 unit, sedangkan
RTLH terendah yaitu Kota Metro 254 unit. Peningkatan Kualitas
Rumah Tidak Layak Huni dapat diintegrasikan dengan penataan
permukiman kumuh. Sehingga diarahkan penanganan berupa
rumah swadaya untuk penanganan RTLH, PSU pada backlog
kepemilikan, dan rumah susun MBR pada back/og hunian.
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Bab Rencana aksi kebutuhan infrastruktur memuat daftar
program yang diperlukan dalam pengembangan wilayah di
Provinsi Lampung. Daftar program dilengkapi dengan justifikasi
kegiatan dan tujuan program yang bersumber dari hasil analisis
yang telah dilakukan sebelumnya. Rencana aksi memuat sumber
pendanaan serta rencana implementasi program.

Subbab ini menjelaskan rencana aksi keterpaduan infrastruktur
PUPR dan Non-PUPR yang berkaitan dengan empat sektor
unggulan di Provinsi Lampung vaitu sektor pertanian, pariwisata,
dan 291ndustr perkotaan.

Berdasarkan data produktivitas komoditas pertanian khususnya
padi, Provinsi Lampung menjadi provinsi ke-6 dengan produksi
padi tertinggi di Indonesia dan tertinggi ke-2 di Pulau Sumatera.
Oleh karena itu, rencana aksi keterpaduan program melibatkan
beberapa unit teknis pelaksana, salah satunya yaitu Kementerian
Pertanian sebagai /leading sector-nya. Adapun K/L lain seperti
Kementerian PUPR merupakan supporting agency dalam 291ndus
mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan
nasional.

Keunggulan lainnya di Provinsi Lampung yaitu sektor pariwisata
dengan potensi kekayaan alam dan budaya, menjadi salah satu
sektor prioritas untuk meningkatkan perekonomian wilayah.
Sehingga, penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata harus
memenuhi syarat 6A (Attraction, Amenities, Ancillary, Activity,
Accessibilities, dan Available Package) yang dapat dipenuhi
melalui kolaborasi lintas K/L hingga pemerintah daerah.

Infrastruktur dasar 291ndustr perkotaan menjadi salah satu
kriteria dalam percepatan pengembangan wilayah dengan
mengoptimalkan 2 sektor di atas. Berikut ini dijelaskan rencana
aksi yang menerangkan informasi kebutuhan, pelaksana, dan
tahun pelaksanaan program.

291



sn)o4

nyeg
ofauiex nyeg Jiy ay e
IV VAVA 00 Anep/ uer yebua |
X ddnd Nadv h . N . eju| ueunbuequiad/unbueqip ueJeseld
SELIAS 0'000°0L 3/3un (014 Bundwe ‘gey BueA nyeq Jie eueieseid ueuns
uequiad
Sejy INso
AV VAVA 000 . B 6
X ddnd Nadv h 8 wix oL IInsaly "qey H1Q Iseyljigeyay /uexiebunip
d38WNS oov'vy BueA IsebLi yeiseq
Nfemey emey 1sebH| yeioeq
AV VAVA 000 .
X X X X X ddnd NgdV oS wy oL 1NsaN “qey Iseylliqeyay /uexiexbunip
d38WNS oov'vy BueA isebLi yeiseq
qeuel
A1y 1seBl| ueBulier uelogabuad (SO-vO
AV VAVA 00 yebua |
X ddnd Ngdv h . 19ed S Bund N uep ueunbuequiad/unbueqip -5S)
d39WNS 0'00S5°ZL undweT ‘gey BueA (1VIr) uebued
yeue] Jly Isebu| uebulier u
yeue] Iy Isebu| ueburier eweue}
X X HIV VAVA ddnd yso/ag 000 wy oL yebua | Isejljigeyay/uexiexbuiip SejIAl
d3gWNS dVv/N8dv ‘oo vy Bundwe ‘qey Buek (LVIr) pinpoud
yeue] J1y Isebu| uebulier Bun
uengebued Anpusw L
AV VAVA 000 yebua | 1@ ueenwiiad Isebl| yeiseq ueinjes ¥njun
O ¥3ANNS ddnd Nadv “00v v A oL Bundwe ‘gey ueunBuequiad/unbueqip | efeury ue
BueA 1sebLi yedseq uey lueyiad
eAeqeins exbuluad ‘_“Mm\v_u:c,
IV VAVA 90 yebua | ynndas emey I1sebu| yeiseq 4
& & % % % UIFWNS ddnd N&dv ‘8T LSY Hn L Bundwe- ‘ged 1selljigeyay,/uexiexBunIp isesy
BueA Isebul yedseq lewndo
. 9Pl B|ebas uebunpusg
Al VAVA 0000 yepbus
X ddnd NgdX h . nun L N ueunBuequiad,/unbueqip
d3gnWNs 00'000°L Bunduwe ‘qey BueA uebunpuag
. Bunpueg Joquing uebunpuag
AV VAVA 000 yebus
X ¥dnd ngdx . nn L . ueunbuequiad/unbueqip
d3dWNS 000°05¢ Bundwe ‘qey BUeA uebunpudy
. UolsuaIxg eiquiny
AV VAVA 000 yebus
X X X ddnd Ngdv i eH 14 B 1g ueunbuequiad,/unbueqip
d3dWNS 000'LLY'L Bundwe ‘qey BueA |5ebul Ueiseq
Uenqnbued 1sebi] yeiseq
AV VAVA 000 yebus
X X X X ddnd Nadv h g wix oc B 1selljiqeyay/uexiexbunip
H3FNNS 00088 Bunduwe qex BueA Iseblll yeiseq

uejuelnad sn)od Jnpjniiselju] uenpediala) IS)V _ueduUdY SHIIIBW L'8 [9gel
uelueliad sh)jod ¥dNd UON uep ddNnd ISV eueouay uep weiboid °L'L'S
ueeuedualad
eped inpjnJjsedju] ueunbuequiad IS)yY euedudy L's

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

292



¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

BueA nxeq Jie eueleseld

pundwe’
I ‘qey ‘yeb
x | x| x| x| x aaL whas aaL aaL aaL asL | e e ISUIAOAd 1P 1BUNPUII] Yemes
ueye ueinjesdd uedejauad 1s1607
oy Ssibo1 | Indwis
opulled IInsa|y "qey ‘yebus |
X X X X X agl . agl agl agl agl - ueynge|ed ueeseylswad uebueq
anyusweX Bundwier ‘qey uep ueBuequebuad wabuad
opulled NSO ey Jebus | ueyngelad Ip 1en Jexbuog
X X X X X asl ‘gnyuawiay asl asl asl asl BundweT "gey ueseme) uebuequiabuad
ISR E N Ueiseq
X X % X X asl epuwed asL asL qa.l dal Bsunduie ‘gey uejer uedejuewsy uejexbuiuad
IInsa|y "qey ‘yebus | Buequi| Jeseq
X X X X X agl anyuawisx aal asl daaL daaL Bundwie ‘qey uejequiar ueunBuequiad anpy
opullad NSO ey Jebus L uegnqelad Ip 1enin :bwﬂcc_
R R % X X asl ‘gnyuswiay asl asl asl asl BundweT ‘qey JexBuog uejeibay Isuaisy3 eipauag
pundwe’ " ue
. . 1SUIAOId UelequIal uep uejer dond,
1ns®| e ebus. e d
x | x| x| x| x Voan ¥dnd NEdV asL asL | am | MR St unny Isentesaid/ueyequar
1SeAI9SDId
uep uejer uiny ueeeyijawad
NV dso/ag 00 nsoLn NSOl Uoiednaey] NSV
X HYWNY3d ddnd dv/Nadv | 00osz Hun v InsoW "qext unsns yewny ueunbuequdd
Gebus ]
NV ¥so/ag 00 yebua]
X ddnd h . aun 144 . Bundwe usjedngey NSY
HYWN¥3d dv/N8dv | 0005 Bundwen qex UNSNS yewny ueunbuequay
Gebus ]
NV ¥so/ag 00 yebua]
X ddnd h . nun 144 - Bundwe usjedngey 4aiN
HYWNY3d dv/N8dv | 0005 Bundwe ‘qey UNSNS Yewny UeunBuequdy _v_nwﬁcwu
NV dso/ag 000 R I . INSSIN Us1edngey| eAepems :
X xpxfpx]x HVIWN¥3d ddnd dv/Nadv_| ‘ozsozl wn [ s09 nSoW g ueyewnog ueinuis uenyueg [ 0
Gebus
NY ¥so/ag 000 . yebua | sejieny
X X X X X ddnd v nn L8°6 8 Bundwe usiedngey eAepems ue
HVIWNY3d dV/N8dv 0ot’'L6L Bunduwe ‘qey ueyeWNIad UBINWIS uenjueg mv_m:_w_wn_
eAer Jepueg :
X VALVYA d4dnd ag 000 eH ¢ yebus | VdL1 195 1sesijewndo,/e10y
v.1dID dV/N8dv ‘00002 Bunduwe ‘qey ejexs ueyedwesiad
uee|ojaBuad Waisis
[EEY
VALVYA ag 00 i yebus
X ¥dnd h . oT . WVdS Isesijeuwndo/usiedngey
V1dID dv/Nadv | oooost | nep/ Bundue qey WV dS UejexBuiuag
eAeng _mwczm
dIv vAVAd 000 f . Jifueg ueljepusBusd ueunbueg
S 43NS Hdnd Nedv '000'SS i ot Inso "qex ueunbuequiag/unbueaip buek | o
Jifueq ueljepusBusd ueunbueg vene |
. ) s::mmmm Tem _mmm::m pusbuog
IV VAVA 000 yebua | Jifueg 1jlepusBuad ueunbueg
X X X ¥3gWNs Hdnd N8dv ‘000'SS Wi ve Bundwe ‘qey ueunBuequiad/unbueqip Buek
JAiflueq ueljepusbusd ueunbueg
efeng
dIv VAVA 00 . 1lebung nyeq Jly euedeseid
X H3gWNs ddnd Nadv 000001 N L Inss|y "qey ueunBuequiad, /unbueqip
BueA nyeq Jie eueleseld
BIquIny myeg 11y
IV VAV 00 Anep/ uer yebual
X J3WNS ddnd N&dv 00009 | waun -0z Bundwe qey | feuI ueunbuequiad unbuedip

293



£Z0Z 'SISl[euy [ISeH 1aquins

3 } uelueyiad [1seH
agl uejuaway agl agl agl agl __smw_\m:gzﬂxc_um_mncww_. uep uebued uewebeleyaueay
eAepng ueweueusad
Bepuaway 1Sl “qey ‘Yebus | uejuenad
agl . aglr agl agl agl N s |ISeH IWouoX 3 Ie|IN uep
Uejuswa) Bunduer ‘gex 1SUS10d Buejua) ueyninAuad
1INSa| "ge) ‘yebus | uebued ueweue ]
agl uejusWaY aaL aaL aaL aaL Bunduue ‘qes eAepipng Buejus) ueyn|nAuad o
1INSa| "geY ‘yebus | uejueliad ~
aal uejuawWaX daaL daaL daaL daaL Bundwe ‘qey 1PN1S 1eSnd ueunbBuequied :mmmw\_w_m
q - o _mo_oumm: > Jopies
1Insay “qey ‘yebua | uep 1yeuBodo] ISIpuoy uebusp Bun
agl uejusWwaM agr aglr aglr aglr pundwe ‘qey 1ensas BueA ueweue] iqig u ynpuswi
ueBuequiabuad uep uelyi|ausad elueiad 3njun
IGEENK ‘yebus 6
asL uejuaWa asL asL asL asL | e o vaig ueibequiag | @330 [ SPR0S
ITNSSIN gey yebusa | uebued ueweue| uep
aal uejuawWaX daaL daaL daaL daaL Bundwe ‘qey ISexlyISIaAIQg Buejuay ISes||eISoS Was
T - T sejieny
asL dnd aaL aaL aaL asL _.smm_\wcgzwxsumﬂww 160]0360IPIH ISIPUO)| ULEIOWad uere
Sosyeld YepniA uep Abutueg
IInsa|y "qey ‘yebus | IseaBejulie] Buek uelny yeind
asL OHWE aslL aslL aslL aslL Bundwe ‘gey uep 160joJeWI[Y ISeWIOU]|
16ojouxa] uebuequiabuad
1TNSSIN qey 'yebual UelUeliad uesemey| Ip eoeny
asl OXwg aaL aaL aaL aaL Bundwe ‘qey uep wipy| leusBbuaw uelfey
1SSy "qey yebual Ueiueyied 1sewojur
sl uejuawey asl asl asl asl Bsundwe ‘gey 160]0ux8] ueBuequiabuad
(0-10
—8S-¢S
-1S) |
euolseu
ueBued
u 6
. . elueliad unquin|
asL uejuswey| asL asL asL asL __:mwﬁcnzwxeum_mm_ww eAiey] Jeped WeIBOId ueye 1ebeges
1e)elRASE| UeRARpIaqUIDd uebu uejnfu
npuliad e|axIaq
BueA ue
1uepiad
ueye|
uebun
puiliad
1TSSy "qe) yebual 1Se61| yeioeq
aal uejusWaM daaL daaL daaL daaL BundweT ‘qey ejojabuad Jun ueynijuaquiad
1TSSy qe) yebual 1ue}ad 16eq ISebli| ejojoy
sl ueuswey asl asl asl sl Bsundwe ‘gey eje| sejisedey uejey Bl
[ENEMEY] TSSIN ey qebus L (Ved) 1V 1exjewiad 1ueiad
asL ‘ddnd asL asl asl asl Bsundwe ‘gey ue|nduwinyiad ueynynbuad

ve0Z-Gozuel X
funduel sumodmiy



¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

ueelo)iad ueseme)| sh)od Jnpjnijselju] uenpedialdy] ISy euedsuay s 2'8 9gel

©30% uep
an Bundwe]
X X X X agl agl agl agal agal wnwn ueynybue
HNIWIN Jepueg 2303 uee|paAuad m
an pundwe ne| _mmtomm:@_u seyodsuel)
X X X X asL HNGWE asL asL ast ast Jepueg e10Y] epow uee|poAUsg :mw“_v%%s_m
an BundweT |euiuuiay ueueke@d i y
X X X X agl HNIWIY agl aal asL agal Jlepueg 303 UejesBlusg Ecﬂ,m__m (SL-¥M)
ueejodad
tegngered uequiabus,
an sundwe] UeueAelod q d Jwouoxe ue
X X X X agal HNIWIN agl agl agal agal Jepueg ej0 | spesBulusw
uejleybulusd ¥njun
pundwe uajedngey|/ejox Buele
X X X X asal epwad agL a8l asl asl Jepueg e eler 1seA s oy eeq
pundwe ISUIAOId Isnquasip
X X X X aslL epwad asl aaL aaL aaL Lepueg e10Y] Uejer 1seAIBsaIg et
Buejewo-buelued Se}AIIBUOM ejexbuluad
ueyngelad mc
seny uejequieH ejebuluad
VOUVIN 14 pundwe]
X X X X ddnd Nadv - . Wi LL seqag uejer ueunt
vNIg ¥'859°02S JePURE BIOM | jequuiad,/uerequier
seqaq uejer
ueunbuequiad
Wasdg
NV (o) Bundwe]
X ddnd Nadv . . aun 144 NSV unsns yeuny
HVYWNd3d 00'00SZ Jepueg 2304 ueunbuequiad
punduweT Jepueg
NV [} BundweT 10y eliexad
HVIWNY3d ddnd Nadv 000052 win vy Jlepueg e10y unsng yewny
ueunbuequiad
punduweT Jepueg
NV ¥sD/ 00 . BundweT ©310) eAepEMS
X X X X Hvwnuad [ 99nd agdv/Nadv | oovssyt [ M0 Lt sepueg €30 Ueyewniod 1
ue|nwis uenjueg “pL-LLI-GM
(eseqeley -SM-LM)
‘|9X ‘Imel[eX “[9aX) 1y
VALY o} . BundweT BunduweT Jepueg Jeseq 4 ueueAejad
X v1idiD ddnd Q8dv/N8dY | 50595t eH e Jepueg €10 105 ynwiny | npnasesu Jepuels
uewjnwiad uee|paiuad 1ensas
ueefewsaiad uejedadiad Jesep
JeuoIboy vdl ueun ueejoxiad J
VALY 00 Bundwe Buequwad/|euoiboy npinJiseyul
X v1dID ddnd Q8dv/N8dv 0'000°08 eH st Jepueg e10y e[e)s ueyeduwesiad ueyningay
uee|ojabuad WalsIS ueynuswad
Bundweq
VAIVYA 000 . Bundwe]
X X X X ddnd agadv h . ds 9olscs Jepueg NgdX
Vv.1dID 000052 Jepueg e30% WVdS uesenpiag
BundweT jepueg
103 nxjeg Iy
dIV VAVA 00 Bsundwe- eueleseld ueuns
2 2 438WNs ddnd N8dv 0'000°0L wn L Jepueg e10 uequiad/unBuedip
Buek
nyeq Jie eueleseid

ueejoyiad ueluelriad sn)yod ddNd UON uep ddnd ISV eueduay uep weiboid °Z'L'8

295



agl

105wad

agl

aal

agl

agl

BundweT
Jepueg e103

‘(uebunxbul|
yeuwel epouw yije)
uequn jAasnpu
1Beq IselBajulial
BueA |seyodsuely
sejleny
uejexbuluad

agl

105wad

agl

agl

agl

agl

Bundwen]
Jepueg e10%

IR EES
ueueAejad
wejep 160jouxa}
uejeejuewad

agl

Jowed

asgl

agl

asgl

asgl

pundwe
Jepueg e30)

ueunbueq
1e3Ue| UaISIJ0Y
uep ueunbueq
Jesep ualisiyaoy
uesejequiad

agl

Jowed

asl

agl

asgl

asgl

Bundwen]
Jepueg e30)

BUIp[INg pasn
-XIw uedessuad
BUOIOPUBIN

agl

Jowed

asgl

agl

asgl

asgl

Bundwen]
Jepueg e10%

juawdolanag
pajuslio

jisued| uedesauad
BUOIOPUBIN

sepJad uep
Yedwoy
Buek
ueejoxiad
ueu
nbuequwad

@L-zMm)

agl

ag
dg/9dNg

asl

agl

asgl

asgl

Bundwen]
Jepueg 103

Uelsep euedusd
ueebequua|ey
uelenbuad

agl

ag
dg/9dNg

asl

agl

asgl

asgl

Bundwen]
Jepueg 103

BuesUsq 1SeBbRIW
uep ueyebadsuad
ueynejed

asgl

as
dg/g9dNg

asgl

agl

asgl

asgl

Bundwe
Jepueg e103

eueouaq debbuey
ueye.n|ax/esap
ueynjuagawad

asgl

dasg
dg/gdNd

asgl

as

L

asgl

asgl

Bunduwie
Jepueg 10

1sejl|iqeyay
euesusy

uep ‘ejeyniepay
euURdUSY ‘Isuafijuoy
euedusy (ddd)
yesee eueduag
ueBue|nbBbueusd
euedusy
ueunsnAuad

dlV VAVA
d3aWNS

ddnd

N&dv

00

0'000'sS

194ed

pundwe
Jepueg e10%

bundwe

Jepueg €103
ueejoxlad ewein
aseuleaq ueunb
uequiad,/unbueqip
Buek

ueejoxiad ewein

aseulelq ueinjes

eueduaq
ueye) 6uek
ueejoad
ueb
uequiabuad

euedusg
ueuejuaiay
1se61IIN
uep ue
Infuejexieg
ueu
nBuequiad

dlV VAVA
43NS

ddnd

Nadv

00

0000'sS

19%fed

Bunduwie
Jepueg 10

Buelueq ueyngefod
uesemey Jifueg
|epusbuad
ueunBueg ueunt
uequiad,/unbue:
BueA Jifueq
|epusbuad

ueunbueg

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

\O



$£Z0Z ‘sisijeuy [IseH 1equing

‘gey ‘Anwi] Bundwe ‘gey

e1esim
6und 6 Auod
x | x | x E BNHNIWIM asL asL QgL | asL sy “anwi L Bundes ‘oo P N
ueunBuequwiad
EEWMEREE]
sund
X X asl SNHNIWI agL agL asl asgL uEIgles BLncauE ueyequieusd

uep uexieqad

RlESIMIIRd SN)OZ Jnpjnijsedsu] uenpediald)] ISV eueduay sylijep €8 |aqel
ejesimiied sN)Yo4 ddNd UON uep ddNnd IS)V eueduay uep weiboid "S'1'8

Ise
jlodsuel ]
epo uep

|ndwis
-Indwis
uebue
quwebuad

&o
-20-SS)
ejesimued
J3snpu se
upqisesxe
ue
pEN[SIVIVER]

joqwied

agl

agl

agl

agl

Bundwe]
Jepueg e103

ueejoxad

1p dnpiy Buek
48sN-pus 1ebeqes
13snpul Isexnp3

joqwied

agl

agl

agl

agl

Bundwe]
Jepueg e10%

13qejip

yewed sejljise)
unBuequiaw
ees |e)bip
9aW WiN[NXLINY
uexBuequabusul
‘Aysnpu

Buejua) Isewojul
edniaq sejljise)
ueyLIagUIB

o wiad

asgl

asgl

asgl

asgl

sundwe
Jepueg 10

uebunybull
yeweu buek
Jneussyje 16isuUs
uep quaswabeuew
J91em
‘Juswabeuew
215eM uedelauad

o wiad

asgt

asl

agl

agl

Bundwe
Jepueg e10%

Ueejoxiad Ip
Iwiouoa uejelsay
Buoopusw
wejep 160[0uxa)
uejeejuewad

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

sejul njef eped
15| uedesauad

297



AV
YAvVA
d3ghns

ddnd

Nadv

000
'000'SS

19%ied

Jnwiy Bundwe ‘gey

ueunbueg
ueunbu

ifueq
ueljepuabuad
ueunbueg

AV
VYAvVA
d3ghns

ddnd

Nadv

000
‘000'ss

1oded

Janwi Bundwe ‘gey

eybueleg
1ebuns Jiflueg
|epuabuad
ueunbueg

ueunBu
equwiad/unbueqip

ueljepusbuad
ueunbueg

AV
VAVA
d3ghns

ddnd

N&dv

000
000598

eH

S8S'8

Janwil] BundweT ‘gey

ueuey bunger

1@ ueunBu
equwiad/unbueqip
Buek

1sebl| yeiseq

WdS
1esnas
Jeseq 4n
PinaIsesu|
u

eelpaiuad

(SO-¢S)
ejesimued
nsnpu
sejluswe
ue
pENISIVIVER]

Al
VYAvVA
d3ghns

ddnd

Nadv

00
0’0000l

yun

uejeles Bunduwe ‘gey

ueje|es bundweT
uajedngey neg
A1y eueleseld
ueunBu
equwiad/unbueqip
BueA nyeq

Jle eueleseld

VOUVI
VNIg

ddnd

Nadv

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

Bundwer
1SUIAOAd
uejequiar uep
uejer unny Isea
19591d,/uelequiar
1SeAI8S3Id

uep uejer unny

Buequiad

agl

GNHNIWIA

asgl

asgl

asgl

ast

uejejas Bunduie

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

ejesimued
snq epow
uee|paAuad

agl

GNHNIWIA

asgl

asgl

asgl

ast

ueje|as Bundwe]

‘gey Unwi] Bunduwe ‘gexm

nend

Jejue ejesim
nyesad/jedey
ueelpakuad

agl

GNHNIWIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey Unwi] Bunduwe ‘gexm

snuad

ne| ueynyBue
Iseyjiodsuey
epow
ueelpaAusad

agl

GNHNIWIA

asgl

asgl

asgl

ast

ueje[as bunduweT

‘gey Unwi| Bundwe ‘gey

snq
9)jey ueeipahuad

agl

GNHNIWIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as BunduweT]

‘gey Unwi | BundweT ‘gey

[ENIPVES
uejeybuluad
uep ueelpaiuad

agl

GNHNIWIN

asgl

asgl

asl

ast

uejejas bunduie

‘gey ‘Anwi] Bundwe ‘qey

Aemund
uebueluediad
uep

elepueq [euiwie)

uesenjiad

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

o]



VAYYH
V1dID

ddnd

Nadv

000
'S566'69L

ey

ee'ell

anwii| Bundwe

gqnuany
uewijnwiad
ueelewsalad

NVH
VIWNY3d

ddnd

aad
V/Ngdv

000
‘095191

Hun

8L0'8

uejeles bundwe

uelees bundwie
uajednagey
eAepems
ueyewniad
ue|nwis uenjueg

NVH
VIWNY3d

ddnd

agd
V/Nadv

000
'090°0¢S

wn

00'9¢

anwii] BundweT

‘qex

anwi] bundweT
uajednagey
eAepems
ueyewniad
ue|nwils uenjueg

VAYVYH
V.1dID

ddnd

aad
V/Nadv

000
‘000°0¢

nn

Janwir] BundweT -

euepesns vdl |
sesilewndo/ejoy
oS
ueyedwesiad
uee|ojobuad
wajsis

VAYVYH
V1dID

ddnd

agd
V/Ngdv

000
'000's¢

WX

oL

uejeles Bbundwe

esefell ] Wvdd
eweln 1snquIsia
ueBuuer ueunbue
quiad/usiedngey
WVdS
uejexbuluad

VAYVYH
V1dID

ddnd

Nadv

00
0'000°SL

M
ap/11

oz

Jnwi| BundweT

[EESNIEN]
ueynge yMi
WVdS ueunbue
quiad/usiedngey
WVdS
ueunBuequwiad

div
VYAVA
d3gWNs

ddnd

Nadv

00
0'000sL

WX

el

uejejes BundweT

[GER
1ejued) epueljey
lejued uewebuad
anpnajsedyul
ueeJeyijpwad

AV
VYAvVA
d3ghns

ddnd

Nadv

00
0'000sL

wx

1454

uejejas BunduweT -

(eleaexns
1ejued) epueljey
lejued ueweBuad
anp{naiselju|
ueeseyijowad

AV
VAVA
d3ghns

ddnd

Nadv

00
0'000°sL

WX

Sl

uejeles BundweT

[CEREEN]
epuelex

lejued uewebuad
ueunBueg
ueunbu
equwiad/unbueqip
BueA lejued
ueueweBuad
ueunbueg

AV
VYAVA
d3gWNs

ddnd

Nadv

000
‘000°SS

19%ied

uejeles Bundwe

UBNS Bunaney
eg

ueunbueg

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

euepeyNs Jlueg

|epusbuad

299



winuiw uexew

WA uep ejewesapuId
dOMNIWIMA uejejes bundwe] P
agl vt agl agl aglL agl ‘et nwi] Bundwer ‘qe :mmcmwmanwM
ERVZINENEN] UeeipokUag
SIMNIWIA uesemey| Ip
f ejel9s Bundwe
asL Y asaL asaL asi asaL e .szumr:wscﬁ ﬂmh A1isnpu seyjise
FAVANIWIA - ueelpaAuad
e Siostaisd
dVaM .
agl adgl adgl agl adgl uejeas bundwe ‘qey BIESIM ISHRI}Y ejesim .
FUVANTWI ueBUBqUISBLSY LUl m:ﬂmmﬁw
wely efep : ¢
EA2=)) . nieq
agl aglr aglr agl aglr anwi L Bundwe ‘gey BIBSI/ IS3ely uebue
FIVANIWIA uebuequiabuad quiabuad ,.m_vm_.vmmru_m
El2=)il fejued quisbuad
a8t JUVANIWIN asL asL ast asL uejejas Bundwe qey ejesim Iseunsaq
ueBuequiabuad
v J1593 nejnd-nejnd
agl aglr aglr agl aglr uejelas bundwe ‘qey BIesIM Iseunysaqg
SUVANIWIA ueBuequiabuad
wely 1ebe>
dvir uejelas BunduieT]
aalr agl agl agaLr agl . B . eleSIAA Iseunnsaq
JIVANIWNIA gey Jnwi] BundweT ‘gey uebueqUBbUSy
ENEN wnu
FIVANIWIA uejelas BunduieT] uep uexew
asl ‘WYN asL qal aaL asl ‘gey ‘Anwi| BundweT ‘qey sisequaq WMIWN
JdOMNIWIMA ueelpaAusd
ENZSN] uejees bundwe’ ueloisal
asal FIVANIWIA qal asl asgl asl ‘gey Anwi] BundweT ‘gey uee|paAusad
4Var ueje|es bunduieT Aejsawoy uep
asL ENNZINEREN asl asl asL asl ‘gex unwiy Bundwe ‘qey | jo3o0y ueeipaAusd
1uekepiay wnq
ueje|as Bundwe]
agl OdNINOM agl agl agl agl B ‘ . BueA eaie Ip S19
geyl ‘“4nwil] BundweT ‘qey ueBueqUBBUSd
>ndo
Jaquy ueelpakuad
njejaw
ueje|as bundwie]
agl OdNINOM agl agl agl agl B ‘ B Isexiunuioya|e}
geyl ‘“4nwil] BundweT ‘qey ueBuLIel seyjeny
uejeyBuluad
uep uesen|Jad
RIS
ueje|as Bundwe] uebulel ueueAe|
S Wasa asi asi asl aslL ‘gey JUnwi] Bundwe ‘gey eaJe ueiexbuluad
uep uesenjiad
(lebBun |
eAley |9y
,\_Mv_wz Mv_wa,_wv:
VAIVYH asad 00 . Bund . yebusa] BundweT
V1diD ddnd v/N8dv | 00z9Ts eH 80'se UEIIRS BUNALIET eA uaednge

ynwiny
uewijnwiad
ueelewsalad

(uebuoleded
09y ‘ededar
Kepn 09))
anwi] Bundwe

uajednagey

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

=
=1
on



agl

4vir
FAVANINIA

asgl

asgl

agl

asgl

ueje|es bundwe

‘gey ‘Anwi] bundwe ‘gey

uep JAsnpu
ueeAepisquad
jesnd
ueBuequiebuad
ueyiie|dd

agl

Ebg
FAVANIWNIA

agl

agl

agl

asgl

ueje|as Bundwe

‘gey “Anwi] Bundwe ‘gey

ejesimpued
nyejed 1eBeqges
snpu/jepe
1Ansnpu
i1sedisijued
ueieyBuluad

agl

Elgs)
FAVANINIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey ‘Anwi] bundwe ‘qey

wele ueneisspd
uep uebunpuljied
©1495 ‘ISeAIaSUOY
Buejuay
uenyejabuad
sejisedey
ueleyBuluad

agl

Elgs)
FAVANINIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey ‘Anwi] bundwe ‘qey

yejuswad
uebunyBul|

Ip eyesimped
WAs selljiqedey
uep sejisedey
ueleyBuluad

agl

Elgs)d
FAVANINIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

ueejesimiiedsy
1Ansnpu
ueBuequiabuad
uep uepipuad
ueejeb6usl@AUsd

agl

dvir
FAVANIWNIA

asgl

asgl

asgl

ast

uejejas Bunduie

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

[
Buek
ueejesimiieday
1Ansnpu

Jisnpu sejiueny
uep sejleny
uejexbuluad

agl

dvir
FAVANIWNIA

asgl

asgl

asgl

ast

uejejas Bunduie

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

(SIUSIq uebuensy|
eyi0dsuely
‘Isepowoxe)
ejesimued
ueejojobuad
ueyije|dd

agl

Elgsi
FAVANIWNIH

agl

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey Unwi) Bunduwe ‘gey

uebbuead

ueueAejad
uejidwelslay
ueyije|dd

agl

Elgs)d
FAVANIWNIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

©1esIM
nyejad Isexies
uep Iseslepuels
njejaw

ejesimued
INAS sexeny
uejeybuluad

agl

EVEN
FAVAINIWNIA

asgt

asgt

asl

ast

ueje[as bunduweT

‘gey Unwi| Bundwe ‘gey

©JeSIM Npuewad
ueylje|dd

7€0¢ — GZ0Z UYeL

Bund.ue suno My

agl

Jvir
FAVANINIM

asgl

asgt

asl

ast

ueje|as BunduweT]

‘gey Unwi | BundweT ‘gey

ueBunyBur

Jepes uep ejesipm
Jepes sodwoey
ueypejad

ejesimiied

siusiq uep
JGEEIN)
1wouoe
JexIe)
1snpul

sejisedey

ue

1exBuluad

(€0
-ZO-1S)
ejesimued
uee
Bequia|oy
uep Was
sejisedey
ue
1exBuluad

301



£20Z 'sisljeuy [ISeH Jaquins

agl

Elgs)d
FAVANINIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

ejesimued
1413snpuj

Buepiq Isesiuebio
uejenbuad uep
ueBuequiabuad

agl

4vir
FAVANINIH

asgl

asgl

asgl

ast

uejejas Bunduie]

‘gey Unwi] Bunduwe ‘gey

ejesimued
! Sop
6uepiq Isesiue6io
uejenbuad uep
ueBuequiabuad

agl

OJNIWOM
BN
FAVANIWNIA

asgl

asgl

asgl

ast

uejejas Bunduie]

‘gey Unwi] Bunduwe ‘gexm

[EESSERE

uep ‘Isexijde
‘9)ISqeMm siseqlaq
uemelesim
uswiBas
uexesepiaq
uejesewad
1seAoul
ueBuequiabuad

agl

dviX
FAVANIWNIA

asgl

asgl

asgl

ast

uejejas Bunduie

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

Uejenq ejesim
uep snsnyy
JeUIW BIesIM
ynpoud isowoud
uejexbuluad

agl

Elgs)d
FAVANIWNIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as Bundwe]

‘gey Anwi] BundweT ‘gey

©IesIM
19xed uep ynpoud
IsexyIsIaAIg

agl

Elgshd
FAVANIWNIA

agl

agl

agl

agl

ueje|as BunduweT]

‘gey ‘Anwi] Bundwe ‘qey

ISeunsap
uexesepiaq
ebiey Isejuswbas
uenyejiaquad

uee
Bequia|oy
IS
esijewndo
uep
elesIM U
elesewsad
ue
1exBuluad

©1eSIM
uebuequabuad
uenduweway
uejexbuluad

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

N
=4
on



uep Jesaqes nyleA yebus |
Qmoﬂwmm_mmv_ Bundwe uajedngey yebua ]
uep mc__xo.n_ p _mmam_\__ ale :mr_EWwa yebus) s :mnmr_mk Bundwe cm_r_mt%n_
000°000°000'L . idnsnousw exBuel undwe] uesemey] 1sebLl
6c0c 620c N8dX Hin L - dese] Emvh_mv :mmc:v_br_mn m::n.EM._ ueluelied ¥njun Jie ueelpsAusd vas 4
Sd MMWOwNV ueunBuequwad aeH uesemey| JnpinJiseljul/unbueqip
d3a 129 njeaw 1sebl BueA uebunpusg
Jle ueyequieuad Isus3od
(zgoe
-8202) unyey
S ewejes 6202
yiga| Bueiny unye3 1p Ip/sW £0'68
ueunBuequwad Jeseqes njleA yebus | yebus |
uep Bundwe usjedngey Yebuo | yebus | Bundwe] uejueliad
. . (£Z0T-9202) 1P Isebul Jie ueyningax Bundwe uesemey| Isebul
6c0c 6c0¢ nad 000'000°0s nan L eAuule| idnynouaw exbuel mc:g.rr_mj ueluelad ¥njun e ueeipaAuad vas £
uep Buipioq wejep uebunpuaq aext uesemey| anyynuisedyul/unbuedip
‘dese ueunBuequwad BueA uebunpusg
'S4 (5202) Injejaw isebl
Q3 edniaq Jle ueyequieuad Isua3od
DY uexdeisip
Jeby
“Uebued bunquin-
lebeges Bundwe]
1SUINOId Bunynpuaw
eAuUIe| sund mxmcML welep 5
uep Buipioq :M"ﬂ_mﬁww MMMW,@ﬂﬂﬂ”m yebua| m:r_:mahw..r_ uolsua}x3 elquiny 1
620C 8coc Nadv 000°000'LLY'L eH 000'wL ‘a3 edniaq uesjexBUILBW Bundwen uelueiad ueunbuequiad/unbueqip vas 4
DY uexdelsip WUn 1SeBLl gem Uesemey| BueA 1sebul yedseq
yessep ueunbuequiad
ueynpadip e66ulyss
1p/SW $0'68 lededusw
1seBlil Jie ueyningay
(1sebul yeiaep 1sebiil
yesaep ueunbuequad
ueynpedip e66ulyss
eAuule| Bueiny 11o6a1ex
uep Buipoqg eped ynsewJal) 9'vZ yebua ] mc::mamhww__. ,mm%hﬂﬂmwmmm
6202 820¢C NEEN 00000088 w oz 'q3q edniag Jesages uengnbued Bundwe] ueweyod | Iseyiceysy uespexsup | YAS L
Oy uexdeisip 1d P ¢z0e unyey ‘aex eseme: BueA 1sebLi yelse
Jeby eped Isebl| uebulier u i 4 d
ISIpUOY] SYapU| 7
Pp/SW 0’68 lededusw
1SeBL1 e ueyningay ‘|

(&) | @D [() () 6) T ® ) (9 | () [2) (€) [2) ()
MIHIS3dS Sv.iiHomid
1Ivs313s IVINW R TRGIEL VI¥ILIED NVLVIOIN

ISVIO1 NVSVMVI
ISVLINIWITdWI y3ganwns
VNVON3d NNHVL

dd) VAVIE SSANIAVIY ISdIdMS3A Nva
NVViIDd3ad NVHNLNE3IX ISVMIANI NVdVIS3aX NVArnL/ISvidiLsnr VrA3IX NVANAVD

Ay eAe@ Jaquins npjnijsedju] ISy euesuay sl '8 |oqel
Ay eAeQ@ Jaquins 103)aS ISV tueduay uep weiboid °L'Z'8

ddNnd ISV eueouay uep weiboid 2’8

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

303



‘uebued
Bungquin Bunynpuad
lebegas Bundwe]
ehuue| _mc.,>o\_nm_ ch:&:hﬂmm_t uengebue,
d
cm.McnﬂmL%._ Bundwe cwumasnmx_ ,,m yebus| mcs:mam&m._, 1a :mmmsﬁtma
620C 820C Nadv 000007 1 wp oL ‘q3a &&wm ueluelsad seyAipnpoad Bundwe] cmEmth 1sebu| yesseq vas 8
5y uexdersip uexjeybulusul ‘gey cmmm\swx ueunbuequiad/unbueqip
\_m,m( ¥naun isebul BueA 1sebui yeiseq
yetoep ueunBuequiad
uexnpadip ebBuUIyas
1p/SW $0'68 lededusw
1seB141 e ueyningay
uep %mﬂ__:xﬁm q (Bueuny LIoBajey Yebua | s r_mam:m._, m>mnm\_mm ynindes
- . eped ynseuusl) %09 > undwe] emey I1sebl| yelsseq
6202 5202 NEdV 905'85T LSV w v9 a3aa mmamn NWON D_EE eped 196611 Bunduwey veleyad | 1sey nm;mm\cgmums% vas L
od ue Mw_@ uebBuLier ISIpUOY s¥apu| aeM uesemey| BueA isebul yedseq
‘Tebuns Isepeibap
Ipelia) ebnl niny
yeiaep eped ‘eAuunyey
denas Jilueg 1pelis)
(eAeqeins ynndas dia)
ueyemesiad yeiaep
13 "W G‘z 166U} uebusp
nB6BuUIwW | lededusw ynndes
uep %bﬂ,wm_ Mm_g H yeiseq yebus, s r_mamr_w._. >mw> 1efuns Lmtmm
| § . ; Ip ueBuUBURY "BIqUIN unduwe Ilepusbuad ueunbue
6c0¢ Leoe N&dv 000'000's¢2L Wi oc memmmM__mm_n r_w\_mmv any wx _mm:tmmm m::Q.EM,_ :mEmth cmcr%:mnEmm_\csm:me vas 9
oY ue \_mm@ Bundwexas Aepn a=M uesemed Buek Jifueq
1ebuns pelial bueA uellepuabuad ueunbueg
Jifueg "y1Bns Bunung
uajednqgeyf e1oxNq|
Injejaw Jifueg ey
68'66£°C¢| lededusw
Jifueq uemed yelsep
sen| IsyaAoad pijiwaw
6202 unyey eped
‘yebus |
Bundwe usjedngey
1P ueyningey
Iynuswiaw 3njun
ueseeq :xmn Ae mcmkwmuﬂa
:muc:mﬂ‘_mm_m ueunbuequwad
uexyningip
Gr_m%umwmcwm%mﬂ_ ebbulyss p/sw yebBua mcs:mam&mw olaJijey nyeg Ay exeju|
1202 1202 Nadv 000°000°0L M1eP/A1/3uN oz/L qaq Mornes £98'0- Jesagas nyiek Bundwe- Uelueyeg | UeUnbuequiad/unbueqip vas S
cmv_j_\_,mQ;u 620z unyey e66uly ‘qey cmmm\swv_ BueA nyeq Jie eueleseld
eB6UISS 1207 ueyningey uebusp
nyeq Jie ueeipasialey
ais c:mm:ﬁ_u deb jedepua)
uepns yeBua] Bunduwie
ueluellad uesemey
1p Neq Jie ueyningay
1s@Aoud eped
[€43e}4
-8202) unyey
S ewejas
Yiga| Bueinx '620C
ueunbuequiad unyey 1p 1p/sW 068
(1) [€18) a (oL) 6) (8) (73] (9) () W) [3) [3) ()

A AEREH]

IVInW

ISVINIWITdWI
VNVOIN3d NNHV.L

NVVNVAN3d
d3gnns

(nary
dd) VAVIE
NVViIdad

NVNLlVS JWNTOA

NVHNLNE3N ISVIIANI

VII3LIO
SSANIAVIY
NVdVIS3aM

NVLVIO3aX
ISdIdMS3a Nva
NVNrnL/ISvidiLsnr

AIdIS3ds
ISV)O1

SV.1RIORd
NVSVMVY

VrA3IM NVdNAVD

NV.LVIOIN/WVED0Ud

JdONN (e}

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

304



Lz0c yxder4

Nadv

000°000°0L

wy

(9z02)
als malaal

NYeq JIe Ueelpasialay
uebusp IPp/cw
£95°0- Jesagas nyiek
620z unyey e6buly
ueyningay uebusp
nyeq Jie ueelpasialey
deb jedepua) IINsa
ueluepad uesemey
1P M{eq Jie ueyningsy
1s¥9Aoud eped

IINssy "qey

eAeng lebuns

nyeg JIy eueleseid
ueunbuequiad/unbueqip
BueA nyeq Jie eueleseld

vas

gL

6¢0¢ secoc

NEdv

000°0LL'SL

(§z200)
a3g malnal
ueynpuadig

'6¢0C

unyej eped 1p/gw
299z Jesaqas Isebul
Jle ueyningay Isyakoud
ueyjjewdobusw

¥njun isebul

uebunel ueunbueqwad
ueynpiedip e6bulyss
(L'SL) ebBulyss Bueiny
1iobajey eped ynsew.ial
220z unyey eped [sebl|
uebuLer ISIPUOY SYapU|

NSy "qey

1IINsa
uelueliad
uesemey|

seyy 1nsa "HId
1sejljigeyay /uesiexbunip
BueA isebul yedseq

vas

cl

6c0¢C scoc

Nadv

000£06'6£C

w

VL

eAuule|

uep Buipoq
‘a3qg ednieq
DY uexdeisip
Jeby

'6¢0C

unyej eped jp/sw
29'9¢ 1es909s 1sebLl

Jie ueyningay IsyeAoud
ueyjewindobusw

¥njun isebul

uebuLiel ueunbuequed
ueynpadip e66ulyss
(L‘sL) ebBulyas Bueany
1ioBajey eped ynseway
220z unyey eped Isebu|
ueBuLIer ISIPUOY SYapU|

IINsay "qey

1INsay
ueluepiad
uesemey|

njifemey

emey Isebl| yelsseq
1sejljiqeyay /uexiexsuiip
BueA 1sebul yedseq

vas

6c0cC scoc

Nadv

000°059'vS

oL

(5202) 1gep
uednynoa
ueynjususw
snun
Iselo|ds33
uep 311511089
als mainel
ueynpuadig

“Uebueq bunquin-
leBeqgas Bunduwie]
1SUINOJd Bunynpuaw
exbues wejep
BundweT uajedngey Ip
uejueliad sejAIpinpoad
uexiexbuluaw

3nun yeue] Jiy 1sebu|
ueBulier uelogebuad
uep ueunbueqwad
ueynpedip e66ulyss
1p/SW 0’68 lededusw
1Se611 e ueynINgay

yebua ]
Bundwen]
qey

yebBua
Bundwen]
uejuelsod
uesemey|

yeue]
A1y 1seBl| uebulier
uelogabuad uep
ueunBuequiad,/unbueqip
BueAk (LVIr) yeue]

A1y 1seBu| uebuLer

vas

oL

8cocT scoc

€ | @D
IVsS3i3as 7

IVInW

ISVINIWITdWI
VNVOIN3d NNHV.L

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

¥sD/agdv
/Ngdv

a

NVVNVAN3d
d3gnns

00000g°¢T

(oL)

(nary
dd) VAVIE
NVViIdad

wif

[G)

NVNLlVS

NVHNLNE3N ISVIIANI

9

(8)

JWNTOA

[73)

VII3LIO
SSANIAVIY
NVdVIS3aM

“Uebueq bunquin-
leBeqgas Bunduwie]
1SUINOId Bunynpuaw
exbues wejep
Bundwe usjedngey Ip
uejuelad sejaynpoad
uexiexbuluaw
¥njun yeue |
1y 1sebu| uebulier
uejeybuluad/iselljigeyal
ueynpadip e66ulyss
IP/SW 0’68 lededusw
1SeB11 e ueynINgay
(9)

NVLVIO3aX
ISdIdMS3a Nva
NVNrnL/ISvidiLsnr

yebua |
Bundwe]
‘qex

(s)
AldISads
ISVX01

yebua |
Bundwe]
uelueliad
uesemey|

[€2)
SV.LIdORd
NVSVMVI

VrA3IM NVdNAVD

yeue|
a1y 1sebu| uebuiier
1seyljigeyay /uesiexunip
Buek (LvIr) yeuel
a1y 1sebu| uebuner

[3)

NV.LVIOIN/WVED0Ud

vas

305



edniaq Jifueq uemer yelsep Nl Nsp ueunbuequad,/unbueqip
8¢0C 8¢0C Nadv 000°000'SS 19xed L Oy uexdeisip sen| 1syahoid piijjwaw Bundwier sequiey bueA Jiflueq vas 8l
Jeby 6207 unyey eped °| ‘gex AeM NdSH uejjepuabuad ueunbueg
"(9200)
eAuure| uep
deueT ‘lepwy
‘Buipoq
. | . opat eyBueleg lebuns Jifue
AmeNv m:E:. eH R_ £rgell ledesusw anwiry ssp _Dmﬁ__mmcw%c_ma Hmm_‘ﬂwmmm
6207 8207 Ngdv 000°000°18£ w IS o eg wmw&mﬁmwﬁmﬁw&wﬁ Bunduwe sequiey | ueunbuequiad/unbueqip | vas 2
ueuebueuad 620z unyes eped e fem Nas uel|ej cwmcwammwm_ﬂ_,ﬂmmmm
ue|diaise 1ep
edniaq
Oy uedeisip
Jeby
Buelued
ueynge|ad uesemey)
uep eweln aseurelq
hmw%mmm eped ueuebueuad
yewnswed | opo6lod L inbueq Bunduen
yajo ueye 5 d sund sund Jepueg e10y ueejoxiad
szoz sz0z NEdV 00000052 uny L eoed  emrenp lepueg lepueg o S | vas | el
a cmu»MnOONw nued mmmchm 210 N>id cmc:mcmnmem_\c:mcmEm
eleT (9202, o gty uek ueejoxIe
" 4 z£'0g'T ledesusw
Um_wmm”nm__m_m BundEn 16puRe N3id ewejn aseulelq uein|es
grvss 1p Jilueg uemey yesseq
v sen Isy@Aoid 6202
unyey eped ‘sisijeue
jisey uexJesepiag
Buelued
ueyngejad uesemey]
uep ewejn aseureid
nmwwommv eped ueuebueuad
u a Isuabun “Jifueq
yejurswad IlepuaBuad ueunbueq Buelued ueyngelad
R0 veuen Seinbieaion | sunduwer | sunduer | gl i NS
8202 820z Nadv 000°000'5Z wn z o uesnyelip Jepueg Jepueg eunBue Bueq! vas St
uep (£002) npad e6BuIYaS 2305 Noid ueunBuequad,/unbueqip
dese (9202) ey z,'0s2'Z ledesuaw BueA aifueq
g3q ednuaq Bundwien Jepue; ueljepusbuad ueunbueg
~ uexdeisp 7 Jepueg Nyd
166y 1p Jilueg uemey yesseq
senT IsyaAoid 6202
unye) eped ‘s|
jisey uexesepiag
efeng
L2Buns 1p 1petio) Aiueg nson | uenepuhuse deahbuey
8207 8207 Nedv 000°000°59L w oL eH mﬁvmmcmw»\,_mm mwﬂmmﬁ 1INsalN “gex vewenad | ueunGuequad/unbuedip | vas vl
uesemey| ueA Jifueq
seni MMM\ANOUWLMW M._Umm_.u ueljepusbuad ueunbueg
TNsa|y Us1edngey]
1P ueyningay
1ynuawisw 3njun
nyeq Jie eueseseld
ueunBuequiad
uexyningip e66ulyss
Ip/gW 89g°0 ledesusw
nyeq Jie ueyningay uep
1p/$W 5000 ledesusw

(1)

A AEREH]

[€18)
IVInW

ISVINIWITdWI
VNVOIN3d NNHV.L

a

NVVNVAN3d
d3gnns

(oL)

(nary
dd) VAVIE
NVViIdad

6) (8)
NVNLlVS JWNTOA

NVHNLNE3N ISVIIANI

[73)

VII3LIO
SSANIAVIY
NVdVIS3aM

[E))

NVLVIO3aX
ISdIdMS3a Nva
NVNrnL/ISvidiLsnr

(s)
AldISads
ISVX01

[€2)
SV.LIdORd
NVSVMVI

VrA3IM NVdNAVD

[3)

NV.LVIOIN/WVED0Ud

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

306



€ | @D
IVsS3i3as 7

ISVINIWITdWI
VNVOIN3d NNHV.L

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

IVInW

a

NVVNVAN3d
d3gnns

(oL)

(nary
dd) VAVIE
NVViIdad

6) (8)
NVNLlVS JWNTOA

NVHNLNE3N ISVIIANI

[73)

VII3LIO
SSANIAVIY
NVdVIS3aM

[E))

NVLVIO3aX
ISdIdMS3a Nva
NVNrnL/ISvidiLsnr

(s) [€2)
AldISads SV.LIdORd
ISVX01 NVSVMVI

VrA3IM NVdNAVD

[3)

NV.LVIOIN/WVED0Ud

I1seiqe ueme. buefued
IseAoud uebusq ‘W
15'591 Jesages Iseiqe
uemed yeAeim Buelued
DiljIWaW ueees
eAulebeqes Bundwe usjedngey
ule| “Yl1sads 1sex0| A (uenfuey)
uep (9202) uereles eAuielfes epueljey lejued
. . P uep uewebuad ueunbueg
szoz sz0z NedV 00000008 w s 6uI0q Bundule neosery | ueunBuequisg/unsueqip vas 1z
‘(5zo02) a3a Bundwe usjedngey ‘qey NdSH Buek leyueq
cmxaﬂmﬁ rﬂﬂﬁﬂﬁhm?&ﬂ ueuewebuad ueunbueg
eped ue3esnIay oxisal
uebueinbuad exbuel
welep lejued sueb
depey.s) uebunpullied
ynjun eAedn le6eqges ‘|
31D JNogJeH luaynexeg
BunNyNpusW 3njun weq
Aieniys3 uexeunbBbuawl
nyeq Jie eueseseld
ueunbuequiad 'z
INQ9sI9] Ueyningey
Iynuawisw 3njun
nyeq Jie eueseseld
uep «Mwmm_wv_ ueunduequiad uelepes
deJeT MmNONV ,uMm\v_mchumm,mU Mm\_mmmMMMm s r_maum_wm m>:\_mu_m_wm Bundwe usjedngey
8¢0C erder4 Nadv 000000 7Ll jun 14 uljoq undwen nxeg Jly eueJjeseld vas oz
edniaq E_ﬂ\ﬂ M_mr_\_"wﬂ_mmw MM\_mwrWU ‘gey nejexelt ueunbuequiad/unbueqip
joXs| cmv_QMw_U Qmmv_ym_am.n\_mu H_u _Ewm NdSM BueA nyeq Jie eueleseld
v ueBusq Ip /W
GO'0 4esagas nxeq Jie
ueelpaAuad uexbuepas
P /sW/Z0C lededusw
nyeq Jie ueyningay
DiljiwawW ueees
Bundwe] usjedngey
‘6202 Unyey eped ‘L
"(£20T-9200)
eAuule| uep
Qm_mn_m_m__or:( ey ¢ yige| bueiny
¢ poa ewie|as wd Qg lededouaw
Amwwwsm:&.mw__. ueBueuasb 166ul] Z anwin| AsSp ueuey| Bunger |q
620C 620C NadVv 000°00S'95L eH S9S°L Jilueg ‘eH ££'g¥8'glL ledeousw Bundwen sequiey ueunbuequiad/unbueqip vas 6l
ueuebueUad Jilueq uemeu yesaep ‘gey AeM NdSHM BueA 1sebu| yesseq
Ue|dioisei sen| isyaAoad pfijjwaw
edniaq 620T unye) eped |
DY uexdeisip
Jeby
"(£20T-9202)
eAuule| uep
deueT ‘lepwy
‘Bulpoq
(S520g) AnwiL
Bundwe-] ey ¢ yiga| bueany
Jfueg PWe(as wd Qg ledeouasw
ueuebueuad ueBueusb 166U1L 7 euepeyns Jifueg
ue|dialsel ‘eH £/ '$P8'CLL ledeouasw ueljepusbuad ueunbueg

[3)

JdONN

307



'a3g edniaq nfueq uemel yeisep e1ey
1202 920z NEdv 000000252 wy L oY uesdersip senj 19fA0Id ppwows | UEIEMEESD o JAnjaL lelued ueweBuad | vds | 62
J1eBy 6202 unye) epedq ueunBuequiad
820C unyey
wnjagas
eAuule|
: Buemeg
uep Buiploq Buemeg
Buemeg P ,mmmﬂm,w:&,ﬁwmwﬂwawﬁ_wﬂ Buemeg buen 1ebuns ufueg
620C 9202 NEdV 000000°'SS wyy ot bueinl epepid ‘eH 0/8' b1 tededuswu BueinL uesemex | ueliepusbued ueunbueg | o g | gy
emey Jiflueg Jilieq uemes yessep ‘et UON ueunbuequad,/unbueqip
In6oue L sen| IsyaAoad pljiwaw buek uifueq
ueunbuequwiad 119 | ueljepusbusd ueunbueg
Qs ednisq 620C unyey eped
Oy uesdeisip
Jeby
ueuey|
uep %b_:x,wm_ ‘BH 185 617 lededousw Kepp 1ebuns Jifueg
§ § . ; siflueq uemel yelaep ueuey| uesemey| ueljepusbuad ueunbueg
Leoe Leoe N&dv 000°000'SS 1fed L Qm_m_mmmw_m_n sen| Isyakod pljiwaw Aep "gey UON ueunbuequiad/unbueqip vas Le
od ue \_m.m.n 6202 unye) eped BueA ifueq
v uelepuabusad ueunbueg
eAuuie] oy
uep (9z02)
buipog waey
A_.mmmmmwv_ ,mJ Lv6'SY lededouaw eiein >m>>.r_m%mm Kepn :mEmm
g . [ueq uemel yelsep uesemey| ueljepusBuad ueunbueg
Yader4 Yador4 Nadv 000°000'SS 19xed L wmim_wwmm sen| 1syeAoId BB mc:g.EwJ uoN UeUNBURqUIRY/UNBUBQIP vas 9z
:m__mvx,\r/_wmcmm 620Z unye) epedq gext BueA aifueq
Qis edniaq ueljepuabusad ueunbueg
Oy uedeisip
Jeby
(Sz0g) ewein soieg 19y
aseureiq ‘eH G511 lededsusw 1ejar Aepp 1ebuns Jilueg
5 . ais lisey ep Jilueq uemeu yeloep snwebbue | uesemey uellepuabusd ueunbueg
Leoe Leoe Nadv 000°000'sS oed L Bunuekisy sen| Isyakoid pijiwaw ‘qey UoN ueunBuequiad,/unbueqip vas sc
ueq 6207 unyel eped BueA Jlflueq
ueuebueuad ueljepusbuad ueunbueg
eRuue) IP/2W 0260
uep BuIog - lededusw 6Z0OZ unyey snwebBue| usjedngey
g g . ; eped uep ¢z0Oz unyey snweBbue| uesemey nyeg JIy eueleseid
6coc 6c0c Nadv 000°000°s aun L QmmmmmMumm_n 1iep ueyningey uebusp ‘qey UoN ueunBuequiad,/unbueqip vas ve
oY ue \_mmv nyeq Jie ueeipasialey Buek nxeq Jie eueleseld
v deb jedepus |
eAuUe] DY
uedexwajey Ip/SW 95H°0
mtwmeNONv - .,QOMcmE 6202 unyey Jeieg yons LsBaN Jepueg
| | uipoq eped uep $z0z unyey uesemey nyeg JIy eueleseid
Leoe Leoe Nadv 00000001 wn L (5200) 1iep ueyningey uebusp m::a.cm_wh UoN ueunBuequiad,/unbueqip vas x4
nxeq Jie nyeq Jie ueeipasialey Buek nxeq Jie eueleseld
Isusjod Ipnis de6 jedepia]
uexynin
. B
ubisaq "BH 99769’y lededusw uele|as eAulefas >m>>r__n_m_ﬁmmm _ﬂmw_ru_m%.
§ § . Jifueq uemel yelsep uep >
9coe 9zoe Nadv 000'000°SS 19xed L M3 \mwm sen| 1syeAold BjIWBW Bundwe nejexesy Isey er_wm\cmfm\qmc P vas [44
uexnpadiq : ‘qey ueA Jifueq
620¢ unye; eped NdSH ueljepusbusad ueunbueg
g
‘W 60°0/L ledesusw

(1)
A AEREH]

[€18)
IVInW

ISVINIWITdWI
VNVOIN3d NNHV.L

a

NVVNVAN3d
d3gnns

(oL)

(nary
dd) VAVIE
NVViIdad

6) (8)
NVNLlVS JWNTOA

NVHNLNE3N ISVIIANI

[73)

VII3LIO
SSANIAVIY
NVdVIS3aM

[E))

NVLVIO3aX
ISdIdMS3a Nva
NVNrnL/ISvidiLsnr

(s)
AldISads
ISVX01

[€2)

SV.1RIORd
NVSVMVY

VrA3IM NVdNAVD

[3)

NV.LVIOIN/WVED0Ud

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY




£20Z ‘SISI[eUY [ISeH 4oquins

(1)

@

a

(oL)

[G) (8)

[73)

(s)

[€2)

[3)

euedusag 18y
) ) ) Bundwer] Bundwer] jeinieq uebue|nb6ueusd
6202 szoz Nadv 0l9°/L5°861'C 1suIA0id L npiad yepiL jsuIAGId jsuIAGId eies Vs eueleseid vas ss
S S eueles ueeseyijpwad
uep IsesodO
Jxder4
unye) uebusp
ledwes . . 0418\ P10 JIflueg
eH zz0's tedesusw
) ) mwcc_m_ 1ilieq Uemes yesep uesemey| cm__m%cmmcma cmcm:m:mm
Lz0z rzoe NadY 000°000'5S w L uep deser sen] IppRoud piijiwaw | O19W BI0 uoy | UeunSuequedjunbuedip | vas ve
‘Buipoq y o1 ueA |ejued
‘als ednusq 620 unyey eped ueuewebuad ueunbueg
oy uexd
Jeby
/20 uebusp
ledwes lejued |seiqe uemey uipue
eAuule| ‘eH 6781 ledeouaw Jeseq uesemey| lejued uewebuad
6202 820¢C Nadv 000005061 wpy 6l uep Buipioq Jifueq uemel yelsep nsisad ‘qey| uoN ueunbuequiad/unbueqip vas 33
‘als ednuaq sen| Isyakoid pljiwaw BueA eyued
DY uexdeisip 6207 unyel eped ueuewebuad ueunbueg
Jeby
9coc F_WWW_‘_MW jeleg Buemeg
eAUUE| ‘eH §g" Ot lededusw jeseg 6ue|ny ‘gey Jilueg
i . i Jifueq uemed yelsep Buemeg uesemey ueljepusbuad ueunbueg
6coc Leoe Nadv 0000061 wt S uep mmﬂw_wa sen| Isyakoid pijiwaw Bueln| UoN ueunBuequiad,/unbueqip vas 23
S bedean 620¢ unyey eped ‘qe
126y ueljepusbuad ueunbueg
uebus
oz _mnEmm IP/gW 9200 Jeieg Buemeg
.m\E:_m_ h .,QOMcmE 6c0c unyey 6 jeseg Bue|n usjednqgey)
X . i eped uep $z0z unyey uemeg uesemey
620C 620C NadVv 000°000'9 jun L {M“uwmmrm__ﬂ_wm 1Iep ueynINgaY uebusp Buenl uoN cmc:mﬂv_mMm_c.ﬂ_MM\ﬂr_:mm\_mMNm vas £
Meq Jie UBe|pas.o1ox i BueA nyeq e mcmhmmmba
deb jedepis] :
eAuule| . . yewss
©H GzZ 0l lededuaw
uep Buiyoq Jlue Aepn uep xoing Aepn
| § . \lueq uemed yeisep nmasBulid uesemey| .
8coc Lz0c Nadv 000'000°SS 19xed L Uw_m_%m”m:\_wn sen| IsyeAold IjIWBW ‘gey| uoN cm__mﬂﬁmmnvm:r__W&\AM%D_\ﬂmMMm vas og
Jeby 620¢ unye; eped . ueunbuequwad
£20C
unye) uebusp Iseiqe uep
ledwes qoJ Jilueq euauey lejey
eAuule| ynja] 1ejued Jisisad
uep (9z202) 1P epeJdq sejiolid
Buipoq ‘eH 0S8zl ledeouaw

309

AIdIS3ds SV.1RIORd
ISV)O1 NVSVMVY

VrA3IM NVdNAVD

NVNLlVS JWNTOA VII3LIO
SSANIAVIY

NVdVIS3aM

NVLVIO3aX
ISdIdMS3a Nva
NVNrnL/ISvidiLsnr

Ivsaas 7 VNN RAAANASIXE ] amw:%\_rﬂ_m
ISVANIWITdWI ¥3aWNs R
VNVONIY NNHVL

NV.LVIOIN/WVED0Ud

NVHNLNE3N ISVIIANI

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My



Jedep ebbulyas buelued
ueyngejad Iseyodsue.)
Indwis uebusp Bunsbue|
uexBungnyBuaw

BueA o]

uejer edniaq BueA nieq
ueel ueunBuequwad
ueynpadip

uepjiwep uebusg
‘ueynguad

lyei6odoy uebuap ueel
senJ jedepJe) yigajie)
ueeye|@d9y uemel

BueA sens uexedniawl
Buelued ueyngejed

uep Buejews |01 3X3
elejue uexbungnybusw
BueA |euoiseu

uejel senJ eped ‘¢
‘seyisedey| 1jeyapusw
BWIN|OA ‘epag-epaglad
uep yepuas uejedssey

191235 3ep1y lejnw snJe nmw%um_&mu

uebuap uexisduxsapip r_m::n.m_mn_

eAuure| uep 1U1 ISIPUOY "4 [9A3] SO semy)
6ulpod ‘d3a neje L'l YDA Plijwew Bundwe Bundwe-
6202 9z0z ngd 91'8£9°025 wy I 'S4 edniaq |eue uesunyyiad Jepueg Jepueg
Oy uesdelsip Isey uesiesepiaq 105 NMd

Jeby ‘620z unyey eped uep ‘Buelueyd

3 [8A3] SO Neje ¥16'0 ueynqeloy

¥DA Isipuoy uebusp ninusI

(Bundwe-] Jepueg)
(Buelued) ol'wy

- uoquly njeL eBi] 'ds
|euciseN uejer seny -
'V [9A3] SO7

1Ipaidip 620 unyey
eped uep v [9A8] SO
neje ZeL'0 YDA ISIpuoy
uebusp 1WeIns
|euoiseN ueer seny -
yejepe

Buelued ueyngejed
ueBusp Buelews

19 uexBungnybusw
BueA |03 uou uejer 'z
‘Buejews’

101 31X3 ye|epe Buelued
ueynge|ad uebusp
1ex40pI8} 101 X3 L
(W) 2z [(TH) [) [(3) (®) [73) [C)) () )

NidIsads SV.LIHOIdd
A AEREH] IVInW (nary NVNLlVS JWNTOA VIH3LIND NVLVIO3aX ISYMo1 NVSYMVY

WAL d¥) VAVIE ssaNiavad 1SdI¥YS3a Nva

ISVINIWITdWI d3ganns
VNVONIH NNHVL NVViIRiad NVHNLNE3IN ISYMIANI NVdVISIM NVNrNL/ISYIHILSNF Yradax NVdNXVD

ebiel eulg Jnpjnijselju] Is)y euedsuay sy S'8 [oqel

Buejews]

-Bbuelueq ueyngelad
seny uejequieH

seqag uejer u we L
eunbuequiad/uejequiey
seqaq

uejer ueunBuequiad

[63) [€3) [(3)

NV.LVIOIN/WVED0Ud JONN ON

ebJep eulg J101dS IS)Y euedudy uep weiboid ‘2'Z'8

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

310



£20Z ‘SISleuy [ISeH 4aquing

BundweT
ISUINOAd Uejequial
. . . Bunduwies Bundwe uep uejer unin
6207 szoz ax\am@m\zmu< 085°085°9LLL 1suInoIg L njied sepiL Suinon Sinond _mmzmmmﬂ_\c_ﬂmne% We
IseAlasaid uep uejer
unny ueeleyijawad
NVVIV
o L | o I isiremiincs
820z 8z0z NEdY 556'652'592 wf 50 551 oA 1feROI] VLNV Wds JepustS MinusyL Uola We
nmesBuLg uejeqa|ad IseAIasald
qe
SNAdAY 1 o
dvaNve unduwe
6202 6202 NEdY 6£6°0ZL'11 wyy sl oo 4 | INeie WdS uetnBUIRas Sony wa
nied yesseq SOTZE1UdA Ifekosd || SNVVLY A
yejurawiad uejemesad ueieqa|ad ISeAIasald
qel
C
INNEV 1O
- VLLVH-O
NNIVELY
NI (1wngelo
HAMNL - eyleH-euIR330S
3 A dM p .cﬁ yniny “diy
8207 820z NEdY 060°g8l'SE wf It . - (WYY WdS | - (Wey e105)) 1ungeiost We
SO 66'0 DA 1S4aA0Id PR o s o
INNEVLOM 1epue)s NMusW ueler
V10X ueJjeqs|ad ISeAIasaId
RIS
eiein
sundwe
gex
"BI18]eWiNg Nejng oy uep
1ep Bunduie 1sulA0id
Se}IPOWOY eSS X13S160]
1snqusip jedadsadwawl

A AEREH] 7 IVInW

ISVINIWITdWI
VNVIN3d NNHV.L

7€0¢ — GZ0Z UYeL

NVVNVAN3d
d3ganns

Bund.ue suno My

(GQ:[]
dd) VAVIE
NVViIid3ad

NVNLlVS

JWNTOA

NVHNLNE3N ISVIIANI

VII3LRD
SSANIAVIY
NVdVIS3M

NVLVIO3aX
ISdIdMS3A Nva
NVNrnL/ISvidiLsnr

MidIsads SV.1RORd
ISV)O1 NVSVMWY

VIrA3IM NVdNIVD

NV.LVIOIN/WVED0Ud

311



Tl | g R
102930 | uep (ers 09’y Imaley (eseacley
‘ynwiny »s ueyeiniay 1p Am.I mvﬁ 9 Bundwe Bundwe] ‘[8) ‘imel|ey] 1ex)
9z0T 9zoT dgdv/Ngdv 000'59S' LY eH 43 MdMdMedy pundwe Jepueg 830 Jepueg Jepueg Bundwie Jepueg e3oy e}
uswinyoqg 1P Jesnd UeBUEUBMBY ©10) NMd ynwiny| uewinuiiad
mcmm‘_mm,m:uwM ynwiny uewnwiad ueelewsisd
uenpedia esis jedepia]
§20C unyey
uebusp '620C
ledwes unye} eped |euoiBay
ISUIAOId Vvd.l ueunbuequiad
uep ejoy ueynsnip exew ‘|euoibal
yejuewad ewesel1ay ueebequiajoy
ya|o Dy uexdelAusw uep ueye|
uedelAuad cmxm_ﬂm?mm: wejep sundwe Bundwer] o |euoiBay ._,Mn:,
. . RIENPER epwad uenduieway ueunBuequiad/|eucibay
6202 6202 aadv/Ngdv 00000008 eH st e10% ep ueBUsp UeyseBjasUSL Jepueg Jepueg P cmcmasm&wa o)
usjedngey eybues welep e66ulyss BI04 NXd uee|oebusd WalsIs
SMd /NOW 620z unyey esbuly
eweinia) BundweT Jepueg
0y yeseeq ©j0y yedwes uejnquill
yejuswad Bundweusw esiq
ya|o Dy eply eb6ulyas peojiaAo
ueynuaswad (Bunsisy3) bunyeg vd.l
uexnpedig
(eisep PEC[ISAC yepns
yejuswad BueA yd 1 Bunsisye yebua | mcc:mgmhw._. :mm\MM_; mﬂw&%m\mmmmam{ww
9z0z 9z0z agadv/Nadv 00000002 eH 3 ys10 Oy 1SIPUOX UBBUSP 6207 Bundwe- %Emtmu mm m.:mamagm&mu 0
ueynuswisd unye; eped gU 806 9L ‘e ueseme; r_,mmxo mmm__m wajs!
ueynpuadiqg Jesaqgas deb jedepus | A 101 d SIS
Mesni
ISIpUOY Wejep BunsIsyd
uebuuel uep vd| 'z
'620¢ unye}
e66uly wnuiw Jie 210}
ueyningey deyeysaq
:Ecmm%%‘_mm ©1©29S IyNUBWAW
vep | o Gt Sosedon
cmﬁmwmmm%mw WVdS ueunBuequiad yeBua | mc::mnmhw..__. oualiey WVdS
8202 820z agdv/Ngdv 000°000°SL A3ep /A oz uesnedia uensNIp exew Bundwe elueyiag isesifewndo /usiedngey o)
avy winuiw Jie 3njun yewni ‘qey uBsEMEY| WVdS uejexBuiuad
ueBunques uexnye|aw
cmm_n,u mwhwv wejep yelsep
r_%mu Uh yejuuswad uendwewsy
uexselejpAusw
exBuel Wwejep unwen
1P/ 00L'T WnWiUIW vd|
sejisedey| ueyequieusd
uexymngip Isyipaadip
620z Unyey eped ‘|

efie)] eidid Inpjnaisedyu] Isyy eueduay syl 9°8 [oqel

eAir)] eadiD J10PDS ISV euedUDY uep weiboid ¢°Z2'8

802 - G202 UnyeL
Bund.ue suno.dMIdY

312



184ns (£207)

sejuoLd ‘(eH LL'vZ)

a3q ‘(9zoe ebbun] eAiey uep ‘(e
-5z00) ueye | [POOIL B LED o (leBBun L
ueseqaqwiad - B eAuleyes eAiey |9y Ueal
Ynuwny s 1P (BH GL <) BH 6£'65 ueje|as uep 0pIS "|9) (Yebua ]
8202 820z agdv/Ngdv 00002925 eH ss Mtz AN sen| uebusp uejejes Bundwe- nezesiesy Bunduie Usrednaes] M2 oL
Bundwe usjedngey ‘gey
uswinyoqg 1P 3esnd UeBUBUSMAY NdSH ynwiny| uewinuiiad
mgm\_wm om " ynwiny uewinwiiad ueefewsiag
uedelAus .
uenadia esis jedepia]
yeioeq 1P/1 09
yejueswad wnwiuIw vd| sejisedes
ysjo ueyequeuad uexnsnip ueiees m>EE_m_mmm m_wm:_m_ﬂ%%mm%cm“mwm
8¢0¢ £L20T agdv/Ngdvy 0000005 wiy oL ue|nsn jeins 1P/ 6S NeA 620T Bsundwe- ¢ awe y pe] 6
edniaqg DY unyey ebbuly wnuiw ‘qey neyexe unbuequisd/usjednqey|
ueynuswed Jie 1sy@hoad :wsju:nmx NdSH WYdS ueiexbuiuad
ueynpediq Iynuawisw jedep ¥nun
“(H S'9¢ 1PEpOpIS eseq
uep eH £5'SlL ofelipy
©sa() uebuo|exad
smm%nﬂﬁ:mm uejewedsy| Ip uep
b It
jeuns ‘a3aa mmm.m NMMWMMMMWQ,W_MW (uebuolexad 29y
‘ynwiny Ms sleig esed eH v.w,ON anwip AsSp ‘ededar ABAA "08)) Jnwil |
Lz0T £L20T Nadv 000'566'69L eH gLl MdMdMzdd | njey ueynge esaa)y Bundwe- sequiey Bundwen usjedngey pe] 8
uawinyoqg edor Ae UBTEWESBY] ‘qey Re M NdSH ynwiny| uewnuiiad
edniaq Dy |p UeueBueuad ueelewalad
%MQ%_L\WMm_Q mmuto.,.\_g uebusp (eH
1Nl 'a Gl<) 3esnd uebueuamay
ynwiny uewynwiad
es|s jedepJa |
uesed euepen:
szoe szoe Q8dv/NEdY | 00000002 wun L N fecviadviiie bunduien sequiey | 1S9L sesyeuo o i) L
) 5y uesdelsip VdL Bunsisio Isipuox aes | Aem ndsH e|exs ueyedwes.iag
156y uee|ojabuad Wa1sIS
»eYSS
Bueiny
lewt
Ipefusw
Wvad
sniejs ebBuUly
ueeBequia|ay
uswisleuew 6202 unyey
wejep eped uep $z0z unyey anwig 3sp veynge xx__ﬂmwu_m\_ﬂvm
£20T £20T Qagdv/Nadv 000'000°SL %1ep/l oz yeiseq 1Jep ueyningay uebusp Bundwe sequiey unBuequiad/usyedngey| A 9
yejuuswad winuiw Jie ueeipasialay ‘qey Ae M NdSH ueunBuequId,
uawiWoy deb jedepia] Wvds qued
uexnpadip
ebbuiyas
es Wvdad
ueebequia|ey
unweu
eipasia)
yer®1 0
S 915°CS
es|s jedepua) e66ulyas Bundwe Bundwen]
d . . Bund
6202 szoe agdv 00000005, us a1sTs R v8Yy°L Isesieais) Jepueg 1epueg st N ssenyiod | 0 s
nieq uep ¥s 000°09 2304 NXd

1259095 S 19648 |

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

313



uensn jeans
edniaq DY
ueynuaswad
uexnpiedig
,Umn__@wn_rm ueue)| Aepn usjednagedy ueuey uesemey| niey uenxyed MMl WVdS
£Lz0c £z0c Nadv 000°000°SL Anep/i oz sejisedey| 1P wnuiw Jie ueyningax ReM e UoN 1sesijewndo/ustedngey pe) 9l
uesexBuILed IynuawiswW Ynjun WVdS uejexbuiuad
ueynpisdip
eBBulyas
aldn ednisq
ueeBequialoy
4 ep et eH 88's
Jeans ‘a3a :mu:mm_mm:_m mmmn_ ‘eH mA:wu:mmm_mEm
: 12 Bueped Bueje| ‘[oy ‘Bueped bueje|
. . e . unwn ;s ©esa(Q ‘eH 95°zz buepe snwebbue | uesemey| 9)] ‘Buepe| Jesed ‘[8))
scoe scoT agdv/Nadv 000'v92'06 H 6L XMW_MKMMM Jesed esaq 1p (eH “qey uoN snwebBue] usjedngey| pe] Sl
edniaq Oy Gl <) 3esnd ueBueusmay ynuwinyj uewnnuwied
uedelAuad ynwny uewinwaad ueelewsalad
cmx::mn_o es|s jedepia |
1e53[95
yons LiabaN
Jepueg
nxeg Iy
eueJeseld u
620C yons
. 8 ol m:zmcmmr%mwnm_ unye) ebBUIY WNUIW m::mmrmmmm_ uesemey| 11aBaN Jepueg WY dS ue
8coc 8coc Nadv 000°000°sL 9P/ oz ue mr_mm, mw Jre 1syeAoad ueyningey ) m._ UON unbuequiad/uajedngey kS vl
i 1 m Iynuawisw 3njun aeM WVdS ueunBuequiad
eunbuequiad
‘elpasia)
ye|a) uejnsn
1e4ns uep Oy
eAuure| uep
uejnsn jedns 6202
: jeieg NeSUBIS MM WVdS ue
1207 1202 NEdv 000°000°5L N8P/ oz . uipioa unye3 eBbuly wnuiw unduwe UESEMEN 1 unBuequiad/usiednaey 30 s
3@ edniaq Jie 1sy@Akoid ueyningey e UuoN LeunBUeqU,
Oy uexdersip IynuawaW 3Njun qex WVdS quiad
Jeby
Ovl'Sc emIT Jesed (emiT Jesed eseq
uep eH 1/£‘gz ueing jeieg ‘ueing Jefe esaq) jeleg
d
8202 820z Qgdv/Nadv | 0008419 eH vs QU AT | eted b (eH §1<) gesnd Bundwer] o Bundwen usiedngey | > a
ueBURUBMSY Ynuiny ‘qey ynwiny| uewnnuiiad
uewnuwiiad jedepis | ueelewalad
(dexbua|
Al
O el sw ggp'Ts
. . 1e59G9S 620Z Unyey |N3o3 nied 1SdL 19S
. . e cmm&mw ummm< eped yd1 &4 ynsew mc:m.ﬂmmm_ uesemey ueunbuequiad/uesemey
yador4 £20T agdv/Ngdv 000°000°SL H S ol ._.m :U BueA yedwes uejnguiy : mn_ uoN elexs ueyedwesiod pe] L
.ucm n_m__h m\_m S 1s¥jeAoid uebusp aeM uee|ojabuad Wa1sIS
I e | peol A0 BunsIHM vl
epe yepns
qelseq
yejuiiswad
ys|o
yeqiy ewpiay AR} OPIS
uep jeuiw esa( Ip ueuebueuad

ve0Z-GZ0cunel
fundue] sumo My



Jeqiy ewiay
uep jeuiw (eH 6691
jeuns ‘aad SNWIID uejRWEdDY
‘ynwiny %S 1p sejlold "(BH Sl <)
820z szoT Q8dv/Ngdv | 0000005t eH 0 SddMTdd uesemesag usjednaey | U*EMEESd uesene e X | 510 1z
uswnjoq 1p jesnd uebueusmay :mmﬁmE@_wn_
edniag DY ynuwiny uewynuiad :
uedejAuad es|s jedepia]
uexnuadig
EI:ESEN
yejel oy
‘e1yas bueany
Jewiuiw IP/SW 889°0
snjels - lededsuaw 6z0g unyey BuopuopaY
| 5 uebua eped ue) unyey uejemess, ueseme; ue
8c0c 8c0c N8dv 00000051 9P/ 0c cmmmmnEw_mm :m%cm;:uﬂwww%mmm::mn ,nmm :on csm:mnEww\x:,w_mLmﬁﬂme #0 oc
uesiequad nyeq Jie ueeipasialey WVdS ueunbuequiad
ueynpiadip deb jedepua |
ebbulyss
jeyss Bueiny
ueebequus|ay
“elpasio)
ye|ey uejnsn
jeuns uep DY
mu:wm_mmwh._ﬂ__ﬁ ,mnmu:mru_u\m_t mmw.mm
| y snies ‘eped uep MMMM ::mE uejemesad uesemey| NI ACM X1 WY dS ue
1202 Lz0T Nadv 000°000°SL A3ep/ oz uebusp 1ep UeYnInGey UeBUSp ity uon unbuequiag,/usjednqey o) 6l
ueeBequua|ay - ofeq Jle Ueelpasiolsy WVdS ueunbuequiad
uexeg.sd " deb jedepia]
uexnpedip
ebbulyss
jeyas Bueany
ueeBequialoy
Geqiy ewisy ©H 6/'GC sen (2303
uep jeuiw uebusp (Nr eAiey uep
1eJns ‘g3d 11es epajy esaQ) uele|es (N)r eAiey ‘|oy
‘ynwiny Ms nifemey uejeweday Buemeg uesemey| ‘ues epa| ‘|9y) buemeg
920z 9z0z Qagdv/Ngdv 000'589'88 eH 9z NdMidMedd Ip ueuEBURURG | g0 ey o Buein | usjednagey o) 8l
uswinyoq sejlold ‘(eH ynwiny| uewnnuiiad
edniag DY Sl<) 1esnd uebueusmay ueelewalad
uedelAuad ynwny uewnwaad
uexnpadig es|s jedepia |
ninyep
EIIEN
ueeBequia|ay
uexiequad
npiad . .
e N o1
166un ‘eped uep 20z unye} Buemeg uesemey| BIEBBUSI Y| WY dS ue
620C 620C NgdVv 000°000°SL A1ep/i oc UI030G3X LIep UeyniNgaY UeBusp BuelnL ‘qey uoN unbuequiad/usiednaey ple] Ll
‘14es Wvad : WVdS ueunbuequiad
ANA nyeq Jie ueeipasialey

Oy uexdersip
Jeby

deb jedepial

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

315



24 'anig

Ipelusw
ueeBequia|ay ok
Inwofey WYdS
snjels ni © ueyninge: eseme;
120z 1202 NEdY 000005~ M1ep/l ool cﬁmv_m:_wqu W c__&m_w&wu wswcm o1al 10y e on | 1sestiewndo/usiednges N6 6z
niied ‘aLdn : WVdS uejexbuiuad
edniaq
ueeBequialoy
17eU/SW 851 9l
uep %\EXFMM Jesages 6Z0Z unyey ofaiBueley 1Sd1
. eped 3 ynse eseme; sesijewndo/ueseme:
sz0z szoz agdv/Nadvy | 000°000'SZ aun L q3q ednieq susy ediss ueihaum | O19W €103 o ! m_,,mhmz:%_mugmwmu 30 8z
od cmv_QMw_U 1sy@Aoid :mm:mv uee|oebusd WalsIs
V| peojuenp Bunsisya vdLi
EI:ESEN
ye|ey uejnsn
je4ns uep
od .m“31_m
lpefuow winuiWw Jie ueyningay jeieg uesemey| NI MM WvdS e
8202 820z NgdV 000'000'SZ A3ep/H ool ueeBequa|oY nas : unBuequiad/usyedngey o) ’z
smels Iynuawisw 3njun JISECERCIEN] uoN WVdS UeunBuequiag
uelexbulued
nped ‘aldn
edniaq
ueeBbequus|ay
yeqiy ewnsy
uep jeuiw (eueduay
jeJns ‘gaag (eH Sl <) 1eieg Buemeg Bunind ynAiL ‘Usy
‘ynwiny Ms Bue|ny usjedngey jelseg Uesemey| eAINW [8Y ‘luiniy eAeq
1202 sz0z agdv/Ngdv 000°021's6 eH 18 Ndidvzdd 1p jesnd ueBuRUaM®)| Buemeg o [9)) 1edeg Buemeg o) 9z
uswn)oqg ynwny uewinwaad Bue|ny "qey Bue|n| usjedngey
edniaqg DY es|s jedepia] ynwinyj uewnjnuiiad
uedelAuad ueefewalad
ueynpuadig
“uensn
jeins uep Oy
ueyruewad p/I 86 - Jesages
Hed ana 620¢ unyey 1p de
el 1sjoAo.d ueBuap %l8'TY Jelseg ueleBaued MMl WVdS
" . ueeBequia|ay uesemey|
8¢0¢ 8c0c agdv/Ngdv 000°000°sL Anep/i oz snje1s njleA Bundwe Isuinoid Buemeg uoN Isesijewndo/ualedngey pe] 14
uejeyBuUILad Ip yepuau buijed yeke| Bueny ‘qey WVdS ueiebuiuadg
o :.th wnuiw Jie depeyJay
ebBuUIyaS Sas)e [Z0Z unyey eped
dldn edniaq
ueeBequialoy
g3q ednisq 959 .,nm_oo:o\,m/ . A%mno%?
1202 1207 NEdv 000°0v5'65 eH 9z oY uexdersip coxmm_mwwmw;wﬁ%mﬂx nmes ,M_mm o coﬁm:n_rw_nbsmwe xmr,mmu 30 v
1e6v uesemey| jedepia | ueefewalad
mﬂw_mw,%m nAy 1WLng 1SdL nieq [os
nMasBuL ueseme: 1sesijewndo,/ueseme;
sz0z sz0z NEdv 000°000°SL aun L ueseqaquiad PeO}IaAC U4ePNS Yd L .Q_mm cou ! smxm.wmmmasmamu 30 sz
ueynpadiq
dels oy uee|ojabuad WalsIS
uesebedes
e|pasiay ReM MM WV S ewein
9207 szoz NEdv 000°000°0L 1o5fed L yejel uensn E:c__%n_whmud_nwwh :;mmm.m_mm o 1SNQLISIQ UebuLier ueb M0 2z

jeuns uep Oy

uequisbuad,/usjednqey|
WVdS uejexbuiuad

7€0¢ - GZ0C UnyeL

Bund.ue suno.dMIdY




esis ebbulyas
. 3UN 0S0'¢ Yejwnliaq
w_mﬂﬂnw;%ur%mmm $£20Z unyey uebusp
uesiniadi ledwes ueuebueuad
Jeaniedia “IUN 0£0°0L Ye|winfes
s ueyewniad HLy Jedepiol 2 [IEEIN IInsay usjedngey lUNH
620 6202 5/agdv/Nady | 00000007 un 000¢C uslig -ynuwny] IINsaN gex uelueyiad eAe epll yeuwny dd 3
uedejauad Uesemey| eAUIRGRSISL uesemey| sejljeny| uejexbuluad
xmm:mmn uep uewnwIad
um_._.ﬂw_\_wm_n_ anpinJisedul ueelpaAuad
AN 'a eAubueiny jiexiay
ns| ueBUSp 18NS3S |
‘Bopdeq 1bueinbuaw ebuo
us ‘ueuoyowisad »Njun uep uewnwJiad yebua | mc::ae:m..__. yeBua ]| Bundwe
1202 1202 5/aadv)/Nady | 000005 jun 144 jeins ajepdn | anpiniiseljul ueeipakuad Bundwe- Ueiueyod usjedndey g unsns dd z
ueynpuadig eAuBueiny 11exia) ‘gem ueseme yewny ueunbuequiad
ns| uebuap |ensas A
ﬁﬂm%ﬂwmm UN pE1'6 Yejwnies
ussmBdig HLY esis jedepia] 'z
. . ‘ynwiny yeBua| yeBus ]| Bundwe
6202 520z usS 000'000°0% Jun 000 cmcmEcmmm_m__ uesemey eAuleqasia | mc::ﬂm&w._._. Bundwe] usjednqgey lunH Hd L
2/Agdv/Nadv : uedersliag uep uewnnwiad ey uejuepiad eAeT yeplL yewny
e anpinaiselju] ueeipaAuad uesemey| sejljeny| ueyexBuiuad
I._._,vw__mmumm eAubueiny| jiexisl
uenLedIq ns| ueBUSp 18NSIS |

(V) | [€0) [(T%) (o () (8) [73) [€)) ) [$2) ) @ w |
Midisads SV.Lidoldd

du) VAvIE ssaNiavay ISdRINS3a Nva 15v301 NVSVMY
NVVAINE3d  NVHNLNE3N ISVMIANI NVdVIS3X NVAFNL/ISYIALLSAF Vraax NNV

IVs313s NVNLlVS JWNTOA VId3LIRID NVLVIO3aX

NVVNVAN3d
ISVLINIWITdWI d3gwns
VNVON3d NNHVL

ueyewniad Jnpjniisequ] Is)y euesuay sy /'8 |oqel
ueyewniad 10}aS ISYV eueduay uep weiboid ‘v'z'8

$£Z0Z ‘sIsl|euy [ISeH Jequins
ofeibueiey

17d| ueesBuIuad /2103
. . 0y uexdelsip seAe| Isejiues ueyningey uesemey
9c0oc 9c0C Nadv 000'000'S aun L 0J38 BI0H eleys jedweles MO 0s
1eBy Iynuawiaw 3niun UON M3sBWOg Yequin
A1y ueejojebuad WajsIs

uejnsn jeins
edniaq Dy
ueynuswad
unweu
©1pasia) yea)

¥e0Z - G202 UnyeL
Bund.ue suno My

317



ueynpediq .u_cn.m_w._.nwﬂmm_nr_%w_nw_wmw
‘ueyewniad -
usliig ynuwiny snweB6ue]
oS ; ’ un . uedeloud, uesemey eAuleqasia | snwebbue | uesemey usjednagey lunHy
6202 szoz 5/a8dv/Nady | 00000007 b 000 xw :mm Uep UeWIbNWLISG e o sfeke ¥epLl Uewny) dd 6
ere anpnJiseJjul ueelpaAuad sejljeny ueeybuluad
.FH__M_._,_‘W_‘_QHQ_D eAubueiny jiexial
Pnedia ns| uebusp 1eNsSaS |
%Mﬂw:%mcwm Uun £09'9 Yejwinfes
P edepia]
Uesnodia HLY jedepial 'z
.cmr_mE:\_m.n_ » ynwiny Jeseq umme pundwe
us 8 8 ; . uesemey| eAuleqasIo | uesemey| usjedngey] 1unH
620T scoT 5/agdv,/Nadv 000°000°0% Hun 000 cmamw\_mmchm_m uep uew NG m::aﬂmﬂ uoN ke sepiL Uewny dd 8
e ANpindiselju] ueelpakuad sejlleny| ueexBuluad
I._._.vw__mmumm eAuBueiny 11exJia)
uepedia nsi ueBUBp 18NSSS |
JUN [0z ¢ ueuebueuad
E BsIS Wun Z/v°C
%Mﬂm:mﬂwmmm yejwnliag £z0g uebusp
uesniad ledwes ueuebueuad
.cmm_AmF_t:\_m.m 0UN ££9°S yejwnlas uerepes eAulelnas ueje|as bundwie]
oS . . g 1} H1LY esis jedepial 'z uep uajedngey luny
620C scoT 5/agdv,/Nady 000°000°0% aun 000 cmamw\_mmchm_m -ynuinyg m::aﬂmﬂ neyesesy eAe yepiL yewny dd L
IS uep uesemey| eAulIeqasIo | NdSH sejijeny| ueyexBuiuad
012G uep uewinwiad
.m__m_.r_w_\_ww_ ANPinaiseltu] ueelpakusd
iniedia eAuBURINY] J1eXI8)
nsi ueBUSp 1eNSAS |
"uBUoyowad “JUN G6L°/L yejwnles
jeuns a1epdn : edepIs | -
uesrsdiq H1LY yedepial 'z
.cmr_m_t:\_m.n_ " ynwiny anwiy sp LJE_% Bundwen]
us . . . uesemey| eAuleqesia i usjedngey] IunH
6202 seoc o/agdv/Nady | 00000007 un 000 :m%ﬁﬁm uep uewpinULIRg m%a.&M e seAe epiL Uewny ad 2
ue anpinuisedyul ueelipaAusd q sejljenyj uejexbuluad
I._Pvm_mmumm eAuBuRINY J1eXI8)
uehpedia nsi ueBUSp 1ENSAS |
qeiseq
yejuswad ‘Bojyoeq 1BueinBusw
yajo NAveIS 3Nun uep uewnuwJiad Bundwe Bsundwe] Bundwe
szoz sz0z NCEN 000°00S'Z un 124 uejnsn | anyynisesul ueeipakuad Jepueg Jepueg | Jepueg 3oy ygW unsns Hd S
Bunepdn eAuBueINY J1eXI8]) e10% NMd yewny ueunbuequiad
uexnpediq ns| ueBuap 1ensas
“dels Oy
. 180°C
mc_ar:mwn_wm yejwnliag ueuebueuad
esiS ‘Sy0'L yejwnliag
cm:v_mamﬂ_uwmwﬂ $20Z unyej uebusp
en ledwes ueuebueuad sundwie
us :mxs_wmn_w uUn 9z1's ye|wnles BundweT Bundwen Jepueg e30 _r_:_”__
. . . ! q . !
6202 sz0z 5/aadv/Nady | 00000007 3un 000 Ueyewinisd H1LY 18 ww_mﬂ:m mew_mm Lmn_”__mm soAe ¥epLL Uewny dd v
usalig A sejijeny ueyexbuluad
uedejousd uesemey| eAuleqesiol
e uep uewnwad
xmm mn anpinaiselju) ueeipaAuad
HMFM_\_wM_O eAuBueiny jiexia)
Ankadid ns| ueBuap 1ensas |
U 0Z0'L
nedesusw ueuebueuad

€

A REH]

ISVLINIWITdWI
VNVON3d NNHVL

[(TD)

NVVNVAN3d
d3gnns

L

dd) VAvVIg
NVVdIMd3d

[(3) (®)
NVNLVS dAWNTOA

NVHNLNE3N ISYMIANI

)

VI3LIRD
SSANIAVIY
NVdVIS3IM

[©))

NV.LVIOIN
ISdIdXs3a Nva
NVNArNL/ISYIdILSNr

[() [(2) [(3)
Midisads SV.LIMOIdd
ISVO01 NVSVMVX

VrAd3IM NVdNXVD

7602 — GZ0Z UnyeL
BundLue suno MY

318



€

A REH]

ISVLINIWITdWI
VNVON3d NNHVL

17€0¢ - GZ0C UnyeL

[(TD)

NVVNVAN3d
d3gnns

Bundue suro MY

L

dd) VAvVIg
NVVdIMd3d

[(3)
NVNLVS

(®)
dAWNTOA

NVHNLNE3N ISYMIANI

)

VI3LIRD
SSANIAVIY
NVdVIS3IM

[©))

NV.LVIOIN
ISdIdXs3a Nva
NVNArNL/ISYIdILSNr

[()
Midisads
ISVO01

[(2)
SV.LIMOIdd
NVSVMVX

VrAd3IM NVdNXVD

[63)

NVLVIOIN/WVADOUd

| “HUN 629°¢ BSIS "C86°S
ueuoyouliad 1£202Z p's ueuebueusd
jeJns ajepdn - .
uesmsdig 3UN Z86°S Yejwnles
-ueyewiniag H1LY Jedepial z . Qz\smwmc_\_n_
s . . . ‘ynwiny nmasBulid uesemey| uejedngey lunH
6202 sz0z 5/a8dv/Ngdy | 00000007 3un 000 :m%w_w%m_m Uesemey| eAwIRgRSIB] ey o sfeke ¥opLl Uewny) Hd Pl
S uep uep uewinwiad sejijeny| ueyexBuiuad
L ereq anpjnujsesjul ueelipakuad
uesinuediq eAubueiny| jiexisl
i nsi ueBuUSp 1eNSAS |
‘uenjuaiey . .
lensas HUN £09'9 ueuebueuad
~a yewoy esIS JIUN 652°T £20T
uelensaAusd p's ueueBueuad Jun
r._mxj_\_wa_m_ 9¥8'8 H1LY Jedepial Qcm\_@sman_
s . . . . . ‘ynwiny uelemesad uesemey| usjednagey lunHy
6c0c Seoe 2/Addv/Nadv 00000001 aun 0ooT cm:mEcw“Ma ueseme)y| eAuieqasia | ‘gem UON YeAe yepll yewny dd £l
chEmcm.m_ uep uewinwiad sejijeny| ueyexBuiuad
IS uep ANpinaiselju] ueelpakusd
HLY eleq eAubueiIny 11exJia)
uespRaid nsi ueBuUsp 1ENSS |
Hun /g0l esis
‘ueuoyowlsad ‘JIUN 000’ Yejwnliag
Jeuns ajepdn $20Z P'S ueuebueuad
n I qun " nf
s .ccmm,ﬂmhwwm.m H.cII_m.MMMFm_azmm%,%m._“w.w Buemeg uesemey| Buejny :mumaznmmwm_ﬁmm
620C szoz 5/aadv/Nady | 00000007 un 000 uslig UnWn | gien ey uon eAe yepiL Uewny Hd zl
uedejsuad uesemey| eAuleqesiol seyjeny| ueyaBuILSd
MS uep uep uewnwiad ! :
H1L1Y ereq anpinaisesju) ueeipaAuad
ueynpuadig eAuBueINY J1eXI8])
nsi ueBUSp 18NSSS |
€10
Milem/iredng NN 5652
uep SIS JUn 5657 £¢0C
ueejeAuwsad ‘p’s ueueBueuad jun
umm:m 0SL'Z HLY yedepia) 'z p . ueuey|
us . . . ueynpediq ‘ynuwiny ueuey uesemey| e usjedngey luny
6coc seoe 2/A9dv/Nadv 000000°0F aun 000 ‘ueyewnJad uesemey| eAuleqesia] Rem ‘gey uoN seAeq yepll yewny dd i
ualig uep uewnwiad sejijeny| ueyexBuiuad
uedelauad anpinaisesju) ueeipaAuad
MS uep eAuBuURINY J1eXI8)
H1L1Y ereq nsi ueBUSp 18NSIS |
ueynpuadig
. '877C°C BSIS "NUN £90'9
ueuoyowrad 1$20Z P'S ueuebueuad
jeuns ajepdn 8 .
uesnyadiq 3UN 1828 Yejwinfes
‘ueyeLInIog H1LY 1edepial z eiein m\_mum Bundwe
S § § . ‘ynwny uesemey| usjedngey] 1unH
6202 sz0z 5/aadv/Nady | 00000007 3un 000 :m%cw,__wo Uesemey| eAuiegesioL m::a.Em._ uon sfeAe ¥epLL Uewny] Hd oL
g d uep uewynuiiad qeM sejljeny| uejeybuluad
xmmcw_u anpnJisedyul ueelpaAuad
HMF_M_EM_O eAubueiny| jiexisl
Pnedia nsi uebuUSp 1eNSIS |
un
$9/°0L :ueueBURUS BSIS
‘ueuoyouwlsad HUN SIS
jeans ajepdn 1$20C P'S ueueBueuad

319



£20Z ‘SIsI[euy [ISeH daquing

A AEREHN]

ISVLINIWITdWI
VNVON3d NNHVL

IVINW

NVVNVAN3d
d3gwns

oL

(nary
dd) VAVIE

NVViIDd3ad

NVNLlVS

JWNTOA

NVHNLNE3N ISVAIANI

VII3LID
SSANIAVIY
NVdVIS3IM

NVLVIO3aX
ISdIdXMS3a Nva
NVNArNL/ISVIdILSNr

Midisads
ISVO01

SV.LIHoldd
NVSVMVI

Vrd3IX NVdNXVD

NV.LVIOIN/WVHD0¥d

el T mw "95¢
1£Z0Z P's ueueBueuad
nsn/jesodo.d JUN PSZ Yejunfes
uexnedia H1LY Yedepiel z
us .cmsmE:m_mn_ -ynuiny] uesemey| >obwz 230y IUnH
tde14 scoT 0000001 Hun 0oz usfig 01BN B3OH Mede xepll yewny dd Ll
2/A8dVv/N8dv uedejsuad cmmmﬁ_mm mwﬁwﬂwuww UON seyjeny| ueiexBuIusd
xmmr_wn INynIIsesu| ueelpakusd
um_._.ﬂw_\_ww_n_ eAubueiny jiexiay
Anikadid ns| ueBuap 1eNsas |
Hem e 2L5'S ©sIS "8y IsT0T
Sy u.mc.r_e p's ueuebueuad
uejensaAuad “HUN 0ZO'L Ye|wnles
Uenuedia H1LY 1edepia) 'z . jelieg
S . g . . R ‘ynwny Jeieg uesemey| Jisisad uaredngey luny
6c0c seoe o/agdv/Nady | 00000007 aun 000 cm:mEcwmw_m uesemey| eAUIRGESIS | J1sised ‘qey UoN siekeT yepll yewny dd ol
:mnmuwcm.w uep uewynuiiad sejljeny| uejeybulusd
r_m.n_ anpnJisedul ueelpaAuad
IA_._.vm_mmumM eAuBueiny u_mvtm.u
uenpRAId nsi ueBuSp 18NSSS |
‘uenjualey 810'¢ ueuebueusd
1ensas TE9'L Yejwnliag
DY 1ew.oy £Z0Z P's ueuebueuad
uelenssAuad JluUn 089°'¢ yejwnles
B jeleg Buemeg
uexnpiadig H11Y yedepia) 'z jeseg eseme Buein| usiednge n
6202 szoz S/agay nady | 0000000% un 000 ‘ueyewniog “ynuinyy buemes e o ey oLy ey dd st
uslig uesemey| eAuleqasia] Bue|n] ‘qey seyIeny] UeIeHBUILS,
uedejauad uep uet nuiad H[eny ueexbuluad
MS uep | Jniynuisessul ueeipakuad
H11Y ejed eAubueiny j1exal
ueynpuadig ns| ueBusp 1ensas |

JONN

ON

7602 - GZ0Z UnyeL
BuncLue suno MY

320



“EMANTAUAN
DAN EVALUAS

- SN ANIVAN

RPIWVW

L 2% 2R 4
L 2R 2R 4
LA 2R 4
L 2R 2R 4



322



RPWProvinsi Lanpung
Tahun 2025 - 2034

9.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR
dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan
pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah dalam hal ini
disebut dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(RPIW). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam hal ini
dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini
mungkin. Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka
menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan
dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses
implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi
perbaikan Kkinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi
disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi
Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program
Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai
tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program
dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi badgi
keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika
perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (living
document).

9.2. Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan
implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan
timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui
pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari
dokumen RPIW berdasarkan output (infrastruktur terbangun),
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outcome (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun),
benefit (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), impact
(dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan
rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3.

Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi
beberapa jenis, yaitu:
1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW

a.

Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan
pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana
Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per tahun.
Pemantauan Lima (5) Tahunan mengamati
perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada
Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per
5 tahun).

2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW

a.

Evaluasi Tahunan (output dan outcome) mengeluarkan
rekomendasi keberlanjutan program pengembangan
wilayah.

Evaluasi Lima (5) Tahunan (benefit, impact, dan
keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan
program pengembangan wilayah.
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